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KATA PENGANTAR 


kajian sosial dan politik sangat dipengaruhi oleh tradisi keilmuan 

yang berkembang, baik di Eropa maupun Amerika Serikat. 
Kuatnya dominasi tradisi keilmuan Barat ini melahirkan reaksi dari para 
kalangan ilmuwan yang mengembangkan pendekatan postkolonialisme 
dan orientalisme. Kelompok ini mencoba untuk menunjukkan adanya 
partikularitas-partikularitas tertentu untuk menjelaskan fenomena sosial- 
politik di kawasan selatan dan timur, yang kemudian melahirkan perspektif 
berbeda. Pandangan kebanyakan selama ini menempatkan dua perspektif 
tersebut dalam posisi saling berlawanan. Kegelisahan atas dominasi 
pendekatan Eropa dan Amerika juga dirasakan oleh para ilmuwan Hubungan 
Internasional (HI), yang menganggap dominasi pendekatan tersebut 
telah menjadi sumber kegagalan disiplin HI untuk menjelaskan secara 
komprehensif dinamika politik global. Terutama untuk memahami hubungan 
internasional kontemporer yang ditandai dengan munculnya the emerging 
power dan menurunnya dominasi Barat, serta berbagai krisis kemanusian 
akibat tata kelola ekonomi-politik global yang tidak adil. 

Buku berjudul The Global South: Refleksi dan Visi Studi Hubungan 
Internasional ini merupakan ikhtiar akademik dari pada dosen dan peneliti 
di Departemen Hubungan Internasional (HI), FISIPOL UGM untuk 
mengkaji dan mengadvokasikan pentingnya visi keilmuan baru yang 
berempati dan dikembangkan dengan merujuk pada fenomena-fenomena 
politik global di kawasan selatan. Meskipun demikian, visi pengembangan 
pendekatan the Global South yang diusung tidak diletakkan dalam kerangka 
diametral untuk melawan perspektif Eropa/Amerika-sentrisme, tetapi 
sebagai bentuk dialektika keilmuan yang saling memengaruhi. The Global 
South tidak semata menunjuk pada dinamika kawasan atau pada dinamika 
relasi Utara-Selatan, tetapi sebagai pendekatan yang juga bisa digunakan 
untuk menjelaskan fenomena politik global secara luas. Pengembangan 


5 ecara umum, pendekatan dan teori yang berkembang dalam kluster 
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visi keilmuan the Global South, sebagaimana menjadi tujuan penyusunan 
buku ini adalah sebagai upaya untuk mendorong perubahan pada “the way 
of knowing and of doing” dalam disiplin HI. Sebagai upaya awal untuk 
menghasilkan visi dan perspektif keilmuan baru, artikel-artikel yang tersusun 
dalam empat bagian buku ini diharapkan akan memantik diskusi akademik 
yang dinamis sebagai proses penting dalam menghasilkan school of thought 
yang kuat. 

Hadirnya buku ini merupakan bagian dari upaya FISIPOL UGM 
untuk melakukan publikasi state of the art atau (state of the discipline) 
enam departemen yang ada. State of the art ini menghadirkan telaah kritis 
atas perkembangan kontemporer berbagai bidang keilmuan yang menjadi 
fokus perhatian masing-masing departemen, yang tergambar dalam berbagai 
aktivitas penelitian, publikasi, pengajaran, dan advokasi sosial. Publikasi 
state of the art merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan FISIPOL 
UGM dan departemen-departemen di dalamnya terhadap komunitas 
akademik, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga posisi academic 
leadership, baik di Indonesia maupun lebih luas. Terbitnya buku ini akan 
memperkaya, sekaligus melahirkan perdebatan baru dalam bidang Ilmu 
Hubungan Internasional, khususnya visi keilmuan the Global South sebagai 
pintu masuk alternatif untuk menjelaskan dinamika politik global dan 
berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan internasional. 

Atas terbitnya buku ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada 
Dr. Poppy S. Winanti (Wakil Dekan yang membidangi Penelitian dan 
Publikasi) serta Tim UP3M FISIPOL UGM yang tidak kenal lelah mengawal 
proses penulisan dan penerbitan serial state of the art ini. Apresiasi yang 
tinggi juga saya sampaikan kepada tim editor dan para penulis yang telah 
mendedikasikan waktunya untuk menyusun hasil penelitian dan analisisnya 
dalam bentuk artikel bab yang bernas dan kuat. Ucapan terima kasih juga 
saya sampaikan kepada BPP UGM, khususnya Gadjah Mada University 
Press yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini. Selamat membaca, 
semoga buku ini memberikan kontribusi, serta memicu perdebatan dan 
dialektika dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional. 


Yogyakarta, 24 Mei 2021 
Dekan 


Wawan Mas'udi 
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PRAKATA 


Rome ne fu pas faite toute en un jour 
(Puisi Perancis, 1190) 


6 Rs tidak dibangun dalam satu hari,” seperti ditulis dalam 

kutipan di atas, menggambarkan dengan tepat kehadiran buku ini. 

walnya dimaksudkan sebagai sebuah bentuk refleksi terhadap 

studi Hubungan Internasional di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Gadjah Mada, buku ini berkembang menjadi sebuah karya yang 

cukup ambisius, yakni membangun visi The Global South. Seperti halnya 

membangun Roma, membangun visi bersama bukanlah sebuah pekerjaan 

yang mudah. Bukan hanya perlu waktu untuk mencapainya, tetapi juga kerja 
keras dan ketekunan terus-menerus. 

Akan tetapi, proses penyelesaian buku ini juga memberikan satu 
pelajaran penting bahwa sebagai akademisi, kita memerlukan ruang yang 
lebih besar dan lebih banyak waktu untuk melakukan refleksi. Berbagai 
tuntutan yang kita hadapi telah menjadikan aktivitas akademik yang 
seharusnya menjadi proses produksi pengetahuan berubah menjadi rutinitas 
dan business as usual yang kita lakukan secara berulang dari waktu ke 
waktu. Oleh karenanya, capaian terbesar dari buku ini bukan terletak pada 
keberhasilannya untuk merumuskan visi the Global South, tetapi lebih 
pada keberhasilannya, meskipun baru pada tahap yang sangat awal, untuk 
membuka kembali ruang bagi para pengajar di Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional untuk melakukan refleksi dan mengembalikan kegiatan 
akademik pada fitrahnya sebagai proses untuk memproduksi pengetahuan. 

Dengan segala keterbatasannya, buku ini ingin menekankan perlunya 
mengembangkan hubungan internasional yang lebih mencerminkan dan 
melayani kepentingan sebagian besar penduduk dunia yang berada dalam 
kategori the Global South. Perkembangan Hubungan Internasional sebagai 
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sebuah disiplin yang semakin plural memberikan ruang yang sangat besar 
ke arah tersebut. Kita hanya perlu mengisi ruang itu. Dalam artian yang 
sangat konkrit, visi the Global South ini harus menjadi bagian integral dari 
pengetahuan yang kita hasilkan dan kita diseminasikan. 

Sebagai visi, the Global South bukanlah sebuah konsep yang datang 
secara tiba-tiba, out of the blue. Daftar panjang referensi yang digunakan oleh 
setiap penulis bab secara jelas menunjukkan bahwa gagasan ini berkembang 
melalui dialog yang melibatkan banyak orang, baik yang simpati maupun 
yang antipati. Akan tetapi, visi the Global South yang ingin diusung oleh 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional tidak akan muncul tanpa karya- 
karya tersebut. Oleh karena itu, daftar panjang referensi yang digunakan 
bukan hanya merupakan pengakuan terhadap karya-karya mereka, tetapi 
juga ucapan terima kasih kepada para penulis karya-karya tersebut. 

Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada yang telah mendorong atau, 
lebih tepatnya, “memaksa' Departemen Ilmu Hubungan Internasional untuk 
menunjukkan kepada publik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan 
dalam kaitannya dengan perkembangan disiplin hubungan internasional. 
Tanpa tuntutan tersebut mungkin kami masih terlena dengan rutinitas dan 
business as usual dalam menjalankan aktivitas akademik. 

Kami juga sangat berterima kasih Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional UGM yang telah mendukung dan memfasilitasi proses 
penulisan buku ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. 
Abubakar Ebyhara dari Universitas Negeri Jember dan Dr. Paramitaningrum 
dari Universitas Bina Nusantara yang telah bersedia mereviu dan memberikan 
tanggapan terhadap naskah awal. Kritik dan saran yang diberikan oleh para 
reviewer ini memungkinkan kami untuk melakukan banyak perbaikan dan 
sinkronisasi semua bab. 

Kerja sama yang baik dari para penulis untuk mewujudkan penerbitan 
ini juga pantas untuk diapresiasi. Tanpa kerja sama dan kesabaran 
mereka, mustahil karya bersama ini akan terwujud. Di samping itu, editor 
juga berterima kasih terhadap Rizky Alif Alvian yang telah melakukan 
proofreading naskah ini sejak proses awal dan Yudhi Fardhan, yang terlibat 
di fase-fase akhir dalam pengerjaan buku ini. 

Akhirnya, di luar dunia akademis, tim editor sangat berterima kasih 
kepada anggota keluarga masing-masing atas dukungan dan pengertian 
yang diberikan, yang dengan sabar membiarkan anggota keluarga mereka 
untuk menghabiskan waktu, berkutat siang-malam dengan naskah-naskah 
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yang ada terutama di saat-saat deadline sudah di depan mata. Dukungan 
dan pengertian mereka menjadi salah satu kunci penting bagi penyelesaian 
buku ini. 


Yogyakarta, 2021 
LH, MSG, MM 
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PENDAHULUAN 


The Global South: 


Agenda Reorientasi Disiplin Hubungan Internasional 


Lugman-nul Hakim 
Muhadi Sugiono 
Mohtar Mas'oed 


One 5 destination is never a place, but a new way of seeing things 
— Henry Miller 


perkembangan sangat pesat, baik dalam hal ragam perspektif maupun 

objek kajian. Hal ini setidaknya membawa dua isu pokok yang 
saling berkelindan dalam kaitannya dengan upaya pengembangan disiplin 
Hubungan Internasional di Indonesia, lebih khusus lagi di Universitas 
Gadjah Mada. Pertama, bagaimana perkembangan perspektif dan perluasan 
objek kajian mempengaruhi karakter disiplin ini di Indonesia? Tidak bisa 
dimungkiri bahwa perkembangan ini membuat karakter disiplin Hubungan 
Internasional semakin multidisipliner dengan menawarkan cara-cara baru 
dalam menjelaskan dan memahami fenomena global. Pada saat yang sama, 
objek-objek kajian disiplin ini juga semakin luas, di luar cakupan kajian teori- 
teori hubungan internasional konvensional (Dunne dkk., 2013, Baylis dkk., 
2001). Kedua, bagaimana perkembangan ini memberi kesempatan untuk 
mereorientasikan disiplin hubungan internasional di Indonesia, dan negara- 
negara pascakolonial secara umum, yang selama ini cenderung didominasi 
oleh tradisi-tradisi Furo/Amerika-sentris? Melalui perkembangan tersebut, 


5 ebagai sebuah disiplin ilmu, Hubungan Internasional! telah mengalami 


1 Dalam buku ini, frasa Hubungan Internasional (dengan huruf besar di awal kata) 
digunakan untuk menyebut ilmu atau disiplin hubungan internasional dan hubungan 
internasional (tanpa huruf besar) untuk menunjuk objek yang dikaji. 
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bagaimana kita dapat membangun basis epistemologi dan politik bagi 
reorientasi disiplin Hubungan Internasional yang lebih kontekstual, yang 
lebih mencerminkan kondisi dan kepentingan the Global South? 
Sehimpun tulisan dalam buku ini, disusun dan dihadirkan ke publik 
sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan pokok di atas. Secara khusus, buku 
ini merupakan bagian dari ikhtiar Departemen Ilmu Hubungan Internasional, 
Universitas Gadjah Mada dalam melakukan reorientasi kajian Hubungan 
Internasional, baik dalam pengajaran maupun penelitian. Singkatnya, tujuan 
utama buku ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong perubahan pada 
“the way of knowing and of doing” dalam Hubungan Internasional. Namun, 
mesti diakui sedari awal bahwa ia bukanlah sebuah “handbook' yang final 
dan serba lengkap. Oleh karenanya, buku ini mungkin tidak menawarkan 
sesuatu yang bersifat konklusif. Akan tetapi, tulisan-tulisan dalam buku ini 
berisi serangkaian upaya awal untuk membangun fondasi bagi reorientasi 
state of the discipline Hubungan Internasional dengan visi the Global South. 


Krisis Hegemoni dalam Teori-Teori Hubungan Internasional 


Salah satu elemen sentral yang menopang perkembangan disiplin Hubungan 
Internasional adalah perkembangan ragam perspektif atau teori (lihat 
Bab 2 dalam buku ini). Menariknya, semakin beragamnya perspektif dan 
meluasnya cakupan objek kajian hubungan internasional ini malah membuka 
perdebatan tentang status hubungan internasional sebagai sebuah disiplin 
ilmu (lihat misalnya Waever, 2013: 308-309: Acharya dan Buzan, 2019). 
Kalangan yang skeptis memandang perluasan objek kajian dan kompleksitas 
perspektif membuat disiplin ini kehilangan karakternya karena semua 
hal bisa dianggap sebagai objek kajian. Selain itu, semakin populernya 
argumen yang diajukan oleh proponen teori kritis dan pascastrukturalisme 
tentang kian tidak relevannya batas-batas antara domain domestik dan 
internasional secara fundamental menggugat raison d'etre disiplin ini 
(George, 1994, Hardt dan Negri, 2000, Puchala, 2002). Hal ini membuat 
beberapa pakar, seperti Smith dan Baylis (2001: 2) menyarankan agar tidak 
lagi menggunakan istilah “hubungan internasional? atau bahkan “politik 
internasional', melainkan sebagai “politik dunia?” yang dianggapnya lebih 
inklusif dan merefleksikan kondisi kontemporer objek kajian dalam disiplin 
ini. 

Sebetulnya, sebagaimana dibahas Waever (2013: 308-309), 
perdebatan tentang korpus pengetahuan disebut sebagai sebuah disiplin 
ilmu itu berangkat dari dua asumsi utama. Pertama, adanya objek studi 
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yang jelas dan khas. Misalnya, adanya perbedaan kondisi bumi melahirkan 
disiplin geografi, perbedaan kelompok masyarakat berperilaku menciptakan 
disiplin antropologi dan seterusnya. Namun, dalam tradisi ilmu sosial, 
termasuk juga Hubungan Internasional, seperti diingatkan Foucault dalam 
Archeology of Knowledge (1972), model hubungan antara disiplin dan 
kejelasan objek studi tidak selalu berjalan linear-korelatif. Akan tetapi, 
hubungan di antara keduanya itu bersifat konstitutif atau saling membentuk. 
Sebagai contoh, kajian gerakan sosial global yang kini menjadi objek kajian 
Hubungan Internasional bukan hanya mencerminkan meluasnya fenomena 
resistensi dan gerakan yang semakin transnasional seperti perlawanan rakyat 
melawan globalisasi neoliberal dalam Battle of Seattle 1999 atau yang lebih 
kontemporer seperti Black Lives Matters. Perhatian terhadap fenomena ini 
dipengaruhi oleh—sekaligus memperkuat—kecenderungan “normative 
turn” dalam disiplin Hubungan Internasional. Sementara itu, hubungan 
antara gerakan sosial global sebagai sebuah objek studi dan perspektif yang 
berkembang telah mengubah karakter Hubungan Internasional sebagai 
sebuah disiplin yang ditandai oleh beberapa aspek yang relatif baru. Di 
antaranya, ia lebih menekankan pada aktor non-negara, membayangkan 
tatanan global sebagai arena kontestasi nilai dan perjuangan, serta 
berorientasi pada emansipasi bukan eksplanasi.? 

Kedua, disiplin ilmu juga mengandaikan adanya semacam konsensus 
dalam melihat fenomena atau objek studi. Sejarah perkembangan 
teori Hubungan Internasional menunjukkan bahwa disiplin ini tidak 
pernah mencapai kesepakatan tentang objek kajian dan bagaimana 
memperlakukannya, sebagaimana terangkum dalam apa yang dikenal luas 
sebagai gelombang Perdebatan Besar (the Great Debates) dalam studi 
Hubungan Internasional yang tidak pernah konklusif (lihat misalnya, Kurki 
dan Wight, 2013). Perkembangan perspektif-perspektif yang relatif baru 
seperti pascakolonialisme, feminisme, dan pascastrukturalisme dalam studi 
Hubungan Internasional membuat upaya untuk membangun konsensus 
dalam mendefinisikan objek studi semakin tidak mungkin bisa dicapai. 

Lebih jauh lagi, pluralitas perspektif ini sekarang dipandang sebagai 
realitas yang tak bisa disangkal dalam Hubungan Internasional dan kita 
memasuki era yang disebut sebagai “perdamaian teoretis” (Dunne dkk., 
2013, dibahas lebih lanjut di Bab 2). Dengan kata lain, kondisi ini juga 


2 Pembahasan tentang hubungan antara resistensi dan politik global yang berimplikasi pada 
pengayaan diskusi tentang dinamika disiplin Hubungan Internasional, lihat misalnya 
Bleiker (2004) dan Hardt dan Negri (2000, 2004). 
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mengakhiri model universalisasi perspektif yang berbasis pada model one 
fits for all. Alhasil, krisis dalam disiplin ini membuka kemungkinan bagi 
“pluriversalisasi' perspektif, yakni kondisi yang merayakan keberagaman 
dalam studi Hubungan Internasional. Bahwa ada beragam cara dalam 
memahami dan mempraktikan hubungan internasional. Tentu saja, 
fenomena pluriversalisasi ini semakin mempercepat krisis hegemoni 
teori-teori konvensional yang selama ini menopang disiplin Hubungan 
Internasional modern. Sebagaimana diingatkan Gramsci (1971), situasi 
krisis selalu membuka ruang untuk terjadinya perubahan. Kondisi krisis 
ini pula yang menjadi pintu masuk bagi pembicaraan tentang reorientasi 
disiplin Hubungan Internasional dengan visi the Global South. Singkatnya, 
memikirkan visi the Global South hanya dimungkinkan oleh adanya kondisi 
krisis hegemoni dalam teori-teori Hubungan Internasional— yakni ketika 
sang “pusat” tidak lagi bersifat tunggal. 

Setidaknya ada dua hal penting yang perlu didiskusikan lebih lanjut 
terkait upaya reorientasi the Global South ini. Pertama, pluriversalisasi 
atau keberagaman perspektif dalam disiplin Hubungan Internasional ini 
memang tidak serta-merta menghapus kecenderungan Euro/Amerika- 
sentrisme. Namun, gugurnya hegemoni Narasi Besar (Grand Narrative) 
dalam Hubungan Internasional membuka peluang bagi apa yang disebut 
Acharya dan Buzan (2019) sebagai “pembentukan Hubungan Internasional 
global? yang lebih inklusif bagi beragam perspektif dan narasi-narasi yang 
“non-Barat”. Lebih jauh, Acharya dan Buzan (2010) telah lama menggugat 
studi Hubungan Internasional dengan pertanyaan provokatifnya: “mengapa 
tidak ada teori Hubungan Internasional non-Barat?' Persoalan terbesarnya, 
menurut mereka, bukan semata-mata terletak pada dimensi kultur atau 
karakter esensialis yang disematkan para orientalis terhadap dunia non- 
Barat. Akan tetapi, persoalannya juga melibatkan faktor-faktor material 
dan hubungan kekuasaan, seperti isu ketimpangan kekuasaan dan kekayaan 
(Acharya dan Buzan, 2010: 2) dan rezim-rezim pengetahuan dominan yang 
menentukan parameter-parameter keilmuan disiplin ini. 

Kedua, pluralitas perspektif yang membuat karakter Hubungan 
Internasional lebih beragam tidak selalu memberi ruang bagi pengembangan 
disiplin ini. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut Bhambra (2014) 
sebagai “geo-epistemologi', yakni bagaimana produksi pengetahuan itu 
mencerminkan kondisi, visi, dan kepentingan tempat pengetahuan itu 
diproduksi. Padahal, suatu disiplin ilmu, menurut Walter Mignolo (2018), 
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pastilah dikondisikan oleh epistemologi teritorial.? Kesadaran akan geo- 
epistemologi ini sangatlah penting dalam reorientasi disiplin Hubungan 
Internasional mengingat tatanan politik dunia dibangun dan dipertahankan 
melalui hubungan ketimpangan dan bahkan melalui koersi. Reorientasi 
ini membuka jalan untuk mempertanyakan bagaimana tatanan dunia 
beroperasi dengan membongkar hubungan pengetahuan dan kekuasaan 
yang melegitimasi tatanan dunia tersebut. Tanpa ada reorientasi politik 
semacam ini, pluralitas perspektif dalam Hubungan Internasional hanya 
menghasilkan ragam kajian deskriptif semata. Meminjam kategorisasi 
Cox (1981), pengetahuan yang dihasilkan terbatas pada “teori tentang” 
bukan “teori untuk”, dalam arti bahwa orientasinya masih berdasarkan pada 
eksplanasi bukan transformasi.“ 


Membangun Visi the Global South: Sebuah Pijakan Awal 


Sedari awal kami menyadari bahwa salah satu godaan terbesar dalam 
mengembangkan disiplin Hubungan Internasional yang berorientasi the 
Global South adalah terjebak pada model parokialisme dan esensialisme 
baru, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Melalui orientalism-nya, Edward 
Said dan tradisi teori kritis, kita memahami bahwa produksi pengetahuan 
tidak terlepas dari kekuasaan dan bahwa karakter disiplin Hubungan 
Internasional dibentuk dalam rangka melanggengkan dominasi Utara atas 
Selatan dalam tata dunia global. Akan tetapi, respons politik pengetahuan 
Hubungan Internasional yang berupaya keluar dari Furo/Amerika-sentrisme 
dengan mengandaikan terdapat model hubungan internasional ala Cina, 
Jepang, Islam, atau singkatnya “non-Barat', juga bermasalah (lihat Acharya 
dan Buzan, 2010). Mengapa? Alih-alih mempersoalkan relasi kekuasaan 
yang terus membentuk ketimpangan Utara-Selatan, orientasi model 
pengetahuan ini malah semakin “meng-orientalisasi? karakter non-Barat-nya, 
seakan-akan masing-masing entitas itu memiliki perbedaan yang esensial, 
bersifat tetap dan utuh sekaligus terisolasi dari transformasi sosial global. 


3 Lihat argumen-argumennya soal hubungan antara kolonialitas, produksi pengetahuan 
dan modernitas yang membentuk geografi pengetahuan dunia dalam Mignolo (2018), 
Mignolo dan Escobar (2009). 


4 Robert Cox (1981) membedakan dua model epistemologi dalam studi Hubungan 
Internasional. Pertama, teori explanatory atau problem-solving yang berorientasi pada 
upaya menjelaskan bagaimana dunia beroperasi dan memahami dunia sebagai sesuatu 
yang mesti diterima apa adanya. Kedua, teori kritis yang membongkar hubungan ideologi 
dan kekuasaan dalam produksi pengetahuan dan kebenaran yang membentuk tata dunia. 
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Oleh karena itu, sebagai langkah awal, agenda reorientasi Hubungan 
Internasional sebagai proyek politik the Global South di Universitas 
Gadjah Mada didasarkan tiga komitmen keilmuan. Pertama, menjadikan 
politik emansipasi sebagai tujuan utama. Dikembangkan melalui semangat 
humanisme dan tradisi teori kritis, studi Hubungan Internasional semestinya 
tidak hanya menjelaskan fenomena sosial politik global, tetapi tugas 
utamanya adalah bagaimana mengubahnya. Semangat keilmuan ini tentu 
saja tidak otomatis menjadikan disiplin ini menjadi sepenuhnya bersifat 
normatif. Dalam praktik perkuliahan dan penelitian, sebagaimana tercermin 
dalam tulisan-tulisan dalam buku ini, reorientasi politik pengetahuan yang 
emansipatoris dilakukan melalui beberapa langkah adalah sebagai berikut. 

a.  Memfokuskan pada persoalan bagaimana ideologi dan kekuasaan 
beroperasi. Fokus ini merupakan langkah penting untuk membongkar 
hubungan pengetahuan dan kekuasaan sebagai basis utama untuk 
mempertanyakan tata dunia yang dominan, khususnya bagaimana 
relasi Utara-Selatan yang timpang itu dibentuk dan dipertahankan. 

b.  Memfokuskan pada penguatan konteks dan struktur besar dinamika 
politik global. Dengan cara ini, disiplin Hubungan Internasional 
bukan hanya menjadi studi tentang perilaku negara, tetapi tentang 
konstelasi aktor yang kompleks dan hubungan antara kepentingan 
dan norma yang dinamis dan konstitutif. Cara ini membuka langkah 
untuk memahami pilihan-pilihan perilaku dan perubahan sosial yang 
dikondisikan secara sosio-historis, dalam arti bahwa ia tidak bersifat 
voluntaris sepenuhnya juga bukan efek dari determinasi struktural 
seutuhnya. 

C.  Memfokuskan pada upaya untuk membangun agensi dan 
subjektivitas baru untuk perubahan sosial menuju tata dunia yang 
berkeadilan. Langkah ini merupakan target sentral dalam upaya 
membayangkan Hubungan Internasional sebagai proyek politik the 
Global South. Ta menjadi upaya untuk menjadikan the Global South 
dari “objek' menjadi “subjek' dalam studi Hubungan Internasional. 
Penekanan pada aspek subjek membuka ruang untuk kajian- 
kajian baru, misalnya, tentang pembentukan identitas kolektif dan 
perjuangannya dalam tata dunia global. Reorientasi ini akan sangat 
berbeda dengan kajian-kajian Hubungan Internasional dominan 
yang umumnya memandang politik global sebagai konsekuensi dari 
kompetisi negara adidaya (politics of domination) atau manifestasi 
dari kompetisi antarnegara (politics of competition) yang tak pernah 
selesai. 
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Kedua, untuk menghindari jebakan parokialisme dan esensialisme, 
reorientasi the Global South dalam studi Hubungan Internasional 
menekankan pentingnya kerangka dekolonial. Setidaknya kerangka ini 
memunginkan kita untuk melampaui perdebatan the Global South sebagai 
model orientalisme atau kritik pascakolonial sekaligus (Prashad, 2008, 
Mignolo dan Walsh, 2018: Bhambra, 2014, lihat Bab 3 dalam buku ini). 
Yang pertama membayangkan bahwa 'the Global South? adalah tunggal dan 
seragam, didefinisikan oleh “Barat' dalam rangka upayanya melanggengkan 
struktur tatanan dunia yang timpang dan tidak berkeadilan. Sementara yang 
terakhir membayangkan terdapat “the Global South' yang bersifat partikular 
dan sangat khas. 

Kerangka dekolonial membuka beberapa horizon kemungkinan untuk 
pengembangan disiplin Hubungan Internasional dengan visi the Global 
South. Hal ini setidaknya karena tiga alasan berikut. Pertama, kerangka ini 
melihat the Global North dan the Global South sebagai realitas sosial yang 
saling membentuk. Artinya, meskipun struktur yang terbangun dalam relasi 
itu bersifat dominatif tidak berarti bahwa ruang untuk politik perubahan 
dan proyek emansipasi sama sekali tidak tersedia. Kedua, kerangka ini 
memungkinkan kita memilih objek-objek kajian melalui sudut pandang dan/ 
atau kepentingan the Global South. Ketiga, target utama dalam kerangka 
dekolonial adalah upaya untuk “menulis ulang? sejarah politik the Global 
South sebagai bagian integral dari dinamika geopolitik pengetahuan dan 
politik perjuangan untuk mewujudkan tata dunia yang berkeadilan. 

Ketiga, dalam aspek strategi, reorientasi studi Hubungan Internasional 
dengan visi the Global South memandang penting untuk menggali 
kemungkinan-kemungkinan strategi yang memungkinkan negara-negara 
kecil dapat berperan besar untuk mencapai kepentingannya atau mengubah 
tata dunia agar lebih berkeadilan (bandingkan, Illich, 1978). Bagaimana 
kelompok atau negara yang (di)lemah(kan) ini dapat memperjuangkan 
kepentingannya dalam sistem global yang dominatif? Mengapa perhatian 
pada aspek ini penting? Kita hidup bukan di era 'revolusi' yang 
memungkinkan perubahan total dimungkinkan. Dengan menekankan pada 
dimensi political encounter yang terus-menerus, memang inisiasi-inisiasi 
perubahan cenderung bersifat eksperimentatif dan sektoral. Akibatnya, 
cukup sulit membayangkan sebuah perubahan big-bang yang mengubah 
struktur relasi Global North-Global South. Alasan yang lain lebih bersifat 
teoretis. Yakni bahwa posisi negara-negara lemah tidak mendapatkan tempat 
memadai dalam teorisasi Hubungan Internasional yang dominan. Diktum 
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“the strong do what they can and the weak suffer what they must”, fragmen 
dialog dalam novel Peloponesian War, mencerminkan teorisasi dan praktik 
hubungan internasional dominan. 

Dengan demikian, upaya reorientasi Hubungan Internasional ini 
tidak perlu ditempatkan secara diametral sebagai oposisi dari model- 
model yang dominan dan Euro/Amerika-sentris. Akan tetapi, ia merupakan 
sebuah model alternatif yang sedari awal didasarkan pada kesadaran akan 
hubungan pengetahuan dan kekuasaan yang membentuk disiplin ilmu. 
Yakni bahwa suatu disiplin tidaklah pernah netral atau bebas kepentingan. 
Dengan menekankan aspek ini, maka reorientasi studi Hubungan 
Internasional menjadi bentuk kritik ideologi dan kritik kekuasaan yang selalu 
mempertanyakan tatanan dunia yang dianggap natural dan menempatkan 
agenda politik perubahan dalam cita-citanya. Singkatnya, the Global South 
bukan hanya tentang realitas sosial yang mencerminkan kepentingan dan 
kondisi negara-negara Selatan, tetapi lebih pentingnya lagi, ia adalah sebuah 
proyek politik untuk perubahan. 

Kami menyadari bahwa sangatlah tidak mudah untuk merealisasikan 
visi disiplin Hubungan Internasional seperti yang telah diuraikan. Salah satu 
persoalan besarnya bersumber pada sosiologi pengetahuan disiplin Hubungan 
Internasional di Indonesia secara umum yang mempengaruhi proses model 
pengetahuan direproduksi. Sebagaimana diketahui, Departemen Hubungan 
Internasional pada mulanya didirikan sebagai tempat menyiapkan orang- 
orang untuk menempati posisi-posisi di Kementrian Luar Negeri. Model 
pengetahuan yang diajarkan dan dihasilkan lebih berorientasi praktis untuk 
memenuhi kebutuhan pengetahuan calon-calon diplomat. Sementara itu, 
Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin baru diinisiasi secara masif 
sekitar tahun 1970-an bersamaan dengan proyek politik kajian wilayah untuk 
kepentingan geopolitik Perang Dingin. 

Dalam periode awal, isu-isu yang diajarkan dan objek kajian penelitian 
Hubungan Internasional adalah sejarah diplomasi suatu wilayah. Sejak 
periode 1970-an, fokus kajiannya mulai dipandu oleh kerangka perbandingan 
politik dan perubahan ini dimanifestasikan dalam kuliah-kuliah seperti 
politik dan pemerintahan Amerika, Asia Tenggara, dan seterusnya. 
Sebagaimana disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Sosiologi, Ekonomi, 
dan Antropologi, perspektif modernisasi menjadi pendekatan paling dominan 
dalam periode ini. Modelnya adalah dengan, (1) menampilkan hierarki 
hubungan Utara dan Selatan, (2) memandang lembaga politik dan dinamika 
sosial di negara the Global South dipisahkan dari relasi kekuasaan global 
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yang membentuknya, dan (3) menjadikan the Global South sebagai objek 
pengetahuan dan target intervensi (lihat Bab 3 dalam buku ini). 

Globalisasi dan perkembangan perspektif dalam studi Hubungan 
Internasional pasca-Perang Dingin memang membuka banyak area kajian 
dengan beragam cara pandang dalam disiplin Hubungan Internasional. 
Namun, tanpa ada komitmen politik, pengetahuan-pengetahuan yang 
diproduksi hanya menambah banyak deskripsi, tetapi tidak menjadi basis 
untuk transformasi. Buku ini bukanlah manifesto yang menyediakan 
panduan lengkap untuk membangun komitmen politik pengetahuan dan 
reorjentasi ini. Melainkan, ia adalah upaya awal untuk menempuh jalur 
terjal ini. 


Hubungan Internasional Sebagai Proyek Politik 


Pokok-pokok persoalan yang didiskusikan di atas telah membuka ruang 
untuk membayangkan Hubungan Internasional sebagai sebuah proyek 
politik dalam dua arena sekaligus. Pertama, disiplin Hubungan Internasional 
menjadi bentuk kritik ideologi yang berorientasi untuk terus mempertanyakan 
tata dunia global dominan yang sudah dianggap natural dan membongkar 
teknologi-teknologi kekuasaan (termasuk produksi pengetahuan) yang 
menopang tatanan dominan ini. Arena proyek politik yang kedua adalah 
kritik kekuasaan, yakni berkaitan dengan upaya untuk mempersoalkan relasi 
kekuasaan sekaligus memetakan arena-arena perjuangan untuk mengubah 
tata dunia yang timpang dan tidak berkeadilan. 

Sebetulnya upaya-upaya membangun visi politik dalam Hubungan 
Internasional bukanlah hal yang baru. Ketika di negeri-negeri Eropa disiplin 
Hubungan Internasional lahir dengan misi untuk mencegah perang dan 
membangun kondisi-kondisi untuk perdamaian, praktik-praktik hubungan 
internasional di negara-negara pascakolonial justru diorientasikan sebagai 
politik perjuangan kemerdekaan dan perlawanan terhadap imperialisme- 
kolonialisme abad ke-20. Konferensi Asia Afrika 1955 dan tuntutan negara- 
negara selatan untuk Tata Ekonomi Dunia Baru pada 1970-an merupakan 
contoh paradigmatik bagaimana visi politik Hubungan Internasional dan 
orientasi the Global South dimanifestasikan sebagai cita-cita bersama 
negara-negara pascakolonial." Pertanyaannya kemudian adalah mengapa 
mengembangkan visi politik dalam Hubungan Internasional di era globalisasi 


5 Mengenai ulasan tentang sejarah dan teorisasi politik global dari lensa Global South, 
lihat misalnya Amin (2011), Prashad (2007, 2014). 
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ketika negara-negara di dunia sudah semakin terintegrasi? Bagaimana kita 
mesti mengembangkan basis pengetahuan bagi visi the Global South dan 
bagaimana trajektorinya? 

Selain karena adanya krisis disiplin dan pluriversalitas perspektif 
yang membuka ruang bagi produksi pengetahuan alternatif, sebagaimana 
didiskusikan di atas, upaya membangun proyek politik dalam Hubungan 
Internasional juga dimungkinkan oleh transformasi sosial global 
kontemporer. Yakni, perubahan besar terkait masifnya globalisasi neoliberal 
yang membentuk tata hubungan antara Global North-Global South saat ini. 
Persoalan bagaimana globalisasi mengubah karakter hubungan internasional 
terutama berkaitan dengan transformasi negara dan kedaulatan telah menjadi 
perdebatan cukup panjang (Ohmae, 1995, Weiss, 1998, Clark, 1999). 
Perdebatan ini bukan hanya dalam kerangka kekuasaan negara versus 
perusahaan multinasional, seperti halnya dalam kajian globalisasi ekonomi. 
Akan tetapi, perdebatan itu juga merujuk pada semakin berkembangnya 
rezim global governance, fenomena regionalisme, dan desentralisasi 
global yang mentransformasikan bentuk-bentuk kedaulatan konvensional. 
Perdebatan model zero-sum tentang negara dan globalisasi, yang kerap 
dilabeli antara kubu “skeptis? dan “globalis', bukan hanya tidak produktif, 
tetapi juga gagal memahami bagaimana transformasi politik global ini 
berlangsung. 

Dengan cara yang berbeda, Hardt dan Negri (2000) berargumen 
bahwa negara dan mekanisme pengaturannya masih berlaku, tetapi dengan 
bentuk yang berbeda. Logika pengaturan dan kedaulatan tidak lagi bisa 
diisolasi dalam batas-batas negara-bangsa. Artinya, kedaulatan bukan lagi 
merupakan privilese yang melekat pada negara—sebagaimana dibayangkan 
dalam model Westphalia—tetapi menjadi serangkaian otoritas nasional 
dan supranasional yang disatukan oleh logika pengaturan global yang 
tunggal, yang disebut Empire, terutama melalui instrumen ideologi integrasi 
ekonomi global dan globalisasi demokrasi liberal. Dengan kata lain, tata 
dunia neoliberal membayangkan hubungan Utara-Selatan kontemporer 
itu dibentuk dan dipertahankan melalui logika pengaturan tunggal yang 
hegemonik. 

Namun, kenyataannya proses integrasi Utara-Selatan melalui 
globalisasi neoliberal ini tidak serta-merta menjadikan tata dunia lebih 
kosmopolit dan setara. Beberapa tahun belakangan, tata dunia neoliberal 
global ini mengalami krisis dan statusnya sebagai “satu-satunya alternatif” 
logika pengaturan global mulai dipersoalkan. Berkembangya serangkaian 
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perlawanan di hampir semua belahan dunia mencerminkan kondisi krisis 
ini. Bahkan, krisis hegemoni tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara 
Selatan, tetapi juga di jantung utama empire, sebagaimana ditunjukkan oleh 
fenomena Trumpisme di Amerika dan Brexit di Inggris. Pandemi global 
COVID-19 dan kegagalan model-model multilateralisme turut mempercepat 
krisis hegemoni tata dunia neoliberal. Dengan demikian, urgensi untuk 
reorientasi Hubungan Internasional sebagai proyek politik yang berpijak 
pada the Global South juga mendapatkan legitimasi dalam perubahan 
struktur ekonomi politik global ini. 


Struktur Buku 


Buku ini dibagi dalam empat bagian besar. Bagian pertama berisi fondasi 
untuk reorientasi the Global South dalam disiplin Hubungan Internasional. 
Setelah Pendahuluan, dalam Bab 1 yang bertajuk “Menuju Visi Global 
South” memberi basis awal untuk menempatkan proyek politik the Global 
South dalam konteks perdebatan Hubungan Internasional kontemporer. 
Pada Bab 2, “Studi Kawasan sebagai Politik Pengetahuan” memberi 
pendasaran teoritis bagi reorientasi the Global South sebagai bagian dari 
politik pengetahuan. Target utamanya adalah bagaimana membayangkan 
studi kawasan, dari yang sebelumnya hanya menjadi objek kajian dan objek 
intervensi menuju studi kawasan yang dipandang sebagai subjek politik baru. 

Bagian Kedua secara khusus membahas agenda dan tantangan 
the Global South dalam kajian-kajian Hubungan Internasional. Sebagai 
sebuah perspektif, atau cara memahami bagaimana dunia bekerja, visi the 
Global South mengubah banyak cara pandang tradisional dalam Hubungan 
Internasional. Memang ia membuka area-area kajian baru, tetapi juga 
menghadirkan sejumlah tantangan yang tidak selalu mudah. Diskusi di Bab 
3, “Kebangkitan the Global South dalam Kajian Ekonomi Politik”, melihat 
ulang kajian Ekonomi Politik Internasional dari sudut pandang kepentingan 
dan kondisi negara-negara the Global South. Melalui tiga studi kasus utama 
bab ini menunjukkan tantangan dan limitasi praktik politik Global South 
ini. Bab 4, “Ekonomi Politik Digital Platform”, melengkapi diskusi di bab 
sebelumnya dengan membahas digital platform sebagai area kajian baru 
dalam subdisiplin Ekonomi Politik Internasional. Dalam Bab 5, “Keamanan 
untuk Siapa?”, diskusi diarahkan pada problematisasi keamanan terutama 
dengan semakin berkembangnya isu-isu baru yang dikonstruksi sebagai 
“ancaman”. Secara khusus, bab ini menjawab pertanyaan: bagaimana 
karakter isu keamanan non-tradisional ini dan apa implikasinya bagi kajian 
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Hubungan Internasional? Di Bab 6, “Humanitarianisme dalam Hubungan 
Internasional”, memetakan ragam isu dan problem kajian humanitarianisme 
dalam studi Hubungan Internasional. 

Setelah mengidentifikasi agenda dan tantangan kajian the Global South, 
pembahasan pada Bagian Ketiga difokuskan pada upaya membayangkan 
Hubungan Internasional sebagai sebuah proyek politik. Melalui refleksi 
advokasi perlucutan senjata nuklir, Bab 7 yang berjudul “Argumen untuk 
Perubahan” memberi basis penting untuk mendudukan dimensi normatif 
dan gerakan dalam praktik hubungan internasional. Dengan fokus garapan 
berbeda, Bab 8, “Membangun Agensi Perdamaian”, menghadirkan refleksi 
pengajaran dan penelitian isu perdamaian yang secara khusus memberi 
perhatian pada isu agensi dan keberpihakan pada underdog. Di Bab 9, 
“Menuju Ekonomi Politik Transformatif”, diskusi diarahkan pada urgennya 
dimensi gerakan dan perubahan terutama dalam kaitannya dengan isu 
pembangunan dan lingkungan. Selanjutnya, melalui refleksi atas pengalaman 
klasik dan monumental Indonesia dalam perjuangan teritorial negara 
kepulauan, Bab 10 menunjukkan kisah bagaimana negara kecil yang baru 
saja lahir dapat berperan dalam konteks global yang timpang dan tidak 
berkeadilan. 

Bagian Keempat membahas dinamika dan reorientasi studi 
kawasan—khususnya bagaimana menempatkan visi the Global South 
dalam mengkaji kawasan-kawasan di belahan dunia. Bab 11, “Diplomasi 
Masker”, memberikan ilustrasi paradigmatik bagaimana upaya diplomasi 
Cina dalam situasi pandemi itu meningkatkan posisi politik dan simboliknya 
dalam kancah politik global sebagai “kekuatan besar yang bertanggung 
jawab”. Dalam Bab 12, “Dari Studi Kawasan ke Regionalisme”, 
ditunjukkan transformasi kajian dalam studi kawasan di Asia Tenggara— 
yang sebelumnya didominasi oleh kajian-kajian kultural dan keamanan 
menjadi kajian tentang dinamika regionalisme. Bab 13, “Eropa dalam 
Studi Hubungan Internasional”, mendiskusikan signifikansi kajian Eropa 
bagi negara-negara Global South dan bagaimana membangun agenda riset 
yang relevan dengan kondisi-kondisi Global South. Bab 14, “Mempelajari 
Afrika”, menceritakan bagaimana Afrika mesti diajarkan dan dikaji melalui 
lensa the Global South. Terakhir, Penutup, tidak hanya menghadirkan 
rangkuman buku ini, tetapi juga mengidentifikasi peta jalan bagaimana 
ikhtiar reorientasi the Global South ini perlu dikembangkan lebih lanjut. 
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THE GLOBAL SOUTH DAN REORIENTASI 
DISIPLIN HUBUNGAN INTERNASIONAL 


BAB 1 

Menuju Visi the Global South: 
Pluralitas Teoretis dan Pluralisme 
dalam Hubungan Internasional 


Muhadi Sugiono 
Siti Daulah Khoiriati 


berkembang pesat dan menjadi salah satu bidang kajian ilmu 

sosial modern yang sangat penting. Berangkat dari perhatiannya 
pada isu perang dan damai dalam hubungan antarbangsa, kajian dalam 
Hubungan Internasional$ saat ini mencakup hampir semua aspek kehidupan 
manusia. Hubungan internasional bukan hanya terkait dengan hubungan 
antarnegara atau dengan masalah perang dan damai, melainkan juga dengan 
semua hal yang menjadi perhatian umat manusia di seluruh dunia. Luasnya 
cakupan kajian Hubungan Internasional ini jelas memiliki implikasi yang 
sangat serius. Banyak orang skeptis dengan karakter keilmuan Hubungan 
Internasional. Sebagai bagian dari ilmu sosial, Hubungan Internasional harus 
memiliki fokus pada realitas sosial tertentu, sebagai identitas dan peran yang 
berbeda dibandingkan dengan disiplin-disiplin yang lain (Rosenberg, 2016: 
6). Padahal dalam realitas, ilmuwan-ilmuwan Hubungan Internasional tidak 
pernah mencapai kesepakatan tentang identitas diri Hubungan Internasional. 


Ham Internasional merupakan sebuah disiplin akademik yang 


6 Dalam tulisan ini digunakan kaidah yang umum digunakan, yakni Hubungan Internasional 
(dengan huruf besar di awal kata) untuk menyebut ilmu atau disiplin hubungan 
internasional dan hubungan internasional (tanpa huruf besar) untuk menunjuk objek 
yang dikaji. 
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Hakikat dan pokok bahasan Hubungan Internasional merupakan objek 
perdebatan yang tidak pernah selesai (Albert dan Buzan, 2017). 

Salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan Hubungan 
Internasional adalah proliferasi teoretis. Berkembangnya teori-teori yang 
tidak “konvensional” atau di luar teori-teori arus utama ini menghasilkan 
perspektif yang semakin beragam dalam melihat hubungan internasional. 
Hubungan Internasional adalah tentang sebuah dunia dengan banyak teori 
(Walt, 1998). Konsekuensinya, banyak aspek dalam hubungan internasional 
yang tersingkir atau diabaikan oleh teori-teori konvensional, menjadi fokus 
kajian intensif dalam Hubungan Internasional kontemporer. Pada saat yang 
sama, proliferasi teoretis juga memiliki dampak yang sangat besar dalam 
kaitannya dengan bagaimana pengetahuan tentang hubungan internasional 
dihasilkan. Sejarah perkembangan Hubungan Internasional yang sering kali 
digambarkan melalui perdebatan besar pada dasarnya sangat terkait dengan 
keragaman teori dalam Hubungan Internasional. 

Saat ini, perang paradigma telah berlalu dan Hubungan Internasional 
memasuki era “perdamaian teoretis” (Dunne dkk., 2013: 406). Pluralitas 
teoretis telah menjadi realitas dalam Hubungan Internasional terlepas 
bagaimana realitas ini dimaknai.8 Buku-buku teks tentang teori hubungan 
internasional secara jelas menggambarkan realitas pluralitas teoretis ini 
(Dunne dkk., 2007: Burchill dkk., 2009: Viotti dan Kauppi, 2007). Bab 
ini bertujuan untuk mendiskusikan implikasi pluralitas teoretis ini bagi 
pembelajaran hubungan internasional dan bagi Hubungan Internasional 
sebagai sebuah disiplin. Lebih khusus lagi, diskusi dalam bab ini diarahkan 


7 Chris Brown, dalam bukunya Understanding International Relations, mengakui adanya 
ketidaksepakatan di antara ilmuwan Hubungan Internasional tentang hakikat dan pokok 
bahasan Hubungan Internasional. Akan tetapi, Brown menolak pesimisme terhadap 
karakter disipliner Hubungan Internasional. Menurut Brown, persoalan ini bukan 
merupakan persoalan yang secara eksklusif harus dihadapi oleh Hubungan Internasional. 
Persoalan ini juga dihadapi oleh ilmu-ilmu sosial yang lain, dengan sedikit perkecualian, 
ilmu ekonomi. Seperti halnya dalam ilmu sosial yang lain, identitas dan objek bahasan 
disiplin hubungan internasional sangat tergantung pada konvensi, dan oleh karenanya 
cenderung sangat subyektif, politis atau keduanya (2005: 2-3). 


8 Mengikuti karakterisasi keilmuan Thomas Kuhn (1970), pluralitas teoretis ini 
menggambarkan Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin dengan status 
yang belum dewasa. Akan tetapi, bagi banyak ilmuwan Hubungan Internasional, 
sebaliknya, melihat pluralitas teoretis ini secara lebih positif. Berkembangnya teori-teori 
nonkonvensional memungkinkan Hubungan Internasional untuk lebih bisa memahami 
perubahan dalam hubungan internasional (Gaddis, 1992) ataupun memiliki karakteristik 
yang lebih kritis dan emansipatoris seperti yang dituntut oleh teori-teori kritis (Cox, 1981, 
Linklater, 1981). 
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untuk menjawab pertanyaan bagaimana kondisi pluralitas ini menyediakan 
struktur kesempatan untuk reorientasi studi Hubungan Internasional dengan 
visi the Global South. 


Pluralitas Teori dan Disiplin Hubungan Internasional 


Hubungan Internasional identik dengan pluralitas teoretis dengan 
berbagai implikasi dan konsekuensinya. Pluralitas teoretis bukan hanya 
menjadi karakter, tetapi juga membentuk disiplin hubungan internasional. 
Historiografi disiplin hubungan internasional secara jelas menunjukkan 
bagaimana Hubungan Internasional berkembang melalui rangkaian proses 
diskursif kritis yang tidak hanya menyangkut bagaimana Hubungan 
Internasional menghasilkan pengetahuan (yakni, perdebatan metodologis), 
tetapi bahkan juga menyangkut aspek-aspek yang lebih mendasar (aspek- 
aspek ontologis dan epistemologis), yakni eksistensi dan identitasnya 
sebagai sebuah disiplin (Schmidt, 1994: 365, Aydinli dan Biltekin, 2018: 
45, Jorgensen, 2018: 7). 

Pluralitas teoretis menjadikan Hubungan Internasional sangat terbuka 
atau sangat inklusif. Dalam konteks ini, berbagai macam isu global yang 
muncul dan berkembang yang menjadi perhatian masyarakat di berbagai 
belahan bumi dapat menjadi bagian dari studi hubungan internasional. 
Bahkan dengan pluralitas teoretis ini pemisahan eksklusif antara lokal 
dan global menjadi tidak relevan. Berbagai isu lokal, misalnya, tidak 
lagi dilihat sebagai isu-isu yang terpisah melainkan dapat, atau bahkan, 
hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan isu lokal yang lain ataupun 
sebagai bagian dari isu global, dan oleh karenanya menjadi perhatian para 
pengkaji hubungan internasional. Pemahaman kita terhadap suatu fenomena 
dalam kehidupan masyarakat dan negara menjadi semakin komprehensif. 
Oleh karena itu, keterbukaan dalam menerima keragaman teori hubungan 
internasional akan memberikan kemampuan pemahaman yang lebih 
menyeluruh. 

Di samping itu, pluralitas teoretis memungkinkan kita untuk 
menganalisis fenomena-fenomena hubungan internasional dari perspektif 
yang sangat beragam. Sebuah teori bekerja seperti sebuah kaca pembesar 
yang kita gunakan untuk melihat suatu objek agar tampak lebih jelas. Seperti 
halnya sebuah kaca pembesar yang kita bisa arahkan untuk menjadikan 
sebuah objek nampak lebih jelas, teori akan membantu kita mengarahkan 
kepada objek-objek tertentu dalam sebuah fenomena hubungan internasional. 
Konsekuensinya, apa yang kita lihat melalui lensa teoretis kita, akan berbeda 
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dengan apa yang dilihat oleh orang lain melalui lensa teoretis yang berbeda. 
Keragaman teori menjadikan kajian-kajian Hubungan Internasional tidak lagi 
terarah seperti di awal perkembangannya, yakni pada hubungan antarnegara 
dan persoalan perang dan damai. Perkembangan kajian yang komprehensif 
ini tidak berarti menjadikan Hubungan Internasional sebuah disiplin yang 
sama sekali berbeda dari sebelumnya. Fenomena-fenomena konflik atau 
perang dan damai dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara tetap 
menjadi bagian penting kajian Hubungan Internasional. Akan tetapi, cara 
melihat fenomena-fenomena tersebut menjadi lebih kaya dan bernuansa, 
seiring dengan keragaman perspektif yang berkembang. 

Hubungan antara pluralitas teoretis dan eksistensi Hubungan 
Internasional sebagai sebuah disiplin akademik ini menjadikan pemahaman 
terhadap teori-teori hubungan internasional sebuah kebutuhan yang tidak 
bisa ditawar. Sekalipun kata teori sering kali menimbulkan antipati dan 
bahkan alergi, mereka yang masuk ke dunia Hubungan Internasional 
harus belajar tentang teori-teori hubungan internasional. Teori-teori 
hubungan internasional membantu dan memandu kita untuk memperoleh 
atau menghasilkan pengetahuan dan bukan sekadar informasi. Informasi 
tentang peristiwa atau fenomena-fenomena internasional bisa dengan 
mudah ditemukan di berbagai media melalui rubrik internasional ataupun 
world affairs dan, dengan common sense, setiap orang bisa membangun 
opini tentang atau berdasar informasi tersebut. Akan tetapi, seorang yang 
mempelajari Hubungan Internasional tidak bisa membangun pengetahuan 
hanya berdasarkan pada common sense. Adalah teori yang berperan penting 
untuk menghasilkan pengetahuan tentang hubungan internasional ini. 
Dengan kata lain, Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin akademik 
tidak mungkin ada tanpa adanya teori (atau, lebih tepatnya, teori-teori). 

Teori dalam hubungan internasional dipahami dengan cara yang 
sangat beragam. Sementara ilmuwan memahami teori dalam artian yang 
sangat spesifik, yang terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sangat 
umum untuk menggambarkan atau menjelaskan sebuah fenomena melalui 
hubungan kausal. Pandangan tentang teori ini dibangun dengan pendekatan- 
pendekatan yang dikenal sebagai positivis, empiris ataupun saintifik. 
Pemahaman teori dalam artian sempit ini tercermin misalnya dalam karya- 
karya Rosenau dan Durfee (1995) ataupun van Evera (1997). Sementara 
ilmuwan yang lain memaknai teori dengan lebih longgar dan melihat bahwa 
pemahaman positivistik tentang teori hanya merupakan satu kategori teori 
yang berkembang dalam Hubungan Internasional. Dalam praktiknya, 
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teori-teori dalam Hubungan Internasional bukan hanya berorientasi untuk 
menjelaskan terjadinya sebuah peristiwa ataupun fenomena dalam hubungan 
internasional melalui sebuah hubungan kausal, tetapi juga memberikan 
basis normatif bagi kita untuk mengambil sikap ataupun untuk memberi 
makna pada peristiwa atau fenomena terhadap fenomena atau peristiwa 
tersebut (Brown, 1997: 13, Burchill, 2001: 1). Teori-teori dalam artian yang 
terakhir ini diasosiasikan dengan pemikiran-pemikiran yang non-positivis, 
non-saintifik, dan normatif.” 

Sebagai realitas Hubungan Internasional, pluralitas teoretis bukan 
hanya harus tercermin, tetapi juga harus ditekankan secara jelas dalam 
pengajaran teori hubungan internasional. Mata kuliah teori hubungan 
internasional harus memiliki tujuan untuk menyadarkan mahasiswa 
terhadap pluralitas ini. Bahwa setiap mahasiswa (atau ilmuwan Hubungan 
Internasional) pasti memiliki orientasi teoretis mereka sendiri, tidak 
menghapuskan kebutuhan untuk menyadarkan adanya pluralitas teori 
dalam Hubungan Internasional. Kesadaran akan pluralitas teoretis akan 
memungkinkan mahasiswa (dan ilmuwan Hubungan Internasional) untuk 
lebih berusaha memperkuat posisi teoretisnya, dan pada saat yang sama, 
menilai karya ilmuwan lain secara lebih proporsional dalam arti bahwa teori, 
sebagaimana sebuah peta yang hanya akan memberikan panduan dengan 
menekankan aspek-aspek tertentu, hanya akan membantu kita untuk melihat 
aspek-aspek tertentu dari sebuah fenomena hubungan internasional. 

Kesadaran akan pluralitas teoretis juga sudah harus dibangun sejak awal 
mahasiswa diperkenalkan kepada disiplin hubungan internasional melalui 
mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Memperkenalkan 
disiplin Hubungan Internasional tidak cukup hanya dilakukan dengan 
menunjukkan kepada mahasiswa tentang luasnya cakupan kajian Hubungan 
Internasional atau tentang isu-isu yang menjadi fokus perhatian Hubungan 
Internasional. Luasnya cakupan kajian Hubungan Internasional hanya bisa 
dipahami sebagai konsekuensi dari pluralitas teoretis dalam Hubungan 
Internasional. Tanpa mengaitkan cakupan kajian dengan pluralitas teoretis 
hanya akan memberikan informasi tentang Hubungan Internasional kepada 


9 Kategorisasi ini sejalan dengan dikotomi pendekatan yang dibuat oleh Martin Hollis dan 
Steve Smith, yang memisahkan teori-teori yang yang berorientasi untuk menjelaskan 
(dalam artian hubungan kausal) dengan teori-teori yang berorientasi untuk memahami 
(1991). Robert Cox menawarkan kategori teori yang lain melalui dikotomi antara teori- 
teori yang bersifat problem-solving dan teori-teori kritis (1981). Kategorisasi-kategorisasi 
tersebut pada dasarnya mencerminkan pendekatan yang sangat berbeda, baik secara 
ontologis, epistemologis maupun metodologis. 
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mahasiswa dan mendorong mereka untuk semata-mata mengandalkan 
pada common sense, tetapi tidak akan membawa mahasiswa untuk 
berpikir dengan logika Hubungan Internasional. Selain itu, kecenderungan 
untuk hanya memperkenalkan beberapa teori dominan atau konvensional 
bukan hanya tidak membantu mahasiswa memahami disiplin hubungan 
internasional dengan baik, tetapi juga sangat menyesatkan dan tidak fair 
terhadap teori-teori yang juga berperan penting dalam mendefinisikan 
disiplin hubungan internasional. Dalam konteks Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, mungkin jauh lebih penting untuk memperkenalkan peran 
teori dan ketidakmungkinan kita untuk mengabaikan teori dalam memahami 
fenomena-fenomena hubungan internasional daripada memperkenalkan 
teori-teori itu sendiri. 


Pluralitas dan Pluralisme Hubungan Internasional 


“Plurality is the law of the earth,” Hannah Arendt menulis dalam buku 
yang diterbitkan setelah meninggalnya, The Life of the Mind (1981:19). 
Bagi Arendt pluralitas adalah sebuah konsep kunci yang digunakannya 
untuk menjelaskan tragedi besar dalam sejarah umat manusia di bawah 
totalitarianisme dalam bentuk kamp-kamp konsentrasi. Pluralitas bagi 
Arendt terkait dengan human condition, yakni kondisi yang diciptakan 
manusia setelah mereka berhasil melampaui kondisi kehidupan alami. 
Dalam artian ini, pluralitas bukan sebuah kualitas, melainkan kondisi yang 
menjadi dasar bagi tindakan. 

Referensi kepada Hannah Arendt di atas sangat relevan dalam 
memahami realitas disiplin Hubungan Internasional yang ditandai dengan 
pluralitas teoretis. Sebagaimana dipahami oleh Arendt, pluralitas tidak 
identik dengan kualitas. Pluralitas hanya sebuah kondisi. Hal yang lebih 
penting daripada pluralitas adalah respons, tindakan ataupun sikap terhadap 
pluralitas, sebagai kondisi disiplin Hubungan Internasional. 

Dunne dkk. (2013) menggambarkan pluralitas teoretis Hubungan 
Internasional sebagai sebuah era yang ditandai dengan koeksistensi “damai 
di antara teori-teori hubungan internasional. Kondisi ini tercapai setelah 
berlangsungnya “perang-perang paradigma' yang dikenal dengan the 
Great Debates. Akan tetapi, pada saat yang sama, mereka tidak melihat 
koeksistensi damai ini sebagai sebuah kondisi yang pantas untuk dirayakan 
karena kondisi ini sebenarnya juga menggambarkan “berakhirnya teori 
Hubungan Internasional.” Dalam kondisi perdamaian teoretis, tidak ada 
lagi perdebatan antarparadigma dan tidak ada lagi upaya signifikan untuk 
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pengembangan teori (Dunne dkk., 2013: 406). Oleh karenanya, yang 
diperlukan bukannya merayakan pluralitas teoretis, melainkan mendorong 
munculnya pluralisme integratif (Dunne dkk., 2013: 416-417). Terminologi 
pluralisme mengacu pada tindakan, sikap atau respons terhadap sebuah 
kondisi tertentu, yakni pluralitas, dalam konteks Hubungan Internasional." 

Lebih awal, Keohane, dalam pidatonya sebagai presiden International 
Studies Association (ISA), juga melontarkan gagasan agar teori-teori 
hubungan internasional, yang dikelompokkannya ke dalam teori-teori 
yang rasionalis dan teori-teori yang reflektivis, melakukan dialog untuk 
bisa menjelaskan fenomena kerja sama dan perselisihan dalam hubungan 
internasional dengan lebih baik. Dengan memfokuskan diri pada institusi- 
institusi internasional, dalam pandangan Keohane, interaksi kedua 
pendekatan yang berbeda ini akan menghasilkan sebuah sinergi yang 
membantu kita untuk memahami bekerjanya institusi-institusi tersebut. 
Akan tetapi, Keohane juga sadar sepenuhnya bahwa munculnya sintesis 
teori-teori dari pendekatan yang berbeda tentu bukan hal yang mudah untuk 
direalisasikan (1988: 396). 

Kesenjangan antara realitas pluralitas teoretis dan kebutuhan akan 
pluralisme dalam Hubungan Internasional juga sangat terasa dalam 
kaitannya dengan asosiasi Hubungan Internasional sebagai disiplin keilmuan 
yang didominasi oleh Barat. Kritik ini menjadi terasa sangat ironis dalam 
konteks perkembangannya sebagai disiplin keilmuan yang sangat pesat 
dengan fokus kajian yang semakin inklusif, termasuk fenomena-fenomena di 
luar Eropa dan Amerika, tetapi dibangun dengan landasan teori yang sangat 
eksklusif, yakni Barat (Aydinli dan Biltekin, 2018: 46). Dan, sekalipun 
semakin banyak ilmuwan bukan Barat yang aktif dalam mengembangkan 
Hubungan Internasional, tidak dapat dipungkiri kontribusi mereka dalam 
pluralitas teoretis cenderung sangat terbatas. Hanya sedikit pemikiran 
bukan Barat yang memiliki pengaruh kuat dalam Hubungan Internasional 
sekalipun banyak fenomena bukan Barat telah menjadi perhatian dalam 
Hubungan Internasional." Pemikiran ketergantungan adalah salah satu 
dari sangat sedikit pemikiran yang memiliki pengaruh besar dalam teori 


10 Perbedaan antara pluralitas dan pluralisme ini dibahas secara komprehensif oleh Daniel J. 
Levine and David M. McCourt dalam artikel bersama mereka yang berjudul “Why Does 
Pluralism Matter When We Study Politics? A View From Contemporary International 
Relations” di jurnal Perspectives of Politics (2018). 


11 Lihat misalnya karya-karya dengan fokus ke negara-negara dunia ketiga seperti In Search 
of Security: The Third World in International Relations (Thomas, 1987), National Security 
in the Third World, sebuah volume yang disunting oleh Cung-in Moon and Edward Azar 
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hubungan internasional. Teori ketergantungan dikembangkan oleh pemikir 
bukan Barat dengan fenomena bukan Barat (Cardoso dan Faletto, 1979). 

Saat ini, tuntutan terhadap teori-teori hubungan internasional yang 
memiliki karakter bukan Barat, yakni teori-teori yang dikembangkan oleh 
ilmuwan-ilmuwan bukan Barat dan dengan fenomena-fenomena bukan Barat 
semakin kuat. Meningkatnya kontribusi teori-teori hubungan internasional 
bukan Barat ini akan menghapuskan karakter parokial atau Western-centric 
dari Hubungan Internasional dan menjadikannya sebuah disiplin dengan 
karakter global (global international relations). Bagi ilmuwan yang secara 
aktif mendorong Hubungan Internasional ke arah yang lebih global—seperti 
Amitav Acharya, Barry Buzan, Wiebke Wemheuer-Vogelaar, Ingo Peters, 
dan Rita Abrahamsen—terdapat kesenjangan yang sangat besar antara 
pluralitas teori dan metodologi Hubungan Internasional dengan praktik 
keilmuannya di berbagai belahan bumi. Wiebke Wemheuer-Vogelaar 
dan Ingo Peters menyebut hubungan antara pluralitas teoretis dengan 
sebaran geografis praktik keilmuan Hubungan Internasional sebagai geo- 
epistemologi (2016). 

Upaya untuk menjadikan Hubungan Internasional benar-benar 
global menuntut problematisasi parokialisme Barat dalam Hubungan 
Internasional serta memperluas cakupan dan visi disiplin dengan melibatkan 
pengalaman, sejarah maupun perspektif-perspektif yang lebih luas, terutama 
di luar tradisi keilmuan yang berkembang di Barat (Eun, 2020). Amitav 
Acharya, pendukung kuat upaya “globalisasi” Hubungan Internasional 
yang lain, berargumen bahwa Hubungan Internasional yang tradisional 
sangat mengabaikan dan meminggirkan suara-suara dan pengalaman dunia 
bukan Barat, yang dikenal dengan the Global South. Globalisasi Hubungan 
Internasional oleh karenanya dimaksudkan untuk mentransformasikan 
disiplin Hubungan Internasional dengan membawa masuk kategori “the 
rest? ini ke dalam Hubungan Internasional. Hubungan Internasional harus 
membuka partisipasi ilmuwan-ilmuwan Hubungan Internasional dari 
the Global South serta mengubah bagaimana Hubungan Internasional 
diajarkan dan ditulis di negara-negara Barat sebagai pusat pengetahuan 
(Acharya, 2017). Dalam publikasinya yang lebih baru, The Making of 
Global International Relations, Amitav Acharya, bersama Barry Buzan, 
menegaskan kembali tuntutannya untuk mentransformasi Hubungan 
Internasional menjadi lebih global. Acharya dan Buzan sadar bahwa 


(1988), International Relations Theory and the Third World (Neuman, 1998), dan “Seeing 
IR differently: Notes from the Third World” (Tickner, 2003). 
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Hubungan Internasional telah terjebak ataupun diperbudak oleh tradisi lama. 
Akan tetapi, mereka juga yakin bahwa sejalan dengan perubahan hubungan 
internasional, Hubungan Internasional mampu berusaha untuk “menangkap 
realitas yang berubah ini? (2019: 7). 

Tuntutan akan suara-suara dan pengalaman bukan Barat ini juga 
tercermin dari berbagai karya yang mencoba menyuarakan Hubungan 
Internasional dari luar Barat. Karya-karya Rita Abrahamsen tentang 
perspektif pascakolonial serta Afrika dalam Hubungan Internasional 
(Abrahamsen, 2007: 2017), Young Chul Cho tentang perspektif Korea 
(2015), Andrei P. Tsygankov and Pavel A. Tsygankov tentang perspektif 
Rusia (2010), Giorgio Shani tentang perspektif Islam (2008), Pinar Bilgin 
and Oktay F. Tanrisever (2009), dan Gin Yaging tentang China (2009) 
adalah sejumlah karya-karya yang berusaha menampilkan teori hubungan 
internasional bukan Barat. 

Desakan untuk mendorong munculnya Hubungan Internasional global 
tidak dapat dipungkiri memiliki dasar yang sangat kuat dalam bentuk 
dominasi Barat atas bukan Barat dalam produksi pengetahuan tentang 
hubungan internasional. Akan tetapi, merealisasikan tujuan ini jelas bukan 
hal yang mudah. Setidaknya, dengan status disiplin Hubungan Internasional 
yang universal saat ini, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya mengabaikan 
parameter keilmuan ataupun produksi pengetahuan yang dikritik sebagai 
Barat. Kaidah yang digunakan untuk mengakui karya ilmiah jelas sangat 
dipengaruhi oleh tradisi modern yang berasal dari Barat. Selain itu, produksi 
pengetahuan akan sangat tergantung pada metodologi yang juga dianggap 
Barat. Implikasi dari situasi ini bisa jadi akan cenderung melahirkan sintesis 
daripada alternatif teori atau konsep yang sama sekali baru. Konsepsi tentang 
subaltern realism yang dikembangkan oleh Mohammed Ayoob (1997), 
misalnya, menjadi contoh konkret dari realitas ini. 

Persoalan lain yang muncul dalam upaya ini adalah menggantikan 
parokialisme dengan parokialisme yang lain. Dari Hubungan Internasional 
yang dianggap sebagai produk ilmu sosial Amerika (Hoffman, 1977) atau 
Barat (Hobson, 2012) ke Hubungan Internasional sebagai produk ilmu 


12 Acharya dan Buzan telah secara aktif dan konsisten menyuarakan tuntutan untuk 
globalisasi Hubungan Internasional. Pada tahun 2007, Acharya dan Buzan mengajukan 
sebuah pertanyaan yang provokatif dalam tulisan mereka di jurnal International Relations 
of the Asia Pacific, dengan judul “Why is There No Non-Western International Relations 
Theory?” Pada tahun 2011, artikel Acharya terbit di jurnal Millennium dengan tajuk 
“Dialogue and Discovery: In Search of International Relations Theories beyond the 
West.” 
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sosial Cina, Jepang, Rusia, India, Islam atau, secara umum, bukan Barat. 
Parokialisme tetap parokialisme, sekalipun dilakukan oleh bukan Barat. 
Dengan kata lain, parokialisme bukan Barat pada dasarnya hanyalah 
merupakan reproduksi dari parokialisme Barat yang ingin dihilangkan. 
Menggunakan studi kasus India dan Brazil, Audrey Alejandro menunjukkan 
bahwa ilmu sosial yang berkembang di the Global South tidak terbentuk 
sebagai oposisi dari dominasi terhadap Barat (2019). 

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa oposisi 
terhadap dominasi pengetahuan Barat sering kali dibangun dari pandangan 
yang menempatkan Barat dan bukan Barat dalam sebuah oposisi biner. 
Pandangan ini mengabaikan realitas perkembangan pengetahuan sebagai 
produk dari berbagai interaksi, termasuk antara Barat dan bukan Barat. 
Peradaban modern atau Barat tidak berkembang secara eksklusif, melainkan 
menjadi berkembang dengan berinteraksi dengan peradaban lain, seperti 
Islam. Oleh karenanya, bukan hanya peradaban-peradaban lain juga memberi 
pengaruh yang tidak kecil kepada apa yang sekarang kita identifikasi sebagai 
Barat, tetapi juga tidak jarang kita bisa menemukan paralelisme pemikiran, 
baik di Barat maupun bukan Barat. 


Penutup 


Tulisan dalam bab ini dibangun dengan argumen bahwa teori hubungan 
internasional memainkan peran yang sangat penting bagi perkembangan 
Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin. Teori-teori yang beragam 
(pluralitas teoretis) bukan hanya menjadikan produksi pengetahuan dalam 
Hubungan Internasional dilakukan dengan cara yang sangat beragam, tetapi 
juga, yang lebih mendasar, identitas disiplin Hubungan Internasional juga 
sangat ditentukan oleh bagaimana teori-teori ini mendefinisikan fokus kajian 
mereka. Dilihat dengan cara ini, pluralitas teoretis merupakan kondisi yang 
bukan hanya positif, tetapi juga sangat membanggakan. Akan tetapi, merujuk 
pada pemikiran Hannah Arendt, pluralitas hanyalah merupakan sebuah 
kondisi dan bukan kualitas. Bagaimana kondisi ini memiliki makna positif 
(atau negatif) sangat tergantung pada respons dan tindakan yang didasarkan 
pada kondisi tersebut. 

Tuntutan untuk menjadikan Hubungan Internasional lebih global 
berkembang dengan asumsi pluralitas teoretis hubungan internasional tidak 
cukup memberi perhatian kepada aspek geo-epistemologis. Teori hubungan 
internasional, sekalipun memiliki karakter plural, tidak memberikan ruang 
bagi suara, pengalaman ataupun produksi pengetahuan dari fenomena- 
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fenomena bukan Barat. Konsekuensinya, Hubungan Internasional 
cenderung melanggengkan dominasi Barat atas bukan Barat. Tuntutan ini 
melahirkan berbagai gagasan tentang teori hubungan internasional bukan 
Barat ataupun yang lebih mencerminkan keberadaan the Global South. 
Dan, Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada 
saat ini sedang memfokuskan diri pada upaya-upaya untuk melahirkan 
pemikiran-pemikiran tentang hubungan internasional dari perspektif the 
Global South atau, lebih spesifik lagi, Indonesia. Upaya ini jelas menuntut 
transformasi total basis produksi pengetahuan yang selama ini mendasari 
kajian-kajian tentang hubungan internasional di Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional, atau sayap risetnya, Institute of International Studies (TIS). 
Tantangan terbesarnya adalah seberapa jauh upaya ini dilakukan di tengah- 
tengah tuntutan untuk memenuhi kaidah-kaidah atau parameter-parameter 
keilmuan “Barat? dalam proses produksi pengetahuan. 
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BAB 2 
Studi Kawasan sebagai Politik Pengetahuan: 
Fondasi Awal untuk Agenda the Global South 


Lugman-nul Hakim 
Mohtar Mas'oed 


eskipun terkesan melakukan generalisasi, produksi pengetahuan 
M dalam studi Hubungan Internasional selama ini dibentuk melalui 
dua jalur utama, yaitu kajian berbasis disiplin dan studi kawasan. 

Yang pertama mengandaikan adanya prinsip-prinsip ilmiah yang secara 
universal dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena global, sementara 
yang terakhir menekankan pada dimensi kekhususan wilayah sebagai 
basis produksi pengetahuan. Tentu saja kontribusi kedua jalur ini dalam 
mempengaruhi karakter studi Hubungan Internasional sangat dinamis. 
Misalnya, adopsi teori-teori besar ilmu sosial dalam kajian Hubungan 
Internasional selama beberapa dekade terakhir telah mendorong pendekatan, 
objek, dan orientasi penelitian semakin beragam (Dunne dkk., 2013, 
Bab 1 dan 2 dalam buku ini). Bahkan, perkembangan dan keragaman ini 
malah membuat sebagian pakar mulai mempertanyakan status Hubungan 
Internasional sebagai sebuah disiplin ilmu karena karakternya saat ini yang 
semakin multidisipliner dan tak ada batasan ketat tentang objek kajiannya 
(Waever, 2013). Sementara itu, tradisi studi kawasan pernah sangat dominan 
dalam kajian Hubungan Internasional terutama pada era Perang Dingin. 
Akan tetapi, ia kini dianggap sedang mengalami krisis orientasi seiring 
dengan gelombang globalisasi (lihat misalnya, Mielke dan Hornigde, 2017). 
Bab ini menjelaskan dinamika studi kawasan dan politik pengetahuan 
dalam Hubungan Internasional. Secara khusus, ia diorientasikan untuk 
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memetakan peluang dan tantangan dalam membangun model studi kawasan 
dengan kerangka the Global South. Argumen dasarnya adalah bahwa studi 
kawasan mesti dipandang sebagai sebuah proyek politik. Melalui pendekatan 
dekonstruksi, diskusi dalam bab ini berusaha membongkar ideologi dan 
konstelasi kekuasaan dalam produksi pengetahuan studi kawasan yang 
membentuk dan melanggengkan suatu tatanan politik dunia. 

Memang tidak bisa dimungkiri bahwa akar sejarah studi kawasan 
merupakan bagian integral dari proyek kolonialisme untuk memperoleh 
pengetahuan dan informasi tentang negeri-negeri jajahan demi kepentingan 
eksploitasi dan kontrol. Melalui Edward Said (1978) dan proponen tradisi 
pascakolonialisme, misalnya, kita menjadi semakin kritis akan hubungan 
kekuasaan dan pengetahuan dalam studi kawasan, yakni bahwa produksi 
pengetahuan dalam studi kawasan itu tak terpisahkan dari upaya untuk 
mempertahankan tatanan dunia yang didasarkan pada relasi perbedaan, 
hierarki, dan kontrol antara mereka yang “berkuasa' dan “dikuasai”. 
Meskipun menjadi sasaran kritik oleh banyak sarjana (misalnya Miyoshi dan 
Harootunian, 2002), studi kawasan tidak serta-merta kehilangan relevansi 
dan urgensinya. Dengan membongkar praktik politik kekuasaan dalam 
produksi pengetahuan, Edward Said dan tradisi pascakolonialisme tidak 
sedang mengakhiri relevansi studi kawasan, tetapi malah membuka horizon 
baru, yakni membuka kemungkinan model studi kawasan dari sebelumnya 
diperlakukan sebagai objek kajian dan intervensi menjadi subjek baru. 
Bagaimana wujud reorientasi studi kawasan ini? Apa saja tantangannya? 


Studi Kawasan Sebagai Politik Pengetahuan 


Salah satu titik tolak terbaik untuk memahami studi kawasan secara kritis 
adalah dengan melihatnya sebagai bagian dari politik pengetahuan. Produksi 
pengetahuan melalui studi kawasan tidak pernah terpisahkan dari politik 
pengetahuan untuk kontrol kekuasaan dunia, meskipun bentuknya berbeda 
dari satu periode ke periode lainnya. Dalam studi Hubungan Internasional, 
misalnya, inisiasi pelembagaan studi kawasan secara formal baru dimulai 
pasca-Perang Dunia Kedua, yakni ketika Robert Hall, seorang ilmuwan 
politik dan ahli kajian Jepang, menyusun sebuah laporan untuk Dewan 
Penelitian Ilmu Sosial Amerika Serikat pada 1948. Dalam dokumen tersebut, 
tujuan utama pelembagaan studi kawasan dirumuskan sebagai berikut: 
memperluas relevansi ilmu sosial humaniora dalam tata dunia yang berubah, 
membangun upaya interdisipliner dalam kajian humaniora untuk memahami 
suatu kawasan, dan mengamankan kepentingan nasional Amerika dari 
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tantangan komunisme global (Katzenstein, 2002: 127-129). Sebetulnya 
pelembagaan studi kawasan pada periode ini hanya berubah orientasinya 
saja dari model proyek kolonialisme Eropa menuju agenda membangun 
hegemoni Amerika pada era Perang Dingin. 

Tentu saja studi kawasan juga mengalami perubahan dan perkembangan. 
Dalam disiplin Hubungan Internasional, studi kawasan pada mulanya 
diajarkan melalui kuliah-kuliah seperti sejarah diplomasi dan sistem 
masyarakat Eropa, Timur Jauh, dan kawasan geografis lainnya yang sebagian 
besar merupakan reproduksi narasi-narasi global yang dominan. Umumnya, 
kajian-kajian ini menempatkan kawasan-kawasan ini sebatas objek deskriptif 
yang tidak dinamis. Perkembangan signifikan dalam tradisi studi kawasan 
berlangsung dan menguat sejak 1990-an ketika para proponennya mulai 
bergeser dari model pengetahuan berbasis wilayah yang spesifik ke model 
studi perbandingan. Isu-isu besar yang dibahas pun mulai beragam seperti 
modemnisasi dan perubahan sosial, lembaga dan sistem politik, dan politik 
resistensi. Dalam perkembangan ini, studi kawasan lebih bersifat lintas- 
wilayah (cross-regional) dan membentuk tradisi baru baru, yakni studi 
perbandingan politik, yang kemudian menjadi salah satu pilar penting dalam 
studi Hubungan Internasional kontemporer. 

Menurut Ben Anderson (1992), dalam refleksinya tentang 
perkembangan studi Asia Tenggara di Amerika Serikat dari 1950—1990- 
an, pergeseran orientasi studi kawasan ini perlu dibaca secara sosiologis, 
yakni bahwa studi kawasan mesti dilihat sebagai proses historis bagaimana 
produksi pengetahuan berlangsung dalam situasi politik yang berbeda. Pada 
era kolonial hingga 1945, menurutnya, para pakar studi kawasan umumnya 
para sarjana yang ditunjuk pemerintah kolonial dan sebagian besar menjadi 
bagian birokrasi di negeri-negeri jajahan. Setelah dekolonisasi, para sarjana 
studi kawasan secara relatif otonom bekerja di kampus-kampus Amerika 
dan Eropa (belakangan Australia) tanpa harus menjadi bagian dari birokrasi 
pemerintah dan berkesempatan mengunjungi negeri-negeri yang menjadi 
fokus kajiannya." Sejak awal 1980-an, mereka yang studi di kampus-kampus 
dengan pusat kajian studi kawasan terbaik, seperti Universitas Cornell 
untuk kajian Asia Tenggara, mulai kembali ke tanah airnya dan berupaya 
membangun kekuatan intelektual yang relatif otonom dari kepentingan- 
kepentingan Amerika Serikat." 


13 Mengenai dinamika perkembangan studi ini lihat, misalnya, Bowen (2003). 


14 Untuk kajian tentang ragam bentuk produksi pengetahuan mengenai Indonesia yang 
dibentuk dalam konteks konstelasi kekuasaan Perang Dingin lihat, misalnya, Philpott 
(2000). 
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Meskipun gelombang baru studi kawasan ini menawarkan ragam 
kajian dan relatif tidak terkait langsung dengan kepentingan global, 
parameter-parameter keilmuan yang digunakan umumnya masih bersifat 
Euro/Amerika-sentris. Kategori-kategori biner dan hierarkis—seperti 
“modern dan tradisional”, “demokratis dan otoriter”, “maju dan berkembang, 
dan seterusnya—tetap dilanggengkan dan secara esensialis digunakan untuk 
menjelaskan “Barat? dan “non-Barat'. Dengan semakin berkembangnya 
tradisi perbandingan politik, model pengetahuan yang dihasilkan tidak lagi 
bersifat khas dalam suatu wilayah, tetapi digeneralisasi menjadi model 
yang dianggap berlaku universal. Misalnya, studi transisi demokrasi 
(dikembangkan dari studi di Amerika Latin dan Eropa Selatan) dan good 
governance (pengalaman di Afrika) bukan hanya menawarkan analisis 
akademik, tetapi juga menjadi preskripsi kebijakan—dengan ditopang 
oleh lembaga-lembaga keuangan global—untuk agenda demokratisasi dan 
pembangunan global. Preskripsi-preskripsi ini menjadi prasyarat untuk 
transformasi negara-negara di dunia agar lebih kompatibel dengan model 
tatanan politik dunia dominan yang didasarkan pada demokrasi liberal dan 
pembangunan berorientasi pasar." 

Kasus paradigmatik yang lain adalah studi-studi Islam dan kekerasan 
yang marak didirikan di kampus-kampus ternama di dunia setelah tragedi 
11 September, yang umumnya memproblematisasi hubungan antara Islam 
dan demokrasi. Sebagai bagian dari kampanye perang global melawan 
terorisme (Global War on Terrorism, GWOT), dengan perspektif dominan 
yang melihat radikalisme sebagai persoalan ideologi dan keamanan, 
hubungan Islam, dan kekerasan dikonstruksi sedemikian rupa sebagai 
problem ideologi atau kultur semata bukan sebagai persoalan politik dan 
perlawanan. Dengan mengeluarkan keagenan politiknya, model pengetahuan 
ala GWOT yang dihasilkan melahirkan dikotomi apolitis baru antara, 
meminjam istilah Mamdani (2005), “good Muslim' dan “bad Muslim'. 
Produksi pengetahuan model ini memiliki konsekuensi yang sangat luas, 
terutama dengan menjadikan Islam sebagai objek kajian sekaligus objek 
intervensi. Misalnya, ia mendasari preskripsi dominan dalam kebijakan 
deradikalisasi yang mendorong depolitisasi Islam yang dianggap sebagai 
prasyarat bagi tegaknya tatanan global-nasional neoliberal (Hakim, 2019). 
Model pengetahuan ini juga menjadikan toleransi-intoleransi sebagai 
kategori politik baru—yang bahkan menggantikan konsep politik seperti 


15 Lihat O' Donnell dkk. (1986) tentang transisi demokrasi. Untuk kajian politik pengetahuan 
good governance di Afrika, lihat Abrahamsen (2000). 
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representasi dan kesetaraan—dalam wacana dominan tentang demokrasi 
kontemporer (Brown, 2015, Hakim, 2020). 

Memahami studi kawasan sebagai bagian dari politik pengetahuan 
memiliki beberapa konsekuensi penting untuk memikirkan reorientasi studi 
kawasan dalam Hubungan Internasional secara kritis. Pertama, sebagai 
sebuah mode produksi pengetahuan studi kawasan tidak pernah objektif, 
melainkan selalu bersifat contested. Dalam konteks politik produksi 
pengetahuan, studi kawasan menjadi arena yang terbuka bagi interpretasi 
maupun agenda politik. Dengan memahami sifat politis ini, kita menyadari 
bahwa meskipun produksi pengetahuan yang dominan dalam studi kawasan 
dirancang untuk melayani kekuatan-kekuatan global, hal ini tidak berarti 
bahwa potensi untuk melakukan resistensi atau membangun narasi alternatif 
menjadi sama sekali tidak mungkin. 

Kedua, perkembangan dalam studi kawasan mengisyaratkan model 
hubungan pengetahuan dan kekuasaan yang relatif berbeda. Pada masa 
kolonialisme, produksi pengetahuan dalam studi kawasan diorientasikan 
sebagai bagian langsung dari upaya kontrol dan penaklukkan, sedangkan 
pada masa sekarang lebih diorientasikan untuk mendorong transformasi 
sosial-politik di kawasan-kawasan “non-Barat'. Menariknya, memang 
transformasi itu dilakukan oleh negara-negara “non-Barat' dan mereka 
memiliki semacam otonomi dan kapasitas agensi. Akan tetapi, parameter 
dan arah perubahan yang harus dilalui sudah ditetapkan melalui wacana- 
wacana yang dominan. Ketiga, terkait dengan poin sebelumnya, problem 
hegemoni pengetahuan Euro/Amerika-sentrisme dan sulitnya membangun 
kemungkinan narasi alternatif. Memang proses perubahan, kontrol, dan 
penundukkan dalam model studi kawasan tidak lagi dilakukan secara 
tersentralisasi seperti pada era kolonialisme. Namun demikian, di tengah 
hegemoni Euro/Amerika-sentrisme dalam politik produksi pengetahuan ini 
kita hampir tidak bisa membayangkan pengetahuan alternatif dan politik 
perubahan selain menerima dan mereproduksi model arus utama. Hal ini, 
secara sadar atau tidak sadar, justru malah melayani kepentingan global dan 
melanggengkan tatanan dunia yang timpang. 


Kemungkinan dan Tantangan Visi the Global South 


Menempatkan studi kawasan dalam konteks politik pengetahuan 
memungkinkan kita untuk membangun jalan baru untuk reorientasi studi 
kawasan dalam Hubungan Internasional. Secara spesifik, kita berhutang 
pada beberapa intervensi teoritis yang membuka medan pengetahuan 
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baru terutama melalui tiga jalur problematisasi, yaitu (1) hubungan antara 
pengetahuan dan kekuasaan, (2) hegemoni Furo/Amerika-sentrisme, dan (3) 
orientasi teori untuk emansipasi. Melalui tiga jalur ini, kita akan memetakan 
kemungkinan dan tantangan untuk membangun visi studi kawasan dalam 
Hubungan Internasional yang berorientasi pada the Global South. 
Problematisasi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan 
dirumuskan secara sistematis dan meyakinkan dalam karya-karya Michel 
Foucault (1972: 1979). Meskipun tentu saja ia tidak membahas studi kawasan 
secara spesifik, argumen-argumennya tentang pembentukan suatu disiplin 
ilmu dan objek pengetahuan memiliki implikasi penting bagi reorientasi 
studi kawasan dalam Hubungan Internasional. Kita bisa meringkasnya dalam 
beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa suatu disiplin ilmu atau model 
pengetahuan tidaklah otomatis mencerminkan objek kajiannya, melainkan 
bahwa hubungan keduanya bersifat konstitutif dan karenanya ia selalu 
berubah. Konstruksi Asia Tenggara sebagai objek kajian, misalnya, sangat 
tergantung pada ragam disiplin yang merumuskannya. Para antropolog 
mungkin akan menekankan dimensi keragaman kultur yang membentuk 
kawasan ini, sedangkan penstudi regionalisme akan melihat Asia Tenggara 
sebagai entitas tunggal yang bisa dibandingkan dengan Uni Eropa atau 
regionalisme ekonomi lain di dunia. Bahkan, Asia Tenggara sebagai sebuah 
konsep kawasan pada mulanya diciptakan untuk kepentingan strategis dalam 
Perang Pasifik, yakni ketika komando militer South-East Asia Command 
(SEAC) di bawah Lord Mountbatten dibentuk pada 1943 (Bowen, 2003).15 
Kedua, bahwa hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan adalah hal 
yang inheren dalam kegiatan produksi pengetahuan. Foucault mengatakan 
bahwa “Itlidak ada relasi kekuasaan tanpa pembentukan suatu area 
pengetahuan, juga tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan dan 
membentuk hubungan kekuasaan pada saat yang bersamaan (1979: 27). 
Isu hubungan pengetahuan dan kekuasaan ini menjadi basis bagi Edward 
Said dan tradisi pascakolonialisme dalam mengembangkan kajiannya 
tentang Orientalisme, yakni dengan mempersoalkan bagaimana “Timur” 
didefinisikan oleh “Barat”. Ia bahkan mengatakan bahwa “tidak ada 
sesuatu realitas sosial yang ada begitu saja, tetapi ia selalu dihadirkan, atau 
representasi (i.e. atas konstelasi kekuasaan tertentu)' (Said, 1978: 29). Oleh 
karenanya, membongkar relasi kekuasaan dalam studi kawasan menjadi 


16 Menariknya, komando militer SEAC ini sebetulnya tidak memasukkan Filipina dan 
wilayah Timur Indonesia, tetapi ia justru menempatkan Sri Lanka dalam wilayah 
kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan konsep batas suatu kawasan pun begitu 
tidak tetap. Lihat Bowen (2003). 
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langkah paling awal untuk membuka peluang pengembangan orientasi studi 
kawasan dalam Hubungan Internasional. Tanpa ada pembongkaran relasi 
kekuasaan, pengetahuan dalam studi kawasan akan diterima sebagai sesuatu 
yang objektif dan tidak perlu dipersoalkan. 

Ketiga, bahwa praktik kekuasaan yang berkelindan dengan produksi 
pengetahuan dan wacana ilmiah menciptakan apa yang yang disebut sebagai 
“rezim kebenaran' (Foucault, 1972). Melalui “rezim kebenaran' ini ditetapkan 
parameter dan arah bagi transformasi sosial politik di negara-negara non- 
Barat. Tentu saja proses ini berlangsung sangat kompleks, baik melalui 
mekanisme koersi maupun non-koersi. Misalnya, selain melalui mekanisme 
sanksi ekonomi dan destabilisasi Timur Tengah dengan intervensi militer, 
agenda-agenda transformasi politik Iran dan Timur Tengah pada umumnya 
juga dipandu oleh lembaga think-tank konservatif Hoover Institution di 
Stanford melalui program “The Iran Democracy Project (IDP)'. IDP ini 
merupakan bagian dari proyek besar bertajuk “Diminishing Collectivism 
and Evolving Democratic Capitalism' . Secara spesifik, IDP ini dimaksudkan 
untuk “memahami proses dan prospek bagi demokrasi di Iran dan seluruh 
Timur Tengah'. Dalam dokumen resminya, proyek ini bertujuan “untuk 
membantu Barat memahami kompleksitas dunia Muslim, dan memetakan 
strategi-strategi yang mungkin untuk transisi demokrasi dan pasar bebas 
di Timur Tengah, dengan dimulai dari Iran” (Khosrowjah, 2011: 137-138). 

Pembentukan rezim kebenaran juga bisa berlangsung secara sangat 
subtil melalui politik hegemoni. Kasus paling kentara adalah perubahan 
pandangan negara-negara berkembang terhadap ideologi integrasi 
ekonomi global. Pada 1960-an, para pemimpin negara-negara berkembang 
memandang integrasi ekonomi global dengan penuh waspada bahkan mereka 
kemudian melakukan inisiasi politik untuk memperjuangkan Tata Ekonomi 
Dunia Baru untuk tatanan ekonomi dunia yang lebih adil—meskipun agenda 
politik Dunia Ketiga ini pada akhirnya gagal (Prashad, 2007). Seiring dengan 
semakin hegemoniknya tatanan ekonomi dunia neoliberal sejak 1980-an 
dan globalisasi demokrasi liberal pasca-Perang Dingin, mereka kini percaya 
bahwa tidak ada alternatif lain untuk mencapai kesejahteraan selain ideologi 
integrasi ekonomi global. Tanpa perlu tekanan politik lagi, mereka pun 
sekarang berlomba-lomba merancang kebijakan-kebijakan pembangunan 
demi beroperasinya pasar bebas dan integrasi ekonomi global. 

Jalur problematisasi studi kawasan yang kedua adalah persoalan Euro/ 
Amerika sentrisme. Menurut Samir Amin (1989) cara terbaik memahami 
eurosentrisme adalah sebagai fenomena politik kultural yang didasarkan 
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pada prinsip “Barat mengetahui yang terbaik? dan bahwa dunia non-Barat 
mesti menapaki jalur transformasi yang mereka tetapkan, yakni bahwa rezim 
kebenaran dalam produksi pengetahuan studi kawasan didasarkan pada 
kepentingan dan ideologi Barat untuk membangun atau mempertahankan 
tatanan dunia yang timpang. Melalui lensa Analisis Wacana Politik, Salman 
Sayyid (1997: 128-130) memandang eurosentrisme dengan cara yang 
berbeda. Menurutnya, eurosentrisme adalah wacana politik yang muncul 
dalam konteks ketika Barat mengalami desenterisasi, tak lagi menjadi pusat. 
Konsepsi Barat sebagai “pusat? atau template universal tidaklah bersifat 
tetap, melainkan selalu dibentuk dan mengalami krisis. Dengan demikian, 
eurosentrisme adalah proyek politik yang ditujukan untuk selalu menjadikan 
Barat sebagai universal. Tidak seperti Amin dan tradisi pascakolonialisme, 
hubungan antara Barat dan Timur dalam lensa diskursif ini tidak bersifat 
direktif, melainkan konstitutif. 

Apa implikasi model cara pandang diskursif ini bagi reorientasi studi 
kawasan dalam Hubungan Internasional dengan visi the Global South? 
Pemahaman diskursif membuka wawasan bahwa hubungan antara Barat 
sebagai pusat itu bersifat contingent—ia terus mengalami disartikulasi dan 
re-artikulasi. Model hubungan ini, secara teoritis, membuka kemungkinan 
untuk mendisartikulasikan hegemoni “Barat sebagai pusat universal” 
dalam tradisi pengetahuan maupun agenda politik. Kondisi ini, pada saat 
bersamaan, berarti membuka pintu bagi partikular-partikular pengetahuan 
dan visi politik untuk meredefinisi tata dunia. Dengan kata lain, membangun 
visi the Global South—baik dalam hal produksi pengetahuan maupun 
agenda politik—tidak lain merupakan perjuangan politik untuk membentuk 
hegemoni baru (bandingkan Prashad, 2012: Amin, 2011). The Global South 
dalam perspektif ini adalah konter-hegemoni atas model studi kawasan arus 
utama. 

Diskusi ini mengantarkan kita pada jalur ketiga problematisasi studi 
kawasan yakni tentang komitmen teoretis untuk reorientasi studi kawasan 
dalam Hubungan Internasional. Untuk pokok persoalan ini, kita berhutang 
pada tradisi Teori Kritis. Dengan mengikuti gagasan-gagasan Mazhab 
Frankfurt generasi awal (seperti Horkheimer dan Habermas di karya-karya 
awalnya), Robert Cox (1981: 129-130) membedakan antara teori kritis 
dan problem-solving dengan diktumnya yang terkenal “theory is always 
for someone and for some purpose”. Dengan menegaskan bahwa tidak ada 
pengetahuan yang bebas dari kekuasaan dan kepentingan, tugas utama teori 
dalam tradisi ini adalah memberi panduan untuk mengubah realitas sosial. 


40 | The Global South 


Di sini, teori bersifat politis, yakni bahwa ia dibentuk dan dikembangkan 
untuk agenda emansipasi. Bagaimana membayangkan reorientasi studi 
kawasan dalam Hubungan Internasional untuk agenda emansipasi? Tentu 
saja hal ini tidak mudah. Dalam salah satu tulisannya, Foucault memberi 
panduan bahwa problem politik kita paling utama adalah “mengubah rezim 
politik, ekonomi, dan kelembagaan dalam produksi kebenaran... agar bisa 
membangun “politik kebenaran' yang baru” (Foucault, 1972: 113-114). 


Tiga Wajah the Global South: 
Studi Kawasan Sebagai Proyek Politik 


Dengan menempatkannya dalam matriks politik pengetahuan dan 
memetakan tiga jalur teoritis reorientasi studi kawasan dalam Hubungan 
Internasional, kita bisa merumuskan bagaimana visi the Global South 
direpresentasikan dalam studi kawasan. Dari pemetaan yang sudah 
dilakukan di atas, paling tidak kita memiliki tiga wajah the Global South. 
Wajah yang pertama ditampilkan oleh tradisi pengetahuan globalis atau 
Orientalisme. Said (1978: 1—2) mendefinisikan orientalisme sebagai upaya 
untuk merepresentasikan “Timur” sebagai citra kebalikan dari “Barat”. Kata 
kunci utamanya adalah membangun hubungan “Barat? dan dunia lainnya 
yang berbasis pada relasi perbedaan dan hierarki. Meskipun tendensi 
imperialistik model studi kawasan ini dikritik banyak sarjana, tidak berarti 
dominasinya melemah. Bahkan, globalisasi yang mengandaikan dunia 
semakin universal, tidak membuat logika-logika politik pengetahuan globalis 
ini surut. Melalui wacana-wacana hegemonik seperti demokrasi, daya saing, 
state fragility, dan ditopang oleh teknologi dan aparatus kekuasaan seperti 
lembaga penelitian dan politik indeks, politik transformasi di belahan the 
Global South diarahkan dan diorientasikan agar kompatibel dengan tatanan 
dunia dominan. 

Menurut Duffield (2001) dan Hardt dan Negri (2000), perkembangan 
ini juga terkait dengan logika bagaimana hubungan Utara dan Selatan 
dikonstruksi dalam perkembangan kapitalisme dan wacana-wacana 
pembangunan global dalam beberapa dekade belakangan. Sebelum 1970-an, 
belahan dunia Selatan (dengan citra seperti kemiskinan, keterbelakangan, 
tradisional) dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang dieksklusi—atau 
kebalikan total dari Utara. Namun, seiring dengan semakin intensifnya 
globalisasi neoliberal, logika hubungan Utara dan Selatan dikonstruksi 
melalui konsep “inclusion by exclusion?. Artinya, bahwa negara-negara 
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Selatan berupaya diintegrasikan dalam tatanan dunia tunggal yang dominan, 
tetapi pada saat yang sama mereka juga sekaligus dieksklusi—hingga 
mereka mereformasi diri. Politik-politik indeks di dunia kurang lebih 
mencerminkan logika semacam ini: menampilkan dunia dalam gambaran 
tunggal universal, tetapi disusun melalui logika hierarkis. Misalnya, melalui 
wacana daya saing (competitiveness) ideologi integrasi ekonomi global 
dikonstruksi sedemikian rupa sebagai “rezim kebenaran” di mana tidak ada 
jalan kesejahteraan lain bagi orientasi pembangunan negara-negara Selatan 
kecuali mengikuti jalur ini. Dan, ketika tujuan pembangunan mereka tidak 
tercapai, yang dipersoalkan adalah kegagalan negara-negara Selatan dalam 
membangun kebijakan yang kompetitif bagi pasar global. Dalam kerangka 
ini, akar persoalannya itu tatanan dunia yang memang tidak adil dan timpang. 

Wajah the Global South yang kedua dan terakhir, meskipun memiliki 
perbedaan orientasi, merupakan kritik langsung atas model pengetahuan 
yang diproduksi tradisi globalis ini. Tradisi pascakolonialisme menolak 
proyeksi studi kawasan yang menjadikannya semata-mata sebagai objek 
pengetahuan dan intervensi. Bersikap kritis terhadap konstelasi kekuasaan 
yang membentuk pengetahuan dalam studi kawasan, tradisi ini umumnya 
berupaya menampilkan bahwa terdapat realitas sosial yang secara esensial 
dianggap menjadi karakter inheren dalam suatu kawasan. Untuk menolak 
proyeksi pengetahuan kolonial tentang masyarakat Asia, misalnya, Alatas 
menulis The Myth of Lazy Native (1977). Lebih jauh, Hassan Hanafi (2012) 
mengembangkan studi Oksidentalisme tentang bagaimana melihat Barat 
melalui kacamata Timur. 

Umumnya, tradisi pengetahuan dalam studi kawasan model ini 
merupakan proyek politik dari resistensi terhadap Euro-Amerika sentrisme. 
Akan tetapi, mereka secara esensialis menekankan dimensi “keunikan? 
yang inheren dalam suatu wilayah atau komunitas politik. Model ini 
kerap diinstrumentalisasi oleh para pemimpin politik suatu kawasan untuk 
melegitimasi status guo. Contoh paling jelas adalah narasi tentang “Asian 
Way' yang pada awalnya digunakan para pemimpin di Asia Tenggara untuk 
menjustifikasi otoritarianisme lalu berkembang dalam kajian regionalisme 
ASEAN —-yang dianggap sebagai karakter spesifik dari regionalisasi Asia 
Tenggara yang membedakannya dengan Uni Eropa misalnya. Dengan 
kata lain, berbeda dengan tradisi globalisme atau orientalisme yang 
mengandaikan “Barat? sebagai tunggal dan universal, model pengetahuan 
studi kawasan dalam tradisi pascakolonialisme kerap terjebak pada bentuk 
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parokialisme lain. Diartikan bahwa mereka mengandaikan adanya sesuatu 
yang secara esensial bersifat unik yang melekat pada entitas “non-Barat' ini. 

Representasi the Global South yang terakhir dikembangkan dalam 
tradisi dekolonialisme oleh para pemikir seperti Moldando-Torres 
(2007), Mignolo (2000: bersama Walsh, 2018), dan lainnya. Seperti 
tradisi pascakolonialisme, model pengetahuan studi kawasan dekolonial 
merupakan respons terhadap hegemoni Euro/Amerika-sentrisme. Tradisi 
ini menolak model universalisasi studi kawasan dalam tradisi globalisme 
atau orjentalisme, tetapi ia juga menghindari parokialisme dan esensialisasi 
studi kawasan model pascakolonialisme. Fokus utamanya adalah melihat 
hubungan kompleks antara kekuasaan, ideologi, aktor, dan lembaga yang 
memproduksi pengetahuan studi kawasan. Pengetahuan dalam studi kawasan 
dibentuk secara konstitutif dari perjumpaan (encounter) terus-menerus— 
resistensi atau konvergensi—negara-negara the Global South dalam konteks 
geopolitik dunia yang dinamis." 

Dekolonialisasi studi kawasan dapat dipandang sebagai gerakan 
politik dan epistemologis yang berorientasi pada pluriversalitas rezim- 
rezim produksi pengetahuan. Ia berkembang dari suatu kenyataan bahwa 
rezim-rezim produksi pengetahuan dominan Eurosentris menjadikan “Barat? 
sebagai teori umum yang berlaku universal, sedangkan “non-Barat' hanyalah 
lokus dari detail empiris dan partikularnya. Dengan kata lain, Barat bersifat 
“theoretical? dan non-Barat hanya “empirical”. Kesenjangan struktural 
pengetahuan yang didasarkan pada spasialisasi epistemologis dalam kajian- 
kajian kawasan ini berlangsung bersamaan dan dikonsolidasikan melalui 
politik integrasi dunia, sejak kolonialisme hingga era globalisasi atau dalam 
bahasa Mignolo (2000) local histories/global design. 

Semangat politik pengetahuan tradisi dekolonialisasi studi kawasan 
adalah membangun kemungkinan geopolitik pengetahuan baru yang bukan 
hanya oposisi sederhana dari Euro-sentrisme (Bhambra, 2014). Gerakan 
politik pengetahuan ini semangatnya kompatibel dengan pentingnya 
reorientasi the Global South dalam studi kawasan Hubungan Internasional, 


17 Dalam kajiannya tentang Afrika, misalnya, Mamdani (1996) menolak tesis tentang 
“etnisisasi politik' sebagai karakter utama politik di Afrika yang ditampilkan dalam 
narasi studi kawasan yang dominan. Dengan menelusuri warisan kolonialisme dan 
kontestasi kekuasaan lokal dalam konteks transformasi lokus kekuasaan dari kolonial 
ke pembentukan negara-bangsa dan sekarang dalam konteks integrasi ekonomi global, 
yang terjadi adalah “politisasi etnis” yang terbentuk dalam matriks lokal-nasional-global 
medan perebutan kekuasaan. Uraian lebih lengkap tentang isu ini lihat Mamdani (1996), 
sedangkan tentang perkembangan dekolonialisme dan studi kawasan di Afrika lihat 
Ndlovu-Gatsheni (2020). 
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yang peluang dan tantangannya sudah diuraikan di atas. Reorientasi the 
Global South mesti dirumuskan pertama-tama sebagai bentuk perjuangan 
hegemoni, baik atas rezim pengetahuan Euro-Amerika-sentris maupun atas 
tatanan politik global yang opresif, timpang, dan tidak adil. Dengan kata lain, 
agenda politik emansipasi yang menjadi kunci utama dalam reorientasi the 
Global South ini harus ditempatkan dalam dua orbit sekaligus, yakni sebagai 
bentuk politik pengetahuan dan politik gerakan. Dengan model seperti 
ini, seperti bayangkan Maldonado-Torres, politik dekolonisasi merupakan 
“kondisi yang memungkinan dimulainya pemikiran dan tindakan baru yang 
bertujuan untuk mewujudkan dunia yang lebih humanis' (2007). 


Penutup 


Bab ini telah mendiskusikan dinamika studi kawasan dalam studi hubungan 
internasional dengan tujuan spesifik untuk memetakan kemungkinan dan 
tantangan pengembangan visi the Global South. Tesis utama dalam bab ini 
adalah bahwa sebagai suatu rezim pengetahuan, dinamika studi kawasan 
harus ditempatkan dalam konteks politik pengetahuan. Secara spesifik, upaya 
untuk mengidentifikasi tantangan pengembangan visi the Global South 
ditempuh melalui tiga jalur problematisasi, yaitu kompleksitas hubungan 
pengetahuan dan kekuasaan, hegemoni FEuro/Amerika-sentrisme, dan 
komitmen teoritis untuk emansipasi. Melalui problematisasi ini, ditunjukkan 
bahwa produksi pengetahuan dalam studi kawasan selalu bersifat contested 
dan hal ini membuka peluang bagi politik hegemoni baru untuk menantang, 
atau mempertanyakan, “rezim kebenaran' yang membentuk tatanan politik 
dunia yang dominan. 

Dengan mendekonstruksi politik pengetahuan dalam studi kawasan, 
bab ini menunjukkan terdapat tiga kemungkinan wajah the Global 
South yang direpresentasikan oleh tiga tradisi besar, yakni globalisme, 
pascakolonialisme, dan dekolonialisme. Ketiga model pengetahuan ini akan 
saling berebut makna dalam menafsirkan dan mereorientasikan the Global 
South. Tulisan ini mengadvokasi pentingnya model dekolonialisme dalam 
pengembangan studi kawasan. Orientasinya adalah untuk merumuskan 
agenda emansipasi dalam dua ranah sekaligus, yaitu politik pengetahuan 
dan politik gerakan. Dengan cara ini, target utamanya adalah untuk 
mentransformasikan studi kawasan dari objek kajian menjadi subjek 
pengetahuan baru yang dirumuskan untuk kepentingan negara-negara 
the Global South dalam tata dunia yang berubah. Memang jalan untuk 
merumuskan agenda the Global South semacam ini tidak pernah mudah. 
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Akan tetapi, jika tidak segera dimulai, visi tentang tatanan dunia alternatif 
yang berkeadilan tidak akan pernah bisa dibayangkan. 
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AGENDA DAN TANTANGAN 
KAJIAN THE GLOBAL SOUTH 
DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL 


BAB 3 
Kebangkitan the Global South 
dalam Kajian Ekonomi Politik Internasional 


Poppy S. Winanti 


Ekonomi Politik Internasional (EPI) sebagai subdisiplin dalam 

Ilmu Hubungan Internasional dapat dikatakan terbilang baru. 
Kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang berkembang dalam 
ekonomi politik global terutama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. 
Sebagai subdisiplin Ilmu Hubungan Internasional, EPI mendapatkan 
momentumnya ketika Perang Dingin sedang mencapai puncaknya di 
pertengahan tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Sebagaimana kajian- 
kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional lainnya, studi EPI juga 
didominasi oleh perspektif-perspektif Barat atau Amerika-sentrisme. Artinya 
bahwa kajian-kajian EPI lebih banyak menggunakan cara pandang dan 
berbasiskan sejarah peradaban negara-negara maju yang sebagian besar 
berada di belahan bumi Utara. Hal ini tentu saja menghadirkan sejumlah 
kelemahan dan membawa implikasi yang lebih jauh. Di antaranya, ia gagal 
memberi pemahaman atas situasi ekonomi politik global secara utuh dan 
lebih penting lagi, kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam produksi 
dan diseminasi pengetahuan (Benabdallah dkk., 2017). Dalam kondisi ini, 
upaya untuk mengarusutamakan perspektif the Global South dalam kajian 
EPI menjadi relevan dan urgen. Perkembangan orientasi ini juga beriringan 
dengan fenomena kebangkitan negara-negara Selatan, kerap disebut sebagai 
emerging markets dalam tata ekonomi dunia beberapa tahun belakangan. 


Yaoi dengan studi diplomasi atau perang dan damai, 
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Bab ini mendiskusikan kemunculan dan perkembangan perspektif 
yang berorientasi the Global South dalam kajian EPI sebagai proyek politik, 
terutama untuk menggugat relasi Utara—Selatan yang dianggap timpang. 
Kemunculan the Global South tidak hanya dapat dimaknai sebagai sebuah 
proyek politik dalam kajian EPI, tetapi juga mencerminkan fenomena 
atau realitas sosial yang berkembang (lihat Bab 1 dan Bab 2 dalam buku 
ini). Fenomena kebangkitan the Global South, misalnya dapat dilihat dari 
beberapa isu kontemporer seperti kelahiran emerging market multinational 
corporations, terbentuknya berbagai macam koalisi negara sedang 
berkembang dalam perundingan perdagangan multilateral, serta kemunculan 
institusi keuangan global baru. Ketiganya tidak hanya merefleksikan upaya 
untuk mengkritisi narasi dominan yang ada, tetapi juga menunjukkan strategi 
untuk berperan lebih besar dalam struktur politik global, atau outwitting 
strategies, yang didominasi the Global North. Kemunculan the Global 
South, baik sebagai proyek politik maupun realitas sosial tidak hanya 
memberi warna baru dalam subdisiplin EPI. Namun, yang lebih penting 
lagi, ia menjadi kerangka baru dalam memahami ekonomi politik global 
kontemporer. 

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi beberapa bagian. Diawali 
dengan penjelasan konteks lahirnya EPI sebagai subdisiplin Ilmu Hubungan 
Internasional, diskusi kemudian difokuskan pada analisis kemunculan 
the Global South sebagai proyek politik dalam EPI dan implikasinya 
bagi pemahaman ekonomi politik kontemporer. Secara khusus, bab ini 
mendiskusikan secara lebih mendalam tiga fenomena penting kebangkitan 
the Global South, yakni terbentuknya Asian Infrastructure Investment 
Bank (AIIB), kehadiran dan berkembangnya adidaya ekonomi dari Selatan, 
serta kemunculan aliansi atau blok negara sedang berkembang dalam 
negosiasi-negosiasi perdagangan multilateral di bawah rezim World Trade 
Organization (WTO). Ketiga isu tersebut merepresentasikan tiga perhatian 
utama dalam kajian EPI, yaitu sistem keuangan global, sistem produksi, 
dan perdagangan internasional. Bagian akhir dari bab ini memberi catatan 
singkat dinamika pembelajaran EPI sebagai salah satu konsentrasi dalam 
studi Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. 


Konteks Kelahiran EPI: Dari “high politics' ke "low politics' 


Dalam beberapa dasawarsa terakhir, masyarakat dunia menyaksikan 
perubahan yang sangat penting dalam tatanan ekonomi politik global. 
Kemajuan inovasi teknologi, arus informasi, serta komunikasi yang 
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dibarengi dengan semakin tingginya intensitas arus investasi, keuangan, 
dan perdagangan global menandai proses yang disebut sebagai globalisasi 
ekonomi. Proses tersebut juga dicirikan dengan kian masifnya peran aktor 
non-negara dalam politik internasional. Tidak hanya institusi-institusi global 
seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund 
(IMF), Bank Dunia, atau perusahaan-perusahaan multinasional, fenomena 
globalisasi juga disertai oleh kemunculan gerakan-gerakan masyarakat sipil 
yang lintas batas negara. 

Sebagai sebuah bidang studi yang berkembang pesat sejak tahun 
1970-an, EPI merupakan “jembatan” bagi dua bidang studi utama lainnya 
dalam studi Hubungan Internasional, yaitu politik internasional dan ekonomi 
internasional. Beberapa peristiwa di tingkat global di tahun 1970-an yang 
melatarbelakangi kemunculan EPI antara lain keputusan pemerintahan 
Nixon di tahun 1971 untuk mendevaluasi dollar AS dan mengakhiri 
sistem pertukaran mata uang berdasarkan emas. Keputusan Nixon tersebut 
berimplikasi pada keberlangsungan sistem Bretton Woods, mengingat 
kebijakan-kebijakan tersebut telah meruntuhkan fondasi sistem Bretton 
Woods. Era tahun 1970-an juga ditandai oleh krisis minyak dunia akibat 
embargo ekspor minyak yang diberlakukan beberapa anggota Organization 
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (terutama yang berasal dari 
Timur Tengah) ke AS dan sekutu-sekutunya yang mendukung Israel dalam 
Perang Yom Kippur (Van de Graaf dkk., 2016). EPI sebagai subdisiplin 
muncul karena kajian Hubungan Internasional yang didominasi oleh 
pendekatan realisme klasik gagal memahami fenomena internasional yang 
berkembang di era tahun 1970-an tersebut. Para penganut realisme klasik 
tidak membayangkan bahwa urusan ekonomi dan aktor-aktor non-negara 
memiliki signifikansi dalam interaksi dan dinamika politik global. 

Meskipun demikian, tahun 1970-an dapat dikatakan sebagai era 
kemunculan kembali EPI sebagai subdisiplin dalam Hubungan Internasional. 
Mengapa? Jika ditelusuri lebih jauh EPI sebagai sebuah subdisiplin 
sebetulnya sudah ada, dan dapat dilacak dari pemikiran-pemikiran ekonomi 
klasik (mulai dari Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill): 
atau para pemikir perubahan sosial di abad ke-19 (seperti Karl Marx dan 
Emile Durkheim). EPI juga dapat dirunut sejak kehadiran pemikir ekonomi 
institusionalis dan ekonomi kesejahteraan di akhir abad ke-19 sampai sekitar 
pertengahan abad ke-20 (seperti Alfred Marshall, John Maynard Keynes, 
dan Karl Polanyi) hingga para pemikir pasca-Perang Dunia Kedua yang 
mengamati relasi ekonomi dalam konteks global (Van de Graaf dkk., 2016). 
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Perkembangan EPI bersamaan dengan situasi ketika masalah ekonomi 
internasional, yang semula dipandang sebagai isu pinggiran atau low politics, 
mulai mendominasi perdebatan dalam politik internasional, yaitu ketika 
persoalan atau isu yang semula dianggap “teknis”, seperti perdagangan 
internasional atau investasi internasional, ternyata melibatkan hubungan 
kekuasaan politik antarnegara atau antaraktor yang terlibat di dalamnya. 
Dari pemahamanan tersebut, secara ringkas EPI dimaknai sebagai sebuah 
studi yang mempelajari “...bagaimana negara dan proses-proses politik 
yang terkait berdampak pada produksi dan distribusi kekayaan dan lebih 
khusus lagi, bagaimana pelbagai keputusan dan kepentingan politik 
berpengaruh pada kegiatan-kegiatan ekonomi dan distribusi ragam biaya 
dan keuntungannya (Gilpin, 1987: 9). Sementara itu, Frieden dan Lake 
(2000: 1) mendefinisikan EPI sebagai “... kajian tentang keterkaitan antara 
politik dan ekonomi dalam arena global.” Singkatnya, EPI mencoba 
menjawab pertanyaan “siapa mendapatkan apa, kapan dan dengan cara apa” 
dalam proses ekonomi politik global yang mencakup interaksi yang tidak 
terpisahkan antara ekonomi (sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan) 
dan politik (sebagai upaya mewujudkan kekuasaan) (Ravenhill, 2005). 

Cakupan studi dalam EPI meliputi isu sekaligus metode analisis tentang 
ekonomi dan politik dunia. Sebagai sebuah metode, EPI menggabungkan 
logika ekonomi dan penalaran politik dalam sebuah kerangka pemikiran yang 
utuh. Dalam level isu, EPI memfokuskan kajiannya pada interaksi antar- 
aktor internasional dalam konteks politik kekuasaan global (global power 
politics) dan produksi, distribusi, dan alokasi kekayaan dunia (Balaam dan 
Dillman, 2013). Aktor-aktor yang dimaksud mencakup negara, perusahaan 
multinasional, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat 
internasional, dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Secara konseptual, 
interaksi antar-aktor ini menemukan tempatnya dalam dua institusi utama, 
yaitu pasar dan negara. Pasar adalah representasi dari saling bertemunya 
dan dinegosiasikannya penawaran dan permintaan akan barang dan jasa, 
sedangkan negara dipahami sebagai arena pertarungan, pembagian, dan 
kompromi kekuasaan. Dalam khazanah hubungan internasional, pertemuan 
kedua institusi itu menghasilkan pola-pola hubungan ekonomi dunia dan 
politik kekuasaan antarnegara. 


The Global South Sebagai Proyek Politik dalam Kajian EPI 


Dalam perdebatan akademik, tidak ada definisi yang disepakati secara umum 
atas istilah “the Global South”. Istilah ini serumpun dengan konsep-konsep 
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lain seperti “dunia ketiga? dan “periphery' yang lebih merujuk pada negara- 
negara dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah dibandingkan dengan 
negara-negara yang secara geografis berada di belahan bumi bagian Utara. 
Akan tetapi, istilah ini dalam perkembangannya menghadirkan perdebatan, 
menimbang sebagian di antara negara-negara Selatan seperti Cina, Brazil, 
India dianggap tidak lagi layak menyandang sebutan negara yang masih 
terbelakang secara ekonomi dan politik. Oleh karena itu, istilah “the Global 
South? lebih banyak digunakan sebagai konstruksi identitas ketimbang 
merefleksikan tingkatan dalam capaian pembangunan (Winanti dan Alvian, 
2019). Sejalan dengan pemikiran tersebut, penggunaan istilah “the Global 
South? menandai transisi dari pemaknaan pada aspek pembangunan dan 
kultural menjadi pemaknaan yang lebih menekankan pada relasi kuasa 
berbasiskan geopolitik (Dados dan Connell, 2012: 12). 

Kemunculan fenomena “the Global South? dalam kajian EPI menawarkan 
cara pandang yang mengutamakan pengalaman dan perkembangan 
peradaban negara-negara Selatan yang sebagian besar merupakan negara 
bekas jajahan dalam memahami ekonomi politik global. Berangkat dari 
pemahaman tersebut, “the Global South? mengartikulasikan gagasan 
kepentingan yang berseberangan dengan negara-negara industri maju. 
Sebagai sebuah ideologi, the Global South mengedepankan gagasan akan 
ketimpangan dalam relasi ekonomi politik global dan hubungan North — 
South yang masih terus berlanjut, meskipun era kolonial telah berakhir 
(Benabdallah dkk., 2017). Pemikiran “the Global South? juga menghadirkan 
pemahaman bahwa yang tengah berlangsung adalah proses “development of 
underdevelopment' sebagaimana yang disuarakan oleh para proponen teori 
dependensia ketimbang “development? seperti yang kerap digaungkan para 
penstudi EPI yang dominan. 

Dalam konteks ini, Teori Dependensia yang mengkritisi pemahaman 
yang mapan tentang praktik dan politik pembangunan, dipercaya sebagai 
kontribusi terbesar para pemikir asal Amerika Latin dalam studi Hubungan 
Internasional. Para pemikir Amerika Latin seperti Raul Prebisch pula yang 
kemudian berperan penting bagi terbentuknya United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD) di tahun 1964, sebuah forum yang 
diharapkan dapat mendorong relasi Utara—Selatan dalam ekonomi politik 
global yang lebih setara. Para pemikir EPI dari the Global South ini juga 
yang menyerukan perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi politik 
global yang selama ini timpang, melalui ide New International Economic 
Order (NIEO) di tahun 1974. Upaya membangun tata kelola ekonomi politik 
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global yang lebih berpihak pada kepentingan the Global South melalui NIEO 
ini mendapatkan momentum setelah krisis minyak di tahun 1973 akibat dari 
kebijakan OPEC menaikkan harga minyak (Balaam dan Dillman, 2013). 

Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah kendala dalam upaya 
pengarusutamaan perspektif EPI dengan ideologi the Global South tersebut. 
Pertama, mengingat beragamnya negara-negara yang dikategorikan sebagai 
the Global South sulit mendapatkan kesepakatan apa yang dimaksud dengan 
perspektif the Global South, siapa yang mewakili the Global South, apalagi 
mengharapkan hadirnya perspektif yang tunggal. Meskipun sebagian besar 
negara yang dikategorikan sebagai the Global South mengalami masa 
kolonial sebagai pihak yang terjajah, tetapi implikasi dan pengalaman 
mereka sangat beragam. Kedua, persoalan asimetri kekuasaan yang selama 
ini melekat pada relasi Utara-Selatan juga hadir di dalam relasi Selatan- 
Selatan. Munculnya negara-negara the Global South dengan kekuatan 
ekonomi yang besar telah menghadirkan dominasi dan kesenjangan baru di 
kalangan the Global South sendiri (Benabdallah dkk., 2017). 


The Global South Sebagai Realitas Sosial dalam Kajian EPI 


Seperti dijelaskan sebelumnya, the Global South dalam kajian EPI tidak 
hanya dimaknai sebagai sebuah proyek politik yang mengkritisi ketimpangan 
relasi kuasa dalam hubungan Utara-Selatan. Namun, kemunculan the 
Global South juga termanifestasikan melalui sejumlah realitas sosial yang 
berkembang terutama sejak awal tahun 2000-an. Terdapat setidaknya 
beberapa isu yang dapat dikaji lebih jauh. Dalam subbab ini, akan 
didiskusikan tiga kasus paradigmatik tentang kebangkitan the Global 
South. Pertama, tentang AIIB sebagai salah satu institusi keuangan global 
baru yang diinisiasi oleh the Global South. Kedua, terbentuknya beberapa 
koalisi negara sedang berkembang dalam negosiasi perdagangan di bawah 
WTO, dan terakhir akan disajikan mengenai kemunculan adidaya ekonomi 
dari Selatan yang menggambarkan kemunculan perusahaan-perusahaan 
multinasional atau yang biasa disebut sebagai emerging market multinational 
corporations (EM-MNGCs). 


ANIB: Institusi Keuangan Alternatif atau Business as Usual? 


Tata kelola keuangan global selama ini dikritik karena relasi yang timpang 
antara negara-negara Utara dan Selatan. Lembaga-lembaga keuangan dunia 
yang lahir sejak akhir Perang Dunia Kedua didominasi dan ditentukan 
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oleh kepentingan-kepentingan negara Utara beserta muatan ideologis, dan 
gagasan neoliberal yang melingkupinya. Kemunculan beberapa lembaga 
keuangan global yang diprakarsai oleh negara-negara yang dikategorikan 
emerging economies, seperti AIIB dan New Development Bank (NDB) 
diprediksi dapat memberikan warna baru dalam tata kelola finansial global. 

Sejak berdiri pada 29 Juni 2015 dan memulai operasinya pada bulan 
Januari 2016, AIIB yang pada awalnya ditandatangani oleh 57 negara kini 
telah berkembang dan memiliki 103 negara anggota. Keanggotaan AIIB 
cukup beragam, baik secara geografis maupun tingkat ekonominya. Secara 
geografis, meskipun memiliki nama formal Asia, negara-negara yang 
menjadi anggota lembaga ini berasal dari pelbagai kawasan di dunia. Dari 
kategori tingkat pembangunan ekonominya, negara-negara anggota AIIB 
juga tidak terbatas pada negara-negara the Global South, tetapi juga negara- 
negara industri maju. 

Kehadiran AIIB ini mewarnai percaturan lembaga penyedia dana di 
Asia. Sedikit berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan yang mapan, 
seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, maupun IMF, fokus 
utama dalam ATIB adalah pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan 
sektor-sektor produktif di Asia, termasuk investasi di bidang transportasi, 
telekomunikasi, dan energi berkelanjutan. Terdapat setidaknya tiga isu 
penting yang patut dicermati lebih jauh. Pertama, mengapa AIIB terbentuk 
dan apa motivasi Cina sebagai penggagas utamanya? Kedua, terlepas dari 
penolakan pemerintah Amerika Serikat dan upayanya dalam melobi negara- 
negara sekutunya untuk tidak terlibat dalam AIIB, menarik untuk memahami 
mengapa sebagian besar negara-negara sahabat AS tersebut (kecuali Jepang), 
tetap bergabung di dalam gerbong yang dipimpin oleh Cina tersebut? Ketiga, 
apa implikasi AIIB bagi konstelasi geopolitik dan geoekonomi di Asia? 

Motivasi Cina dibalik pembentukan AIIB setidaknya dapat dipetakan 
menjadi dua aspek penting. Aspek pertama, secara resmi, pemerintah 
Cina menyampaikan bahwa mengatasi kesenjangan dan keterbatasan dana 
pembangunan infrastruktur di Asia merupakan alasan utama mengapa 
menggagas pembentukan institusi ini, meskipun telah ada badan yang 
memiliki fungsi yang kurang lebih sama di Asia seperti ADB. Data dari 
ADB menyebutkan bahwa hingga tahun 2020, diperkirakan Asia akan 
membutuhkan dana hingga 8 triliun dollar AS untuk pembangunan 
infrastruktur. Akan tetapi, kebutuhan ini belum dapat sepenuhnya tercukupi 
oleh ADB maupun lembaga keuangan dunia lainnya. Dengan dana yang 
diperkirakan akan terhimpun hingga 100 miliar dollar AS, kehadiran AIIB 
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karenanya, dapat memegang peranan penting dalam mengatasi kesenjangan 
dan defisit pendanaan infrastruktur di Asia. 

Di samping alasan resmi yang disampaikan pemerintah Cina, 
aspek lain yang mendorong Cina dalam membidani AIIB lebih bersifat 
politis. Pendirian AIIB bisa dikatakan sebagai salah satu manifestasi dari 
kekecewaan pemerintah Cina atas kinerja ADB maupun lembaga keuangan 
multilateral lainnya. Meskipun Cina telah tumbuh menjadi lokomotif 
ekonomi terbesar di Asia, tidak dapat dipungkiri bahwa ADB lebih banyak 
didominasi oleh Jepang. ADB tidak hanya ditengarai mewakili kepentingan 
ekonomi Jepang, tetapi juga tidak mampu berbuat banyak selama kebijakan 
luar negeri ekonomi Jepang masih berkiblat pada kepentingan AS sebagai 
sekutu terdekat Jepang. Sementara itu, kebijakan Bank Dunia dan IMF, 
dalam kacamata pemerintah Cina sangat kental dengan kepentingan ideologi 
negara-negara Barat. Negara-negara yang mendapat bantuan dari Bank 
Dunia maupun IMF harus patuh terhadap aturan main yang ditetapkan kedua 
lembaga tersebut. Salah satu aturan tersebut tercermin dari paket-paket 
kebijakan yang harus dipenuhi oleh negara peminjam sebagai bagian dari 
persyaratan proses pinjaman. Di sisi lain, tuntutan pemerintah Cina untuk 
merombak dan mereformasi IMF yang telah disuarakan dalam beberapa 
tahun terakhir tetap tidak mendapat respons positif terutama dari AS. Dengan 
akumulasi kekecewaan dan frustasi semacam ini tidak mengherankan 
jika—dengan potensi kekuatan ekonomi yang dimilikinya—Cina kemudian 
menginisiasi terbentuknya lembaga baru daripada terus-menerus tidak 
mendapat tempat yang selayaknya di lembaga-lembaga keuangan yang ada. 

Aspek menarik lainnya dari terbentuknya AIIB adalah bergabungnya 
sejumlah negara-negara yang selama ini dikenal memiliki kedekatan, baik 
secara ekonomi maupun politik dengan AS seperti Jerman, Italia, Prancis, 
Australia bahkan sekutu terpenting AS, yakni Inggris. Gencarnya lobi 
yang dilakukan pemerintah AS supaya negara-negara sekutunya tidak 
terlibat di dalam AIIB ternyata tidak menyurutkan negara-negara tersebut 
untuk tetap bergabung dengan AIIB. Setidaknya dapat diidentifikasi dua 
alasan utama mengapa mereka tetap bergabung. Pertama, sebagian besar 
negara-negara Barat yang tergabung di AIIB melihat AIIB sebagai peluang 
yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Seperti disampaikan Joseph Stiglitz 
(2015), AIIB yang dibentuk untuk mendanai infrastruktur di Asia memberi 
peluang bagi negara-negara tersebut agar tetap mendapatkan akses terutama 
untuk memperlancar hubungan perdagangan mereka dengan salah satu 
wilayah paling dinamis di dunia tersebut. Buruknya kondisi infrastruktur 
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di sebagian besar negara-negara Asia, yang selama ini dianggap sebagai 
hambatan bagi perdagangan internasional paling besar, bahkan dianggap 
lebih mengkhawatirkan daripada hambatan perdagangan berupa tarif. 
Perbaikan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan akan 
membawa implikasi luas bagi perbaikan akses perdagangan terutama bagi 
negara-negara Eropa yang saat ini memerlukan upaya untuk mengatasi 
krisis yang mereka alami. 

Alasan kedua yang dapat menjelaskan keterlibatan negara-negara 
sekutu AS dalam AIIB adalah kekhawatiran bahwa AIIB akan dikelola dan 
dimonopoli oleh Cina dan membuatnya menjadi satu-satunya hegemon di 
Asia. Salah satu penolakan AS atas keberadaaan AIIB adalah kekhawatiran 
akan lemahnya pengawasan dan penerapan good governance dalam 
pengelolaan investasi melalui AIIB. Hal ini bukan tanpa alasan, terutama 
apabila mengamati sepak terjang Cina sejak awal tahun 2000-an dalam 
memberikan dana bantuan di Amerika Latin maupun Afrika yang kerap 
dipandang tidak mempertimbangkan prinsip good governance seperti 
transparansi dan akuntabilitas serta lebih mengutamakan kepentingan 
ekonomi semata. Oleh karena itu, melalui keberadaan mereka di 
AIIB, negara-negara tersebut tidak hanya sebagai penyeimbang Cina, tetapi 
juga dapat berperan dalam mendorong diberlakukannya good governance 
di AIIB. 

Kehadiran AIIB boleh jadi akan mengubah konstelasi ekonomi 
politik terutama di kawasan Asia. AS dan Jepang yang selama ini menjadi 
sumber utama penyedia dana di Asia akan menghadapi “lawan' yang cukup 
seimbang dengan kehadiran AIIB di bawah kepemimpinan Cina. Hal ini 
dapat pula berimbas pada berkurangnya pengaruh kedua negara tersebut 
dalam menentukan arah kebijakan ekonomi di kawasan Asia. Namun, pada 
sisi yang lain, dengan mencermati mekanisme pengambilan keputusan di 
dalam AIIB, menarik untuk melihat lebih dalam seberapa berbeda AIIB 
dengan lembaga pendanaan multilateral yang telah ada. Seperti lembaga 
keuangan global lainnya, pengambilan keputusan di dalam AIIB tetap 
bergantung pada kontribusi setiap anggota. Cina berkontribusi sebesar 50 
miliar dollar AS yang merupakan kontributor terbesar, diikuti oleh India yang 
menyumbang sebesar 8,4 miliar dollar AS. Tidak mengherankan jika Cina 
juga memiliki hak suara paling besar, yaitu 26.6196 dari total suara, diikuti 
oleh India (7.696), Rusia (6.0196), dan Jerman (4.246)'8. Dengan kondisi 


18 Penjelasan tentang mekanisme tata kelola AIIB lihat https://www.aiib.org/en/about-aiib/ 
governance/members-of-bank/index.html (diakses pada 3 Mei 2021). 
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ini, semangat awal pendirian AIIB sebagai alternatif sumber pendanaan 
internasional dengan mengutamakan prinsip-prinsip kesetaraan dan non- 
intervensi masih perlu diuji lagi dalam praktiknya. 


Kemunculan Adidaya Ekonomi dari Selatan?” 


Kiprah multinational corporations (MNCs) merupakan salah satu kajian 
penting dalam studi ekonomi politik global terutama dari aspek sistem 
produksi global. Beberapa karakteristik MNCs antara lain (Spero dan Hart, 
2010 dalam Winanti, 2013: 132-133) memiliki afiliasi atau subsidiari di 
negara lain memiliki aktivitas manufaktur, riset dan pengembangan di 
luar negeri, komposisi pekerja, pemilik saham, maupun para pengambil 
kebijakan di level manajerialnya berasal dari berbagai negara yang berbeda, 
tingginya proporsi aset, pendapatan, maupun keuntungan yang diperoleh 
dari operasinya di luar negeri. Selama ini, kajian-kajian tentang MNCs 
didominasi oleh pengalaman perusahaan-perusahaan yang berasal dari 
negara industri maju. Sebut saja misalnya beberapa teori seperti Ownership, 
Location, Internalization (OLI) yang dipopulerkan oleh Dunning atau 
teori Product Life Cycle yang diperkenalkan oleh Vernon (1966) lahir dari 
pengamatan para ahli tersebut atas perilaku MNCs yang berasal dari negara- 
negara industri maju (Winanti, 2013). 

Kemunculan perusahaan-perusahaan lintas negara yang berasal dari 
kekuatan ekonomi baru atau emerging market, menuntut diformulasikannya 
kerangka konseptual yang lebih sesuai dalam memahami fenomena yang 
disebut sebagai Emerging Market Multinational Corporations (EM-MNCS). 
Perbedaan mendasar terkait dengan sejarah kelahiran, perkembangan, 
tantangan, maupun konteks ekonomi politik global yang melingkupinya 
menyebabkan EM-MNCs memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
pendahulunya. Konsekuensinya, diperlukan kerangka konseptual baru 
untuk memahami munculnya EM-MNGCs yang dapat didefinisikan sebagai 
“perusahaan internasional yang berasal dari negara-negara kekuatan ekonomi 
baru dan terlibat dalam investasi asing, tempat mereka menggunakan kontrol 


19 Bagian ini disarikan dan diolah dari Winanti (2013). “Ekspansi Global Industri Farmasi 
India? dalam Adidaya Ekonomi dari Selatan: Kemunculan dan Transformasi Perusahaan 
Multinasional Negara Sedang Berkembang yang diedit oleh Arfani, R. N. Yogyakarta: 
Institute of International Studies, terutama subbagian Memahami PMN: Kajian Teoritis 
(hlm. 132-147). Penerbitan buku ini merupakan salah satu kontribusi Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional UGM dalam produksi dan diseminasi pengetahuan terkait dengan 
kebangkitan Global South. 
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yang efektif dan menjalankan kegiatan-kegiatan pertambahan nilai di satu 
atau lebih negeri-negeri asing” (Luo & Tung, 2007: 482). 

Salah satu karakteristik utama EM-MNGCs adalah bahwa perusahaan- 
perusahaan ini dapat digolongkan sebagai latecomer firms (LCF). Ciri-ciri 
LCF antara lain (Mathews, 2002): perusahaan tersebut berasal dari negara- 
negara yang juga dikategorikan sebagai late comer, pada awalnya memiliki 
keterbatasan sumber daya, teknologi, dan akses pasar, tetapi memiliki 
determinasi kuat untuk mengejar ketertinggalannya dengan perusahaan 
yang lebih dulu mapan, serta memiliki daya saing karena mampu beroperasi 
dengan biaya rendah yang dapat memaksimalkan tingkat pengaruhnya pada 
industri terkait. 

Luo dan Tung (2007) mengidentifikasi empat aspek utama dalam 
menganalisis EM-MNGCS,, yaitu (1) alasan atau motivasi dibalik upaya 
ekspansi global mereka, (2) aktivitas dan strategi yang dikembangkan 
dalam melakukan ekspansi global tersebut, (3) faktor pendorong utama 
upaya ekspansi global mereka tersebut, dan (4) risiko dan tantangan yang 
dihadapi EM-MNGs dalam proses ekspansi global tersebut. Beberapa studi 
menunjukkan bahwa motivasi utama di balik ekspansi global EM-MNCs 
adalah asset-seeking dan opportunity-seeking, termasuk di dalamnya 
kebutuhan akan akses atas teknologi, fasilitas riset dan pengembangan, 
sumber daya manusia, memperoleh merek global yang lebih terkenal, 
konsumen pada jalur-jalur distribusi, kemampuan manajerial, serta kekayaan 
alam (Lao dan Tung, 2007: 487). Aset-aset tersebut diperlukan untuk 
meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial di negara asal dan sebagai 
kompensasi atas masih rendahnya daya saing mereka. 

Kajian tentang kemunculan adidaya ekonomi dari Selatan juga 
diwarnai dengan penelusuran atas motivasi di balik aktivitas ekspansi global 
yang terkait dengan tujuan-tujuan strategis dan politis pemerintah negara 
asal mereka. Motivasi semacam ini sangat nyata terutama jika perusahaan- 
perusahaan tersebut milik negara. Motivasi mencari sumber daya alam 
terutama terkait dengan gas dan minyak, misalnya menjadi bagian dari 
tujuan strategis negara untuk mendapatkan jaminan atas pasokan sumber 
energi nasionalnya (UNCTAD, 2006: 163). Motivasi lainnya, misalnya 
terkait dengan keinginan negara untuk mendorong perusahaan-perusahaan 
nasionalnya sebagai latecomer firms untuk menjadi pemain global yang 
diperhitungkan. Dengan kata lain, motivasi dibalik ekspansi internasional 
EM-MNGCs juga karena alasan kebangkaan nasional (Accenture, 2008). 
Dengan kompetisi yang semakin intensif di tingkat global, pemerintah di 
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negara-negara berkembang juga menyadari bahwa keberhasilan perusahaan- 
perusahaan nasional di tingkat global akan berkontribusi bagi pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat kompetisi mereka di tingkat domestik. Oleh karena itu, 
semakin banyak pemerintah negara-negara berkembang yang mendorong 
perusahaan milik negara maupun perusahaan swastanya untuk melakukan 
ekspansi internasional dalam rangka memperluas operasi bisnis sekaligus 
meningkatkan akses terhadap teknologi dan keterampilan teknis know-how 
(Accenture, 2008). 

Kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional asal negara sedang 
berkembang merupakan salah satu fenomena kontemporer dari kebangkitan 
the Global South. Kajian-kajian awal menunjukkan bahwa teori-teori yang 
dibangun berdasarkan pengalaman negara maju tidak sepenuhnya relevan 
dalam memahami kemunculan perusahaan the Global South terutama dari 
aspek motivasi ekspansinya. Meskipun demikian, apakah perilaku EM- 
MNGs tersebut akan sepenuhnya berbeda dengan MNCs masih belum dapat 
disimpulkan secara solid. Persoalan tentang apakah, misalnya, kehadiran 
EM-MNGCs dapat membawa semangat dan menjalankan prinsip-prinsip 
kesetaraan, solidaritas global, maupun dapat menjadi alternatif rujukan 
sumber investasi sesama negara sedang berkembang tentunya masih terbuka 
untuk dikaji lebih jauh. 


Koalisi Selatan-Selatan dalam Negosiasi Perdagangan 
Multilateral 


Kebangkitan the Global South dalam isu perdagangan internasional salah 
satunya tercermin dari semakin aktifnya negara-negara sedang berkembang 
dalam perundingan-perundingan perdagangan multilateral. Keaktifan 
negara-negara sedang berkembang dalam menyuarakan kepentingan 
mereka dapat dilihat antara lain dari terbentuknya berbagai koalisi untuk 
merespons isu-isu perundingan terkait persoalan perdagangan. Brazil dan 
India, misalnya, menunjukkan keaktifan yang signifikan pada masa Putaran 
Perundingan Uruguay pada periode 1986-1994, yang merupakan putaran 
perundingan perdagangan multilateral terakhir di bawah General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT). Pada masa itu, Brazil dan India dikenal sebagai 
negara sedang berkembang yang kerap menyuarakan resistensi atas dominasi 
negara maju terutama dalam negosiasi isu-isu yang disebut sebagai isu 
perdagangan baru atau isu di luar aspek perdagangan barang. 
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Selama negosiasi dalam Putaran Perundingan Uruguay, setidaknya 
terdapat empat koalisi perundingan yang sebagian besar dibentuk oleh 
negara-negara sedang berkembang. Salah satu yang paling menonjol ada 
G10, yaitu koalisi yang memperjuangkan kepentingan negara sedang 
berkembang yang menolak isu-isu baru dalam Uruguay Round termasuk 
perlindungan hak kekayaan intelektual di bawah The Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan isu 
investasi di bawah The Agreement on Trade-Related Investment Measures 
(TRIMs). Koalisi lainnya adalah G20 atau sebelumnya dikenal sebagai 
“Jaramillo Track? karena diinisiasi oleh Dubes Kolombia Jaramillo yang 
memperjuangkan kepentingan negara sedang berkembang dalam isu 
perdagangan jasa. Pada perkembangannya kemudian, koalisi ini diikuti 
pula oleh beberapa negara maju yang memiliki perhatian yang sama terkait 
dengan isu perdagangan jasa. Meskipun demikian, patut disayangkan, 
tidak banyak yang dicapai dari koalisi tersebut menimbang hasil akhir dari 
Putaran Perundingan Uruguay lebih banyak mencerminkan kepentingan 
negara-negara maju. 

Ketika pada akhirnya Putaran Perundingan Uruguay menemukan 
kegagalan dan kemudian terbentuk organisasi perdagangan internasional di 
bawah rezim WTO, keaktifan negara-negara sedang berkembang semakin 
meningkat. Sebagian besar negara sedang berkembang menuntut adanya 
perbaikan sistem di dalam WTO sekaligus juga menolak membicarakan isu- 
isu tambahan apabila kesepakatan-kesepakatan hasil Putaran Perundingan 
Uruguay belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. Sebagian besar 
negara sedang berkembang bergabung di dalam koalisi “like-minded group” 
yang memperjuangkan isu implementasi perjanjian hasil Uruguay Round, 
perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang dalam kerangka Special 
and Differential Treatment (SDT), dan menolak Singapore Issues (yang 
merupakan isu-isu baru dalam perundingan yang diperkenalkan pada 
pertemuan WTO di Singapura tahun 1996). 

Di samping “like-minded group”, terdapat kurang lebih 10 koalisi 
lainnya yang dibentuk oleh negara sedang berkembang dalam perundingan 
perdagangan multilateral. Di antara berbagai koalisi tersebut, salah satu 
yang cukup menarik untuk dikaji lebih jauh adalah koalisi G33 yang 
merupakan koalisi negara sedang berkembang pengimpor produk pertanian 
yang memperjuangkan Special Products dan Special Safeguard Mechanism 
untuk melindungi produk pertanian mereka. Koalisi ini disebut-sebut 
sebagai koalisi yang paling berpengaruh di dalam negosiasi pertanian di 
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WTO. Koalisi ini dibangun karena agenda liberalisasi sektor pertanian 
telah berdampak signifikan terhadap daya saing dan kesejahteraan para 
petani di negara-negara tersebut. Koalisi ini memperjuangkan dua arena, 
yaitu (1) jaminan akses pasar bagi produk-produk mereka untuk masuk ke 
pasar negara maju (melalui special products), dan (2) memperjuangkan 
jaminan untuk melindungi kepentingan petani domestik mereka yang tidak 
mampu bersaing dengan produk-produk pertanian impor (melalui Special 
Safeguard Mechanism). 

Keaktifan negara-negara sedang berkembang dalam pelbagai koalisi 
di forum perundingan multilateral dapat dilihat dari dua sisi. Dari aspek 
institusi global, keaktifan mereka berkontribusi pada kegagalan atau 
kemandegan berbagai proses perundingan yang berlangsung. Kesepakatan 
tidak lagi mudah didapatkan dan proses perundingan tidak lagi dicirikan 
dengan dominasi negara maju dalam menentukan agenda setting. Atau 
setidaknya tidak lagi mudah bagi negara maju untuk memaksakan 
kepentingannya tanpa resistensi yang kuat dari negara sedang berkembang. 
Di sisi lain, keaktifan tersebut dapat pula dinilai sebagai keberhasilan the 
Global South dalam menunjukkan pengaruh dalam konstelasi ekonomi 
politik global. Bagi the Global South situasi status guo dalam perundingan 
perdagangan di bawah WTO saat ini dianggap sebagai pilihan yang lebih 
baik daripada menyepakati perjanjian-perjanjian baru yang dapat merugikan 
kepentingan mereka. Kegagalan diadopsinya isu-isu nonperdagangan, 
seperti isu pembangunan, perlindungan lingkungan dan hak buruh, juga tidak 
dapat dilepaskan dari resistensi koalisi negara-negara sedang berkembang. 
Bagi mereka, isu-isu nonperdagangan seperti itu mestinya menjadi ranah 
kebijakan domestik masing-masing negara dan pengadopsiannya sebagai 
agenda rezim perdagangan internasional hanya akan membebani proses 
perundingan atas isu-isu perdagangan lainnya yang belum tuntas. 


Penutup 


Diskusi dalam bab ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah proyek politik, 
the Global South menawarkan kajian EPI yang lebih “berpihak” dan 
berangkat dari pengalaman negara-negara yang sedang berkembang. 
Kemunculannya tentu saja tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi 
politik yang terjadi, termasuk akumulasi kekecewaan serta wujud resistensi 
negara-negara sedang berkembang atas tata kelola ekonomi politik global 
yang didominasi oleh negara-negara yang lebih maju. Kerangka pemahaman 
dan semangat ini mulai diterjemahkan dalam agenda-agenda penelitian dan 
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pengajaran di Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI), Universitas 
Gadjah Mada. 

Studi EPI di UGM dimanifestasikan melalui salah satu konsentrasi 
studi Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan (EPID, atau 
International Political Economy and Development—IPED). Konsentrasi ini 
difokuskan untuk mengkaji persoalan EPI yang dihadapi masyarakat dunia, 
terutama di kawasan-kawasan yang tengah berkembang, termasuk Indonesia. 
Isu-isu yang dipelajari berkaitan dengan pengelolaan sistem global dalam 
ranah perdagangan, moneter atau pembiayaan pembangunan serta bagaimana 
sistem produksi dikelola. Selain itu, konsentrasi ini juga mempelajari 
persoalan utama yang dihadapi banyak negara sedang berkembang 
terutama tentang implikasi industrialisasi dan kebijakan pembangunan bagi 
kesejahteraan masyarakatnya. Isu-isu yang dipelajari melalui berbagai mata 
kuliah, penulisan skripsi/tesis, maupun pengembangan penelitian mencakup 
persoalan seperti kemiskinan, lingkungan hidup, pemenuhan kebutuhan 
pangan dan energi, kesehatan global, serta isu yang lebih kontemporer 
seperti ekonomi digital. Melalui isu-isu penelitian tersebut, pengarusutamaan 
semangat emansipatoris dan keberpihakan pada kepentingan negara-negara 
sedang berkembang dilakukan. 
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BAB 4 

Ekonomi-Politik Digital Platform: 
Agenda Penelitian dan Tantangan 
Bagi the Global South 


Suci Lestari Yuana 
Treviliana Eka Putri 


baru dalam subdisiplin Ekonomi Politik Internasional (EPI). 

Hal tersebut menegaskan fokus kajian EPI konvensional yang 
umumnya membahas isu perdagangan, keuangan, produksi, investasi, dan 
pembangunan. Area kajian digital platform menekankan dimensi bagaimana 
teknologi mengubah cara operasi dan struktur ekonomi politik kontemporer. 
Lebih khusus lagi, seiring dengan kebangkitan fenomena ekonomi the 
Global South yang dibahas dalam Bab 4, diskusi dalam bab ini akan 
diarahkan untuk memahami perkembangan revolusi digital yang terjadi di 
dalam interaksi aktor-aktor ICT (Information Communication Technology) 
dari negara-negara the Global South. Bagaimana ekonomi politik digital 
platform membentuk struktur relasi baru antara the Global North dan the 
Global South? Apa strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh the Global 
South untuk mengejar, atau bahkan melampaui, keunggulan teknologi digital 
negara-negara the Global North? 

Penting untuk diutarakan di sini bahwa meningkatnya isu digital 
platform dalam perkembangan ekonomi politik global saat ini tidak bisa 
dilepaskan dari tatanan kapitalisme global pascaindustrial (Curtis, 2009), 
atau apa yang digaungkan oleh forum-forum seperti World Economic 


BK ab ini mendiskusikan tentang digital platform sebagai area kajian 
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Forum (WEF) sebagai Industri 4.0 (Schwab, 2016). Industri 4.0 dapat 
didefinisikan sebagai rangkaian perkembangan kapabilitas teknologi 
yang mampu mengubah cara produk barang dan jasa diproduksi dan 
didistribusikan (Brun dkk., 2019: 41). Dengan cakupan yang lebih luas, 
Maynard memahami revolusi industri keempat ini sebagai tonggak penting 
bagi peleburan teknologi digital, physical, dan biological (Maynard, 2015: 
1005). Perkembangan Industri 4.0 ini ditandai oleh empat gelombang 
teknologi digital, yaitu internet tahun 2000-an, mobile internet tahun 2010- 
an, Internet of things (IoT) tahun 2020-an, dan Artificial Intelligence (AI) 
tahun 2030-an (Ono dkk., 2017). 


Digital Platform dan Ekonomi Politik Internasional 


Apa implikasi Revolusi Industri 4.0 dalam pemahaman kita mengenai 
Ekonomi Politik Internasional (EPI)? Bagi beberapa sarjana, seperti Li, 
Frederick, dan Gereffi (2019), Revolusi Industri 4.0 secara substantif telah 
merombak tiga tata kelola utama dalam kajian dan praktik ekonomi politik 
internasional, yakni Global Commodity Chains (GCCs), Global Value 
Chains (GVCs), dan Global Production Networks (GPNs). Kemajuan 
dalam digital platform telah meringkas dan/atau mengintegrasikan interaksi 
antara produsen dan konsumen dalam satu platform, serta menghilangkan 
sekat antara produk dan layanan (Li, Frederick, dan Gereffi, 2019: 13). 
Kedua perubahan besar ini menjadi telah mendisrupsi sektor-sektor industri 
tradisional, sebagaimana tercermin dalam berkembangnya e-commerce yang 
menggeser posisi aktor-aktor perdagangan tradisional. 

Transisi menuju Industri 4.0 ini tentu saja tidak lepas dari peranan 
aktor-aktor global yang membidani perkembangan teknologi-teknologi 
digital. Dalam bab ini, aktor-aktor global kami sebut sebagai Information 
Communication Technology of Multinational Company (ICT MNC). ICT 
MNC dipandang sebagai aktor global yang memimpin transisi menuju 
fase pasca-industrial di abad ke-21 dengan teknologi berbasis informasi, 
algoritma, komputer, dan transmisi data. Menurut Wolf (2017), dari daftar 
10 MNC terbesar di dunia tahun 2017, 7 di antaranya adalah ICT MNC 
yang dikenal sebagai “the Big 7', yaitu Apple, Alphabet/Google, Microsoft, 
Amazon, Facebook, Alibaba, Tencent, dan Samsung. 

Selama dua dekade terakhir ini kajian-kajian Hubungan Internasional 
mengenai ICT semakin berkembang. Rosenau dan Johnson (2002) 
berargumen bahwa teknologi akan menjadi salah satu alasan utama 
dalam konflik dan kerja sama di ranah politik dunia. Fritsch (2011) juga 
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berargumen bahwa transformasi dan kekuasaan yang dimiliki teknologi 
perlu diintegrasikan dalam studi Hubungan Internasional dan Ekonomi 
Politik Internasional. Kajian-kajian lainya terkait dengan peranan ICT di 
dalam pembangunan internasional (Nwagwu, 2006: Heeks, 2008), pengaruh 
ICT dalam meningkatnya politik internasional China dan India (Franda, 
2002: Ning, 2009: Niosi dan Tschang, 2009), dan pengaruh internet dalam 
tata kelola global (Mueller, 2010, Klein, 2002). Pesatnya perkembangan 
kajian ICT dalam studi EPI di dalam literatur internasional, nampaknya 
tidak diimbangi dengan perkembangan kajian yang serupa di ranah 
domestik. Studi teknologi digital masih kurang dieksplorasi dalam kajian, 
baik Hubungan Internasional maupun EPI di Indonesia yang lebih banyak 
mendiskusikan tentang organisasi atau institusi internasional. Pertanyaan 
mendasar yang diajukan dalam bab ini adalah mengapa topik digital platform 
penting dalam kajian EPI dan bagaimana kajian mengenai platform digital 
dapat menjelaskan dinamika relasi Utara dan Selatan? Subbab selanjutnya 
akan menjawab mengapa kajian digital platform penting dan isu-isu apa 
saja yang layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, mengenai relevansi 
platform digital dengan pembentukan struktur ekonomi internasional yang 
baru, bagaimana ia berimplikasi pada kajian ekonomi politik dalam konteks 
Utara dan Selatan, juga dinamikanya dalam kajian the Global South yang 
dapat membuka agenda-agenda penelitian baru dalam studi EPI. 


Digital Platform dan Pembentukan Struktur Ekonomi Baru 


Sebagai isu baru dalam praktik ekonomi politik internasional, digital 
platform tentu saja berimplikasi pada pembentukan struktur ekonomi baru 
yang, di antarannya berimplikasi pada bagaimana relasi antara negara- 
negara Selatan dan Utara terbentuk. Aktor-aktor ICT MNC yang muncul 
tidak bisa lagi dipinggirkan perannya dalam membentuk dinamika baru 
dalam ekonomi politik global. Salah satu contoh besarnya peran aktor ICT 
MNC dalam politik global adalah kasus skandal Cambridge Analytica, 
sebuah perusahaan konsultan dari Inggris, yang mengoleksi jutaan data 
profil pengguna Facebook sebagai strategi kampanye politik untuk 
memenangkan Donald Trump dalam pemilu AS di tahun 2016. Kasus ini 
mengilustrasikan bagaimana Facebook tidak bisa dimungkiri memiliki peran 
penting dan tidak netral dalam dinamika perpolitikan global. Tentu saja hal 
ini bertolak belakang dengan yang sering digaungkan oleh praktisi-praktisi 
teknologi yang menganggap aktivitasnya bebas dari kepentingan politis. 
Padahal, dalam perkembangannya aktor-aktor di bidang ICT MNC semakin 
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menunjukkan bagaimana teknologi bukanlah isu “politically neutral?. Ada 
tiga isu karakteristik utama yang bisa dijadikan pijakan awal untuk mengkaji 
ketidaknetralan digital platform di dalam ekonomi politik sebagai berikut. 


Digital Platform Bersifat Hierarkis 


Digital platform didefinisikan sebagai platform yang memediasi interaksi 
sosial dan ekonomi secara daring (Kenney & Zysman, 2016). Dengan 
demikian, ia tidak hanya platform di bidang transaksi bisnis saja seperti 
Amazon atau Uber, tetapi juga di bidang interaksi sosial seperti online 
gaming, biro jodoh, dll. Karakter utama dalam digital platform adalah 
mekanisme organisasi platform itu bersifat sangat hierarkis, meskipun ia 
tampaknya menempatkan semua aktor dalam relasi yang setara. Hal ini 
ditunjukkan dengan tiga hal berikut. Pertama, untuk bisa mengoperasikan 
platform di dalam device (misalnya: smartphone), kita membutuhkan 
operating system (OS) seperti Apple IOS atau Android. OS ini bisa 
membatasi platform atau app apa saja yang bisa diunduh dan bagaimana 
platform itu bisa digunakan. 

Kedua, platform juga bisa memberikan batasan langsung kepada kita 
sebagai user. Dengan mengunduh platform tersebut, kita diminta untuk 
menerima syarat-syarat perjanjian unilateral yang berarti kita memberikan 
hak kepada platform untuk tidak hanya mengekstraksi data interaksi 
kita, tetapi juga untuk menghentikan keanggotaan kita kapan pun tanpa 
ada notifikasi sebelumnya. Ketiga, algoritma bekerjanya suatu platform 
merupakan informasi yang sering kali bersifat closed-door sehingga para 
pengguna tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana 
environment dari platform tersebut bekerja dan berimplikasi pada pengguna. 
Ketimpangan akses terhadap algoritma yang digunakan ini juga mendorong 
beberapa kelompok masyarakat untuk menuntut transparansi algoritma 
perusahaan, baik media sosial maupun platform ekonomi. Akan tetapi, 
upaya ini sering kali diabaikan oleh perusahaan atas nama perlindungan 
rahasia model bisnis. 

Cukup banyak kajian-kajian yang menelaah posisi pengguna aplikasi 
digital secara kritis. Salah satunya kajian yang dilakukan oleh Tiziana 
Terranova (2004) yang mengonsepsikan gerakan “open source? yang 
dilakukan oleh aktor-aktor seperti Google sebagai aktivitas bisnis dengan 
memanfaatkan pengguna aplikasi sebagai “free Ilabour' di mana para 
pengguna secara sukarela memberikan data-data pribadi mereka di dalam 
aplikasi tanpa mendapatkan reward material. 
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Ragam Digital Platform dan Problem “Ekonomi Berbagi” 


Dari banyaknya variasi mekanisme maupun model bisnis digital platform, 
Carliss Baldwin (2018) menyusun kategorisasi secara terstruktur mengenai 
perbedaan jenis platform. Pertama, perbedaan antara technology platform 
dan exchange platform. Technology platform membentuk OS seperti Apple, 
Google, dan Microsoft. Exchange platform adalah aplikasi-aplikasi yang kita 
unduh dan gunakan untuk bertukar interaksi. Kedua, exchange platform bisa 
dikategorisasi menjadi platform informasi dan platform transaksi. Platform 
informasi adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi 
informasi yang kebanyakan berupa social media seperti Facebook, Twitter, 
dan Instagram. Platform transaksi adalah platform yang memungkinkan 
pengguna bertransaksi digital seperti Tokopedia dan AliExpress. 

Ketiga, platform transaksi juga dapat dikategorikan menjadi platform 
business-2-consumers (B2C) dan platform consumer-2-consumer (C2C). 
Platform B2C adalah platform yang memfasilitasi transaksi antara 
perusahaan dan konsumen seperti Booking.com yang membantu individu 
memesan kamar milik hotel atau penginapan. Platform C2C adalah platform 
yang memfasilitasi individu untuk menyediakan layanan dan bertransaksi 
dengan individu lainnya. Keempat, Platform C2C dapat dikategorikan 
menjadi sharing economy dan gig economy. Sharing economy adalah 
platform yang memungkinkan individu untuk membagikan aset yang 
dimiliki untuk tujuan profit dan nonprofit seperti Airbnb dan Couchsurfing 
di mana individu memberikan akses terhadap item tertentu yang tidak 
mereka gunakan secara temporer (Frenken dan Schor, 2017). Sementara 
itu, gig economy adalah platform yang memungkinkan individu melakukan 
pekerjaan atau memberikan layanan pada individu lainnya seperti Uber, 
Grab, dan Gojek. Gig economy juga sering disebut dengan istilah on-demand 
economy. 

Istilah sharing economy inilah yang kemudian sering disoroti dalam 
diskusi ekonomi politik. Isu utamanya adalah apakah sharing economy 
benar-benar berfokus pada sharing yang menekankan pada nilai efisiensi 
dan keberlanjutan (sustainability)? Kekhawatiran yang muncul adalah 
kemudian akan ada banyak perusahaan yang kemudian melabeli praktik 
bisnis mereka sebagai sebuah bentuk sharing economy untuk meningkatkan 
ketertarikan pengguna baru. Praktik seperti ini telah muncul sebelumnya 
dalam hal kemunculan greenwashing sebagai respons dari kemunculan 
green economy. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana 
konsep tersebut digunakan pula dalam melihat realitas sosial yang terjadi 
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di lapangan. Sebagai contoh, masihkah model bisnis transportasi berbasis 
online di Indonesia dapat kita labeli sebagai praktik sharing economy? 
Pada kenyataannya, banyak dari pengemudi yang memberikan jasa 
tersebut alih-alih menggunakan kendaraan yang telah underutilised untuk 
meningkatkan daya guna serta mendorong skema pembangunan sosial yang 
berkelanjutan, melakukan pembelian kendaraan baru untuk bekerja di dalam 
ekosistem tersebut. Fenomena ini tentu berbeda dengan bagaimana bisnis 
Uber awalnya dimulai di Amerika Serikat yang mana pekerja menggunakan 
kendaraan pribadi yang sudah dimiliki sebelumnya untuk melakukan 
pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, lebih tepat bahwa ia dilabeli sebagai 
bentuk gig economy yang menekankan pada proses pemberian layanan yang 
berbasis on-demand, tanpa tambahan nilai khusus seperti sharing economy. 


Kapabilitas Teknologi Digital Platform 


Kebaruan yang ditawarkan oleh digital platform bukanlah pada interaksi 
sosial dan ekonomi (Frenken dan Schor, 2017). Platform justru memediasi 
interaksi sosial yang sudah ada dan kebanyakan terjadi secara informal 
seperti nebeng, sewa barang dan jasa, layanan pesan-antar, dan layanan 
membantu pekerjaan rumah tangga. Platform tidak mengganti bentuk 
interaksi sosialnya, melainkan mengubah cara interaksi tersebut diorganisasi. 
Jika diperhatikan, Uber adalah perusahaan jasa transportasi yang tidak 
memiliki aset kendaraan satupun, AirBnB adalah perusahaan jasa akomodasi 
yang tidak memiliki aset hotel atau penginapan satupun, dan Facebook 
adalah perusahaan konten sosial media yang tidak memproduksi berita 
satupun. Keunikan platform berada pada kapabilitas teknologi sebagai 
aktor intermediary yang bisa mengoleksi perilaku semua user di dalam 
platform seperti apa saja transaksi yang dilakukan, review apa yang biasanya 
mereka berikan, di mana lokasi user dan kemana saja user beraktivitas, dll. 
Kapabilitas teknologi ini memungkinkan platform mengoleksi data secara 
cepat dan masif yang bisa saja dijual kembali ke pihak ketiga atau untuk 
menjadi sarana mereka meningkatkan model bisnis. Selain mengoleksi data, 
kapabilitas lainya adalah dengan jumlah informasi yang masif, platform 
mampu melakukan algorithmic matching yang biasanya sering digunakan 
pada platform C2C. 

Selain itu, kapabilitas teknologi platform juga mampu mengeksklusi 
user secara sepihak. Menurut Van Dijck (2018), kapabilitas terakhir 
inilah yang sebenarnya menjadikan platform bisa dikategorikan sebagai 
private regulator. Sebagai contoh, jika user mendapatkan banyak review 
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buruk, platform memiliki hak untuk mengeluarkan atau menghukum user 
tersebut sampai user tidak punya pilihan selain berperilaku sesuai dengan 
standar atau aturan yang sudah ditetapkan oleh platform tersebut. Dapat 
dikatakan, keputusan-keputusan yang diambil platform berdasarkan logika 
ex-post performance evaluation yang berarti pada prinsipnya siapa saja 
bisa mendaftar sebagai user platform, tetapi ketika sudah tergabung dan 
user tidak memberikan performance atau berperilaku seperti standar yang 
dibuat oleh platform, maka platform bisa memiliki alasan untuk menghukum 
atau mengeluarkan user tersebut secara sepihak. Inilah salah satu kebaruan 
institusi yang dilakukan oleh platform karena logika keputusan pada 
institusi tradisional lebih bersifat ex-ante yang artinya calon peserta sebuah 
institusi harus memenuhi syarat tertentu sebelum diterima sebagai anggota. 
Contohnya, syarat ijazah, kualifikasi keahlian, dan minimum pengalaman 
kerja untuk menjadi karyawan perusahaan. Saat ini, platform cenderung 
menghapuskan syarat dan regulasi untuk bergabung di sebuah institusi dan 
hanya mengatur perilaku user ketika sudah berada di dalam platform. 

Ketiga karakteristik teknologi digital telah menjawab bagaimana 
teknologi tidak lepas dari kepentingan ekonomi politik dan mempengaruhi 
struktur ekonomi baru pasca-industrial. Teknologi digital telah mendorong 
gejolak perubahan yang disruptif pada proses produksi, distribusi, dan 
konsumsi global di mana keberadaan teknologi turut andil relasi hierarkis 
antar aktor termasuk dalam relasi antarnegara-negara Utara dan Selatan. 
Subbab selanjutnya akan mendiskusikan fenomena-fenomena platform 
digital yang memberi warna baru dalam dinamika ekonomi politik Utara- 
Selatan. 


Digital Platform dan Dinamika Ekonomi Politik the Global South 


Seperti halnya isu ekonomi politik internasional lainnya, perkembangan 
digital platform tidak bisa dipisahkan dari dinamika geopolitik antara 
negara-negara Utara dan Selatan. Pada umumnya, dinamika relasi Utara- 
Selatan dalam struktur ekonomi politik global didasari dengan logika 
dependency atau ketergantungan dan hubungan yang tidak setara. Dalam 
struktur kekuasaan yang timpang ini, negara-negara Utara sering kali 
menjadi core atau pemimpin dalam politik ekonomi global dan negara- 
negara Selatan hanyalah wilayah pinggiran. Pembongkaran struktur ekonomi 
digital platform ini sangat sentral untuk merumuskan tantangan digital 
platform dan strategi-strategi bagi negara-negara Selatan atau the Global 
South dalam tata ekonomi dunia pasca-industrial ini. 


Agenda dan Tantangan Kajian The Global South dalam Hubungan Internasional | 73 


Meskipun memang belum banyak penelitian yang menelaah topik ini 
secara mendalam, terdapat beberapa fenomena terkini di bidang platform 
digital yang menunjukkan bahwa posisi aktor-aktor dalam wilayah Selatan 
yang tidak selalu timpang dalam persaingannya dengan mereka yang berasal 
dari wilayah Utara. Fenomena pertama ditunjukkan oleh persaingan industri 
teknologi finansial atau Fintech antara Global North yang didominasi oleh 
4 aktor besar, yakni Google (Alphabet), Apple, Facebook, dan Amazon atau 
lebih dikenal dengan GAFA dan aktor dari the Global South, khususnya 
China, yakni Baidu, Alibaba, dan Tencent atau dikenal dengan BAT. Melalui 
platform digital aktor-aktor GAFA menawarkan metode pembayaran digital 
kepada user aplikasi mereka seperti Google Pay, Apple Pay, dan Amazon 
Pay. Sementara itu, Facebook dengan total user 1,5 milliar mengembangkan 
pembayaran digital melalui Facebook Messenger. Tidak kalah dengan 
GAFA, pada 2014 Alibaba mengkonsolidasi anak perusahaannya, Ant 
Financial yang mengoperasikan platform pembayaran digital paling populer 
di China yakni, Alipay. Sementara itu, Tencent mengembangkan metode 
pembayaran melalui platform WeChat Messaging yang jumlah user-nya 
mencapai 890 juta. Menurut Global Fintech Adoption Index (2019), transaksi 
pembayaran mobile di China tahun 2016 sebesar 790 miliar USD, lebih besar 
11 kali lipat dengan transaksi di Amerika Serikat (Smith, 2021). 

Fenomena yang kedua adalah persaingan industri transportasi berbasis 
platform digital atau dikenal dengan istilah Uberisation. Model bisnis yang 
menggunakan aplikasi digital untuk menghubungkan calon penumpang 
dengan pengendara mulanya dirintis oleh perusahaan Uber di Amerika 
Serikat pada tahun 2015 dan berhasil mendisrupsi industri transportasi 
konvensional. Tahun 2015, Uber berambisi menjadi aktor global yang 
dominan di bidang transportasi digital. Namun, pada perkembangannya 
Uber harus menghadapi banyak persaingan dari aktor-aktor yang berasal dari 
the Global South. Tahun 2016, misalnya Uber terpaksa keluar dari China 
setelah kalah bersaing dan menjual cabang usahanya ke pemain lokal, yaitu 
Didi Chuxing. Tahun 2018, Uber juga mengalami kekalahan di pasar Asia 
Tenggara dan menjual usahanya ke Grab. Uber juga mengalami persaingan 
yang sengit dengan pemain lokal India adalah Ola dan pemain lokal Korea 
Selatan adalah Kakao Taxi. 

Namun demikian, terdapat kondisi sosial penting yang sangat 
mempengaruhi dinamika ekonomi politik digital platform di dunia, yakni 
bahwa meskipun sebagian besar teknologi digital platform ini—misalnya 
dalam fintech, e-commerce, sosial media—dikuasai oleh perusahaan- 
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perusahaan yang berasal dari the Global North, pengguna utama atau 
pangsa pasarnya yang paling utama berada di negara-negara the Global 
South. Kondisi ini membuat model digital platform ini sangat rentan, 
terutama ketika terjadi skandal atau kasus yang melibatkan platform- 
platform tersebut. Contoh yang paling fenomenal adalah skandal yang 
melibatkan Facebook. Sebagai platform sosial media populer, jumlah 
pengguna terbesarnya secara berurutan berasal dari India, Amerika Serikat, 
Brazil, Indonesia, dan Meksiko (Statista, 2020). Kasus penyalahgunaan 
data pengguna yang dilakukan Cambridge Analytica di tahun 2018, telah 
berdampak pada data-data masyarakat di dunia, bukan hanya di negara 
asalnya, yaitu Amerika Serikat. 

Tidak hanya fenomena relasi Utara-Selatan, dinamika platform 
digital di negara-negara Selatan bisa menjadi departure point yang 
berbeda dalam studi ekonomi politik global. Studi teknologi digital di the 
Global North sering kali menggunakan inovasi teknologi sebagai titik 
awal mengembangkan teori baru dalam memahami perkembangan digital 
platform. Inovasi teknologi akhirnya mempengaruhi sistem sosial dan politik 
yang melahirkan konsep socio-technical system. Di sisi lain, fenomena 
teknologi digital di the Global South bisa menghadirkan socio-cultural 
system sebagai perspektif alternatif yang menekankan tradisi dan budaya 
sebagai titik awal mengembangkan teori tentang teknologi digital. 

Salah satu fenomena yang bisa mengilustrasikan urgensi socio-cultural 
system adalah pentingnya “informal map” dalam kesuksesan bisnis ojek 
online di Indonesia. Perusahaan transportasi online menggunakan digital 
map (misalnya, Google Maps) untuk mengoperasikan mobilisasi setiap trip, 
tetapi nyatanya sering kali digital map ini gagal atau tidak sesuai dengan 
kenyataan di lapangan (misalnya dalam membedakan jalan tikus, jalan buntu, 
atau menentukan titik-titik sweeping di mana ojek online sering berseteru 
dengan ojek pangkalan). Dalam praktiknya, kesuksesan pengemudi ojol 
sering ditentukan oleh “informal map' dibandingkan digital map. “Informal 
map” adalah pengetahuan-pengetahuan informal yang didapatkan oleh 
pengemudi ojol melalui tradisi “mangkal? atau menunggu orderan di satu 
titik bersama pengemudi lainnya. Dalam aktivitas “mangkal' ini, pengemudi 
ojol tidak hanya menunggu, tetapi juga berbagi pengetahuan tentang jalur- 
jalur atau peta perjalanan dan membentuk komunitas-komunitas pangkalan 
sendiri. Kesuksesan trip ojek online bisa jadi lebih banyak ditentukan oleh 
“informal map” yang terbentuk secara socio-cultural dibandingkan dengan 
digital map yang terbentuk dari pemahaman socio-technical. 
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Perspektif socio-cultural juga lebih tepat digunakan dalam melihat 
bagaimana pekerja di sektor gig economy melakukan upaya resistensi 
terhadap lingkungan dan sistem kerja yang kurang berpihak kepada pekerja. 
Dalam perkembangan struktur ekonomi baru ini, kita melihat banyak 
upaya yang dilakukan oleh pekerja dari Uber. Utamanya, untuk menuntut 
status yang lebih sesuai dan layak. Hal ini terjadi sebagai contoh di Inggris 
maupun di Amerika Serikat pada media tahun 2019-2020. Sementara 
itu, tuntutan atas status pekerjaan tidak begitu banyak muncul di negara- 
negara seperti India, Indonesia, Ekuador, ataupun Afrika Selatan yang 
juga memiliki perkembangan bisnis gig economy yang meningkat. Upaya 
untuk melakukan tindakan hukum yang berbasis serikat nampaknya belum 
menjadi tujuan utama dari pekerja, meski dapat kita lihat, di sisi lain, 
terdapat upaya resistensi yang dilakukan sehari-hari. Di Indonesia, bentuk 
resistensi sehari-hari atau everyday resistance ini oleh para pengemudi ojek 
online dilakukan dengan membuat “akun tuyul”, “terapi akun”, atau “akun 
joki” untuk memanipulasi algoritma yang dimiliki oleh platform sehingga 
pengemudi dapat menambah jumlah order mereka (Mustika dan Savirani, 
2021). Menghadapi pemerintah dan negara yang masih “berpihak' terhadap 
platform, pekerja berfokus pada strategi pragmatis untuk paling tidak bisa 
“bertahan” dan tidak kehilangan sumber pendapatan. 

Fenomena-fenomena dinamika the Global South yang telah 
didiskusikan menggambarkan dua potensi kontribusi kajian platform digital 
dalam ekonomi politik the Global South. Pertama, teknologi digital berperan 
sebagai strategi “catch up” atau strategi “outwitting” yang digunakan negara- 
negara Selatan untuk mengejar maupun mengungguli negara-negara Utara. 
Kedua, perkembangan teknologi digital di negara-negara Selatan dapat 
berkontribusi menajamkan perspektif socio-cultural guna mengimbangi 
dominasi perspektif socio-technical yang mengedepankan peran sentral 
teknologi dibandingkan peran nilai-nilai tradisi dan budaya. 

Untuk mendorong kajian teknologi digital dari konteks dan perspektif 
the Global South yang lebih mendalam, subbab berikutnya menyajikan 
agenda-agenda penelitian sebagai kelanjutan diskusi digital platform dalam 
ekonomi politik global. 


Digital Platform dan Agenda-Agenda Penelitian 


Dari uraian-uraian di atas, kita bisa mengidentifikasi urgensi digital platform, 
baik untuk keperluan penelitian maupun merumuskan tantangan politik 
negara-negara the Global South dalam tata ekonomi pasca-industrial ini. 
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Salah satu isu penting dalam diskusi ini adalah mengapa selama sekitar 
10 tahun perkembangannya, ICT MNC terutama di bidang sharing dan 
gig economy belum bisa dikatakan memiliki legitimasi, baik di tingkat 
internasional maupun nasional? Kurangnya legitimasi perusahaan platform 
terindikasi dari masih banyaknya protes, konflik, kasus peradilan, dan 
berbagai penolakan terhadap perusahaan platform di berbagai negara. 
Dinamika legitimasi perusahaan platform melibatkan banyak aktor dengan 
berbagai kepentingan, baik yang mendukung maupun menolak keberadaan 
digital platform. Misalnya, di Indonesia dan Filipina, berbagai protes 
penolakan terhadap model bisnis transportasi online masih dilakukan sejak 
tahun 2015 (Yuana dkk., 2019). 

Berikut ini isu-isu yang telah atau sedang dikaji di Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada yang merupakan langkah 
awal memetakan agenda-agenda penelitian teknologi digital dalam konteks 
the Global South. 


1. Identitas Digital Platform dalam Ekonomi Pasca-Industrialis 
Perusahaan platform terindikasi berkepentingan untuk menavigasi arah 
identitas keberadaan mereka sebagai perusahaan yang beroperasi di bidang 
bisnis e-commerce atau sebagai perusahaan teknologi guna menghindari 
terikat regulasi di bidang sektoral. Ini berarti perusahaan platform digital 
berkepentingan untuk hanya menjadi aktor intermediary dan tidak 
bertanggung jawab dalam interaksi sosial ekonomi yang dilakukan oleh 
user. Selain itu, posisi sebagai perusahaan e-commerce memungkinkan 
perusahaan platform untuk tidak mematuhi peraturan-peraturan sektoral 
seperti Uber tidak perlu terikat peraturan mengenai taksi atau transportasi 
publik. 

Isu identitas dan klasifikasi perusahaan digital platform ini penting 
untuk didorong sebagai agenda sentral dalam penelitian ekonomi 
politik the Global South. Di Departemen Ilmu Hubungan Internasional 
sendiri, kajian tentang konflik klasifikasi dan implikasi digital platform 
terhadap sektor terkait dilakukan oleh Yuana dkk. (2019 dan 2020) yang 
mengilustrasikan arena battleground dari isu klasifikasi transportasi daring 
sejak 2015 hingga 2019. Dalam penelitian ini, permasalahan klasifikasi 
perusahaan transportasi daring tidak bisa secara sederhana dikategorikan 
sebagai perusahaan teknologi atau perusahaan transportasi karena konflik 
transportasi daring bersifat multi-aktor dan multi-layer. Konflik klasifikasi 
tidak hanya melibatkan perusahaan aplikasi sebagai aktor baru dalam dunia 
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transportasi dan logistik di Indonesia, tapi juga melibatkan aktor lama dalam 
transportasi, pengemudi transportasi daring, dan pemangku kebijakan. 
Dengan menggunakan pendekatan “critical moments” dan “dramaturgy', 
Yuana dkk. (2020) melihat konflik sebagai rangkaian kejadian-kejadian 
kritis di mana setiap aktor yang berkepentingan saling bersaing dengan 
cara menunjukkan “performance? yang sesuai dengan narasi yang mereka 
produksi. Hasil dari analisis ini adalah gambaran transisi klasifikasi 
perusahaan transportasi daring di Indonesia yang sebenarnya berubah dan 
terkonstruksi secara diskursif dari waktu ke waktu. 


2. Data sharing dan Problematika Ekonomi Politik 
Strategi lain perusahaan platform yang juga menjadi sumber ketegangan 
adalah kebijakan perusahaan untuk tidak transparan dan membagi data 
kepada pemerintah. Argumen utama yang sering digunakan adalah 
melindungi privasi dari setiap user dalam platform mereka. Di sisi lain, 
pemerintah di berbagai negara berusaha untuk mendapatkan akses terhadap 
data guna memastikan setiap warga yang menjadi user platform mengikuti 
peraturan sesuai dengan sektor bisnis. Misalnya, peraturan keselamatan bagi 
pengemudi Uber dan pajak usaha bagi penyewa Airbnb. Dengan tertutupnya 
data sharing dari perusahaan platform menyebabkan permasalahan baru 
dalam regulasi. Padahal di sisi lain, jumlah user platform semakin meningkat. 

Legitimasi terkait data sharing tidak hanya terbatas pada penggunaan 
data dari user yang berada di platform yang beroperasi secara global. Dengan 
semakin derasnya arus data dan kebutuhan atas penyimpanan data-data 
tersebut dalam sebuah storage yang aman dan efisien menjadikan komputasi 
awan menjadi salah satu solusinya. Akan tetapi, isu yang sering kali muncul 
dan menjadi permasalahan tersendiri adalah perusahaan penyedia jasa 
komputasi awan yang berasal dari negara tertentu dan pusat data atau server 
yang berada di luar teritori negara sehingga menimbulkan kekhawatiran 
akan keamanan dari data yang disimpan. Misalnya, kekhawatiran ini terjadi 
di India di mana terdapat tuntutan terhadap para penyedia jasa komputasi 
awan asing untuk juga membangun pusat data di India, terlepas dari jumlah 
investasi kapital yang tidak sedikit untuk membangun pusat data tersebut 
(DOIndia, 2020). 

Seperti halnya pada kajian Holandari (2020), isu data sharing juga 
memiliki nuansa digital colonization yang mengedepankan kesenjangan 
dalam hal kepemilikan dan kemampuan mengolah data. Kajian Hadayani, 
Salam, dan Wijaya (2019) membahas mengenai rezim big data governance 
dan juga isu penggunaan data yang diperoleh dari negara-negara berkembang 
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untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan teknologi 
yang berasal dari negara maju. Studi kasus yang menjadi sorotan dalam 
tulisan tersebut adalah penggunaan data masyarakat di Pantai Gading oleh 
perusahaan Orange yang berasal dari Prancis. 


3. Freelancers dan Ketimpangan Masa Depan Ketenagakerjaan 
Ketegangan legitimasi juga terjadi pada strategi perusahaan platform dalam 
mengklasifikasi supplier di dalam platform mereka sebagai freelancer 
atau independent contractor atau mitra kerja bukan sebagai karyawan 
perusahaan. Argumen perusahaan adalah setiap user memiliki kebebasan 
untuk menentukan kapan harus masuk/login dan keluar/logout dari aplikasi, 
aplikasi atau pekerjaan apa saja yang mereka mau lakukan. Walaupun 
seolah-olah memiliki kebebasan, di sisi lain perusahaan platform mengontrol 
dan mengawasi setiap user sehingga mereka bisa menghukum user jika 
berperilaku tidak sesuai dengan standar perusahaan. Dilihat dari regulasi 
ketenagakerjaan, praktik-praktik ini seharusnya dilakukan oleh pemilik 
usaha ke karyawan bukan ke mitra sehingga pola kemitraan perusahaan 
platform dengan user dapat dikatakan menyalahi atau di luar tradisi regulasi 
ketenagakerjaan. 

Praktik klasifikasi yang tidak regular ini dapat ditemukan dalam 
berbagai bentuk pekerjaan yang berasal dari platform digital yang sering 
kali disebut sebagai platform economy atau gig economy. Implikasi paling 
mendasar dari status tersebut adalah hilangnya tanggung jawab perusahaan 
terhadap para “pekerja”. Pada satu sisi, model bisnis perusahaan tersebut 
sangat bergantung kepada jasa-jasa yang diberikan oleh user sehingga sudah 
selayaknya, meskipun tidak memiliki status sebagai “pekerja”, para user 
tersebut dapat diberikan hak dan perlakuan kerja yang layak sebagaimana 
“pekerja”. Berkaitan dengan regulasi ketenagakerjaan, diperlukan pula peran 
pemerintah yang lebih besar untuk dapat menegakkan regulasi yang dapat 
menjamin kondisi kerja yang layak bagi warga negaranya yang bekerja di 
sektor ini. 

Tren ketertarikan angkatan kerja terhadap model bisnis ini sering 
kali berdasarkan pada kemungkinan pendapatan yang tinggi serta harapan 
atas gaya bekerja yang fleksibel. Apabila fleksibilitas kerja secara tempat 
maupun waktu (flex-place, flex-time) pada sektor kerja regular dianggap 
sebagai sebuah hal yang cukup sulit didapatkan, maka sebaliknya, kedua 
hal tersebut sering kali merupakan sebuah norma dari cara bekerja pada 
model bisnis platform economy. Akan tetapi, sering kali fleksibilitas ini 
juga lah yang memunculkan permasalahan lain, yakni fenomena overwork. 
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Dengan model kerja yang bersifat sangat fleksibel, maka perusahaan tidak 
memiliki kewajiban memberikan upah lembur atau overtime, dan juga, 
apabila ditarik kembali ke dalam isu mengenai kelayakan kondisi kerja, 
maka bentuk monitor jam kerja sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah di masing-masing negara menjadi sulit dilakukan. 

Agenda-agenda penelitian yang menitikberatkan pada isu 
ketenagakerjaan dan ketimpangan relasi yang bersifat hierarkis antara aktor- 
aktor di dunia teknologi digital menjadi penting untuk dikedepankan sebagai 
kajian yang mewadahi perspektif the Global South. Kontribusi kajian dari 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional terhadap isu ini salah satunya bisa 
dilihat dari penelitian Putri (2021) yang menggarisbawahi isu fleksibilitas 
dalam konteks gender yang terjadi pada pekerja perempuan di sektor 
transportasi ojek berbasis online. Premis fleksibilitas yang ditawarkan pada 
sektor baru ini menarik perempuan untuk berpindah dari sektor pekerjaan 
formal yang sering kali dilihat memiliki sistem yang rigid dan kurang 
ramah perempuan. Namun, pada kenyataannya, dalam sistem kerja yang 
dianggap lebih “fleksibel? tersebut, pekerja perempuan masih menghadapi 
problematika yang sama terkait beban ganda. Fleksibilitas hanya bekerja 
dengan baik pada pekerja perempuan yang menjadikan pekerjaan tersebut 
sebagai bentuk pekerjaan paruh waktu. Di sisi lain, bagi para pekerja 
perempuan yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sumber pendapatan 
utama, terdapat hambatan struktural yang menjadikan premis fleksibilitas 
menjadi perlu dipertanyakan kembali. Hambatan tersebut terutama berkaitan 
dengan algoritma platform dan diskriminasi berbasis gender. 

Ketiga isu-isu penting yang telah didiskusikan bisa mengawali agenda 
penelitian digital platform dengan konteks dan perspektif the Global 
South yang mengedepankan relasi-relasi hierarkis yang mana aktor-aktor 
teknologi tidak bisa lagi dianggap netral dan bebas kepentingan ekonomi 
politik. Agenda-agenda ini perlu menitikberatkan bahwa negara-negara the 
Global South bukan hanya objek pemasaran bagi teknologi-teknologi yang 
dihasilkan oleh the Global North, tetapi justru dinamika ekonomi politik 
yang terjadi di the Global South telah turut andil dalam mereformulasi peran 
digital platform di ranah politik global. 


Penutup 


Bab ini telah mendiskusikan bagaimana kehadiran digital platform telah 
mentransformasi ekonomi politik pasca-industrialis di mana logika-logika 
transaksi perdagangan konvensional semakin dipertanyakan. Hal ini 
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terutama berkaitan dengan sentralitas data, praktik kerja baru, dan norma 
baru dalam transaksi ekonomi. Oleh karenanya, seperti isu-isu ekonomi 
politik internasional lainnya, perkembangan digital platform semakin 
berimplikasi pada pembentukan struktur ekonomi dunia baru. Karakteristik 
digital platform yang memang cenderung hierarkis, dominatif, dan disruptif 
terhadap pola relasi transaksi perdagangan konvensional, tetapi bukan 
berarti negara-negara Selatan atau negara-negara dengan kapasitas teknologi 
menengah tidak bisa berperan penting dalam menentukan struktur ekonomi 
baru. 

Bab ini secara khusus menekankan tren digital platform pada negara- 
negara Selatan dan kaitannya dengan relasi negara-negara Utara-Selatan. 
Ada dua hal yang menjadi argumen utama. Pertama, fenomena digital 
platform di negara-negara Selatan bisa menjadi strategi “outwitting” negara 
Selatan untuk mengungguli kompetisi ekonomi dengan negara-negara Utara. 
Kedua, dinamika digital platform di negara-negara Selatan atau the Global 
South menitikberatkan pada perspektif socio-cultural yang mengimbangi 
dominasi perspektif socio-technical dari negara-negara Utara. 

Kedua argumen tentang peran the Global South dalam perkembangan 
digital platform mendorong agenda-agenda penelitian yang fokus pada 
perdebatan identitas digital platform, sirkulasi data, dan isu masa depan 
ketenagakerjaan. Agenda-agenda penelitian yang sedang dikembangkan di 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional bisa menjadi pijakan awal untuk 
mengeksekusi visi proyek politik the Global South yang menjadi semangat 
bersama di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah 
Mada. 
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BAB 5 

Keamanan untuk Siapa?: 

The Global South dalam Politik Keamanan 
Non-Tradisional 


Treviliana Eka Putri 


dalam kajian Hubungan Internasional kerap didominasi oleh 
perspektif yang bersifat eurosentris. Misalnya, “nation” dalam 
konsep national security (keamanan nasional) mengasumsikan adanya 
kohesi sosial yang tinggi di dalam negara. Namun, apabila dilihat lebih 
jauh, kebanyakan negara dunia ketiga berada pada posisi kohesi yang 
lemah terutama ketika sebagian besar dari mereka menghadapi persoalan 
nation-state building yang berkepanjangan. Oleh karena itu, menurut Ayoob 
(1993), terdapat pula perbedaan dalam memahami isu keamanan “nasional? 
dari negara-negara dunia ketiga. Dalam hal ini, pertanyaan keamanan 
untuk siapa menjadi relevan untuk didiskusikan dalam memahami konsep 
keamanan melalui perspektif the Global South. Lebih lanjut, Ayoob juga 
menyebutkan salah satu karakteristik keamanan nasional di negara-negara 
tersebut bahwa ancaman internal terhadap kestabilan pemerintahan atau 
rezim dilihat memegang peranan penting dalam konsepsi “keamanan 
nasional”. Pengalaman negara Utara dan Selatan yang berbeda membuat 
keduanya memiliki pandangan yang berbeda pula terhadap gagasan 
keamanan nasional. 
Secara khusus, bab ini mendiskusikan beberapa aspek penting dalam 
kajian keamanan dan reorientasi visi the Global South. Pertama, Bab ini 
menyorot bagaimana karakter transnasional dalam kajian-kajian keamanan 
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non-tradisional mendorong lunturnya dimensi negara-sentris dalam 
kajian keamanan. Perkembangan ini sekaligus membuat permasalahan- 
permasalahan yang semula digolongkan sebagai isu 'internal' negara 
menjadi perhatian dan respons dari aktor-aktor eksternal. Kedua, bab ini 
mendiskusikan sejumlah isu keamanan non-tradisional dengan perspektif 
the Global South. Dua isu sentral yang diangkat dalam tulisan ini adalah 
isu keamanan lingkungan dan juga keamanan siber. Keduanya adalah isu- 
isu yang semula bukan menjadi isu keamanan dalam perspektif tradisional 
yang negara-sentris. Meski demikian, keduanya memiliki dimensi ancaman 
yang sangat nyata terhadap manusia dan masyarakat secara global. 
Dalam membahas mengenai kedua isu tersebut, penting juga bagi para 
pengkaji keamanan untuk menggarisbawahi bagaimana isu-isu tersebut 
dikonseptualisasikan dan diterjemahkan ke dalam praktik. 


Isu Keamanan Baru, Cara Pandang Baru 


Apakah ancaman keamanan hanya terbatas pada isu-isu yang bersifat 
tradisional dan militer sentris? Ataukah ancaman juga dapat meliputi hal- 
hal yang bersifat non-tradisional, seperti kesehatan, lingkungan, energi, dan 
lainnya? Ketika semua isu dapat menjadi permasalahan keamanan, apakah 
makna “ancaman keamanan” akan lantas menghilang? 

Pasca-Perang Dingin, berkembang diskusi akademik terkait upaya 
untuk “memperluas” dan “memperdalam” konsep dari keamanan (widening 
and deepening) (Buzan, 2009). Perdebatan terkait upaya sekuritisasi ini 
utamanya berasal dari Copenhagen School (COPRI) dan Critical Security 
Studies (CSS) yang sering kali mengkritik pendekatan keamanan tradisional. 
Pendekatan sekuritisasi yang dibawa oleh Copenhagen School mempunyai 
arti penting untuk memahami upaya sekuritisasi isu-isu non-tradisional. 
Tradisi power politics dalam perspektif Hubungan Internasional secara 
tradisional melihat bahwa sesuatu akan dianggap sebagai sebuah ancaman 
keamanan apabila ia memiliki “ancaman eksistensial” (existential threat) 
terhadap objek yang “diamankan”, yang secara tradisional, meskipun tidak 
selalu, merujuk pada negara dengan pemerintahan, teritorial, dan wilayahnya 
(Buzan dkk., 1998). Sekuritisasi berarti menjadikan sebuah isu atau aspek 
sebagai isu “penting” dan “eksistensial” sehingga ia harus mendapatkan 
perlakuan berbeda dari isu-isu politik biasa sekaligus prioritas dibandingkan 
isu-isu lainnya (Buzan dkk., 1998). Upaya sekuritisasi ini kemudian dapat 
terinstitusionalisasi ketika sebuah tipe ancaman dilihat persisten sehingga 
meningkatkan urgensi untuk penanganan isu tersebut (Buzan dkk., 1998). 
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Di sisi lain, dalam melihat perkembangan isu pembangunan dan 
keamanan, kerangka pembingkaian ancaman keamanan juga sering kali 
dipandang dalam kacamata security-development nexus. Secara sederhana, 
insecurity atau ancaman terkait keamanan tidak hanya lagi bersumber dari 
ancaman interstate war atau perang antarnegara. Underdevelopment justru 
semakin dilihat sebagai kondisi yang dapat menciptakan kemunculan 
berbagai insecurity. Dalam kerangka ini, ketidakstabilan negara yang 
diasumsikan berakar pada underdevelopment, dapat memunculkan berbagai 
ketidakstabilan yang kemudian tampil dalam bentuk konflik, aktivitas 
kriminal, dan terorisme (Duffield, 2001). Dengan kerangka tersebut, fokus 
dari kajian keamanan tidak lagi hanya berpusat pada negara-negara besar 
dengan kekuatan militer yang dimilikinya, tetapi juga kepada negara-negara 
Selatan. Selain itu, fokus dari sumber-sumber ancaman yang baru ini juga 
meluas menjadi—yang sering kali disebut sebagai—isu-isu pembangunan. 
Security-development nexus menjadi sebuah konsep yang sering kali 
disebutkan dan digunakan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang 
berkaitan dengan isu keamanan dan pembangunan. 

Dalam kerangka berpikir tersebut, maka perbedaan antara the Global 
North dan the Global South menjadi semakin kentara. Dalam konteks 
ini, muncul perkembangan diskusi dan kritik tentang bagaimana bingkai 
permasalahan pembangunan dan keamanan di atas mempengaruhi dan 
melegitimasi berbagai model intervensi kebijakan yang dikembangkan 
negara maupun institusi internasional. Meski demikian, bingkai ini dikritik 
karena ia dipandang membawa agenda the Global North ke dalam diskursus 
mengenai model pembangunan yang ideal. Di samping itu, bingkai ini 
menempatkan trayektori pembangunan Utara sebagai model yang mesti 
diikuti negara-negara lain. Pandangan-pandangan ini membuat efek 
diskursus pembangunan terhadap the Global South sering kali terabaikan. 
Sementara itu, the Global North dipandang sebagai agen yang mampu 
menjamin pembangunan dan menciptakan keamanan. Dalam konteks 
agenda sekuritisasi yang telah didiskusikan sebelumnya, maka pertanyaan 
penting yang muncul adalah keamanan untuk siapa, dan apakah “biaya? 
atau implikasi yang timbul akibat upaya-upaya sekuritisasi tersebut? Di 
tengah interkonektivitas antarnegara dan aktor yang semakin menguat dan 
batasan teritorial yang semakin melebur, bagaimanakah the Global South 
memahami isu dan kajian keamanan ini tanpa bergantung pada konsepsi 
yang sudah ada mengenai pembangunan dan keamanan. 
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Transnasionalisme dan Keamanan Non-Tradisional 


Salah satu implikasi dari munculnya berbagai ancaman keamanan baru 
yang bersifat transnasional adalah dibutuhkannya pendekatan-pendekatan 
berbasis regional untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
tersebut (Caballero-Anthony, 2013). Dalam hal ini, upaya resolusi isu-isu 
tersebut tidak sepenuhnya bergantung kepada satu agenda keamanan saja, 
sebagaimana yang sebelumnya telah disebutkan terkait dengan perdebatan 
mengenai konsepsi keamanan yang dilihat masih bersifat sangat eurosentris. 
Namun, perlu dilihat bagaimana jejaring individu yang terbentuk dalam 
level lokal itu mendorong agenda keamanan pada level yang lebih besar, 
baik nasional, regional, maupun internasional. 

Dalam hal sekuritisasi, institusionalisasi menjadi satu aspek yang perlu 
mendapat perhatian ketika membahas bagaimana sebuah isu dikonstruksi 
sebagai ancaman keamanan. Hal ini terutama mengacu pada kritik Lene 
Hansen (dalam Buzan, 2009) mengenai silent security dilemma, yakni 
di mana subjek yang melakukan sekuritisasi memiliki kemampuan yang 
terbatas dalam mendiskusikan atau membicarakan permasalahan keamanan 
tersebut sendiri sehingga upaya sekuritisasi yang terjadi kemudian hanya 
akan bersifat metaforis (metaphorical security reference) (Buzan, 2009). 
Oleh karena itu, aspek institusi dan perannya upaya sekuritisasi menjadi 
salah satu aspek penting untuk melihat bagaimana otoritas yang dimiliki 
oleh aktor yang melakukan sekuritisasi tersebut memiliki pengaruh terhadap 
keberhasilan upaya sekuritisasi. Meskipun negara tetaplah menjadi institusi 
yang memiliki peran penting dalam hubungan internasional, fungsi dan 
peran dari negara terdelegasikan melalui kerangka-kerangka pengambilan 
keputusan yang bersifat multilevel dalam jaringan yang bersifat nonteritorial. 
Ia mempertemukan pemerintahan negara, lembaga-lembaga internasional, 
serta lembaga nonpemerintah seperti LSM dalam sebuah bentuk hubungan 
baru yang lebih kompleks (Duffield, 2001). 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karakter transnasional 
menjadi salah satu penanda dalam isu keamanan non-tradisional. Hal 
ini membuat kajian-kajian tentang isu keamanan perlu menggunakan 
pendekatan berbasis regional dan memperhatikan dinamika sosial politik di 
suatu kawasan. Dalam konteks Asia Tenggara, misalnya isu-isu keamanan 
non-tradisional semakin populer seiring dengan semakin asertifnya ASEAN 
sebagai organisasi kawasan dalam mendorong mekanisme penyelesaian 
isu-isu keamanan baru. Misalnya, tercermin dalam pembentukan ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002), ASEAN Convention 
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Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2015), dan 
ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy (2019). Pendekatan terhadap 
berbagai masalah tersebut menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai 
aktor yang terlibat. Untuk memperdalam diskusi tentang ini, subbab ini 
mendiskusikan dua isu keamanan non-tradisional penting, yakni keamanan 
lingkungan dan keamanan siber. 


Keamanan Lingkungan 


Isu keamanan lingkungan menjadi salah satu permasalahan global yang 
mengancam dunia saat ini. Isu perubahan iklim sendiri “baru' menjadi 
perbincangan di pertengahan tahun 1988 ketika isu ini menjadi headline 
dari surat kabar The New York Times yang mengutip pernyataan dari seorang 
direktur NASA pada saat itu, yaitu Dr. James Hansen, di hadapan komite 
Energi dan Sumber Daya Alam Dewan Senat Amerika Serikat. 


Pemanasan global yang ada telah mencapai level yang dapat kita 
simpulkan hubungan sebab akibatnya antara efek gas rumah kaca dan 
pemanasan global yang bisa diamati. ...Menurut saya, efek gas rumah 
kaca sudah dapat dideteksi, dan ia mengubah iklim di bumi kita sekarang 
(Shabecoff, 1988). 


Pernyataan tersebut kemudian mendorong lebih banyak akademisi, 
perusahaan, dan politisi yang memberikan perhatian terhadap isu lingkungan, 
di mana ia menjadi sebuah isu yang bahkan bersifat nonpartisan (Brulle, 
2018). Kesadaran atas pentingnya isu lingkungan, dalam hal ini perubahan 
iklim bumi yang diakibatkan oleh emisi karbon yang dikeluarkan oleh 
manusia, membuat isu ini menjadi agenda yang dibicarakan pada berbagai 
forum, baik regional maupun global. Hal ini terjadi utamanya karena natur 
dari dampak perubahan iklim yang bersifat global. Kenaikan temperatur 
bumi, meningkatnya level ketinggian air laut, serta perubahan cuaca dan 
musim dialami oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia. Perlu disadari 
juga bahwa dampak dari perubahan iklim ini dirasakan secara berbeda di 
belahan dunia yang berbeda pula. 

Bagaimana lingkungan dikonstruksi sebagai isu keamanan? Hal ini 
hanya bisa dipahami dengan membawanya dalam sebuah konteks politik 
yang lebih luas. Dalam hal ini, relasi kuasa menjadi penting untuk ditelaah 
guna memahami pergulatan yang muncul dalam memahami lingkungan 
hidup, tidak hanya sebagai objek material, tetapi juga objek diskursif. 
Oleh karena itu, pendekatan melalui berbagai konsep teoretik dalam Ilmu 
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Hubungan Internasional menjadi kunci dalam memahami dinamika yang 
terjadi mengenai isu ini. Pemahaman konseptual ini kemudian dibawa 
ke dalam ranah praktikal ketika pembelajar di minta untuk menganalisis 
berbagai studi kasus yang berkaitan dengan isu perubahan lingkungan hidup 
di sekitar mereka. Walau isu tersebut mungkin terlihat sangat “lokal”, tetapi 
isu tersebut memiliki dimensi global di dalamnya yang juga memperhatikan 
relasi antar-aktor yang terlibat. 

Tentu saja, perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan 
terhadap negara-negara yang ekonominya bertumpu pada sektor pertanian. 
Terkait isu pengungsi iklim, kerangka yang dibawa dalam memahami 
dalam kaitannya dengan kawasan Afrika adalah kerangka keadilan iklim, 
atau climate justice. Apabila sebelumnya dipahami bahwa isu kenaikan 
temperatur merupakan isu global sehingga disebut juga sebagai global 
warming, dampak yang dirasakan oleh masing-masing kawasan bisa 
sangat berbeda. Selain dipengaruhi oleh letak geografis dari negara, hal 
tersebut juga dipengaruhi oleh jejak karbon yang ditinggalkan oleh aktivitas 
manusia yang berada di negara tersebut. Afrika menjadi sebuah kawasan 
yang “unik' ketika kita membicarakan isu iklim. Sumbangan karbon yang 
diberikan oleh kawasan ini terhadap pemanasan global terhitung rendah. 
Afrika hanya menyumbang sekitar 3.896 dari total emisi gas rumah kaca di 
dunia, meskipun jumlah populasinya cukup besar, yakni sekitar 1796 dari 
total populasi dunia (Sy, 2016). Di sisi lain, kawasan ini akan merasakan 
dampak yang sangat besar apabila tidak terdapat kontrol yang baik terhadap 
kenaikan temperatur global, pada dasarnya banyak disumbangkan oleh emisi 
gas rumah kaca dari negara-negara di kawasan lain seperti Eropa, Amerika, 
dan Cina. Sebagai contoh, apabila dunia tidak berhasil untuk “menurunkan 
kenaikan temperatur global, maka pada tahun 2070 akan terdapat 3,5 juta 
masyarakat yang akan tinggal di daerah yang sangat panas temperaturnya 
untuk manusia dapat bertahan hidup. Wilayah tersebut, dalam bagian yang 
cukup besar adalah daerah dataran Sahel serta Afrika bagian Timur dan 
Barat (Jackson, 2020). 

Hal ini kemudian membawa diskusi terkait perubahan iklim tidak 
hanya berhenti pada implikasi material dan fisik, tetapi juga pada bagaimana 
ia terhubung dengan isu keadilan dan keberimbangan dalam berbagi “beban” 
atau “hutang” iklim. Isu terkait keamanan lingkungan ini kemudian tidak 
hanya berhenti pada bagaimana kerusakan lingkungan dapat berdampak 
buruk pada masa depan umat manusia, tetapi juga bagaimana krisis 
lingkungan ini berdampak secara diskriminatif. Bagaimana dampak dari 
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krisis iklim dialami secara masif oleh negara-negara Selatan, misalnya 
sementara pelaku pelepas emisi karbon terbesar justru berasal dari negara- 
negara Utara? 

Permasalahan-permasalahan lingkungan inilah yang menciptakan 
sebuah ancaman keamanan yang dapat dikategorisasikan sebagai sebuah 
ancaman keamanan baru yang bersifat non-tradisional. Gambaran terkait 
berbagai dampak dari “memanasnya” temperatur bumi yang dikerangkai 
sebagai “ancaman eksistensial” memberikan urgensi kepada pembuat 
kebijakan, masyarakat, dan politisi untuk meresponsnya. Dalam memahami 
“ancaman” atas perubahan iklim dan lingkungan, berbeda dengan isu 
mengenai keamanan “ekologi”, penggunaan kata “lingkungan” dalam 
keamanan lingkungan merujuk kepada objek referen yang berfokus pada 
manusia sehingga bingkai yang digunakan untuk menjadikan isu lingkungan 
sebagai sebuah isu yang “eksistensial” dimaknai sebagai dampak negatif dari 
penurunan kapasitas dan kualitas lingkungan yang kemudian dapat dialami 
oleh manusia. Implikasinya, isu-isu terkait keamanan lingkungan sebenarnya 
sangat dekat dengan isu keamanan manusia (Detraz, 2009). 

Bagaimana “bingkai” ini digunakan menjadi sebuah diskusi yang 
menarik digunakan dalam bahasan di kelas Strategi dalam upaya untuk 
memahami permasalahan lingkungan sebagai sebuah permasalahan kolektif 
global yang juga membutuhkan inisiatif dan kontribusi dari individu- 
individu. Apabila bingkai yang digunakan berpusat pada ekologi yang 
dimaknai sebagai lingkungan—alam, hewan, dan juga manusia sebagai salah 
satu bagian di dalamnya—dapat dipahami apabila kemudian isu perubahan 
iklim mungkin tidak akan menjadi sebuah agenda besar bagi pemerintah 
dan masyarakat secara umum. Ia akan menjaring ketertarikan aktor-aktor 
yang terbatas. Sementara itu, kerangka ancaman terhadap manusia dan 
eksistensinya lebih dapat “terhubung” dengan berbagai lapisan masyarakat 
karena ia mengancam sebuah hak dasar dari keberadaannya di dunia ini. 
Oleh karena itu, dalam hal memahami upaya sekuritisasinya yang tercermin 
dalam speech act yang dilakukan, penting untuk melihat bagaimana bahasa 
digunakan untuk membuat audiens memahami serta menyetujui, keberadaan 
ancaman bersama berupa permasalahan perubahan iklim. 

Aktor yang melakukan upaya sekuritisasi melalui upaya speech act, 
ia tidak terbatas pada aktor pemerintah, meskipun pemerintah memiliki 
legitimasi atas pendefinisian isu keamanan eksistensial. Dalam hal isu 
lingkungan, banyak bermunculan berbagai aktor, baik dalam bentuk institusi, 
komunitas, maupun individual. Dalam hal ini, upaya yang mereka lakukan 
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dapat masuk ke dalam kategori upaya sekuritisasi, meskipun dalam hasilnya, 
isu tersebut belum tentu berhasil tersekuritisasi. 

Salah satu isu lain dalam persoalan keamanan non-tradisional adalah 
dimensi jejaring aktor lintas negara. Salah satu jejaring yang menarik dilihat 
adalah Gerakan Fridays for Future yang diinisiasi oleh seorang siswa di 
Swedia, Greta Thunberg. Gerakan yang bermula pada level domestik dan 
dimulai oleh satu individu saja, kemudian berkembang menjadi sebuah 
gerakan global, di mana paling tidak, tercatat telah diikuti 2 juta siswa di 
kurang lebih 135 negara di seluruh dunia (Elks, 2019). Melihat demografi 
dari aktor yang terlibat, yakni para siswa, ajakan untuk turut serta dalam 
school strike atau mogok berangkat sekolah ini dibawakan dengan narasi 
bahwa kebijakan pemerintah dan global yang berfokus pada lingkungan 
akan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Selain itu, 
dalam berbagai kesempatan berpidato, dan berbagai kegiatan wawancara, 
kelompok Fridays for Future juga menekankan pentingnya isu perubahan 
lingkungan hidup, tidak hanya sebagai sebuah isu “perubahan iklim” 
ataupun “pemanasan iklim”, melainkan “krisis iklim”. Hal ini kemudian 
memberikan bingkai atas isu perubahan lingkungan menjadi sebuah ancaman 
yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan perlu ditangani dengan 
segera. Upaya untuk “merangkul” berbagai aktor dalam berbagai level 
jaringan masyarakat juga efektif untuk memunculkan solidaritas sosial serta 
diharapkan dapat mempengaruhi bagaimana pemerintah sebagai regulator 
dapat melihat kegentingan dari isu perubahan iklim ini. 

Meskipun kerangka keamanan iklim pertama kali diinisiasi oleh negara 
Utara, penting untuk melihat bagaimana upaya dalam mengatasi ancaman 
global ini juga dapat memperhitungkan ketimpangan antara Utara dan 
Selatan, juga resep-resep pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada 
hasil perumusan pengetahuan yang dibentuk oleh kelompok Utara. Hal 
ini dilakukan dengan menyadari bahwa tidak ada satu resep yang bersifat 
one size fits all yang dapat secara langsung diaplikasikan sebagai obat atau 
resep bagi berbagai penyakit atau permasalahan keamanan yang memiliki 
dimensi dan konteks yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah 
kisah perjuangan Mama Aleta Baun dan kelompok perempuan Mollo yang 
menentang pembangunan tambang di desa mereka. Dimensi keamanan 
non-tradisional yang muncul sangat kentara dari sisi keamanan lingkungan 
maupun keamanan energi, yakni memastikan keberlangsungan lingkungan 
dan juga dimensi ketersediaan energi yang berkelanjutan. Dalam rangka 
memastikan perlindungan atas objek-objek tersebut, gerakan yang diinisiasi 
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oleh Aleta Baun berhasil mendorong penghentian aktivitas penambangan. 
Pendekatan-pendekatan seperti inilah yang juga didorong dalam memahami 
sisi keamanan dari keterlibatan atau agensi dari individu-individu yang 
terlibat di dalamnya. 


Keamanan Siber 


Keamanan siber merupakan isu yang muncul sejak keberadaan internet atau 
World Wide Web dan juga perkembangan teknologi digital yang semakin 
maju dalam beberapa kurun waktu terakhir. Prinsip mendasar yang perlu 
dipahami terkait dengan ancaman keamanan siber adalah natur dari ruang 
siber yang berjejaring. Karakteristik jejaring tersebut mengindikasikan 
bahwa apabila terdapat ancaman yang menyasar satu individu/aktor yang 
terdapat di dalam jaringan tersebut, akan mempengaruhi objek-objek lainnya 
di dalam jaringan ataupun menyebar hingga ke objek lain yang terdapat di 
luar jaringan. Hal inilah yang menjadikan ancaman yang terjadi di dalam 
ruang siber menjadi cukup berbahaya, dikarenakan sekecil apa pun ancaman 
tersebut dan sekecil apa pun jumlah node yang mengalami serangan, 
ancaman tersebut dapat menyebar dengan cepat dan mudah. 

Tiga konsep utama dalam hal keamanan siber berkaitan dengan 
segitiga C-I-A (confidentiality, integrity, availability—kerahasiaan, 
integritas, dan ketersediaan) (Pfleeger dkk., 2015). Sebuah ancaman menjadi 
kredibel ketika ia menyasar atau memberikan dampak terhadap ketiga aspek 
utama keamanan siber tersebut. Pertama, kerahasiaan mengacu kepada 
keterbatasan akses terhadap sebuah objek. Kedua, integritas mengacu kepada 
bagaimana data tersebut terbukti keasliannya tanpa mengalami modifikasi 
dari aktor yang tidak memiliki otoritas. Dan, ketiga adalah ketersediaan yang 
mengacu kepada keberadaan data tersebut ketika diperlukan—ia masih ada 
di lokasi di mana ia seharusnya berada. Bentuk-bentuk ancaman tersebut 
dapat berupa aksi penyadapan, gangguan, modifikasi, ataupun pemalsuan 
atas objek yang diamankan di dalam jejaring. Dalam hal ini, objek yang 
menjadi referent object dalam keamanan siber sangat beragam, mulai dari 
data individu, perusahaan, pemerintahan, maupun komponen peranti keras 
dan keamanan fisik individu dan fasilitas perusahaan atau pemerintahan. 

Pertanyaan-pertanyaan penting terkait dengan keamanan siber adalah 
siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk memastikan keamanan 
dari setiap objek yang terdapat dalam dunia yang semakin berjejaring ini? 
Bagaimana individu dan masyarakat dapat memastikan keamanannya di 
dunia siber? Adakah kontrol dari otoritas tertinggi yang memiliki wewenang 
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untuk meregulasi dan melindungi keamanan entitas yang berada di dunia 
siber yang secara jelas telah menembus batasan tradisional teritorial negara? 
Pandangan realis mengenai natur anarki dari hubungan internasional juga 
berlaku pada sistem regulasi dan tata kelola dunia siber. Internet sendiri 
bermula dan menyebar secara global tanpa adanya upaya pemerintah untuk 
membuat regulasi hukum mengenai proses dan sistematikanya. 

Tallinn Manual adalah buku yang disusun mengenai pemberlakuan 
hukum internasional terhadap perang siber yang disusun oleh ahli dan 
akademisi di bidang hukum yang tergabung di NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence yang berbasis di Tallinn (CCDCOE, n.d.), 
memiliki relevansi di sini. Perumusan Tallinn Manual merupakan inisiasi 
internasional pertama untuk mengangkat isu mengenai pemberlakuan 
hukum internasional pada ruang siber yang belum memiliki aturan legal 
formal di dalamnya. Meskipun manual tersebut tidak memiliki konsekuensi 
hukuman yang mengikat, ia merupakan upaya untuk mendorong bagaimana 
hukum internasional juga dapat berlaku dalam praktik-praktik operasi siber 
(CCDCOE, n.d.). Upaya-upaya untuk memberlakukan regulasi terhadap 
praktik-praktik yang terjadi pada dunia siber, baik pada level nasional, 
regional, maupun global menunjukkan signifikansi isu keamanan siber. 
Lingkup ruang siber yang sangat luas memerlukan adanya regulasi yang 
komprehensif dan mendetail. Ia tidak hanya melihat siber sebagai sebuah 
lingkungan atau ruang, tetapi juga siber sebagai perangkat atau alat. 

Menarik untuk melihat komponen keamanan terkait dunia siber 
dikarenakan ia sendiri juga memiliki dimensi-dimensi yang dapat 
menjadikannya bersifat sangat 'tradisional', dalam hal ini berfokus kepada 
negara sebagai aktor utamanya dengan pendekatan yang militeristik. Akan 
tetapi, ia juga dapat dilihat dalam kerangka keamanan manusia dikarenakan 
luasnya referent object yang menjadi bagian dari keamanan siber. Sebagai 
contoh, upaya sekuritisasi terhadap domain siber yang telah dilakukan 
oleh Amerika Serikat dengan memasukkannya di dalam domain kelima 
dari perang setelah domain darat, air, udara, dan luar angkasa. Sebagai 
implikasinya, maka dibentuk unit khusus militer yang bertugas, yakni United 
States Cyber Command (US Cybercom) yang didirikan pada tahun 2009 
(US DoD, 2018). Dalam melihat keamanan siber sebagai isu keamanan yang 
berfokus pada isu militeristik, maka paling tidak ia akan dilihat sebagai salah 
satu dari kedua komponen perang, yakni (1) sebagai alat komunikasi, atau 
(2) alat komplementer untuk membantu praktik operasi perang konvensional 
(Ducaru, 2016). 
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Di sisi lain, aspek terkait dengan privasi dan data pribadi juga 
merupakan satu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam diskusi terkait 
keamanan siber. Perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dalam 
pemenuhan perlindungan hak pribadi (privacy rights) yang dilindungi di 
dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Data pribadi 
dipahami sebagai informasi yang berkaitan dengan individu tertentu dan 
berdasarkan informasi tersebut, pengakses data dapat mengidentifikasi 
individu tersebut secara spesifik (ICO, n.d.). Oleh karena itu, dalam 
peraturan di berbagai negara, data-data pribadi ini diklasifikasikan sebagai 
bentuk informasi yang bersifat sensitif, utamanya adalah data mengenai 
informasi kesehatan, informasi mengenai orientasi seksual dan kepercayaan, 
dan juga data biometrik. 

Pada era digital, pengumpulan data dalam skala masif tidak dapat 
lagi dielakkan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang 
dilakukan oleh pihak-pihak swasta. Problematika yang muncul kemudian 
adalah bagaimana memastikan bahwa data-data tersebut tidak digunakan 
di luar kesepakatan yang telah diberikan pengguna aplikasi digital saat 
menyetujui peraturan aplikasi. Kasus Cambridge Analytica sebagai contoh 
yang menggunakan data-data pengguna Facebook, menjadi salah satu isu 
keamanan siber yang ramai diperbincangkan di pertengahan tahun 2018 
(Cadwalladr, 2018). Data dari lebih dari 50 juta pengguna Facebook yang 
data pribadinya digunakan oleh sebuah perusahaan konsultansi politik 
Cambridge Analytica untuk melakukan kampanye politik yang diduga 
memiliki peran besar dalam kemenangan Presiden Trump pada tahun 2016 
lalu. Penggunaan data pengguna yang tidak berdasarkan asas konsensual, 
terlebih digunakan sebagai bahan kampanye politik untuk menentukan pesan 
politik yang di-tailor sesuai dengan masing-masing profil individu. Hal ini 
merupakan skandal penyalahgunaan data yang membuat meningkatnya 
kesadaran akan privasi data dan juga pentingnya peran pemerintah, platform, 
dan juga individu pengguna dalam upaya perlindungan data tersebut. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan internet 
of things dan praktik digitalisasi yang semakin banyak digunakan pada 
era pandemi covid-19, akan muncul lebih banyak lagi aspek-aspek yang 
akan beririsan dengan isu keamanan dalam ranah siber, baik dalam lensa 
keamanan negara yang bersifat militeristik maupun kepada ranah para 
individu penggunanya, baik masyarakat umum, akademisi, maupun pebisnis 
di dunia digital. Tidak hanya itu, sebagai medium yang memfasilitasi 
persebaran informasi secara cepat (meski tidak selalu akurat), menjadikan 
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isu terkait informasi digital juga memiliki peran penting dalam menciptakan 
well-informed citizens sebagai salah satu kondisi bagi negara demokrasi. 
Oleh karena itu, isu keamanan siber akan semakin berkembang dan 
menyentuh berbagai level, menjadikan referent object-nya tidak hanya 
berfokus pada negara dan pemerintah, tetapi hingga pada level keamanan 
individu dan manusia sebagai pengguna teknologi tersebut. 

Isu terkait keamanan siber ini pun tidak luput dari diskusi mengenai 
konstelasi dan divisi antara Utara dan Selatan. Di tengah dunia yang 
terdigitalisasi dan diasumsikan sebagai borderless world, digital divide 
masih merupakan sebuah isu yang sangat relevan. Ketimpangan akses 
maupun kecakapan dalam penggunaan teknologi tersebut masih sangat 
nyata. Borderless dalam artian bahwa semua individu saling terkoneksi, 
tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang dapat dilakukan oleh 
masing-masing individu ketika sudah berada pada lingkungan digital atau 
siber tersebut? Bagaimanakah kapabilitas dan kuasa aktor-aktor di dalam 
jejaring tersebut? Apabila kita membayangkan internet sebagai lingkungan 
yang dapat mendorong terciptanya situasi egaliter dengan adanya akses 
terhadap informasi yang sama, kita perlu mengkaji lebih dalam kembali, 
informasi manakah yang dapat diakses? Siapakah yang memiliki kontrol atas 
akses informasi tersebut? Bagaimanakah perkembangan kemajuan teknologi 
dari masing-masing aktor menyumbang kepada terbentuknya pula security 
dilemma antar aktor? Pertanyaan-pertanyaan berikut tentunya membutuhkan 
sebuah kajian lanjutan yang lebih komprehensif ke depannya. 

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan isu-isu digital dan ruang 
siber, selain pembahasan mengenai fenomena tersebut dan kaitannya dalam 
upaya outwitting dalam hal ekonomi digital, isu keamanan siber merupakan 
salah satu isu yang menarik untuk didiskusikan dalam konteks kajian terkait 
Utara-Selatan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu 
komponen yang erat dengan keamanan siber merupakan data atau informasi. 
Sering kali pula valuasi dari data dan informasi tersebut disetarakan dengan 
minyak bumi sebagai sebuah sumber energi yang sangat berharga “data 
is the new oil”. Dalam konteks energi seperti minyak bumi, kontrol besar 
terdapat pada supplier, yakni negara-negara Timur Tengah sebagai produsen 
minyak bumi. Negara-negara lain yang masih memiliki ketergantungan 
terhadap impor minyak dan tidak memiliki bauran sumber energi yang 
beragam akan kesulitan ketika terjadi upaya embargo atau pengurangan 
supply secara sepihak dari negara-negara Timur Tengah. Situasi yang sama 
dapat juga direfleksikan dengan data sebagai sebuah “sumber daya' baru, 
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meski tidak sepenuhnya dapat diekuivalenkan seratus persen dengan minyak 
bumi sebagai sumber energi. Sebagaimana diketahui, di era yang mana lalu 
lintas data sangat deras dilakukan antarnegara, juga jumlah akumulasi data 
yang terus bertambah setiap detik, menit, dan jamnya. Pertanyaan penting 
yang perlu diajukan adalah siapakah yang memiliki kontrol atas data-data 
tersebut? 

Kasus Cambridge Analytica ini merupakan salah satu contoh kasus 
yang menegaskan ketimpangan antara negara-negara Utara dan Selatan 
dalam hal kontrol atas sumber daya berupa data. Sebagaimana diketahui, 
lima perusahaan teknologi terbesar di dunia, yakni Alphabet, Amazon, 
Facebook, Apple, dan Microsoft, berasal dari, dan merepresentasikan 
kekuatan teknologi negara-negara Utara dan kontrol atas arus data yang 
juga cukup besar. Dalam sistem platform capitalism di mana data dari user 
menjadi sentral terhadap perputaran ekonomi dan valuasi dari platform. 
Bentuk ekonomi yang kemudian berkembang menjadi surveillance 
capitalism juga menjadi sebuah isu baru dalam hal pengumpulan data yang 
dilakukan oleh perusahaan teknologi. Data-data tersebut tidak hanya dapat 
dimonetisasi untuk kebutuhan komersial, tetapi juga digunakan dalam upaya 
untuk memanipulasi perilaku individu, yang dalam beberapa kasus dapat 
mendorong persebaran right-wing groups, mempertajam polarisasi pada 
masyarakat, atau bahkan mendukung kampanye yang secara intensional 
menargetkan kelompok-kelompok minoritas pada masyarakat. Otoritas 
atas algoritma yang digunakan dan jenis konten yang disensor secara garis 
besar berada pada platform dengan basis standar masing-masing. Di sisi 
lain, terdapat beberapa hal yang memiliki konteks tersendiri yang tidak 
dapat diaplikasikan terhadapnya nilai-nilai yang oleh platform dianggap 
merupakan nilai-nilai “universal. Ketimpangan akses serta otoritas terhadap 
data-data yang masyarakat miliki di tangan para penguasa perusahaan 
teknologi besar ini merupakan sebuah isu yang juga sudah selayaknya 
mendapat perhatian dalam kajian keamanan informasi antara negara-negara 
Utara dan Selatan. 


Penutup 


Bab ini mendiskusikan isu-isu keamanan non-tradisional dan bagaimana 
transformasi ini mengkonstruksi hubungan negara-negara the Global 
South dan the Global North. Meskipun isu-isu keamanan non-tradisional 
semakin meluas dan menjadi perhatian, ini tidak berarti bahwa isu keamanan 
konvensional yang berfokus pada perspektif negara menjadi tidak relevan. 
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Dalam ragam situasi seperti konflik perbatasan, geopolitik, perlucutan 
senjata nuklir atau penggunaan autonomous weapons, pendekatan- 
pendekatan keamanan konvensional masih sangat dominan. Besarnya 
perhatian pada isu-isu keamanan non-tradisional juga berarti bahwa arena 
isu menjadi semakin beragam, tidak hanya terpusat pada Negara, tetapi juga 
keamanan manusia, lingkungan, dan bahkan kesehatan. 

Salah satu karakter isu keamanan non-tradisional yang ditekankan 
dalam bab ini adalah dimensi transnasional dan pluralitas aktor. Isu 
keamanan non-tradisional juga membuka ruang untuk memikirkan agenda 
keamanan yang lebih mencerminkan kondisi dan kebutuhan negara-negara 
Global South dan menjadikannya sebagai agenda setting global. Pluralitas 
aktor dan transnasionalisasi dalam isu-isu keamanan non-tradisional juga 
membuat isu keamanan terintegrasi dengan gerakan-gerakan sosial global, 
sebagaimana ditunjukkan terutama dalam gerakan-gerakan lingkungan 
global. 

Dengan memperhatikan dinamika isu keamanan non-tradisional 
yang makin kompleks, agenda riset mendatang yang penting adalah 
mendorong upaya pemahaman isu-isu tersebut dalam kerangka gagasan 
yang emansipatoris yang tidak hanya bertumpu pada resep-resep model 
pembangunan atau keberlanjutan ala negara-negara Utara saja, tetapi 
mencerminkan kepentingan dan kondisi negara-negara the Global South. Di 
tengah dunia yang terus berevolusi secara dinamis dan keterkaitan antar-isu 
yang semakin berkembang, penting untuk mendorong agenda keamanan 
yang berfokus pada keterlibatan ragam aktor sebagai subjek gerakan. Dengan 
demikian, keamanan tidak hanya menjadi isu yang dimonopoli oleh negara, 
tetapi milik rakyat banyak dan manusia global. 
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BAB 6 
Humanitarianisme 
dalam Hubungan Internasional 


Ririn Tri Nurhayati 


konstelasi politik internasional. Hilangnya dominasi logika 

kompetisi kekuasaan antara dua negara adikuasa memberi ruang 
yang lebih besar bagi isu dan persoalan yang lebih beragam dalam hubungan 
internasional (Heywood, 2011: Kegley dan Raymond, 2010). Salah satu 
di antara isu-isu yang mengemuka adalah isu kemanusiaan. Berbagai aktor 
dalam hubungan internasional, termasuk aktor-aktor non-negara seperti Non- 
Governmental Organizations (NGOs) dan gerakan-gerakan transnational 
(Heywood, 2011: Kegley dan Raymond, 2010) memberikan perhatian besar 
pada krisis kemanusiaan yang cenderung meningkat. Walaupun konflik antar 
superpowers telah mereda, konflik internal di dalam negara yang muncul 
sebagai konflik etnis, civil wars, maupun fenomena failed states semakin 
meningkat dan berkembang menjadi persoalan penting dalam politik 
global kontemporer (Wallensteen dan Sollenberg, 2001: Rotberg, 2002). 
Bergesernya pola konflik dari konflik internasional menuju konflik internal 
ini memunculkan keprihatinan masyarakat internasional, di mana konflik- 
konflik tersebut memiliki karakter konflik asimetris dan membawa dampak 
terjadinya krisis kemanusiaan (Annan, 2017, Kaldor, 1999, Heywood, 2011). 
Di luar konflik, meluasnya krisis kemanusiaan juga dipicu oleh faktor- 
faktor lain seperti meningkatnya populasi dunia, kerusakan lingkungan dan 
perubahan iklim yang mempengaruhi terjadinya kekeringan, kemiskinan, 
kelaparan, dan sebagainya. 


BK erakhirnya Perang Dingin membawa perubahan signifikan dalam 
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Aktivisme kemanusiaan berkembang pesat seiring dengan respons 
masyarakat internasional terhadap berbagai krisis kemanusiaan yang 
terjadi yang ditunjukkan dengan meningkatnya aksi kemanusiaan, baik 
yang dilakukan oleh negara, organisasi regional maupun internasional serta 
organisasi-organisasi bukan pemerintah (NGOs). Aksi-aksi kemanusiaan 
ini melibatkan sumber daya yang sangat besar (Barnett, 2005, Peterson, 
2015). Bab ini akan melihat implikasi menguatnya humanitarianisme dalam 
hubungan internasional terhadap the Global South dan bagaimana fenomena 
ini direspons dalam studi hubungan internasional, termasuk di Universitas 
Gadjah Mada. 


Menguatnya Isu-Isu Kemanusiaan dalam Politik Global 


Logika dominan dalam Perang Dingin adalah logika politik kekuasaan 
(power politics). Sekalipun tidak menggantikan logika politik kekuasaan, 
peran norma-norma internasional menjadi semakin mengemuka dalam 
hubungan internasional (Shapcott, 2000, Reus-Smit, 2001). Kita dapat 
saksikan bagaimana norma Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan 
penduduk sipil telah mendorong berkembangnya norma kedaulatan yang 
lebih mengedepankan pentingnya tanggung jawab negara untuk memberikan 
perlindungan terhadap setiap individu, baik di ranah domestik maupun 
internasional (Deng, 1995, Annan, 1999: Reus-Smit, 2001). Norma-norma 
ini kemudian berkembang menjadi norma responsibility to protect yang 
didukung oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
dalam the World Summit tahun 2005. Nilai-nilai kemanusiaan yang semakin 
penting ini juga mendorong gerakan-gerakan transnasional, International 
Non-Governmental Organizations (INGOs) dan juga negara-negara untuk 
melakukan aksi dan diplomasi kemanusiaan untuk memperjuangkan 
penghormatan HAM sebagai nilai universal yang harus dihormati dan 
ditegakkan oleh negara dan masyarakat internasional, tidak hanya pada 
masa damai, tetapi juga pada saat terjadi perang. 

Jika ditelaah dengan lebih jeli, isu kemanusiaan sebenarnya berkembang 
seiring sejarah kehidupan manusia. Dorongan untuk membantu sesama, 
membantu mereka yang membutuhkan, yang kemudian terwujud dalam 
berbagai aksi-aksi kemanusiaan bukanlah fenomena baru. Praktik ini telah 
lahir dan berkembang sejak lama, tetapi semakin intens dengan berakhirnya 
Perang Dingin. Pada awalnya pemberian bantuan kemanusiaan lebih 
banyak dipraktikkan oleh yayasan ataupun organisasi berbasis keagamaan 
karena adanya keyakinan bahwa membantu sesama adalah perbuatan baik 
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dan terpuji (Mac Ginty dan Peterson, 2015). Praktik pemberian bantuan 
kemanusiaan di tengah situasi konflik dan perang diinisiasi oleh relawan 
kesehatan, para dokter, dan perawat yang bersimpati kepada para korban 
perang. Salah satu pelopornya adalah International Committee of the Red 
Cross (ICRC) yang didirikan oleh Henry Dunant dan rekan-rekannya, yang 
kemudian berkembang hingga sekarang menjadi International Movement of 
the Red Cross and Red Crescent. Mereka kemudian menggalang dukungan 
dari pemerintah Swiss dan beberapa negara lainnya untuk menyusun sebuah 
perjanjian internasional, yaitu Konvensi Jenewa yang sekarang kita kenal 
sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI) (ICRC, 2004, Solis, 2010). 

Prinsip utama dalam HHI telah mendasari pula aksi-aksi kemanusiaan 
yang terus berkembang di era kontemporer. Berbagai peristiwa krisis 
kemanusiaan yang terjadi, baik karena kejadian konflik dan perang maupun 
peristiwa-peristiwa bencana alam, telah menjadi aspek penting dalam politik 
global yang tidak dapat diabaikan oleh aktor-aktor di tingkat internasional. 
Pemenuhan kebutuhan dan hak-hak asasi masyarakat yang terdampak konflik 
dan bencana alam membutuhkan respons dan tindakan cepat dari masyarakat 
internasional. Hal inilah yang kemudian mendorong semakin intensifnya 
aksi-aksi kemanusiaan yang dijalankan oleh para aktor kemanusiaan. Aksi- 
aksi kemanusiaan mencakup beragam aktivitas yang dilakukan oleh beragam 
aktor dengan tujuan untuk mengurangi atau menghentikan penderitaan umat 
manusia (Barnett, 2005: Minear dan Weiss, 1993) 

Di saat yang sama, kita juga menyaksikan menguatnya praktik-praktik 
diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan ini memiliki karakter yang 
berbeda dengan praktik diplomasi yang biasa dikenal dalam studi Hubungan 
Internasional. Alih-alih bertindak untuk mencapai kepentingan politik atau 
ekonomi negara tertentu, diplomasi kemanusiaan lebih ditujukan untuk 
meyakinkan negara dan para pemimpinnya untuk memberikan perlindungan 
kepada orang-orang yang rentan dan mengalami penderitaan dengan 
dilandasi oleh prinsip-prinsip kemanusiaan (De Lauri, 2018, Minear dan 
Smith, 2007). Hal ini ditandai dengan munculnya aktor-aktor non-negara 
yang berkontribusi dalam upaya penghargaan HAM dalam situasi konflik, 
peperangan, dan bencana alam. Para aktor humanitarian ini, baik individu 
maupun NGO internasional menegosiasikan akses untuk masuk ke daerah- 
daerah konflik karena mereka semata-mata menjalankan misi kemanusiaan 
demi memberi bantuan bagi penduduk yang terkena dampak langsung 
dari konflik atau perang serta bencana alam (De Lauri, 2018, Minear dan 
Smith, 20075 EUPRHA, 2013, Pictet, 1979). Prinsip pemberian akses bagi 
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organisasi kemanusiaan dalam situasi perang dan konflik bersenjata ini telah 
diakui dan menjadi salah satu ketentuan utama dalam Konvensi Jenewa 1949 
yang menjadi basis bagi Hukum Humaniter Internasional. 

Saat ini, aktor yang terlibat dalam aksi kemanusiaan semakin 
beragam. Bukan hanya aktor-aktor non-negara, negara-negara juga 
semakin aktif dalam aksi-aksi kemanusiaan. Dengan keragaman latar 
belakang pembentukan, identitas kelembagaan serta sumber pendanaan 
dari masing-masing organisasi kemanusiaan tidak dapat dimungkiri 
bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi dan mengadopsi 
humanitarian principles. Sebagian organisasi memegang teguh prinsip 
netralitas, imparsialitas, dan independensi dalam menjalankan aktivitas 
kemanusiannya, sedangkan organisasi kemanusiaan lainnya menerapkannya 
dengan lebih longgar dan bahkan sebagian dengan tegas menyatakan bahwa 
mereka harus melakukan pemihakan kepada kelompok tertentu dalam 
memberikan bantuan kemanusiaan. Apakah aksi dan diplomasi kemanusiaan 
harus selalu dan benar-benar terpisah dari tindakan dan kepentingan politik 
telah menjadi perdebatan hangat dalam studi dan juga praktik humanitarian 
actions and humanitarian diplomacy dalam dua dekade terakhir (Barnett, 
2005, Slim, 2015). 

Akan tetapi, menguatnya humanitarianisme yang berlangsung dalam 
konteks hubungan internasional yang dibangun di atas prinsip kedaulatan 
cenderung menimbulkan persoalan besar. Aktivitas aktor kemanusiaan 
yang dijalankan dengan menembus batas-batas teritorial negara sering 
kali menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan dari pemerintah 
setempat. Dengan meningkatnya intensitas, cakupan aksi, dan diplomasi 
kemanusiaan yang digerakkan oleh solidaritas sebagai sesama umat manusia 
sangat mengusik kedaulatan dan non-intervention yang selama ini menjadi 
norma fundamental dalam tatanan internasional yang telah dibangun sejak 
Perjanjian Westphalia dan diperkuat oleh ketentuan-ketentuan dalam Piagam 
PBB. Dilema antara perlindungan individu dan nonintervensi nampak nyata 
ketika terjadi genosida di Srebrenica dan Rwanda, di mana masyarakat 
internasional tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mencegah dan 
merespons krisis kemanusiaan tersebut dengan cepat dan tegas. Dengan 
komitmen untuk tidak membiarkan peristiwa tersebut terulang kembali, 
maka masyarakat internasional memikirkan kembali prinsip keamanan 
dan kedaulatan negara dengan menyerukan konsep kedaulatan positif 
yang dimaknai sebagai tanggung jawab untuk memastikan perlindungan 
penduduk yang tinggal dalam wilayah negara tersebut. Norma sovereign 
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responsibility dan responsibility to protect mengingatkan setiap negara 
bahwa mereka memegang tanggung jawab utama dalam memberikan 
perlindungan warganya dari kejahatan massal. Akan tetapi, jika negara 
tersebut gagal atau tidak mau melindungi penduduknya, maka masyarakat 
internasional akan mengambil peran perlindungan tersebut (Evans dkk., 
2001: UNGA, 2005). 


The Global South dan Humanitarianisme 


Menguatnya humanitarianisme dalam politik global telah membawa dilema 
tersendiri bagi the Global South. Seperti disebutkan di atas bahwa secara 
tradisional, aksi kemanusiaan, dan diplomasi kemanusiaan dilihat sebagai 
tindakan netral, imparsial, dan bebas dari kepentingan politik dari, baik 
aktor kemanusiaan maupun aktor negara dalam memberikan bantuan 
kemanusiaan. Pandangan ini dipegang teguh oleh kelompok tradisional 
yang sering kali disebut sebagai kelompok Dunantist dengan merujuk 
pada Henry Dunant sebagai pelopor Gerakan Palang Merah Internasional 
(Barnett, 2005, Hilhorst, 2018). Kelompok ini berfokus pada pemberian 
bantuan kemanusiaan yang bersifat emergency relief, pemberian kebutuhan 
dasar seperti pangan dan layanan kesehatan di masa darurat, serta pemberian 
perlindungan dan rehabilitasi korban bencana alam maupun konflik dan 
perang. Kelompok ini melihat bahwa hanya dengan mempertahankan sikap 
imparsial dan netral terhadap kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan, 
maka mereka akan mendapatkan akses untuk masuk ke wilayah-wilayah 
yang terdampak bencana alam maupun wilayah konflik sehingga dapat 
menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkan 
(Barnett, 2005: Hilhorst, 2018: Pictet, 1979). 

Sebaliknya, pandangan yang berbeda berangkat dengan argumen yang 
berbeda. Aksi dan diplomasi kemanusiaan yang dijalankan oleh para aktor 
kemanusiaan dan negara-negara pemberi bantuan kemanusiaan tidak dapat 
dipisahkan dari adanya agenda dan kepentingan politik-ekonomi. Dengan 
merujuk pada pemikiran Woodrow Wilson, kelompok ini berargumen 
bahwa pemberian bantuan kemanusiaan yang hanya berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang bersifat dasar dan emergency 
saja tidaklah mencukupi dan tidak efektif untuk menjamin masyarakat 
tersebut hidup aman dan sejahtera (Barnett, 2005, Hilhorst, 2018). Aksi 
kemanusiaan harus ditujukan pula untuk mengubah keadaan dan struktur 
yang selama ini menjadi penghambat pemenuhan kebutuhan mendasar 
masyarakat korban bencana dan korban konflik. Aksi humaniter pun harus 
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dapat menyelesaikan akar penyebab krisis kemanusiaan yang sering kali 
membutuhkan pendekatan dan program-program yang bersifat strategis 
dan jangka panjang untuk dapat mentransformasi struktur sosial, politik, 
dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dapat terbangun rasa aman dan 
damai yang berkelanjutan. Pandangan kelompok kedua ini tercermin dengan 
makin berkembangnya realita di mana aksi dan diplomasi kemanusiaan 
tidak dapat dipisahkan dari aspek politik kepentingan yang dibawa oleh 
aktor kemanusiaan maupun negara-negara pemberi bantuan kemanusiaan 
(Barnett, 2005, Hilhorst, 2018). 

Kedua pendekatan humanitarianisme ini memiliki implikasi dan 
dilema tersendiri bagi negara-negara berkembang yang sering kali menjadi 
tujuan aksi kemanusiaan tersebut. Meningkatnya humanitarianisme tidak 
selalu sejalan dengan ide dan kepentingan negara-negara yang dapat 
dikategorikan sebagai the Global South ini. Di satu sisi, masyarakat di 
negara-negara Selatan ini mendapatkan manfaat dengan mengalirnya 
bantuan yang memang sangat mereka butuhkan untuk mengatasi persoalan 
kemanusiaan pasca terjadinya bencana alam ataupun konflik. Di sisi lain, 
bantuan kemanusiaan tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan sosial, 
politik, dan ekonomi aktor-aktor pemberi bantuan tersebut yang mayoritas 
berasal dari negara-negara maju di belahan bumi Utara. Bantuan ekonomi 
yang diberikan untuk menghidupkan kembali perekonomian setempat sering 
kali dilakukan dengan menyodorkan program-program dan strategi ekonomi 
liberal dan ekonomi pasar yang terkadang tidak sesuai dengan struktur sosial 
ekonomi masyarakat lokal. Strategi tersebut juga mengharuskan negara 
mengurangi perannya dalam pengelolaan perekonomian dan memberikan 
kebebasan dan kesempatan yang luas kepada, baik individu pelaku ekonomi 
lokal, para pengusaha, maupun investor asing untuk berperan lebih besar 
dalam mengelola perekonomian di negara tersebut. Hal ini dapat berujung 
pada hilangnya kendali negara terhadap kehidupan ekonomi bangsa dan 
ketergantungan negara-negara Selatan tersebut terhadap kekuatan-kekuatan 
ekonomi global. Berbagai literatur menyoroti bagaimana aksi dan bantuan 
kemanusiaan ini telah digunakan oleh kekuatan Utara sebagai sarana untuk 
melanggengkan hegemoni sistem ekonomi pasar dalam tata ekonomi global 
(Gunewardena dan Schuller, 2008: Keen, 2005). Hal ini memperkuat 
argumen bahwa isu kemanusiaan merupakan sebuah realitas yang dibentuk 
secara sosial dan politik untuk melanggengkan dominasi negara-negara 
Utara terhadap Selatan. 
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Dilema yang dihadapi oleh the Global South ini juga muncul dengan 
berkembangnya aksi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk intervensi 
kemanusiaan. Prinsip universalisme HAM menekankan bahwa penegakan 
dan perlindungan hak asasi manusia tidak dapat dibatasi oleh sekat- 
sekat batas negara (Annan, 2017). Oleh karena itu, pihak eksternal dapat 
melakukan intervensi, bahkan dengan menggunakan kekuatan bersenjata 
dan tidak memerlukan consent dari negara target untuk memberikan 
perlindungan hak asasi (Holzgrefe, 2003, Western dan Goldstein, 2017), 
seperti yang terjadi di Irak tahun 1991 dan Kosovo tahun 1999. Hal ini 
kemudian memunculkan perdebatan yang intens dalam studi Hubungan 
Internasional maupun dalam praktik diplomasi dan hubungan internasional. 
Negara-negara Utara menekankan pada adanya hak untuk melakukan 
intervensi atas nama perlindungan HAM, sedangkan negara-negara 
Selatan mempertanyakan mengenai legalitas dan legitimasi dari intervensi 
kemanusiaan tersebut yang dinilai telah melanggar prinsip kedaulatan dan 
nonintervensi dalam urusan domestik negara lain (Powers, 2015, Stuenkel, 
2014). Realita menunjukkan bahwa the Global South-lah yang selama ini 
menjadi objek intervensi kemanusiaan ini sehingga mereka cukup skeptis 
dalam menyikapi meningkatnya isu HAM dan kemanusiaan yang memberi 
ruang bagi intervensi dari pihak eksternal, baik secara halus melalui 
pemberian bantuan kemanusiaan maupun bantuan pembangunan ekonomi 
yang menekankan penerapan sistem ekonomi pasar liberal hingga intervensi 
kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan militer. 

Perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan ini kemudian 
mengarahkan pada berkembangnya norma responsibility to protect (R2P) 
yang telah menggeser fokus dari persoalan siapa yang berhak mengintervensi 
menjadi berfokus pada tanggung jawab masing-masing negara untuk 
memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kejahatan massal seperti 
genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Evans dan 
Sahnoun, 2001: UNGA, 2005, Bellamy, 2005). Namun, berkembangnya R2P 
ini tidak serta-merta menghentikan pandangan skeptis dari negara-negara 
the Global South terhadap norma tersebut. Sejak awal kemunculan dan 
perkembangan norma R2P, negara-negara the Global South yang tergabung 
dalam Gerakan Non-Blok (GNB) cukup berhati-hati dalam memberikan 
respons. Misalnya, India menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB telah 
memiliki otoritas yang memadai untuk merespons situasi krisis kemanusiaan 
berdasar ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Piagam PBB. Atas 
nama GNB, Malaysia juga mengkhawatirkan jika norma R2P ini hanya 
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menjadi nama baru dari intervensi kemanusiaan (Bellamy, 2006, 2011). 
Kelompok G77 menekankan agar R2P tetap menghargai prinsip kedaulatan 
dan integritas wilayah (Bellamy, 2006). 

Kekhawatiran negara-negara the Global South berlanjut ketika melihat 
praktik aksi kemanusiaan dengan mengusung norma R2P yang terjadi di 
Pantai Gading dan Libya pada tahun 2011. Penggunaan aksi militer dalam 
menerapkan norma R2P di Pantai Gading dan Libya tahun 2011 yang 
berujung pada penggantian rezim penguasa negeri itu memperkuat sikap 
skeptis dari sebagian besar negara-negara the Global South bahwa norma 
ini pun tidak berbeda dengan intervensi kemanusiaan yang sering terjadi di 
era 1990-an (Rao, 2010: Stuenkel, 2014). Brazil, Cina dan Afrika Selatan 
menyampaikan kritik cukup keras terhadap implementasi norma R2P yang 
berujung pada perubahan rezim penguasa di kedua negara Afrika tersebut 
(Bellamy, 2011). Nikaragua dan Venezuela juga menunjukkan pandangan 
senada yang melihat isu kemanusiaan yang diusung dalam norma R2P ini 
sebagai sebuah struktur normatif yang dibangun oleh kekuatan dominan di 
Utara untuk menjustifikasi imperialisme dan intervensionime model baru 
(Bellamy dan Williams, 2011). Kontroversi atas implementasi norma R2P 
di kedua negara memberi implikasi signifikan bagi lemahnya dukungan 
internasional, khususnya dari negara-negara the Global South untuk 
memberikan lampu hijau kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengusung 
R2P untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Suriah. 

Di sisi lain, menguatnya isu kemanusiaan dalam politik global 
juga telah memberikan peluang bagi negara-negara the Global South 
untuk menunjukkan agensinya dalam mengarahkan wacana dan praktik 
perlindungan HAM, serta nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Terkait R2P, 
negara-negara the Global South lebih mengedepankan aspek pencegahan 
sebagai cara atau strategi terbaik dalam memastikan agar kejahatan massal 
dan krisis kemanusiaan tidak akan terjadi di masa depan. Dalam berbagai 
forum dialog tentang R2P di Majelis Umum, negara-negara the Global South 
di antaranya Indonesia, Thailand, Singapura, dan Cina dalam mendukung 
norma R2P, mereka menekankan pentingnya aspek pencegahan sebagai 
mekanisme utama untuk mengimplementasikan R2P (Alexandra, 2012: 
Bellamy dan Davies, 2009, Nurhayati, 2019). Hal ini tercermin dalam 
Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2009 yang bertajuk Implementing the 
Responsibility to Protect yang mana pencegahan menjadi salah satu agenda 
utama dalam menerapkan R2P. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan 
dikeluarkannya laporan PBB mengenai Framework of Analysis for Atrocity 
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Crimes: A Tool for Prevention yang menegaskan urgensi upaya-upaya 
pencegahan dalam mencapai tujuan R2P (Nurhayati, 2020, Welsh, 2016). 

Agensi negara-negara the Global South juga tercermin dari upaya 
mereka untuk mengadvokasikan konsep-konsep alternatif bagi R2P. 
Perdebatan hangat yang muncul pasca penerapan R2P di Pantai Gading dan 
Libya mendorong negara-negara Selatan di antaranya Brazil dan Cina untuk 
menawarkan konsep responsibility while protecting dan konsep responsible 
protection (Tourinho dkk., 2015, Kenkel dan Stefan, 2016, Garwood-Gowers, 
2015). Sebelum meninggalkan kursi sebagai anggota tidak tetap DK PBB, 
Brazil mencetuskan responsibility while protecting (RwP) yang berusaha 
mengakomodasi concern dari the Global South dengan menggarisbawahi 
pentingnya akuntabilitas dalam upaya menerapkan tanggung jawab negara 
untuk melindungi penduduk dari kejahatan massal seperti genosida dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan (Permanent Representative of Brazil to the 
United Nations, 2011: Powers, 2015, Stuenkel, 2014). Sementara itu, Cina 
meluncurkan konsep responsible protection yang menekankan pada peran 
pemerintah dalam pelaksanaan tanggung jawab melindungi serta membatasi 
definisi “upaya perlindungan' yang perlu dilakukan untuk menegakkan 
tanggung jawab tersebut (Powers, 2015, Zongze, 2012). 

Negara-negara the Global South setuju dan mendukung intisari dari 
norma R2P, seperti ditunjukkan dalam dukungan penuh mereka dalam 2005 
World Summit. Namun, mereka mempunyai pandangan yang berbeda dalam 
tataran praktis, terutama terkait bagaimana dan dalam kondisi apa tanggung 
jawab perlindungan tersebut harus dijalankan, khususnya jika menyangkut 
pelaksanaan tanggung jawab kolektif dari masyarakat internasional 
untuk mencegah ataupun menghentikan krisis kemanusiaan. Muncul dan 
berkembangnya norma R2P menunjukkan bagaimana the Global South 
berusaha untuk mengubah narasi dominan mengenai isu kemanusiaan yang 
dibentuk oleh mayoritas the Global North sehingga nilai-nilai keadilan, 
kebebasan, dan kesetaraan bagi seluruh umat manusia tetap menjadi prinsip 
dan nilai utama dalam tata kelola politik global kontemporer. 


Humanitarianisme dalam Studi Hubungan Internasional 


Ekspansi aksi kemanusiaan dan diplomasi kemanusiaan dalam politik 
global seperti dijelaskan di atas jelas tidak dapat diabaikan oleh mereka 
yang mempelajari dan mengkaji hubungan internasional. Perkembangan 
ini telah memberikan tantangan tersendiri bagi mereka untuk dapat 
mengantisipasinya dengan mengembangkan kajian serta perspektif yang 
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lebih beragam agar dapat memahami dan menjelaskan fenomena tersebut 
dengan lebih baik. Situasi ini kemudian memunculkan urgensi untuk 
memasukkan isu-isu humanitarian ke dalam studi hubungan internasional 
di berbagai negara, termasuk di Indonesia. 

Di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah 
Mada, kajian mengenai humanitarianisme ini diwadahi dalam beberapa 
mata kuliah seperti Hukum Humaniter Internasional, Aksi-aksi Humaniter, 
Diplomasi Kemanusiaan, dan Pengantar Studi Hak Asasi Manusia. Sejak 
tahun 2006, pengajaran kajian kemanusiaan di Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional diawali dengan memisahkan HHI dari kuliah Hukum 
Internasional. Silabus HHI dikembangkan dengan memadukan perspektif 
humanitarianisme dan politik internasional. HHI dibuat untuk mengatur para 
pihak dalam pertempuran, baik internasional maupun internal, agar selalu 
memperhatikan nilai kemanusiaan. Penekanan pada nilai kemanusiaan ini 
ditujukan untuk membatasi cara, metode, dan alat atau persenjataan agar 
pertempuran yang terjadi tidak memberikan dampak yang tidak perlu serta 
tetap dapat memberi perlindungan kepada mereka yang terdampak konflik 
(Kadam, 2006: ICRC, 2004, Ambarwati, Ramdhany, dan Rusman, 2010). 
Pada saat yang sama, perspektif politik internasional digunakan sebagai 
kerangka analisis yang dapat membantu memahami dan menjelaskan praktik 
penerapan dan penegakkan HHI dalam berbagai kasus perang dan konflik 
bersenjata. HHI dibangun untuk menyeimbangkan nilai-nilai kemanusiaan 
di satu sisi dan kepentingan strategis militer di sisi lain, yang dilandasi 
prinsip-prinsip fundamental humanity, distinction, proportionality, military 
necessity, dan limitation of unnecessary sufferings (ICRC, 2004, Solis, 
2010). Bagaimana aturan HHI dan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut 
dapat diterapkan dan ditegakkan oleh para aktor, baik dalam situasi sebelum, 
saat terjadi maupun sesudah berakhirnya perang dan konflik bersenjata. Hal 
itu perlu dijelaskan dengan menggunakan sudut pandang yang memadukan 
perspektif humanitarianisme dan politik internasional. 

Satu hal yang menarik dalam membahas HHI dalam studi hubungan 
internasional berkaitan dengan upaya menegakkan HHI dan menjamin 
efektivitas HHI dalam melindungi orang-orang dalam konflik bersenjata. 
Pelanggaran HHI yang terjadi di Yugoslavia, Rwanda, Libanon, Irak, dan 
sebagainya menuai kecaman dari masyarakat internasional, baik yang 
disampaikan melalui media internasional, kampanye-kampanye oleh 
NGO internasional, maupun perdebatan dalam forum-forum multilateral. 
Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan HAM dan HHI telah menjadi 
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concern bersama masyarakat internasional. Salah satu kemajuan penting 
sehubungan dengan mekanisme penegakkan HHI adalah didirikannya 
International Criminal Court (ICC) yang merupakan peradilan permanen 
yang mempunyai wewenang untuk mengadili pelaku kejahatan perang. 
Namun, kritik juga datang dari the Global South yang menyoroti besarnya 
pengaruh power politics dalam penegakkan hukum internasional, termasuk 
dalam hal ini HHI. Hal ini tercermin dari kritik bahwa HHI dan ICC hanya 
dapat menjangkau para pelaku pelanggaran HHI dari the Global South, 
sedangkan pelanggar HHI dalam kasus Abu Ghraib dan Guantanamo 
misalnya tidak tersentuh oleh mekanisme ICC. 

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam 
bagi mahasiswa, maka pengajaran HHI di Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional, Universitas Gadjah Mada diarahkan untuk mendorong 
inisiatif, kreativitas, dan cara berpikir kritis mahasiswa dalam mempelajari 
berbagai teori Hubungan Internasional dan aturan HHI, serta dalam 
menanggapi berbagai isu dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan HHI 
yang relevan dengan studi Hubungan Internasional. Untuk itu, maka metode 
pembelajaran kelas ini dirancang dengan memadukan berbagai metode. 
Untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif mahasiswa, maka 
selain metode ceramah serta presentasi dan diskusi kelompok, di dalam 
kuliah HHI juga menggunakan metode debat dan permainan peran. Soft 
skills mahasiswa dalam berdebat dan bermain peran tidak hanya berhenti 
pada kegiatan di dalam kelas, tetapi kelompok debat dan role play terbaik 
di kelas ini akan dikirim ke ajang National IHL Debate and Role Play 
Competition yang dilangsungkan setiap tahun dan diselenggarakan oleh 
International Committee of the Red Cross (ICRC) Indonesia bekerja sama 
dengan perguruan tinggi di Indonesia secara bergantian. Kemampuan 
untuk berpikir kritis dan kreatif dengan didukung oleh soft skills ini sangat 
berguna bagi para lulusan kelak mereka terjun dalam praktik diplomasi dan 
menjalankan aksi-aksi kemanusiaan di tengah masyarakat. 

Selain melalui HHI, studi mengenai humanitarianisme di Departemen 
Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada juga diajarkan 
dalam kuliah Aksi-Aksi Humaniter dan Diplomasi Kemanusiaan, baik di 
tingkat sarjana maupun program pascasarjana. Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional menawarkan mata kuliah Aksi-Aksi Humaniter yang 
diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi studi-studi 
perdamaian dan konflik. Kuliah Aksi-Aksi Humaniter dirancang untuk 
memberikan pengetahuan tentang konsep dan ruang lingkup aksi-aksi 
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humaniter serta nilai dan prinsip utama yang menjadi dasar aktivitas mereka. 
Untuk memahami dinamika praktik aksi-aksi kemanusiaan, mahasiswa 
juga belajar mengenai perkembangan aktivitas kemanusiaan, baik dari segi 
aktor, ruang lingkup, maupun kelembagaan aktivitas kemanusiaan tersebut. 
Mahasiswa juga diajak untuk berpikir kritis dengan menilai perdebatan 
yang berkembang terutama terkait penerapan prinsip-prinsip humaniter 
yang dianut oleh para aktor kemanusiaan, di antaranya tercermin dalam 
perdebatan antara perspektif Dunantist dan Wilsonian, serta perdebatan 
yang berkembang antara the Global North dan the Global South. Perdebatan 
ini tentunya sangat relevan bagi mahasiswa Hubungan Internasional untuk 
dapat memberikan penilaian dan evaluasi kritis dengan mendasarkan pada 
teori-teori Hubungan Internasional yang telah dipelajari selama ini. 

Untuk jenjang pascasarjana, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, 
Universitas Gadjah Mada juga menawarkan mata kuliah Politik Aksi 
Humaniter dan Humanitarian Diplomacy. Perdebatan dan tarik ulur antara 
politik dan prinsip kemanusiaan dibahas dengan lebih mendalam di kedua 
mata kuliah yang ditawarkan di program studi S-2 Hubungan Internasional 
konsentrasi Global Humanitarian Diplomacy. Kuliah Politik Aksi 
Humaniter ditujukan untuk menelaah aspek politis dari aksi humaniter yang 
telah banyak berkembang di tataran praktis dan juga literatur. Ruang lingkup 
kajiannya mencakup praktik aksi kemanusiaan yang berlangsung di seluruh 
penjuru dunia. Sementara itu, kuliah Humanitarian Diplomacy mempunyai 
cakupan yang terbatas, yakni untuk mengelaborasi fenomena diplomasi 
kemanusiaan yang berlangsung di Asia Tenggara. Dengan memfokuskan diri 
pada prinsip dan praktik diplomasi kemanusiaan di Asia Tenggara, kuliah ini 
dirancang untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa yang berminat untuk 
mempelajari diplomasi kemanusiaan dalam konteks yang sangat spesifik, 
yakni Asia Tenggara. Asia Tenggara telah berkembang sebagai sebuah 
kawasan yang semakin penting dalam hubungan internasional. Di samping 
berhasil keluar dari ketidakstabilan dan keterbelakangan dan menjadi 
salah satu kawasan yang paling dinamis di dunia, negara-negara di Asia 
Tenggara di bawah ASEAN juga mengembangkan prinsip-prinsip hubungan 
internasional yang cenderung berorientasi pada negara dan ditandai dengan 
kuatnya negara-negara di Asia Tenggara mempertahankan prinsip non 
interference, baik dalam hubungan mereka satu sama lain maupun dalam 
hubungan mereka dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Dalam 
konteks ini, melihat praktik diplomasi kemanusiaan di Asia Tenggara 
menjadi sangat menarik dalam kaitannya dengan isu kemanusiaan. Dalam 
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penyelenggaraan kuliah, dia merupakan bagian dari kerja sama Universitas 
Gadjah Mada dengan Network on Humanitarian Action (NOHA), sebuah 
konsorsium 12 universitas di Eropa dan 14 universitas partner di luar Eropa 
untuk menyelenggarakan program master dalam aksi kemanusiaan. 

Untuk memperdalam kemampuan analitis serta mengembangkan soft 
skills mahasiswa, mata kuliah Aksi-Aksi Humaniter dan Humanitarian 
Diplomacy mengajak mahasiswa untuk tidak hanya belajar di dalam ruang 
kelas dan tidak hanya mengkaji praktik aksi dan diplomasi kemanusiaan di 
level nasional dan internasional. Silabusnya dirancang untuk mendorong 
mahasiswa terjun ke lapangan mengerjakan proyek kelas secara 
berkelompok. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengenal beragam aktor 
kemanusiaan yang ada di sekitar mereka dan mengidentifikasi aktivitas- 
aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Berbekal 
pengetahuan teoritik yang telah dipelajari di kelas, mahasiswa mengelaborasi 
berbagai persoalan kemanusiaan di Yogyakarta dan sekitarnya, serta 
memberi evaluasi, penilaian atas peran aktor kemanusiaan, dan praktik aksi 
kemanusiaan yang dijalankan selama ini. 

Di luar kurikulum perkuliahan, studi humanitarianisme dalam 
politik global di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 
Gadjah Mada juga diwadahi dalam sebuah lembaga kajian yang bernama 
Program on Humanitarian Actions (PoHA). Didirikan pada tahun 2011 
sebagai salah satu kluster dalam Institute of International Studies (IIS), 
laboratorium studi Hubungan Internasional, POHA menjalankan kegiatan- 
kegiatan penelitian, advokasi kebijakan, pengabdian kepada masyarakat, 
serta diseminasi hasil-hasil riset dan kajian mengenai humanitarianisme dan 
politik global melalui penyelenggaraan seminar, konferensi, dan workshop, 
baik yang berskala nasional maupun internasional. POHA IIS Universitas 
Gadjah Mada adalah organisasi partner International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapon (ICAN) dan aktif terlibat dalam aktivisme global melalui 
kampanye, advokasi kebijakan, dan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan 
oleh ICAN, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2017 sebagai penghargaan 
atas keberhasilannya untuk melahirkan sebuah perjanjian internasional untuk 
melarang senjata nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). 


Penutup 


Humanitarianisme telah menjadi bagian penting dalam hubungan 
internasional kontemporer. Beragam persoalan kemanusiaan yang muncul di 
berbagai tempat telah mendorong masyarakat internasional untuk melakukan 
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aksi-aksi kemanusiaan dari yang sifatnya jangka pendek dengan memberikan 
bantuan logistik dan bantuan medis, hingga upaya-upaya pemulihan kondisi 
ekonomi dan sosial yang lebih berorientasi jangka panjang. Aktor yang 
terlibat dalam aksi dan diplomasi kemanusiaan pun semakin banyak dan 
beragam yang tidak hanya melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan 
dan organisasi internasional, tetapi semakin banyak pula negara yang 
menjadikan aksi dan diplomasi kemanusiaan sebagai bagian dari kebijakan 
luar negeri mereka. Aksi dan diplomasi kemanusiaan semakin berkembang 
menjadi misi kemanusiaan yang kompleks. Hal ini kemudian menimbulkan 
dilema tersendiri bagi the Global South yang kerap menjadi target dari 
aksi dan diplomasi kemanusiaan yang tidak selalu dilakukan semata-mata 
untuk tujuan kemanusiaan, tetapi sering kali sarat dengan agenda dan 
kepentingan tertentu yang menyertai aksi dan diplomasi kemanusiaan 
tersebut. Menguatnya isu kemanusiaan dalam politik global di satu sisi 
menunjukkan bagaimana dominasi Utara dalam membentuk narasi tentang 
perlindungan kemanusiaan yang sering kali dijadikan justifikasi bagi upaya 
melanggengkan kuasa mereka dalam tatanan politik global. Di sisi lain, kita 
juga menyaksikan bagaimana the Global South mampu menunjukkan agensi 
dengan menawarkan narasi baru untuk membangun tatanan global yang 
menjamin keadilan, kesetaraan, dan kebebasan bagi seluruh umat manusia. 
Direfleksikan ke dalam studi hubungan internasional, humanitarianisme 
menuntut para ilmuwan hubungan internasional untuk meninjau 
ulang pemahaman mereka tentang hubungan internasional. Hubungan 
internasional tidak lagi semata-mata bisa dilihat melalui perspektif politik 
kekuasaan, tetapi juga perspektif yang lebih normatif. Kurikulum dan agenda 
riset Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada 
melalui berbagai mata kuliah yang ditawarkannya dan program-program 
risetnya, berusaha untuk merespons perkembangan ini. Kajian kemanusian 
menjadi salah satu tema yang berkembang pesat. Bukan untuk menawarkan 
perspektif yang menggantikan perspektif-perspektif dominan, tetapi 
membuka ruang bagi hubungan internasional yang lebih inklusif. 
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THE GLOBAL SOUTH 
OEBAGAI PROYEK POLITIK DALAM 
HUBUNGAN INTERNASIONAL 


BAB 7 

Argumen untuk Perubahan: 

Inisiatif Kemanusiaan 

dan Advokasi Perlucutan Senjata Nuklir 


Muhadi Sugiono 
Yunizar Adiputera 


enurut Martin Wight seorang proponen tradisi English School, 
Ms internasional adalah sebuah ruang yang ditandai 
dengan “repetition and recurrence' (1966: 26). Karakterisasi 
ini menggambarkan adanya pola-pola dalam hubungan internasional yang 
sama atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Seperti halnya Wight, pemikir 
tradisi Realis terkemuka Robert Gilpin berargumen bahwa perubahan hanya 
terjadi sebagai “konsekuensi atas situasi yang unik dan perkembangan- 
perkembangan yang tidak bisa diperkirakan” (1983: 3). Bab ini berangkat 
dengan pandangan yang berbeda dari pandangan Wight, yakni bahwa 
hubungan internasional selalu ditandai dengan perubahan. Argumen dalam 
bab ini juga berseberangan dari pandangan Gilpin, yakni perubahan dalam 
hubungan internasional tidak selalu berlangsung semata-mata sebagai 
konsekuensi dari perkembangan unik dan tidak dapat diprediksi. Sejarah 
menunjukkan bahwa banyak perubahan besar dalam hubungan internasional 
merupakan produk dari upaya serius untuk melakukan perubahan dalam 
praktik-praktik hubungan internasional. 
Untuk menopang argumen di atas, bab ini menggunakan studi kasus 
Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons, TPNW). Kasus ini merupakan contoh jelas dari upaya untuk 
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melakukan perubahan dalam hubungan internasional dalam kaitannya 
dengan perlucutan senjata nuklir. Lebih dari tujuh dasawarsa sejak Resolusi 
PBB yang pertama tahun 1946, yang menuntut penghapusan senjata nuklir 
dan semua senjata pemusnah massal dari persenjataan nasional (United 
Nations, 1946), tidak ada kemajuan yang berarti dalam upaya untuk 
menghapuskan senjata nuklir. Dan, senjata nuklir menjadi satu-satunya 
senjata pemusnah massal dan tidak manusiawi yang masih memiliki status 
legal sampai berlakunya TPNW pada tahun 2021. Oleh karena itu, TPNW 
bisa dilihat sebagai sebuah perubahan revolusioner dalam upaya perlucutan 
senjata. Tanpa disadari oleh banyak orang, berlakunya TPNW menjadi awal 
dari upaya serius untuk membebaskan dunia dari ancaman eksistensial di 
bawah bayang-bayang senjata nuklir. Bab ini berusaha untuk menjelaskan 
upaya untuk mendorong perubahan rezim perlucutan senjata nuklir sebagai 
ilustrasi bagi reorientasi disiplin Hubungan Internasional sebagai bagian 
dari politik emansipasi. 


Norma, Argumen, dan Perubahan 


Hubungan internasional bukanlah ruang yang hanya didominasi oleh 
politik kekuasaan. Sebaliknya, norma juga memainkan peran penting dalam 
praktik hubungan internasional. Perhatian disiplin Hubungan Internasional 
pada norma-norma ini menjadi sangat menonjol dengan munculnya 
pospositivisme dalam teori hubungan internasional. Fokus pada peran norma 
paling jelas dicontohkan oleh mereka yang bekerja dengan konstruktivisme 
(Checkel, 1998: Hopf, 1998). Teori hubungan internasional konstruktivis 
secara jelas memberikan perhatian yang sangat serius pada norma dengan 
cara menekankan pada sifat sosial dari institusi-institusi internasional. 
Penekanannya pada konstruksi sosial memungkinkan konstruktivisme untuk 
menjelaskan tentang perubahan dalam hubungan internasional. 

Pengaruh konstruktivisme telah membuat gagasan dan norma lebih 
terlihat dalam hubungan internasional. Neta Crawford, dalam bukunya 
Argument and Change in World Politics dengan jelas menunjukkan peran 
norma dalam pengadopsian dekolonisasi (Crawford, 2002). Dia berangkat 
dengan mempertanyakan anomali dalam perilaku kekuatan kolonial. 
Dekolonisasi terjadi pada saat kekuatan kolonial masih dalam kapasitasnya 
untuk mengontrol wilayah jajahannya dan saat praktik kolonial masih sangat 
menguntungkan kekuatan kolonial. Sangat sulit untuk memahami keinginan 
mereka untuk mendukung dekolonisasi jika hubungan internasional diatur 
hanya oleh politik kekuasaan dan kepentingan nasional adalah satu-satunya 
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hal yang penting bagi sebuah negara. Realitasnya, kolonialisme menjadi 
tidak sah pada saat kekuasaan-kekuatan kolonial masih berkepentingan 
untuk mempertahankan kendali mereka atas daerah-daerah jajahan mereka. 
Bagi Crawford, dekolonisasi dengan jelas menunjukkan bahwa norma 
memang penting, tetapi yang lebih penting adalah norma tidak dapat hanya 
dilihat sebagai epifenomena dari kepentingan. 

Sebagai produk konstruksi sosial, kemunculan norma sangat 
erat kaitannya dengan cara mereka yang mendukung norma tersebut 
untuk mampu meyakinkan lawannya. Argumen merupakan komponen 
penting dalam pembentukan norma. Oleh karena itu, para pendukung 
konstruktivisme memberikan banyak perhatian pada peran argumen dalam 
kaitannya dengan perubahan dalam hubungan internasional (Risse, 2000, 
Crawford, 2002). Crawford menggolongkan argumen sebagai alasan dan 
persuasi. Berdasarkan fungsinya, Crawford mengidentifikasi empat jenis 
argumen. Keempat jenis argumen tersebut adalah argumen praktis, argumen 
ilmiah, argumen etis, dan argumen identitas (Crawford, 2002: 6). Setiap 
jenis argumen memainkan perannya melalui fungsi logis tertentu. Keempat 
jenis argumen tersebut secara bersama-sama dapat bekerja untuk mendorong 
muncul dan diadopsinya norma-norma tertentu. Argumen-argumen tersebut 
berfungsi untuk mendekonstruksi, mendenormalisasi, serta mendelegitimasi 
praktik-praktik “normal atau berfungsi sebagai alternatif dari praktik-praktik 
tersebut. Untuk menguatkan argumen normatif ini, diskusi selanjutnya 
difokuskan pada dua isu, yakni inisiatif kemanusiaan dan perjuangan 
penghapusan senjata nuklir. 


Inisiatif Kemanusiaan 


Pendekatan kemanusiaan untuk pelucutan senjata bukanlah hal baru. 
Dengan kemiripan yang jelas dengan proses saat ini, dunia berhasil melarang 
ranjau darat dan bom curah, masing-masing pada tahun 1997 dan 2008. 
Dalam proses tersebut, isu kemanusiaan menjadi tema utama dan masyarakat 
sipil bersama beberapa negara yang sepaham menjadi motor penggerak 
pencapaian tersebut (Lgvold dkk., 2013). Perjanjian-Perjanjian Pelarangan 
Ranjau Darat dan Konvensi Bom Curah menjadi standar baru perilaku 
negara yang tepat yang membuat pengembangan, produksi, penggunaan, 
dan transfer senjata tersebut bagi negara-negara bukan mendukung 
perjanjian lebih sulit, dan tampaknya semakin mendelegitimasi senjata- 
senjata ini (Garcia, 2013). Banyak organisasi masyarakat sipil, terutama 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) percaya bahwa 
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mengharapkan strategi serupa juga akan berhasil dalam kasus senjata nuklir 
sangat masuk akal (Lgvold dkk., 2013). 

Gerakan untuk perlucutan senjata nuklir dengan pendekatan 
kemanusiaan, yang diberi nama Inisiatif Kemanusiaan (Humanitarian 
Initiative), sebenarnya bukan pendekatan baru (Considine, 2017, Leeper, 
2016). Argumen kemanusiaan telah digunakan dalam pembicaraan tentang 
senjata nuklir tidak lama setelah senjata itu lahir ketika para ilmuwan yang 
terlibat dalam Proyek Manhattan menulis Laporan Franck pada bulan Juni 
1945, memberikan peringatan bahwa “senjata nuklir tidak boleh digunakan 
di kota-kota” (Sauer dan Pretorius, 2014: 238). Sejak pemboman Hiroshima 
dan Nagasaki, lebih banyak argumen kemanusiaan dikemukakan, terutama 
oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) dan anggota gerakan 
perdamaian yang menyerukan penghapusan senjata tersebut. Bahkan 
dikemukakan bahwa upaya untuk mendelegitimasi senjata nuklir dengan 
menggunakan pendekatan kemanusiaan adalah bagian dari “siklus aktivisme 
pelucutan senjata? yang berulang dapat diamati melalui protes-protes di 
masa lalu dalam kaitannya dengan uji coba nuklir di atmosfer dan gerakan 
Nuclear Freeze, yang menuntut Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk 
menyetujui menghentikan uji coba, produksi, dan penggelaran senjata nuklir 
(Considine, 2017: 7). 

Meskipun perlawanan terhadap senjata nuklir atas dasar kemanusiaan 
telah dilancarkan sejak awal, tetapi perlawanan ini tidak pernah benar-benar 
mendapatkan momentum. Ada beberapa faktor yang memberi jalan bagi 
pembaharuan semangat untuk menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk 
menghapus senjata nuklir. Pertama, berakhirnya Perang Dingin. Sementara 
wacana tentang pencegahan tetap kuat selama bertahun-tahun setelahnya, 
berakhirnya Perang Dingin telah membuka kemungkinan perubahan 
mendasar (Considine, 2017: 9: Sauer, 2015: 5). Kedua, keberhasilan 
pendekatan kemanusiaan terhadap ranjau antipersonil dan selanjutnya, bom 
curah berfungsi sebagai inspirasi sekaligus momentum untuk menerapkan 
pendekatan yang sama pada senjata nuklir (Lovold dkk., 2013, Borrie dan 
Caughley, 2014). Ketiga, konsolidasi organisasi masyarakat sipil di bawah 
bendera ICAN serta pelibatan kembali ICRC dalam isu senjata nuklir 
(Kmentt, 2015: 682: Minor, 2015: 711, Sauer, 2015, Sauer dan Pretorius, 
2014, Slade dkk., 2015: 731). Perlu dicatat juga bahwa advisory opinions 
dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice, ICJ) tahun 
1996 tentang legalitas senjata nuklir juga dapat berperan dalam menciptakan 
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ruang bagi pendekatan kemanusiaan, terutama dari segi hukum (Kurosawa, 
2015: 22, Slade dkk., 2015). 

Secara umum, Inisiatif Kemanusiaan dimulai pada tahun 2010 saat 
mantan Presiden ICRC, Jacob Kellenberger memberikan pidato di depan 
korps diplomatik di Jenewa, di mana ia menyoroti fakta bahwa tidak akan 
pernah ada kapasitas yang memadai untuk menanggapi dampak ledakan 
nuklir dan senjata semacam itu akan bertentangan dengan aturan hukum 
humaniter (Kmentt, 2015). Keprihatinan Kellenberger memperoleh 
tanggapan serius dan dibawa ke NPT Review Conference yang diadakan 
pada bulan Mei 2010. Dokumen akhir NPT menyatakan “keprihatinan yang 
mendalam pada konsekuensi bencana kemanusiaan dari setiap penggunaan 
senjata nuklir ...”. Referensi ini adalah pertama kalinya dimensi kemanusiaan 
telah secara eksplisit dibahas dalam dokumen konsensus NPT sejak adopsi 
NPT dan paragraf pembukaannya 1 pada tahun 1968 (Kmentt, 2015: 684). 

Apa yang dimaksud dengan Inisiatif Kemanusiaan? Apa artinya? 
Seorang penulis melihatnya sebagai bentuk “pemberontakan' terhadap negara 
pemilik senjata nuklir, sebagai cara negara bukan pemilik senjata nuklir 
untuk mengambil alih komando diskusi perlucutan senjata, dan sebagai 
alat untuk memaksa negara pemilik senjata nuklir dan sekutunya untuk 
mengklarifikasi posisi mereka di depan publik (Leeper, 2016). Pandangan 
ini sebagian besar dimiliki oleh orang yang melihat bahwa gerakan tersebut 
menggeser kekuatan negosiasi dari negara-negara pemilik senjata nuklir ke 
negara-negara bukan pemilik senjata nuklir dengan cara memberdayakan 
mereka untuk “mengambil tindakan hukum dan diplomatik untuk melarang 
dan menghilangkan senjata tidak manusiawi tersebut, (Johnson, 2014: 
66). Selain memberdayakan, gerakan ini juga memberikan dasar umum 
untuk diskusi yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan untuk 
keterlibatan tidak seperti forum lain seperti Non Proliferation Treaty (NPT) 
atau UN Conference on Disarmament (CD) (Lewis dan Williams, 2013). 

Tidak semua ilmuwan nyaman dengan model Inisiatif Kemanusiaan. 
Bruno Tertrais, misalnya, tidak yakin dengan argumen yang dibawa oleh 
pendekatan kemanusiaan. Ia berpendapat bahwa konsekuensi kemanusiaan 
tidak boleh lagi diperdebatkan karena semua orang telah menerimanya. 
Faktanya, sifat menakutkan adalah elemen dasar dari pencegahan nuklir, dan 
itulah mengapa penting untuk mempertahankan argumen non-penggunaan 
(2015: 2). Argumen legal juga dianggap tidak menawarkan sesuatu yang 
baru. Argumen-argumen tersebut juga sering tidak sejalan dengan realitas 
strategis (2015: 3). 
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Pandangan skeptis lain terhadap inisiatif kemanusiaan berangkat 
dengan keyakinan bahwa pendekatan ini tidak sepenuhnya orisinal atau 
transformatif dalam kaitannya dengan politik senjata nuklir. Upaya untuk 
memfokuskan kembali diskusi tentang dampak kemanusiaan dari senjata 
nuklir tidak lebih dari manifestasi terbaru dari dorongan berulang untuk 
menyerukan “rethink the unthinkable? yang pertama kali dibuat pada hari-hari 
setelah Hiroshima dan Nagasaki (Considine, 2017: 696). Craig dan Ruzicka 
menunjuk pada kompleks nonproliferasi sebagai faktor yang mencegah 
perubahan agenda pelucutan senjata status guo. Kompleks nonproliferasi 
ini terdiri dari think-tanks, LSM, akademisi, lembaga pemerintah yang 
memiliki akses ke sumber daya dalam jumlah besar untuk mendorong 
agenda nonproliferasi, dan perlucutan senjata, tetapi tidak mengubah status 
guo secara signifikan (Craig dan Ruzizca, 2013). 


Membangun Argumen Kemanusiaan bagi Pelarangan Senjata 
Nuklir 


Peran inisiatif kemanusiaan bagi pelarangan senjata nuklir dapat dilihat 
melalui tiga pertanyaan penting, yaitu apa rangkaian argumen yang diajukan, 
siapa yang terlibat dalam proses argumentasi, dan apa hasilnya. Pada 
dasarnya, argumen yang digunakan dalam inisiatif kemanusiaan meliputi 
dua hal berikut. Pertama, ledakan senjata nuklir akan memiliki konsekuensi 
bencana kemanusiaan yang tidak pernah dapat diantisipasi dengan baik, 
dan pembahasan tentang senjata nuklir harus dibingkai kembali dengan 
pemikiran ini. Kedua, dalam kaitannya dengan konsekuensi kemanusiaan 
ini dan lumpuhnya rezim perlucutan senjata saat ini, sangat penting bagi 
negara-negara untuk memulai negosiasi tentang perjanjian yang melarang 
senjata nuklir, dengan atau tanpa partisipasi negara pemilik senjata nuklir 
(nuclear weapons states). 

Inisiatif kemanusiaan melibatkan banyak aktor dan agen dalam 
hubungan internasional. Di antara yang terlibat adalah masyarakat sipil, 
terutama yang berada di bawah bendera ICAN dan ICRC (Ware, 2015, 
Leeper, 2016). Perlu dicatat bahwa tidak semua aktor masyarakat sipil 
menyetujui perjanjian pelarangan, dan ada beberapa kelompok aktor dalam 
masyarakat sipil lain yang menolaknya. Bahkan, ketika diluncurkan pada 
tahun 2007, ICAN melihat konvensi senjata nuklir sebagai tujuan utamanya, 
tetapi kemudian mengubah posisinya untuk mendukung perjanjian 
pelarangan senjata nuklir. 
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Mereka yang menjadi sasaran argumen ini adalah negara, tetapi tidak 
semua negara. Meskipun negara pemilik senjata nuklir adalah aktor kunci, 
tetapi hanya sedikit yang percaya bahwa negara-negara ini siap untuk 
mengubah posisi mereka dalam menghadapi argumen yang lebih baik. 
Oleh karena itu, syarat bagi terjadinya argumentasi yang sebenarnya tidak 
bisa terpenuhi (Risse, 2000). Pada awalnya, banyak yang skeptis terhadap 
efektivitas perjanjian pelarangan senjata nuklir dalam mencapai perlucutan 
senjata nuklir secara umum dan lengkap tanpa keterlibatan negara pemilik 
senjata nuklir. Namun, seperti yang akan ditunjukkan, posisi mereka 
berangsur-angsur berubah dan dalam perjalanannya mereka lebih siap untuk 
menerima gagasan perjanjian pelarangan. 


Perdebatan di Tingkat Multilateral 


Secara luas disepakati bahwa upaya untuk memfokuskan kembali perdebatan 
senjata nuklir ke konsekuensi kemanusiaannya dimulai dengan seruan oleh 
Jacob Kellenberger pada tahun 2010 kepada korps diplomatik di Jenewa 
untuk meningkatkan upaya mereka dalam menyingkirkan senjata nuklir. 
Untuk mendukung seruannya, ia mengangkat beberapa argumen yang 
saling terkait. Pada awalnya, Kellenberger secara eksplisit menyatakan 
bahwa perdebatan tentang senjata nuklir tidak bisa hanya didasarkan pada 
doktrin militer dan politik kekuasaan, tetapi harus pada manusia, tentang 
aturan fundamental hukum humaniter internasional, dan tentang masa depan 
kolektif kemanusiaan (Kellenberger, 2010). Kellenberger memperkuat 
penjelasannya tentang besarnya ledakan nuklir dan asesmen kapasitas ICRC, 
serta badan-badan internasional lainnya dalam merespons ledakan nuklir 
dengan mengatakan bahwa di tingkat internasional hanya ada kapasitas yang 
sangat terbatas dan tidak ada rancangan koordinasi yang realistis. 

Seruan yang diajukan oleh ICRC sangat mengejutkan banyak orang 
karena biasanya ICRC berhubungan dengan negara secara rahasia. Selain itu, 
diskusi tentang senjata nuklir selalu menjadi masalah politik tingkat tinggi, 
sebuah wilayah di mana ICRC secara tradisional telah menjauh. Keterlibatan 
kembali ICRC secara publik dalam masalah senjata nuklir, dan fakta bahwa 
ICRC adalah suara otoritas dalam hukum humaniter internasional, jelas 
sangat menarik perhatian banyak negara. Secara strategis, pengajuan banding 
tersebut juga dilakukan pada saat yang tepat. Banding ICRC dilakukan hanya 
sebulan sebelum negara-negara pihak NPT berkumpul di New York untuk 
mengikuti Review Conference 2010. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika 
seruan Kellenberger ini dikaitkan dengan keberadaan ekspresi kemanusiaan 
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dalam Final Document NPT Review Conference 2010. Final Document 
NPT Review Conference 2010 menandai untuk pertama kalinya dampak 
kemanusiaan senjata nuklir dirujuk dalam dokumen NPT yang disepakati 
(Kmentt, 2015: 684). Ini menunjukkan bahwa suatu bentuk persuasi telah 
terjadi selama berlangsungnya sesi-sesi di review conference. 

Swiss yang terinspirasi oleh pernyataan ICRC tentang dimensi 
kemanusiaan senjata nuklir menyatakan dalam debat umum bahwa, 
tujuannya adalah untuk membawa aspek kemanusiaan ke inti perdebatan 
tentang perlucutan senjata nuklir (Calmy-Rey, 2010). Bersama dengan 
James Martin Center on Nonproliferation Studies, Pemerintah Swiss juga 
merilis publikasi dengan judul “Delegitimizing Nuclear Weapons” yang 
menguraikan pelajaran masa lalu tentang perlucutan senjata kemanusiaan 
(Berry dkk., 2010). Dalam proses negosiasi draf dokumen final yang 
akhirnya memuat pernyataan di atas, satu-satunya keberatan yang paling 
serius datang dari Perancis, sedangkan Inggris menyatakan keraguan. 
Penolakan ini mengakibatkan sedikit revisi dengan memasukkan frase 
hukum internasional yang berlaku, termasuk hukum humaniter internasional. 
Di sisi lain, Amerika Serikat dan Rusia setuju bahwa Hukum Humaniter 
Internasional berlaku untuk senjata nuklir, meskipun mereka berpendapat 
bahwa senjata nuklir mungkin tidak selalu tidak kompatibel dengan Hukum 
Humaniter Internasional (Burroughs, 2010). 

Akhirnya, semua negara sepakat tentang konsekuensi bencana 
kemanusiaan yang diakibatkan oleh senjata nuklir dan kesepakatan tersebut 
sangat beralasan. Konsensus dicapai dalam waktu yang relatif singkat, 
sejak pidato Kellenberger pada pertengahan April hingga diadopsinya 
Final Document pada akhir Mei. Yang menarik, argumen kemanusiaan 
ini sebenarnya diajukan oleh aktor-aktor yang relatif lemah di kancah 
internasional, yaitu ICRC. Hasilnya juga sangat mengejutkan karena hanya 
ada sedikit perlawanan dari negara pihak. Meskipun mengakui dampak 
kemanusiaan senjata nuklir bukanlah hal yang luar biasa karena semua 
orang sudah mengetahuinya, mengakui adanya dampak tersebut dalam 
konferensi NPT membawa signifikansi politik yang sangat besar. Penolakan 
Perancis pada draf awal dan revisi berikutnya bisa dibilang dianggap 
sebagai contoh dari proses tawar-menawar. Akan tetapi, seandainya tawar- 
menawar itu benar-benar terjadi, bukan berarti dorongan untuk mengakui 
dampak kemanusiaan tidak terjadi. Seperti yang secara jelas ditunjukkan 
dalam literatur, berdebat dan tawar-menawar biasanya berjalan bersama 
(Dunne dan Gelber, 2014: 332). Oleh karena itu, jelas bahwa proses persuasi 
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telah terjadi selama Review Conference 2010 dalam kaitannya dengan 
pencantuman pernyataan kemanusiaan dalam Final Document of the 2010 
Review Conference. 

Upaya menghadirkan argumen yang lebih baik bagi pelarangan 
dan penghapusan nuklir digagas oleh Norwegia pada tahun 2013, dengan 
mengadakan konferensi internasional tentang Dampak Kemanusiaan Senjata 
Nuklir (Humanitarian Impacts of Nuclear Weapons, HINW). Konferensi ini 
dihadiri oleh 127 negara dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Tujuan 
dari pertemuan ini adalah untuk mengedepankan diskusi berbasis fakta. 
Dengan mengemukakan argumen ilmiah, para pendukung larangan nuklir 
berharap dapat membujuk para skeptis, terutama negara-negara yang tidak 
memiliki senjata nuklir. Pada dasarnya, sekalipun semua negara sudah 
memahami konsekuensi tersebut, mengingatkan negara-negara tentang 
dampak kemanusiaan senjata nuklir dan menguraikan secara rinci aspek- 
aspek dari dampak tersebut masih merupakan argumen. Oleh karena itu, 
konferensi ini dimaksudkan untuk membangun dukungan bagi pendekatan 
alternatif, yang selama ini tidak pernah dipikirkan secara serius, yaitu 
membuat perjanjian pelarangan senjata nuklir bahkan tanpa keterlibatan 
negara pemilik senjata nuklir. 

Konferensi tindak lanjut HINW kemudian diselenggarakan secara 
berurutan untuk menjaga momentum. Konferensi HINW ke-2 diadakan di 
Nayarit oleh Pemerintah Meksiko dan, yang mengejutkan, dihadiri oleh 146 
negara. Sementara itu, fokus konferensi tetap pada dampak ledakan senjata 
nuklir dari perspektif ilmiah. Gagasan tentang perjanjian larangan mulai 
beredar di ruang konferensi. 

Namun, ada banyak skeptisisme dan kebingungan tentang gagasan 
perjanjian pelarangan senjata nuklir. Banyak yang masih berpegang pada 
proposal yang ada tentang konvensi senjata nuklir, tanpa benar-benar 
memperdebatkan mengapa komunitas internasional percaya bahwa konvensi 
tersebut masih layak diperjuangkan sekalipun telah mencapai kebuntuan 
(lihat, Thani, 2014). Meskipun demikian, ringkasan ketua konferensi 
mencerminkan kecenderungan yang kuat terhadap perjanjian pelarangan 
senjata nuklir (Government of the Republic of Mexico, 2014). 

Pada konferensi berikutnya di Wina, peserta yang hadir juga semakin 
banyak. Konferensi di Wina dihadiri oleh 158 negara, yaitu organisasi 
masyarakat sipil dan tokoh-tokoh terkemuka seperti Sekretaris Jenderal 
PBB, Presiden ICRC, dan Paus Francis. Pembahasan di Konferensi Wina 
mempertegas pembahasan sebelumnya di Oslo dan Nayarit. Humanitarian 
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Pledge yang dikeluarkan pada akhir Konferensi Wina berfungsi sebagai 
titik temu bagi negara-negara yang percaya bahwa aksi lebih lanjut harus 
dilakukan, bahwa perlu dilakukan upaya untuk mengidentifikasi dan 
mengejar langkah-langkah efektif untuk mengisi celah hukum bagi larangan 
dan penghapusan senjata nuklir (Government of Austria, 2014). 

Lonjakan jumlah negara yang terkait dengan pernyataan bersama 
tentang dimensi kemanusiaan senjata nuklir, dari 16 pada tahun 2012 
menjadi 125 pada akhir tahun 2013 merupakan indikasi yang jelas bahwa 
penggunaan pendekatan kemanusiaan dengan cepat mendapatkan gaung. 
Tanda lain terhadap luasnya penerimaan argumen kemanusiaan ini adalah 
lonjakan dukungan terhadap Humanitarian Pledge, yang mencapai lebih 
dari 100 negara hanya dalam beberapa bulan peluncuran. Referensi tentang 
konsekuensi kemanusiaan dari senjata nuklir juga berlimpah di banyak 
kesempatan, tidak terbatas pada konferensi HINW, tetapi juga di konferensi 
NPT dan pertemuan First Committee UN General Assembly. Faktanya, 
Amerika Serikat memasukkan referensi tentang konsekuensi kemanusiaan 
senjata nuklir ke dalam pernyataannya dalam debat umum 2014 NPT 
Preparatory Committee (Gottemoeller, 2014). Referensi tersebut tidak 
pernah ditemukan dalam pernyataannya pada tahun-tahun sebelumnya di 
forum yang sama (Burke, 2012: Countryman, 2015). 

Namun sehubungan dengan argumen kedua, tidak semuanya bisa 
dibujuk dan diyakinkan dengan mudah. Bahkan, mereka yang mengesahkan 
Humanitarian Pledge-pun nampaknya memiliki cara yang berbeda dalam 
menafsirkan makna Inisiatif Kemanusiaan. Gerakan Non Blok, misalnya, 
dalam pernyataan yang disampaikannya pada 2015 NPT Review Conference 
menilai “humanitarian turn? sebagai cerminan dari meluasnya kepedulian 
dan ketidaksabaran terhadap kurangnya kemajuan dalam perlucutan senjata 
nuklir. Namun dalam pernyataan yang sama, Gerakan Non Blok juga 
menegaskan kembali komitmennya untuk segera memulai negosiasi dan 
menghasilkan sebuah konvensi senjata nuklir yang komprehensif dalam 
Konferensi tentang Perlucutan Senjata (Zarif, 2015). 

Senada dengan pernyataan Gerakan Non Blok adalah pernyataan 
ASEAN pada 2015 NPT Review Conference. Sekalipun mengakui 
peningkatan dukungan terhadap fokus kemanusiaan pada konsekuensi 
senjata nuklir, dan bahkan menyambut baik konferensi HINW, ASEAN 
awalnya gagal untuk menerima perjanjian pelarangan dan sebaliknya tetap 
mengusulkan gagasan lama negosiasi tentang konvensi komprehensif 
tentang senjata nuklir melalui Konferensi Perlucutan Senjata (Tin, 2015). 


130 | The Global South 


Namun, pernyataan ASEAN ini tidak mencerminkan posisi nasional negara- 
negara anggotanya. Thailand dan Malaysia, misalnya, dalam debat umum 
tidak lagi mengacu pada konvensi senjata nuklir, tetapi justru dibuat lebih 
terbuka yang mengisyaratkan komitmennya untuk mengatasi kesenjangan 
hukum (Bamrungphong, 2015, Iberahim, 2015). Berbeda dengan Thailand 
dan Malaysia, Indonesia dan Filipina tetap berkomitmen pada konvensi 
senjata nuklir dalam pernyataannya tanpa mengacu pada perjanjian 
pelarangan senjata nuklir (Percaya, 2015, Yparraguirre, 2015). 

Di belahan bumi yang lain, Meksiko membuat referensi yang jelas ke 
perjanjian pelarangan dengan menekankan kebutuhan untuk menegosiasikan 
instrumen yang mengikat secara hukum yang melarang pengembangan, 
produksi, penimbunan, kepemilikan, transfer, penyebaran, dan penggunaan 
senjata nuklir. Sementara menganggap Konferensi tentang Perlucutan 
Senjata sebagai salah satu tempat yang memungkinkan untuk negosiasi, 
Meksiko memperingatkan bahwa lumpuhnya institusi ini membuatnya 
perlu untuk mencari alternatif lain (Robledo, 2015). Di sisi lain, Komunitas 
Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC), sangat tidak jelas 
dalam referensi mereka terhadap perjanjian pelarangan senjata nuklir 
(Mendoza, 2015). 

Di akhir pertemuan First Committee UN General Assembly tahun 
2015, sejumlah resolusi yang terkait dengan inisiatif kemanusiaan diajukan 
dan disahkan. Salah satu resolusi penting adalah Resolusi L.13 (kemudian 
Resolusi L.13/Rev1) yang diusulkan oleh Meksiko mengenai pembentukan 
Open Ended Working Group (OEWG) on Nuclear Disarmament, “dengan 
maksud untuk mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah hukum yang 
konkrit dan efektif untuk mencapai perlucutan senjata nuklir, khususnya 
ketentuan dan norma hukum yang baru untuk mencapai dan memelihara 
dunia tanpa senjata nuklir (United Nations, 2015). Resolusi tersebut disahkan 
dengan 135 negara memberikan suara mendukung. 

Pada awal OEWG, banyak negara lebih eksplisit dalam mendukung 
mereka untuk mengadakan konferensi diplomatik tentang perjanjian 
pelarangan senjata nuklir. Indonesia, misalnya, mengeluarkan pernyataan 
untuk mendukung OEWG dan terlihat jelas bahwa posisi Indonesia telah 
bergeser sangat jauh dari posisi saat NPT Review Conference 2015. Dalam 
pertemuan ini, Indonesia secara resmi menganut gagasan perjanjian 
pelarangan (Government of Indonesia, 2016). Indonesia hanyalah satu 
contoh keberhasilan persuasi. Ada puluhan negara lain yang mendukung 
gagasan perjanjian pelarangan di OEWG, yang mungkin tidak akan 
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terjadi sebelumnya (Gandenberger dan Acheson, 2016). Pada akhirnya, 
rekomendasi akhir didukung oleh sedikitnya 107 negara. 


Diskusi Meja Bundar Tingkat Regional 


Upaya untuk membangun argumen tidak hanya terjadi di tingkat multilateral, 
tetapi juga di tingkat nasional dan regional. Salah satu contoh penting dari 
upaya yang dilakukan di tingkat regional membahas Inisiatif Kemanusiaan 
dan prospek untuk perjanjian pelarangan senjata nuklir adalah yang 
diselenggarakan oleh International Law and Policy Institute (ILPI) dari 2012 
hingga 2016, bekerja sama dengan mitra lokal.2 Pertemuan meja bundar 
pada umumnya ditujukan untuk mempertemukan individu-individu kunci 
dari kawasan, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan perwakilan dari 
masyarakat sipil untuk membahas tentang pendekatan kemanusiaan terhadap 
senjata nuklir dan kelangsungan perjanjian pelarangan senjata nuklir. 
Pertemuan-pertemuan ini diselenggarakan di bawah aturan Chatham House 
sehingga para peserta diundang dalam kapasitas pribadinya. Pengaturan 
ini memberikan kesempatan unik bagi para pemangku kepentingan untuk 
berbicara secara terbuka tentang Inisiatif Kemanusiaan, dan khususnya, 
manfaat dari perjanjian pelarangan senjata nuklir. Dengan lingkungan yang 
semakin privat dan tertutup, semakin besar kemungkinan terjadinya persuasi 
(lihat Checkel, 2001). 

Hingga awal 2016, sudah ada 11 pertemuan regional yang 
diselenggarakan oleh ILPI. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Addis Ababa 
(Juni 2012), Punta del Este (Desember 2012), Yogyakarta (Juli 2013), Lagos 
(November 2013), Nairobi (Desember 2013), Lusaka (Mei 2014), Tagaytay 
(Juni 2014), Montego (Agustus 2014), Bangkok (Maret 2015), San Jose 
(November 2015), dan Pretoria (Februari 2016). Pertemuan-pertemuan ini 
diatur waktunya secara strategis untuk disesuaikan dengan forum multilateral 
yang penting, seperti tiga konferensi HINW, konferensi NPT, pertemuan 
First Committee United Nations General Assembly (UNGA), dan OEWG 
on Nuclear Disarmament. 

Tidak semua peserta dalam pertemuan ini, terutama pada beberapa 
pertemuan yang paling awal memiliki pengetahuan yang cukup tentang 
apa yang dimaksud dengan Inisiatif Kemanusiaan dan apa maknanya. Pada 
pertemuan putaran ke-3, yang diadakan di Yogyakarta untuk para pemangku 
kepentingan Asia Tenggara, para peserta secara luas sepakat bahwa mesin 


20 Cek website ILPI: http://ilpi.org/this-is-ilpi/ (diakses pada 20 Mei 2021). 
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pelucutan senjata saat ini tidak dapat diandalkan, dan larangan senjata 
nuklir akan memiliki nilai bahkan jika negara-negara bersenjata nuklir tidak 
bergabung dari awal (ILPI, 2013). 

Pertanyaan tentang keefektifan perjanjian pelarangan tanpa negara 
pemilik senjata nuklir juga banyak dijumpai di putaran ke-5 meja bundar 
regional, yang diadakan di Nairobi pada Desember 2013. Argumen yang 
lebih mendalam tentang perjanjian larangan terjadi pada pertemuan Bangkok 
(pertemuan ketiga di Asia Tenggara setelah Yogyakarta dan Tagaytay). 
Dalam pertemuan yang dihadiri pejabat tinggi dari beberapa negara Asia 
Tenggara itu, diskusi berlangsung hidup dan mendalam. Diakui bahwa 
terdapat kesenjangan dalam hukum internasional terkait dengan senjata 
nuklir, dan semua peserta setuju bahwa larangan komprehensif tentang 
senjata nuklir, melalui perjanjian larangan, akan menutup celah hukum 
secara efektif (Ministry of Foreign Affairs of Thailand dan ILPI, 2015). 

Ada dua alasan kuat untuk mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan 
ini mewakili situasi perdebatan. Pertama, peserta pertemuan ini memiliki 
kekuasaan asimetris. Negara jelas memiliki kekuatan materi dan hukum 
yang lebih besar dibandingkan dengan aktor masyarakat sipil. Dengan kata 
lain, negara tidak perlu mendengarkan masyarakat sipil karena merekalah 
yang memiliki kekuatan negosiasi dan voting di forum internasional 
tentang perlucutan senjata nuklir. Akan tetapi, aturan pertemuan yang 
dirancang sedemikian rupa berhasil menciptakan hubungan yang nonhierarki 
menghasilkan kondisi yang nyaman untuk berdebat. Oleh karenanya, 
kekuasaan dan hierarki sosial surut di latar belakang' (Risse dan Kleine, 
2010: 710). 

Kedua, argumen-argumen yang dikemukakan dalam pertemuan 
tersebut, setidaknya dalam pandangan awal, tidak sejalan dengan 
kepentingan instrumental negara. Kepentingan negara bukan pemilik 
senjata nuklir jelas agar negara pemilik senjata nuklir mengurangi dan pada 
akhirnya menghilangkan persenjataan nuklir mereka. Perjanjian larangan 
bertentangan dengan tujuan ini, karena partisipasi negara pemilik senjata 
nuklir tidak dijamin. Mengapa negara bukan pemilik senjata nuklir harus 
mengeluarkan sumber daya, politik, dan keuangan untuk mengejar perjanjian 
yang tidak akan mengikat negara pemilik senjata nuklir? Kontradiksi yang 
jelas antara argumen untuk perjanjian larangan dan kepentingan negara 
bukan pemilik senjata nuklir menunjukkan bahwa musyawarah yang tulus 
mungkin terjadi, dan jika negara bukan pemilik senjata nuklir berubah 
pikiran, itu mungkin contoh konkret dari persuasi (Risse, 2000: 19). 
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Peran ICAN dan Mitra-Mitranya 


Selama proses yang berlangsung di PBB, konferensi HINW, konferensi NPT, 
dan OEWG, para aktor masyarakat sipil secara aktif melibatkan perwakilan 
pemerintah untuk meyakinkan mereka agar mendukung pendekatan 
kemanusiaan dan perjanjian pelarangan. Dalam konferensi NPT, misalnya, 
para aktor masyarakat sipil biasanya mengadakan sesi briefing dengan 
pemerintah, yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan argumentasi 
antara perwakilan pemerintah dan peserta masyarakat sipil. 

Selain briefing yang agak formal (atau semi formal, tergantung 
pada masing-masing kasus) dengan pemerintah, ICAN dan mitra juga 
mengadakan pertemuan informal dengan perwakilan pemerintah. Pertemuan 
informal ini dilakukan dengan berbagai cara. Di luar ruang konferensi, 
pertemuan biasanya berlangsung di kantor perwakilan tetap delegasi. 
Pengamatan penulis pada pertemuan-pertemuan ini menunjukkan ruang 
yang lebih besar untuk terjadinya argumentasi dengan basis yang kuat antara 
perwakilan pemerintah dan ICAN. Diskusi membahas detail argumen, 
seperti bagaimana sebenarnya perjanjian pelarangan akan membuka jalan 
untuk menyelesaikan eliminasi atau hasil konkret apa yang dapat diharapkan 
oleh pemerintah dari terwujudnya perjanjian semacam itu? 

Setting lain yang juga sering terjadi adalah keterlibatan berdasarkan 
wilayah. Strategi umum untuk ini adalah mengadakan breakfast meeting 
dengan delegasi dari wilayah tertentu, seperti Asia Tenggara, negara-negara 
kepulauan Pasifik, kelompok Afrika, dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, 
ICAN diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan para delegasi secara 
informal dan memperdebatkan posisinya. 

Sarana lain untuk berdebat yang efektif adalah melalui publikasi. 
ICAN dan mitra-mitranya secara teratur menerbitkan materi yang 
mengelaborasi argumen untuk pendekatan kemanusiaan dan perjanjian 
larangan. Salah satu publikasi penting yang telah beredar luas di kalangan 
pejabat pemerintah adalah publikasi berjudul A Treaty Banning Nuclear 
Weapons, yang ditulis bersama oleh mitra ICAN, Reaching Critical Will dan 
Article 36 (Acheson dkk., 2014). Publikasi serupa yang memperdebatkan 
perjanjian larangan juga telah diproduksi oleh pasal 36 pada awal Februari 
2013, berjudul Banning Nuclear Weapons (Brehm dkk., 2013). Dokumen 
ini juga telah didistribusikan secara luas ke banyak perwakilan pemerintah 
di pertemuan Oslo dan Nayarit. 
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Penutup 


Munculnya Inisiatif Kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari gerakan 
yang berkembang yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan negara- 
negara yang berpikiran sama yang tanpa henti mengutarakan argumen yang 
meyakinkan tentang manfaat pendekatan kemanusiaan dan relevansinya, 
serta nilai, mengejar perjanjian yang melarang senjata nuklir bahkan tanpa 
partisipasi negara senjata nuklir. Bab ini mengkaji proses argumentasi yang 
terjadi di forum terkait senjata nuklir antara tahun 2010 dan 2016. Dua 
kesimpulan penting bisa ditarik dari pembahasan di bab ini. 

Pertama, sementara argumen yang mendukung penggunaan 
pendekatan kemanusiaan terhadap senjata nuklir mendapat sambutan positif 
dengan cepat, argumen yang mendukung negosiasi perjanjian pelarangan 
(bahkan tanpa partisipasi negara senjata nuklir) tidak diterima. Kedua, aktor- 
aktor non-negara, dalam hal ini yang berada di bawah ICAN (bersama-sama 
dengan ICRC), memainkan peran kunci dalam memperjuangkan pendekatan 
kemanusiaan dan melarang perjanjian. Hal ini ditunjukkan dengan 
keberadaan ICAN di setiap forum, dan berbagai saluran yang digunakannya 
untuk mendekati dan berdebat dengan pejabat pemerintah. Diskusi meja 
bundar dengan aturan Chatham House antara aktor masyarakat sipil dan 
pejabat pemerintah sangat penting karena diadakan dalam pengaturan 
pribadi, memungkinkan pertukaran yang relatif asli terjadi. Peran penting 
ICAN dan ICRC dalam Inisiatif Kemanusiaan ini mengkonfirmasi klaim 
Risse bahwa proses berdebat secara substansial memberdayakan aktor yang 
lebih lemah. Dalam hal ini, aktor non-negara yang memiliki lebih sedikit 
sumber daya material untuk dibuang. 

Keberhasilan Inisiatif Kemanusiaan untuk melahirkan Perjanjian 
Pelarangan Senjata Nuklir semakin memperkuat keyakinan bahwa hubungan 
internasional tidak kebal terhadap perubahan. Dan, yang lebih penting, upaya 
untuk melakukan perubahan bisa dilakukan oleh aktor-aktor yang dalam 
perspektif Hubungan Internasional yang dominan tidak memiliki kekuatan. 
Kuncinya adalah kemampuan membangun argumen bukan hanya untuk 
meyakinkan mereka yang skeptis terhadap perubahan, tetapi juga untuk 
mendelegitimasi, mendenormalisasi, dan merekonstruksi praktik-praktik 
hubungan internasional yang “normal' dan “dominan”. Akan tetapi, argumen 
tidak bisa dibangun dengan rangkaian kata-kata kosong, melainkan harus 
didasarkan pada komitmen terhadap nilai-nilai dan kebaikan. 

Dalam artian ini, Hubungan Internasional bisa memainkan peran 
penting, yakni untuk membangun komitmen. Akan tetapi, untuk memainkan 
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peran tersebut diperlukan reorientasi dalam disiplin hubungan internasional. 
Hubungan Internasional bukan lagi dimaksudkan semata-mata untuk 
memproduksi dan mentransfer pengetahuan (knowing international 
relations), tetapi juga nilai-nilai yang menuntut komitmen untuk 
memperjuangkannya (doing international relations)! 
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BAB 8 
Membangun Agensi Perdamaian-! 


Diah Kusumaningrum 


“Jika ingin damai, belajarlah tentang perdamaian— bukan tentang perang.” 
Nasihat ini disampaikan trio Samsu Rizal Panggabean, Herbert Feith, 
dan Lance Castle pada tahun 1997, saat pertama kali menawarkan kelas 
Pengantar Studi Perdamaian (PSP) di Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional, Universitas Gadjah Mada. Ini adalah kritik mereka terhadap 
Studi Hubungan Internasional klasik, yang meskipun memberi perhatian 
besar terhadap persoalan perang dan damai, lebih menitikberatkan pada 
kajian-kajian perang—apa yang menyebabkannya, bagaimana mencegahnya, 
dan bagaimana menghentikannya. Mereka menggarisbawahi kecenderungan 
Ilmu Hubungan Internasional klasik memaknai perdamaian sekadar sebagai 
ketiadaan perang, bukan sesuatu yang secara akademik bisa dan perlu 
dikonseptualisasikan, didefinisikan, dipelajari, dan diperlakukan secara 
terpisah dari perang. Menurut mereka, kelas-kelas Hubungan Internasional 
klasik sering sekali mendiskusikan pengertian perang, tetapi hampir tidak 
pernah memikirkan apa itu damai, meskipun mengklaim bahwa agenda 
utama belajar Hubungan Internasional adalah mewujudkan perdamaian 
dunia. 

Dua dekade lebih telah berlalu. Saat ini, “Studi Perdamaian dan 
Konflik” telah menjadi satu konsentrasi studi tersendiri di Program Studi 
S-1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. 
Ia tidak hanya menawarkan PSP, melainkan juga aneka mata kuliah 


21 Versi awal dan sederhana dari tulisan ini pernah dimuat dalam IIS Brief (Issue 5, 
September 2017) dengan judul “20 Tahun Studi Perdamaian di HI UGM.” 
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seperti Studi Nirkekerasan, Konflik: Analisis dan Transformasi, Negosiasi 
dan Resolusi Konflik, Konflik Etnik, serta Binadamai. Di tingkat S-2, 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional membuka kelas Dasar-Dasar 
Studi Perdamaian, Operasi Perdamaian Internasional, serta Binadamai dan 
Rekonstruksi Pascakonflik. 

Secara khusus, bab ini mendiskusikan bagaimana prinsip-prinsip 
Studi Perdamaian dan Studi Konflik dipakai sebagai landasan mendorong 
kritik ideologi terhadap disiplin Ilmu Hubungan Internasional yang 
dikembangkan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 
Gadjah Mada. Dalam kaitannya dengan visi the Global South, lensa yang 
ditawarkan kedua studi ini “memaksa” warga Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional menelusuri struktur dan kultur penaklukan dalam tatanan 
global. Konsekuensinya, kurikulum konsentrasi Studi Perdamaian dan 
Konflik di Departemen Ilmu Hubungan Internasional tidak bisa tidak 
berpihak kepada underdog. Berbekal solidaritas serta kreativitas, pemihakan 
ini menjadi modal penting aneka proyek politik warga Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional. 


Membongkar Struktur dan Kultur Penaklukan 


Studi Perdamaian dan Studi Konflik adalah dua disiplin tersendiri dalam 
ilmu sosial. Sadar betul akan hal ini, konsentrasi Studi Perdamaian dan 
Konflik di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah 
Mada tidak mereduksi perdamaian dan konflik sebagai topik bahasan 
belaka, yang kemudian didekati dengan perspektif-perspektif dalam Ilmu 
Hubungan Internasional. Justru, perspektif Studi Perdamaian dan Studi 
Konflik dipakai sebagai pisau analisis guna mendedah topik-topik khas 
Ilmu Hubungan Internasional, seperti perang, keamanan, perdagangan, 
migrasi, dan sebagainya. Ini bukan hal mudah, mengingat masing-masing 
pisau memiliki “ruh” tersendiri. 

Irisan dan ketegangan antara Studi Hubungan Internasional klasik, 
Studi Perdamaian, dan Studi Konflik salah satunya dapat dipahami melalui 
tulisan A. J. R Groom (1988). Menurutnya, Studi Hubungan Internasional 
klasik didominasi pandangan realis, Studi Konflik cenderung dekat dengan 
pandangan liberalis dalam Hubungan Internasional, dan Studi Perdamaian 
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cenderung dekat dengan pandangan Marxis dalam Hubungan Internasional 


(lihat Tabel 1).2 


Tabel 1. Perbandingan Tiga Pendekatan 


conflict stresses 


application of threat 
systems 


Strategist Conflict researcher Peace researcher 
Conceptual Realist World society Structuralist 
Framework 
The world is ... state-centric non state-centric class or world 
system oriented 
..and is therefore ... | objective subjective Oobjective 
Approaches to manipulation and supportive technigues | revolution 


The role of the 
analyst is ... 


partisan (top dog) 


non-partisan 


partisan (bottom 
dog) 


The focus is on ... 


capability, hardware, 
and tactics 


relationships 


structural violence 


The goal is ... 


order and stability 
based on balance of 


legitimized resolution 
of conflict 


post-revolutionary 


peace 


forces 


Sumber: Groom, 1988: 114 


Berbeda dari ahli strategi Hubungan Internasional yang melihat dunia 
sebagai state-centric, ahli Studi Konflik melihat dunia secara non state- 
centric, dan ahli Studi Perdamaian melihat dunia sebagai sistem kelas. Bagi 
ahli strategi Hubungan Internasional, konflik adalah sifat inheren manusia, 
di mana satu-satunya cara mencegah dan menghentikannya adalah dengan 
memanipulasi dan memberlakukan ancaman. Bagi ahli Studi Konflik, 
konflik tidak inheren di dalam individu, melainkan endemik di dalam 
masyarakat. Ia tidak dapat dihilangkan, tidak perlu dicegah kemunculannya 
(hanya perlu dicegah supaya tidak berubah menjadi kekerasan), serta dapat 
dikelola menggunakan teknik-teknik khusus. Sementara itu, bagi ahli Studi 
Perdamaian, konflik adalah ketidakselarasan tujuan yang terjalin dalam 
aneka struktur (dan kultur) yang ada. Karena akarnya mencengkeram 
kuat struktur (dan kultur) dalam masyarakat, penanganan konflik perlu 


22 Tulisan Groom dibuat di tahun 1988. Ketika itu, Ilmu HI diwarnai tiga perspektif 
utama, yaitu realisme, liberalisme, dan Marxisme. Konstruktivisme, feminisme, 
pascakolonialisme, dan sebagainya belum menjadi perspektif yang salient dalam Studi 
HI. 
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melibatkan revolusi atau perubahan mendasar — tentu saja dengan cara-cara 
nirkekerasan. 

Salah satu sumber penting dari ketegangan di atas adalah pandangan 
Studi Perdamaian dan Studi Konflik bahwa dunia ini bersifat hierarkis, 
bukan anarkis sebagaimana diklaim para penstudi Hubungan Internasional 
klasik. Hierarki tersebut juga tidak “sesederhana” yang digambarkan oleh 
para pakar Hubungan Internasional (neo)Marxis dalam teori dependensia 
ataupun dalam world-systems theory.? Bagi Studi Perdamaian dan 
Studi Konflik, tatanan global yang hierarkis ini lebih rumit dari sekadar 
hubungan penaklukan “antara” negara-negara core, periphery, dan semi- 
periphery, mengingat pembagian tersebut juga ditemukan “intra” negara. 
Mengacu pada structural theory of imperialism (Galtung, 1971), mereka 
menggarisbawahi bahwa di dalam masing-masing negara, ada kelompok 
core dan periphery, di mana hubungan antara kelompok-kelompok core di 
negara core dan negara periphery saling selaras, sedangkan hubungan antara 
kelompok-kelompok periphery di negara core dan negara periphery saling 
tidak selaras — dan inilah yang membuat imperialisme langgeng. 

Dalam kaitannya dengan the Global South, lensa di atas menunjukkan 
bahwa konstelasi penaklukannya tidak sesederhana Utara versus Selatan. 
Ada cukup banyak aktor negara dan aktor masyarakat sipil Selatan yang 
gagal berpihak kepada underdog, baik yang underdog di Utara merupakan 
di Selatan. Dengan kata lain, meskipun secara formal menjadi bagian dari 
the Global South, aktor-aktor tersebut sangat bisa jadi ikut melanggengkan 
struktur dan kultur penaklukan terhadap Selatan. Termasuk di antaranya 
adalah institusi pendidikan yang (re)produksi pengetahuannya didasarkan 
hanya pada pengalaman dan kepentingan para topdog di Utara. 

Kesadaran akan kuatnya struktur dan kultur penaklukan dalam 
tatanan global ini memaksa Studi Perdamaian dan Studi Konflik untuk 
selalu mempertanyakan otoritas pengetahuan. Pada titik ini, keduanya 
menjadi lebih dekat dengan tradisi Postcolonial IR, Feminist IR, dan bahkan 
Oueer IR. Selain memberi perhatian pada elemen-elemen diskursif dalam 
produksi pengetahuan, studi-studi ini memberi ruang dan mengamplifikasi 
pengalaman dan pandangan kelompok-kelompok underdog, yang dikenal 
pula sebagai subaltern. Di tingkat mata kuliah, semangat ini dihidupi dengan 
“mendekolonisasi” silabus. Artinya, pengampu mengupayakan porsi yang 


23 Lihat tulisan-tulisan Hans Singer (1949), Raul Prebisch (1949), Paul Baran (1957), 
Immanuel Wallerstein (1974, 2004), Andre Gunder Frank (1978, 1983), Samir Amin 
(1973), dan lain-lain. 
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lebih besar bagi buku teks, artikel jurnal, novel, pangkalan data, film, lagu, 
permainan, dan narasumber yang berasal dari atau mewakili, para subaltern 
atau underdog — perempuan, masyarakat adat, minoritas agama, penyandang 
disabilitas, the Global South, dan sebagainya. Ini bukan komitmen yang 
mudah mengingat aneka referensi pembelajaran yang siap pakai umumnya 
dibuat oleh akademisi laki-laki, senior, dari Utara. 

Dengan raison d'€tre yang khas di atas, tidak mengherankan jika 
Studi Perdamaian dan Studi Konflik mengkritisi kecenderungan Studi 
Hubungan Internasional menekankan pada perdamaian negatif, alias 
ketiadaan perang — yang anehnya, justru terkadang diupayakan melalui 
perang! Menyikapi ketegangan ini, konsentrasi Studi Perdamaian dan 
Konflik Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada memilih 
mengarusutamakan konsep dan agenda-agenda perdamaian positif, yang 
bukan hanya menolak kekerasan langsung, struktural, dan kultural, tetapi 
juga berpusat pada pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh warga dunia.“ Di 
satu sisi, warga kelas didorong melihat perdamaian bukan sebagai isu global 
“di luar sana”, melainkan sebagai fenomena sehari-hari di sekitarnya. Di sisi 
lain, warga kelas dilatih menyadari bahwa aneka aspek dalam keseharian 
hidupnya merupakan bagian dari struktur dan kultur besar “di luar sana”. 
Orientasinya adalah memfasilitasi munculnya agenda-agenda emansipasi 
dari struktur dan kultur kekerasan. Guna memudahkan proses ini, aneka mata 
kuliah yang ada ditempatkan dalam roadmap yang mengacu pada Agenda 
Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) — dimulai dari preventive 
diplomacy, peace enforcement, peacemaking, peacekeeping, dan berujung 
di peacebuilding. 

Di titik start ada mata kuliah Pengantar Studi Perdamaian (PSP) dan 
Konflik: Analisis dan Transformasi (KAT), sedangkan di titik finish nantinya 
ada mata kuliah Pengantar Studi Demokrasi (PSDem). Di PSP, mahasiswa 
mengeksplorasi secara reflektif konsep-konsep dasar seperti perdamaian, 
kekerasan, privilege, dan aktivisme. Di KAT, mahasiswa melatih 
keterampilan mengidentifikasi konteks dan sikap di balik perilaku konflik, 
menggunakan aneka alat analisis konflik, menghentikan proses konstruksi 


24 Galtung (1969) mengkritisi definisi perdamaian yang berpusat pada negasi (absence 
Of) terhadap perang. Penelitiannya mengungkapkan bahwa jumlah orang yang mati dan 
menderita di masa tidak ada perang tetap saja sangat tinggi, akibat akutnya kekerasan 
struktural dan kultural. Ia pun mengenalkan definisi perdamaian yang berpusat pada 
adanya (presence of) keadilan sosial, yang kemudian dikenal sebagai konsep perdamaian 
positif. 
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musuh, mengeskalasi dan mendeeskalasi konflik secara terkalkulasi, serta 
merespons konflik secara produktif. 

Agenda preventive diplomacy dibayangkan di satu sisi sebagai ranah 
Studi Hubungan Internasional (klasik) dan diajarkan pada beberapa mata 
kuliah wajib di tingkat Departemen, termasuk di antaranya Diplomasi, 
Organisasi Internasional, dan Hukum Internasional. Namun, di sisi lain, 
Studi Konflik menawarkan cara pandang yang lebih spesifik terhadap 
preventive diplomacy, di mana yang dicegah bukanlah konfliknya, melainkan 
kekerasannya. Dengan kaca mata ini, semua mata kuliah di konsentrasi 
Studi Perdamaian dan Konflik mau tidak mau harus memuat komponen 
preventive diplomacy. 

Agenda peace enforcement menjadi perhatian mata kuliah Hukum 
Humaniter Internasional (HHI) dan Studi Nirkekerasan (SNiker). Di HHI, 
warga kelas mendiskusikan batasan-batasan perang sebagai alat politik. Di 
SNiker, warga kelas mengeksplorasi 198 metode menghentikan kekerasan 
secara nirkekerasan. Berikutnya, agenda peacemaking didalami oleh 
mata kuliah Negosiasi dan Resolusi Konflik (NRK). Ada dua pendekatan 
besar dalam negosiasi, yaitu bargaining versus problem solving — tawar- 
menawar versus pemecahan masalah. Tentu, karena keterampilan negosiasi 
ini diajarkan sebagai bagian konsentrasi Studi Perdamaian dan Konflik, 
pendekatan NRK adalah pemecahan masalah, berbeda dengan pendekatan 
di program studi ekonomi dan bisnis. 

Dalam perkembangannya di dunia nyata, peacekeeping modern ala 
PBB mengambil pendekatan multidimensional, yang berkelindan dengan 
peacebuilding. Karenanya, di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, 
Universitas Gadjah Mada, agenda peacekeeping dan peacebuilding diajarkan 
secara bersamaan melalui mata kuliah Aksi Humaniter (AHa) dan Bina 
Damai (Bindam). AHa membedah secara kritis pendekatan relief, protection, 
dan development, sedangkan Bindam menilai secara kritis pendekatan- 
pendekatan binadamai liberal, binadamai strategis, binadamai hibrid, dan 
binadamai lokal. 

Tentu saja, agenda perdamaian apa pun, baik milik PBB maupun 
milik aktor lain tidak berjalan di ruang hampa. Ada konteks khas yang 
melingkupinya. Konsentrasi Studi Perdamaian dan Konflik di Departemen 
Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada membayangkan 
bahwa konteks khas yang dihadapi di Indonesia adalah militerisme dan 
keragaman etnik. Oleh karena itu, konsentrasi ini menawarkan mata kuliah 
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yang secara khusus mengeksplorasi kedua masalah ini, yaitu Militer dan 
Politik (MilPol) serta Konflik Etnik (KEtnik). 

Peta perjalanan di atas berujung pada kemampuan warga kelas 
merayakan keberagaman di alam demokrasi. Dengan segala kekurangannya, 
sistem politik yang inklusif dan dapat menjadi rumah aman dan nyaman bagi 
seluruh warga, termasuk yang minoritas, subaltern, dan underdogs, hanyalah 
demokrasi. Oleh karena itu, semua olah kognisi, afeksi, dan keterampilan 
di konsentrasi Studi Perdamaian dan Konflik Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional Universitas Gadjah Mada bermuara di kelas PSDem. 


Pemihakan Sehari-Hari Kepada Underdog 


Berangkat dari cara pandang bahwa dunia ini bersifat hierarkis, Studi 
Perdamaian menyatakan diri sebagai studi yang tidak netral. Ia punya 
agenda spesifik, yaitu beremansipasi dari struktur, kultur, dan praktik 
kekerasan? — dan agenda ini mensyaratkan pembelajarnya berpihak kepada 
underdog. Studi Perdamaian di Departemen Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa pemihakan bukanlah sikap 
yang cukup ditunjukkan pada isu-isu makro saja, misalnya penghentian 
perang, perlucutan senjata nuklir, pemberian akses masuk dan hak dasar bagi 
pengungsi, transisi menuju demokrasi, dan semacamnya. Pilihan berpihak 
kepada underdog harus pula tercermin dalam konteks meso dan mikro 
sehari-hari, misalnya soal hubungan antaretnik dan agama di Indonesia, 
antikekerasan seksual di kampus, dan sebagainya. 

Prinsip dasar berpihak kepada underdog ini mensyaratkan proses 
belajar-mengajar yang tidak berorientasi pada aspek kognisi saja, melainkan 
juga aspek afeksi dan aksi. Ini hanya bisa dicapai dengan menempatkan 
mahasiswa dan refleksinya sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar. Dari 
tahun ke tahun, PSP sebagai kelas pertama (primus interpares) yang 
diambil mahasiswa di antara mata kuliah konsentrasi perdamaian dan 
konflik lainnya, dibuka dengan mendengarkan bagaimana masing-masing 
mahasiswa memaknai perdamaian. Beragam cara pandang tersebut 
dieksplorasi, didiskusikan, dan dibingkai sehingga mahasiswa sendiri dapat 
mengidentifikasi aneka rintangan perdamaian di sekitar mereka, baik yang 
berbentuk kekerasan langsung, kekerasan struktrural, maupun kekerasan 


25 Sebagaimana digarisbawahi Johan Galtung (1969: 1990), akademisi dan aktivis 
perdamaian tidak boleh fokus pada kekerasan yang kasat mata saja (kekerasan langsung), 
melainkan juga (dan utamanya!) kekerasan struktural dan kultural. 
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kultural. Lebih jauh lagi, mahasiswa didorong mawas diri: apakah saya 
berkontribusi menciptakan dan melanggengkan kekerasan tertentu? 

Proses refleksi di atas tentu tidak mudah. Beberapa warga kelas 
mengemukakan bahwa justru sejak belajar perdamaian, hidup mereka 
menjadi “tidak damai.” Maksud mereka, sejak terpapar konsep, nilai, dan 
keterampilan kunci Studi Perdamaian, “zona nyaman” mereka terganggu. 
Tidak bisa tidak, mereka jadi memikirkan ulang hal-hal yang sebelumnya 
tidak dianggap problematik. Apakah negara selalu benar dan karenanya tidak 
perlu minta maaf dan harus selalu dipatuhi? Apakah betul, jika digunakan 
sebagai last resort, perang bisa dijustifikasi? Apakah produk yang saya 
kenakan dan gaya hidup yang saya pilih mendukung penindasan di belahan 
bumi lain? Apakah saya, secara sadar maupun tidak, telah bersikap seksis, 
rasis, monis, atau militeristik? Apakah saya gagal bersolidaritas dengan 
yang kelas sosialnya, orientasi seksualnya, agamanya, dan identitas lainnya 
berbeda dari saya? Apakah toleransi itu cukup? Apakah saya, seperti kata 
Pink Floyd, hanyalah another brick in the wall, yang menopang aneka sistem 
dan pola pikir sarat kekerasan? 

Tentu saja, refleksi mendalam dan bermakna sulit dilakukan pada 
kelas-kelas model “datang-duduk-dengar-ujian”. Oleh karena itu, kelas-kelas 
perdamaian di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah 
Mada menggabungkan permainan, permainan peran, drama, menggambar, 
membaca puisi, menonton film, mendengarkan siniar, membuat esai foto, 
analisis lagu, kunjungan lapangan, kunjungan dosen tamu, tutorial, curah 
pendapat, jajak pendapat, diskusi berpasangan, diskusi kelompok kecil, 
diskusi bertingkat, presentasi multimedia, ceramah, pameran, proyek kelas, 
dan aneka metode kreatif lainnya. Beberapa permainan yang menjadi 
langganan antara lain Vive Ia Difference dan Move along the Line, di mana 
mahasiswa bergerak dan berpindah sedemikian rupa mengilustrasikan 
identitas atau privilege masing-masing. Sepanjang permainan, mahasiswa 
diminta bercerita mengenai pengalaman mereka sebagai mayoritas dan 
minoritas, juga pengalaman didiskriminasi dan mendiskriminasi kelompok 
lain. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi warga kelas termasuk Pasar 
Tradisional Beringhardjo, perayaan Sekaten, Terminal Bus Umbulharjo, 
Unit Kanker dan Unit Pengolahan Limbah Medis di Rumah Sakit Sardjito, 
Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, mal, Sunmor (pasar kaget mingguan 
di wilayah UGM), sekolah-sekolah negeri dan swasta di Yogyakarta, 
Pesantren Waria Al-Fatah, beberapa tempat ibadah kelompok minoritas, dan 
sebagainya. Di sini, yang menjadi sumber utama pengetahuan adalah sesama 
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warga kelas dan komunitas sekitar. Tugas dosen pengampu “hanyalah” 
memfasilitasi proses belajar sehingga aneka pengalaman hidup yang ada 
bisa dimaknai secara reflektif. 

Di akhir 1990-an, saat belum banyak mata kuliah menerapkan student- 
centered learning, PSP menonjol karena “kehebohan” dan “kegaduhan” 
yang ditimbulkannya. Di tengah lautan kelas yang “sunyi senyap”, riuh 
suara kelas PSP terdengar hingga ruangan dan koridor sekelilingnya. 
Padahal, ada kalanya juga proses belajar berlangsung dalam sunyi. Misalnya, 
ketika Pak Herb berkata, “Mari kita renungkan bersama!” warga kelas pun 
menenggelamkan diri dalam pikiran masing-masing dan kelas bisa hening 
selama lima menit penuh. Gaduh maupun hening, orientasinya sama, yaitu 
memfasilitasi refleksi mendalam dan berulang di kalangan warga kelas 
(termasuk dosennya!) supaya tidak pernah gagal melihat posisinya dalam 
struktur, kultur, dan praktik kekerasan di luar sana, lalu secara terampil 
menggunakan privilege-nya guna bersolidaritas dengan underdog. 


Riset dan Aksi Sebagai Proyek Politik 


Sebagaimana disinggung sebelumnya, Studi Perdamaian dan Studi Konflik 
memiliki agenda yang ambisius, yaitu supaya individu dan masyarakat bisa 
beremansipasi dari kekerasan. Cinta damai saja bukanlah bekal yang cukup 
— buktinya, perang (dan aneka kekerasan) semakin ramai. Perlu banyak 
terobosan agentik guna mendobrak aneka struktur dan kultur kekerasan. 
Tentu saja, terobosan ini tidak datang dari bermimpi saja, melainkan juga 
dari riset dan aksi yang cutting edge pada zamannya. 

Secara garis besar, ada tiga pilar riset dan aksi yang muncul dari Studi 
Perdamaian dan Studi Konflik di Departemen Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Gadjah Mada, yaitu konsolidasi demokrasi, resolusi konflik, dan 
humaniter. Kesemuanya lahir sebagai respons terhadap perubahan cepat di 
ranah global. 


Konsolidasi Demokrasi 


Pergantian abad ke-21 ditandai dengan transisi menuju demokrasi di berbagai 
belahan dunia, termasuk Indonesia. Civitas academica Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada mengambil peran penting 
dalam reformasi, dimulai dari pernyataan Prof. Dr. Ichlasul Amal yang dalam 
pidato pelantikannya sebagai rektor menyatakan bahwa Universitas Gadjah 
Mada berdiri bersama mahasiswa. Ini merupakan aksi keteladanan publik 
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yang kuat, yang meyakinkan aneka elemen di dalam dan luar Universitas 
Gadjah Mada supaya berani menggugat kesewenang-wenangan orde Baru. 

Tak lama setelah Soeharto tumbang, warga Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada sibuk mengorganisasi 
Dialog Antar Partai Politik. Acara yang digelar pada 5-6 Desember 1998 
ini menghadirkan perwakilan dari 88 partai politik yang baru terbentuk 
setelah Reformasi. Di dalamnya, ada sesi belajar kilat mengenai fungsi- 
fungsi perwakilan dan sistem-sistem pemilihan umum di seluruh dunia, 
sesi diskusi isu-isu strategis, hingga pameran karya mahasiswa Departemen 
Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Di antara yang 
dipamerkan adalah surat-surat yang ditulis mahasiswa Partai Politik 
Perbandingan? untuk wakil rakyat. Beberapa bulan setelahnya, Departemen 
Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada menerjunkan dosen 
dan mahasiswanya dalam program Clearing House Pendidikan Pemberi 
Suara (CH-PPS) serta dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemantau Pemilu 
1999. 

Seusai pemilu hingga awal 2000-an, warga Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada mencoba terlibat dalam 
aneka kegiatan reformasi sektor keamanan. Beberapa dosen menjadi bagian 
dari koalisi LSM untuk Undang-Undang Politik baru, menyelenggarakan 
seri Diskusi Sipil-Militer antara mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional Universitas Gadjah Mada dan Akademi Militer, serta memberi 
pelatihan community policing di aneka Kepolisian Sektor se-Indonesia, 
termasuk di daerah-daerah pascakonflik. Keseluruhan pengalaman ini, dari 
Dialog Antar Partai Politik hingga pelatihan untuk polisi, menjadi bagian 
penting dari mata kuliah PSDem dan MilPol. 

Pada tahun-tahun berikutnya, Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional Universitas Gadjah Mada lebih banyak merancang riset dan 
aksi yang berorientasi resolusi konflik, sebagaimana diilustrasikan pada 
subbab berikutnya. Baru pada beberapa tahun belakangan, pilar konsolidasi 
demokrasi ini menggiat kembali seiring menurunnya kualitas demokrasi 
di Indonesia. Sejak tahun 2016, dikembangkanlah Damai Pangkal Damai 
(DPD), database pertama dan satu-satunya di Indonesia yang merekam 
aksi-aksi nirkekerasan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1999 hingga 


26 Sering juga disebut sebagai mata kuliah “Perbandingan Partai Politik”, ini merupakan 
cikal bakal dari kelas Pengantar Studi Demokrasi. 
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saat ini.” Menyertai kampanye mingguannya mengenai 198 metode 
berkonflik secara nirkekerasan, mulai tahun 2021, DPD mengeluarkan kajian 
tahunan mengenai aksi nirkekerasan. Salah satu asumsi utamanya adalah 
(re)konsolidasi demokrasi tidak bisa dicapai hanya dengan memperkuat 
struktur demokrasi. Perlu pula memperkuat kultur demokrasi, dalam hal ini, 
preferensi dan keterampilan di kalangan masyarakat sipil dan aktor negara 
untuk berkonflik secara nirkekerasan. Proses dan luaran DPD menjadi bagian 
penting dari mata kuliah SNiker. 

Hal yang tak kalah penting dalam pilar konsolidasi demokrasi ini 
adalah riset dan advokasi mengenai inklusi dan kewargaan, yang sebagian 
di antaranya berjalan dengan dukungan The Asia Foundation. Kegiatan 
ini bekerja sangat dekat dengan aneka kelompok masyarakat yang selama 
ini tereksklusi dari layanan negara, termasuk para mantan tahanan politik, 
transpuan, penghayat kepercayaan, pemeluk agama minoritas, anak yang 
dilacurkan, dan sebagainya. Beberapa kegiatan terkait topik ini adalah 
penyelenggaraan Pasar SepaHAM, tur alternatif Sites of Violence-Sites 
of Peace (bersama University of Melbourne), riset Screening Violence 
(bersama Newcastle University), serta Forum Film FISIPOL (sebagai bagian 
dari Dies Natalis FISIPOL 2016). Meski baru berjalan beberapa tahun, riset 
dan advokasi ini telah mewarnai pengembangan kurikulum BinDam dan 
PSDem. 


Resolusi Konflik 


Dimotori Samsu Rizal Panggabean (alm.), warga Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada menjadi bagian dari 
serangkaian problem solving workshops dan pelatihan resolusi konflik di 
Maluku, Maluku Utara, Poso, Bima, Aceh, dan Papua sejak tahun 1999. 
Termasuk di antaranya adalah rangkaian program Health as a Bridge 
to Peace (bersama World Health Organization), Search Conference 
untuk Maluku (bersama British Council, 2000), E-conference mengenai 
Keamanan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan di Papua (bersama 
Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, 2002), 
serta pelatihan mediasi konflik agama untuk para polisi dan tokoh agama 
(bersama Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina). Yang tidak kalah 
fenomenal adalah keterlibatan dalam proses negosiasi pembebasan sandera 


27 Hingga tulisan ini dibuat pada Februari 2021, telah tercatat lebih dari 14.000 aksi 
nirkekerasan di Indonesia dari tahun 1999-2020. 
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dengan pejuang kemerdekaan di Filipina Selatan (bekerja sama dengan 
Yayasan Sukma, 2016-2017). Kesemuanya menjadi ramuan penting kelas 
KAT dan NRK. 

Pengalaman bekerja di wilayah konflik memungkinkan warga 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada 
menyelenggarakan aneka riset mendalam dan sistematis seputar kekerasan 
dan perdamaian etnik di Indonesia. Luarannya antara lain adalah Database 
Kekerasan Kolektif di Indonesia bersama United Nations Support Facility 
for Indonesian Recovery (UNSFIR), pangkalan data mengenai pola-pola 
hubungan antaretnik/agama di 6 kota di Indonesia (didanai Ford Foundation), 
hingga kajian yang menjelaskan variasi konflik etnik di Indonesia 
(Panggabean, 2018). Kesemuanya menjadi pijakan bagi mata kuliah KEtnik, 
yang kemudian mendorong pendekatan konstruktivis-institusionalis dalam 
mengelola hubungan multietnik. Hal lainnya, seiring dengan populernya 
kajian terorisme, Departemen Ilmu Hubungan Internasional juga terlibat 
dalam kajian-kajian ini terutama dengan fokus pada strategi kontraterorisme 
yang tidak didasarkan pada norma-norma deradikalisasi melainkan pada 
disengagement.2 


Humaniter 


Departemen Ilmu Hubungan Internasional mulai mengembangkan Program 
on Humanitarian Action (POHA) pada tahun 2011. Ini adalah payung 
bagi aneka kegiatan, utamanya di bidang pelarangan senjata, pengungsi, 
dan intervensi kemanusiaan. Aneka insights dari pilar riset ini menjadi 
dasar mengembangkan mata kuliah AHa. Sejak pertengahan 2006, warga 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada 
telah menjadi bagian dari kampanye internasional pelarangan ranjau 
darat. Jejaring internasional ini membawa Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional ke rangkaian kampanye berikutnya, dari pelarangan bom 
curah, senjata nuklir, hingga killer robots. Hal baru dari kampanye ini adalah 
argumennya yang tidak lagi menggunakan logika keamanan, melainkan 
humanitarian disarmament. Digawangi Muhadi Sugiono dan Yunizar 
Adiputera, keterlibatan Departemen Ilmu Hubungan Internasional dalam 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) berbuah 
Nobel Perdamaian 2017. Mereka mengawal bukan hanya proses drafting 
dan negosiasi traktatnya, melainkan juga proses ratifikasinya oleh anggota 


28 Lihat Horgan (2005, 2008) dan Hwang (2018). 
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Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini, mereka bekerja bersama beberapa 
universitas, think tank, dan kementerian. 

Di bidang penanganan pengungsi, Atin Prabandari dan Yunizar 
Adiputera menawarkan beberapa kajian mengenai perlindungan terhadap 
para pengungsi di negara-negara yang tidak menandatangani perjanjian 
internasional soal perlindungan pengungsi, termasuk Indonesia dan 
Malaysia. Riset dan advokasi mereka menggarisbawahi bahwa di 
yurisdiksi tersebut pun terdapat beberapa layanan oleh aktor non-negara 
yang dapat dipakai guna melindungi hak pengungsi. Di bidang intervensi 
kemanusiaan, Departemen Ilmu Hubungan Internasional bekerja secara 
dekat dengan International Committee of Red Gross (ICRC) Jakarta, 
International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC), Network on 
Humanitarian Action (NOHA), dan Osaka University. Kegiatan-kegiatannya 
berpusat pada penguatan kapasitas tanggap bencana di kalangan aktor negara 
dan masyarakat sipil. 

Kebiasaan warga Departemen Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Gadjah Mada terlibat dalam intervensi kemanusiaan sudah 
dimulai sejak lama. Di antaranya adalah menjadi bagian dari pendidikan 
pascabencana di Aceh (2004-2010)? serta Yogyakarta, Bantul, dan Klaten 
(2006-2008)2, hingga pendampingan masyarakat di Yogyakarta di masa 
pandemi Covid-19, melalui kemitraan dengan Jogja Bregas, Sambatan Jogja, 
dan lainnya. Pengalaman dosen, mahasiswa, dan staf di aneka kegiatan ini 
menjadi komponen penting Aha dan BinDam. 


Solidaritas dan Kreativitas 


Dua dekade lebih telah berlalu sejak Studi Perdamaian dan Studi Konflik 
pertama kali ditawarkan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Hal 
yang membesarkan hati adalah bahwa proses pembelajarannya mampu 


29 Sebulan setelah tsunami 2004, dosen dan mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional Universitas Gadjah Mada menjadi relawan pendidikan di beberapa kota di 
Provinsi Banda Aceh. Mereka menyelenggarakan sekolah tenda, menggelar pertukaran 
guru antara sekolah-sekolah di Aceh dan Yogyakarta, serta mendampingi beberapa dayah 
(pesantren) putri. Di tahun 2006, mereka ikut mengembangkan cetak biru pendidikan 
bagi Sekolah Sukma Bangsa di Lhokseumawe, Pidie, dan Bireueun, yang dibangun atas 
dana kemanusiaan pascatsunami yang terkumpul melalui Metro TV. 


30 Sehari setelah gempa yang menimpa Yogyakarta, Bantul, dan Klaten pada tahun 2006, 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional menurunkan dosen dan mahasiswanya menjadi 
relawan pendidikan di 10 titik berbeda. Mahasiswa tinggal di tenda selama tiga bulan 
sembari mengelola sekolah tenda, dan ini dihitung sebagai KKN Tematik. 
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mengembangkan daya solidaritas dan kreativitas mahasiswa, baik di dalam 
maupun di luar kelas. Proyek kelas dan riset mahasiswa terbilang beragam 
dan baru untuk masanya. Ada yang mewawancarai sejarawan dan pelaku 
sejarah seputar narasi tandingan 1965, ada yang melakukan etnografi 
mengikuti kehidupan pengamen transgender, ada yang membuat survei 
mengenai stereotip terhadap kelompok lain, ada yang meneliti kurikulum 
perdamaian di tingkat taman kanak-kanak, ada yang melakukan pameran 
perdamaian di pasar kaget Sunday Morning, ada yang mendiskusikan apa 
itu perdamaian di atas bus TransJogja, ada yang membuat buku cerita anak, 
dan sebagainya. 

Yang menarik, tidak sedikit mahasiswa yang memutuskan melanjutkan 
proyek kelas mereka bahkan setelah kelas berakhir. Pada tahun 1998, 
mahasiswa “melanjutkan” komitmennya pada Indonesia damai dengan 
menjadi relawan di demonstrasi-demonstrasi anti-Soeharto. Mereka 
menyiapkan kebutuhan logistik—dari ikat kepala, poster, hingga teh kotak— 
dan ikut turun ke jalan. Di awal 2000-an, mahasiswa menyelenggarakan 
Youth Camp for Democracy and Peace. Mereka merancang kegiatan 
ini sebagai perlawanan terhadap mata kuliah Kewiraan (sekarang 
Kewarganegaraan) yang sangat doktriner. Kemah perdamaian ini melahirkan 
Peace Generation, sebuah organisasi pemuda yang sepanjang dekade itu 
membantu menyelenggarakan aneka kemah perdamaian untuk siswa-siswi 
SMA, training of trainers untuk calon penyelenggara kemah perdamaian di 
Aceh, Maluku, Maluku Utara, Poso, dan enam kota lainnya, serta lokakarya 
reintegrasi untuk pemuda mantan kombatan di daerah pascakonflik. 

Pada tahun 2006, alumni kelas PSP merayakan Hari Perdamaian 
Internasional. Pada tahun berikutnya hingga saat ini, warga Departemen 
Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan 
rangkaian kegiatan Hari Perdamaian Internasional (21 September) dan 
Hari Nirkekerasan Internasional (2 Oktober). Mereka melakukan aneka 
kampanye, termasuk dengan human poster, free school, pameran, parade, 
konser, lomba, dan pemutaran film. Biasanya, rangkaian perayaan ini 
diselenggarakan berkolaborasi dengan civitas academica kampus lain, 
seniman, LSM, sekolah-sekolah, dan stasiun radio. 

Di akhir 2000-an, mahasiswa dan alumni menginisiasi Cemara, 
sebuah pendampingan anak di bantaran Kali Code. Pendampingan 
belajar ala Cemara didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan perdamaian 
dan pengorganisasian masyarakat. Di satu sisi, relawan berusaha lebur 
dengan masalah keseharian warga—dari pendidikan, ruang publik, hingga 
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penanganan banjir. Di sisi lain, mereka sadar bahwa keberhasilan program 
ditandai dengan kemampuan warga mengelola sendiri masalah-masalah 
tersebut. Oleh karena itu, sejak awal mereka serius memikirkan strategi 
pemberdayaan warga dan exit strategy relawan. Semakin berhasil 
programnya, semakin relawan tidak lagi dibutuhkan kehadirannya. 

Di luar kelas, salah satu wadah memfasilitasi aneka pertanyaan 
penting mahasiswa adalah skripsi. Sejak pertengahan 2000-an, jumlah 
skripsi mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 
Gadjah Mada di bidang perdamaian dan konflik meningkat pesat. Temanya 
sangat beragam, dari penggunaan musik sebagai alat kampanye antiperang, 
jurnalisme perdamaian, religious peacebuilding, operasi perdamaian PBB, 
menggulingkan diktator secara nirkekerasan, rekonsiliasi pascakonflik etnis, 
pemolisian masyarakat, hingga peran perempuan dalam perdamaian. Dalam 
banyak kesempatan, pengerjaan skripsi mahasiswa dan penelitian dosen 
berjalan dalam program penelitian yang sama. 


Penutup: si vis pacem ... 


Ilmu Hubungan Internasional membayangkan dirinya sebagai studi 
yang, antara lain, punya agenda mewujudkan perdamaian dunia. Dalam 
kenyataannya, studi Hubungan Internasional yang klasik mencurahkan 
energinya mempelajari perang dan bahkan menormalisasi pemikiran si vis 
pacem para bellum — jika ingin damai, bersiap-siaplah perang. 

Konsentrasi Studi Perdamaian dan Studi Konflik Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada menawarkan cara pandang 
alternatif: jika ingin damai, mari belajar tentang dan secara damai. Ia juga 
berusaha memastikan para alumninya bisa merancang dan menjalankan 
agenda-agenda perdamaian di lingkungan masing-masing, dalam kapasitas 
masing-masing — sebagai orang tua, seniman, pekerja sosial, bankir, pegawai 
negeri, dan sebagainya. Ini dimulai dari merunut kaitan antara kehidupan 
sehari-hari dengan struktur dan kultur penaklukan yang menopang tatanan 
global, memutus kontribusi kita terhadapnya, menunjukkan solidaritas 
kepada underdog, dan secara kreatif merumuskan agenda emansipasi yang 
nirkekerasan. Pilihan aksi di tingkat individu ini pun, ketika dilakukan 
dengan kesadaran kolektif, menjadi proyek politik yang penting. Si vis pacem 
cole justitiam — jika ingin damai, mari menyemai keadilan. 
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BAB 9 

Menuju Ekonomi-Politik Transformatif: 

The Global South dalam Tautan Pembangunan 
dan Lingkungan 


Maharani Hapsari 


politik transformatif dari refleksi pengajaran mata kuliah Ekonomi 

Politik Pembangunan dan Politik Perubahan Lingkungan Hidup 
Global yang diajarkan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, 
Universitas Gadjah Mada. Menempatkan kelas sebagai situs produksi 
pengetahuan, bab ini mengangkat debat ekonomi politik global kontemporer 
dan implikasinya terhadap konsepsi the Global South. 

Berangkat dengan argumen bahwa jalinan kajian pembangunan 
dan lingkungan muncul dan berkembang dalam medan relasi kekuasaan. 
Bab ini menekankan perlunya memahami karakteristik perpolitikan yang 
ada, terutama aspek institusi ekonomi politik dan dimensi struktural yang 
mempengaruhinya. Bagaimana isu-isu pembangunan dan lingkungan 
muncul juga perlu dikritisi secara cermat. Sementara pembangunan dan 
keberlanjutan lingkungan hidup melalui modernisasi dan industrialisasi 
dipercaya oleh para penganutnya akan mengantarkan peradaban manusia 
ke arah yang lebih mapan, pasar sebagai instrumen memainkan peran 
penting dalam mengalokasikan bukan hanya sumber daya, tetapi proses- 
proses pembuatan keputusan yang bersifat otoritatif. Oleh karena itu, jika 
dicermati lebih dalam, ada banyak aspek pergulatan kuasa yang selama 
ini luput dari diskusi, ditindas, dan dinegasikan untuk mendukung agenda 
ekonomi politik kekuatan-kekuatan dominan. Di level yang lebih mendasar, 


BK ab ini mendiskusikan the Global South sebagai proyek ekonomi 
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dari mana datangnya pengetahuan mengenai pembangunan dan lingkungan 
juga tidak bisa diabaikan. 


Pembangunan, Lingkungan, dan Tata Ekonomi Politik 
Internasional 


Pembangunan dan perubahan lingkungan dalam sejarah perkembangannya 
adalah dua proyek ekonomi politik yang saling berjalinan membentuk tatanan 
kekuasaan dan kesejahteraan global. Dalam konteks yang pertama, Pieterse 
(2010) menjelaskan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari 
transformasi multidimensional yang berlangsung sejak Revolusi Industri di 
pertengahan abad ke-18, di mana mekanisasi dan restrukturisasi sosial politik 
berlangsung secara masif. Istilah pembangunan secara spesifik mengalami 
proses redefinisi sejak dimulainya Marshall Plan, sebuah proyek rekonstruksi 
ekonomi pasca-Perang Dunia II yang diinisiasi oleh Amerika Serikat di 
negara-negara Eropa Barat. Pada perkembangannya, keberhasilan program 
ini diadaptasi dalam ragam moda bantuan pembangunan internasional. 
Dalam perkembangannya sebagai Official Development Assistance 
(ODA),3 bantuan pembangunan menjadi mekanisme bekerjanya relasi 
ekonomi politik global yang menempatkan the Global South dalam pola 
hubungan kekuasaan yang timpang. Hubungan kekuasaan ini berusaha 
tetap bertahan dan langgeng sekalipun mendapatkan beragam kritik (Leys, 
1996, Peet dan Hartwick, 2009). Pembangunan diasosiasikan dengan 
pertumbuhan yang diakselerasi oleh kekuatan-kekuatan globalisasi dan 
mendorong terbentuknya ragam struktur akumulasi dan moda-moda 
regulasi ekonomi politik (O' Hara, 2006). Pembangunan disosialisasikan 
sebagai bagian dari advokasi tata ekonomi politik yang melibatkan kaum 
cendekiawan, teknokrat, birokrat, dan pemangku kepentingan di seputar 
alokasi akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan internasional. 
Oleh karena itu, pengetahuan mengenai kemiskinan, ketimpangan dan 
keterbelakangan, maupun keahlian spesifik terkait dengan pengetahuan 
tersebut memberikan posisi yang istimewa kepada aktor-aktor tertentu 
atau menjadi basis berkembangnya instrumentasi kekuasaan dan kontrol. 
Penguasaan atas pengetahuan ini juga menentukan kekuatan dan pengaruh 


31 ODA mencakup perangkat aliran sumber daya yang terkait dengan finansialisasi proyek 
pembangunan (pinjaman, bantuan, kredit ekspor, sumber daya pembiayaan, investasi 
swasta, dan sebagainya) yang terintegrasi dengan syarat dan ketentuan pertukaran 
pengetahuan di ranah ahli antara negara-negara donor dengan negara-negara penerima 
ODA (Hynes dan Scott, 2013). 
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mereka dalam proses-proses pembuatan keputusan yang memiliki 
konsekuensi dalam distribusi kekuasaan di ranah internasional. Dengan 
kompetensi dan akses politik yang dimilikinya, aktor-aktor ini memiliki 
kapasitas untuk menentukan arah tata ekonomi politik di masyarakat yang 
sedang membangun. 

Kekuatan transformatif kedua adalah politisasi isu-isu lingkungan 
hidup dimotori oleh aktor-aktor dari the Global North yang berupaya 
melakukan pelembagaan internasional. Dalam laporan yang ditulis oleh 
Komisi Brundtland di tahun 1987, Our Common Future, peradaban bumi 
menghadapi persoalan kerusakan ekologis yang diasosiasikan dengan 
proses industrialisasi berbasis ekstraktivisme global (WCED, 1987). 
Perubahan iklim, deforestasi, penipisan lapisan ozon, dan berkurangnya 
keanekaragaman hayati dalam skala global adalah sejumlah isu yang 
dimaksud. Tidak hanya mengandung eksploitasi alam secara berlebihan, 
industrialisasi juga menghasilkan banyak eksternalitas lingkungan yang 
perlu ditangani dengan membangun kepemimpinan politik di level global. 
Problematika lingkungan menampilkan relasi kuasa yang spesifik dan 
konsekuensi distributif yang timpang (Bryant dan Bailey, 1997). Oleh karena 
itu, perlu dilihat jalinan antara perubahan ekologis dengan ekonomi politik 
karena setiap proyek ekonomi politik adalah proyek ekologis, dan setiap 
proyek ekologis pada dasarnya juga adalah proyek ekonomi politik (Harvey, 
1996). Mengemukanya isu dan paham lingkungan hidup global, menurut 
Robert Falkner juga mengindikasikan sebuah upaya untuk melembagakan 
ide dan norma-norma ekologis melalui proses yang sifatnya jangka panjang. 
Di samping itu, mengemukanya isu dan paham lingkungan ini juga perlu 
dibaca bukan hanya sebagai produk kekuatan-kekuatan besar negara-negara 
Utara, tetapi sebagai sebuah proses mengandung aspek transformatif yang 
lebih luas (Falkner, 2012). 

Implikasi dari pembangunan dan perubahan lingkungan hidup global 
sebagai dua kekuatan transformatif hubungan internasional kontemporer 
perlu dimaknai dengan seksama. Politisasi isu-isu tersebut sangat sarat 
dengan perdebatan. Di dalamnya juga ada sikap bahwa aktor-aktor the 
Global South tidak serta-merta patuh terhadap proses-proses pelembagaan 
di level internasional. 
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Melokasikan the Global South: 
Politik Institusi, Ketimpangan Kuasa, dan Pemaknaan 


Bagaimana memahami tautan isu pembangunan dan isu lingkungan 
membantu kita memaknai the Global South sebagai produk relasi kuasa? 
Debat teoretis di seputar tema pembangunan dan lingkungan sejauh ini 
mengerucut kepada tiga pendekatan ekonomi politik utama, yaitu pendekatan 
institusionalis, pendekatan strukturalis, dan pendekatan pascastrukturalis 
(Mas'oed, 1994, 2006, Preston, 1996: Peet dan Hartwick, 2009: Pieterse, 
2010). Bukan saja aspek-aspek distribusi dan alokasi sumber daya material 
dalam sistem ekonomi politik internasional yang ditekankan dalam 
perdebatan tersebut. Hal yang juga menjadi perhatian adalah kontestasi 
diskursif yang membentuk the Global South sebagai subjek politik dan 
implikasinya terhadap konsepsi global sebagai ruang perpolitikan (Soja, 
1971: Ferguson dan Jones, 2002). Kontestasi pemaknaan ini menyangkut 
pertanyaan dari mana datangnya pengetahuan mengenai tema-tema 
pembangunan dan lingkungan global dan siapa yang pengetahuannya 
direpresentasikan. 

Ekonomi politik institusionalis melihat pembangunan dan perubahan 
lingkungan sebagai sebuah proses implementasi tata kelola yang berbasis 
pada nilai-nilai universal melawan problematika ekologi global yang 
semakin urgen untuk direspons dalam kerangka pilihan-pilihan politik 
rasional. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa the Global South merupakan 
objek governansi yang dalam dalam proses pengambilan keputusannya 
sangat memperhatikan panduan nilai, institusi, dan norma yang dianut 
oleh masyarakat industri maju, the Global North. Hal ini tidak terlepas dari 
pergeseran karakteristik sosiologis masyarakat dari kerangka solidaritas yang 
berbasis mekanik ke organik (Durkheim, 1984). Politik dipahami dalam 
arti “kebangkitan dan evolusi institusi yang membatasi dan memungkinkan 
aktivitas industri berbasis perilaku diskursif dan interaktif untuk mengubah 
maupun mereproduksi institusi melalui mobilisasi nilai” (Jullien dan Smith, 
2011: 358). 

Dalam ranah ekologi global, aspek politik ini juga dikaitkan dengan 
bagaimana aktor-aktor internasional melibatkan diri dalam pengelolaan 
global commons melalui bentuk-bentuk aksi kolektif (Aldy dkk., 2001: 
Bromley dan Cochrane, 1994, Esty, 2008: Ostrom, 2000). Mengelola 
ketegangan-ketegangan antara kebijakan pembangunan dan lingkungan 
menjadi bagian praktik politik normatif the Global South. Pendekatan 
institusionalis mengadvokasi strategi-strategi modernisasi dan industrialisasi 
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yang lebih progresif dalam mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan 
serta mengatasi eksternalitas lingkungan yang dihasilkan oleh ekstraktivisme 
global. Pendekatan ini juga menekankan pada kapasitas masyarakat kapitalis 
yang selalu berkembang dengan dukungan pasar bebas (Anderson dan Leal, 
2001, Elliott, 1978). Politik sebagai panglima, ekonomi sebagai panglima, 
dan rakyat sebagai panglima merupakan tiga pendekatan yang saling 
berkontestasi dalam proses transformasi kapitalisme (Masoed, 1994: 2006). 
Teknologi menjadi faktor signifikan dalam pembentukan institusi ekonomi 
dan politik evolusi industrialisasi. Ia juga mendapat perhatian penting terkait 
implikasi-implikasi ekologisnya bagi masyarakat modern (Mol, 2001). 

Institusionalisasi agenda-agenda pembangunan dan lingkungan 
berlangsung melalui proses-proses yang bersifat top-down dan bottom-up. 
Di proses top-down, peran dari lembaga-lembaga kerja sama internasional 
yang memiliki kuasa struktural terhadap perumusan kebijakan pemerintah 
melalui distribusi bantuan pembangunan menjadi sangat sentral. Di tengah 
kecenderungan ini, muncul diskursus pembangunan partisipatif yang 
mencoba membuka ruang bagi yang lemah agar lebih mendapatkan tempat 
untuk mengartikulasikan apa yang menjadi kebutuhannya. Praktik-praktik 
pembangunan top-down ditata ulang dengan secara sadar mengintegrasikan 
kelompok-kelompok yang rentan dalam proses pembuatan keputusan 
dan proses-proses lain yang menyertainya dalam relasi kuasa global 
(Backstrand dkk., 2010). Transformasi negara sebagai institusi politik 
modern menjadi perhatian dalam internalisasi nilai-nilai ekologis. Sebagai 
sebuah proyek transformatif, praktik pembangunan ini juga diasumsikan 
akan selalu berjalinan dengan dinamika nilai-nilai demokrasi dalam 
masyarakat internasional (Eckersley, 2004). Demokrasi deliberatif dan 
kewargaan lingkungan menjadi bagian dari konseptualisasi perubahan yang 
berlandaskan pada keberdayaan politik (Smith, 2003, Smith dan Pangsapa, 
2008). 

Ekonomi politik strukturalis menjelaskan pembangunan dan perubahan 
lingkungan dengan melihat aspek-aspek disparitas kuasa yang selama ini 
dilanggengkan oleh hubungan ketergantungan antara yang lemah dengan 
yang kuat. Struktur relasi kuasa yang dimaksud adalah struktur kesenjangan 
kelas yang ditentukan oleh jarak terhadap kapital sebagai kekuatan 
perubahan sosial. Konsentrasi pengetahuan, teknologi, modal finansial, 
sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang bernilai tambah di the 
Global North merupakan bagian dari sejarah akumulasi sumber daya global 
yang dinikmati kelas dominan. Krisis ekologi dipahami sebagai implikasi 
keretakan metabolisme global yang menyertai sejarah panjang masyarakat 
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kapitalis. Ekonomi lokal mengalami pembelahan akibat berkembangnya 
urbanisasi dan akibat dari proses yang memungkinkan sumber-sumber 
ekologis lokal diakses oleh sistem eksternalnya (Moore, 2000). 

Krisis ekologis dalam banyak aspek memposisikan the Global South 
sebagai entitas yang terpinggirkan dan berupaya untuk membebaskan 
diri dari relasi ketimpangan, tetapi upaya ini menjadi sulit bahkan 
hampir tidak mungkin karena hambatan struktural yang menghambat 
terciptanya kesadaran kolektif (Bryant dan Bailey, 1997). Pembangunan 
dan perubahan ekologi global dijelaskan sebagai proses yang tidak mampu 
memperbaiki hajat hidup negara-negara miskin. Alih-alih, kedua proses ini 
terus mereproduksi kemiskinan melalui pola-pola relasi yang melibatkan 
hegemoni ketimpangan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan dengan aparatus 
ideologinya. Tarik-menarik proses-proses yang bersifat dis-embedding dan 
re-embedding memberikan peluang bagi the Global South untuk membangun 
agensi politiknya. Ini terutama dalam konteks merespons tekanan pasar 
swatata melalui mekanisme sosial yang mengembalikan pasar sebagai 
bagian dari struktur sosial masyarakat dan bukan sebagai sebuah wilayah 
yang otonom (Polanyi, 1944, Hodgson, 2016). Repolitisasi pembangunan 
dan lingkungan dalam praktiknya juga dilakukan dalam beragam bentuk 
upaya menciptakan tatanan kontra-hegemoni (Ekers dkk., 2012). 

Kritik the Global South muncul dari banyak pembelajaran sejarah 
terhadap perkembangan masyarakat industrial. Sebagaimana tampil dalam 
tesis-tesis dependensia dan turunannya, pembangunan dijelaskan sebagai 
bentuk penjajahan dengan gaya baru atau rekolonisasi Selatan melalui 
berbagai strategi (Frank, 1970: Baran, 1973, Amin, 1976, Wallerstein, 
2004, Robbins, 2012). Politik pengetahuan menempatkan posisi the Global 
North sebagai pusat pengetahuan hegemonik dan menentukan bagaimana 
hubungan antara the Global North dan the Global South dikelola (Smith 
dan Harvey, 2008). Perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan 
yang menyertai institusionalisasi pembangunan internasional muncul dalam 
ragam bentuk, misalnya melalui World Social Forum sebagai kritik terhadap 
tata ekonomi neoliberal dan semangat mendorong New International 
Economic Order (NIEO) atau tata ekonomi internasional baru. 

Dalam kaitan dengan mengemukanya agenda lingkungan global, 
sejarah mencatat bahwa the Global South di awal tidak mendukung 
internasionalisasi isu lingkungan hidup karena elemen-elemennya 
yang sarat dengan aspek konservasi dan menegasikan kebutuhan akan 
pengentasan kemiskinan. Bagi the Global South, meskipun bukan berarti 
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aspek konservasi diabaikan, kecenderungan dominan saat itu adalah tidak 
terwakilinya posisi, kepentingan, dan kebutuhan negara-negara Selatan 
yang menghendaki tata lingkungan hidup global yang memungkinkan 
pertumbuhan dan pembangunan. Pembatasan akses terhadap sumber daya 
alam untuk alasan-alasan konservasi tanpa adanya solusi nyata dan aktual 
terhadap ketimpangan relasi kuasa dianggap bukan sebuah argumentasi yang 
meyakinkan untuk mengajak negara-negara Selatan berpartisipasi dalam 
tata kelola lingkungan global. Transfer teknologi dan sumber daya material 
dianggap tidak cukup efektif untuk memberikan ruang bagi the Global 
South untuk melakukan lompatan teknologi yang bisa mengompensasi 
eksternalitas lingkungan dari proses industrialisasi global. Posisi negara- 
negara Selatan dalam perkembangannya baru terlihat lebih kompromistis 
setelah agenda internasional memasukkan elemen-elemen pembangunan 
sebagai bagian dari diskusi mengenai perbaikan tata kelola lingkungan 
global ke depannya dan ini terus-menerus dinegosiasikan. 

Ekonomi politik pascastrukturalis menempatkan proses pembentukan 
makna sebagai hal yang sentral dalam memahami bekerjanya kekuasaan 
(Kenis dan Lievens, 2014). Pembangunan dan perubahan lingkungan 
hidup merupakan bagian dari politik diskursif yang melibatkan konstruksi 
identitas dan ideologi yang secara aktif membentuk posisi-posisi subjeknya 
(Escobar, 1984, Agrawal, 2005, Luke, 1995). Alih-alih menekankan pada 
problema pembangunan sebagai hal terberi, justru proses untuk merumuskan 
persoalan-persoalan pembangunanlah yang menjadi basis dari perpolitikan 
karena setiap problem pembangunan dibangun dengan sebuah asumsi 
tertentu oleh aktor-aktor yang mengadvokasinya. Praktik dan perilaku subjek 
pembangunan juga tidak otonom. Sementara itu, kapasitas untuk membuat 
keputusan dibentuk oleh proses-proses pembentukan makna pembangunan 
dan apa itu problematika lingkungan hidup. 

Teori-teori pascakolonial mengkritik bekerjanya diskursus 
pembangunan yang menempatkan the Global North sebagai sumber 
pengetahuan (Escobar, 1992: 1995). Pembangunan dan perubahan ekologi 
global merupakan bagian dari skema pendisiplinan yang membentuk posisi 
subjek sebagai tubuh yang jinak. Dalam merespons hal ini, teori-teori 
pascapembangunan mendorong adanya pemahaman relasi kuasa melampaui 
kategori biner Utara-Selatan, Barat-Timur, industrial-nonindustrial, dan 
sebagainya. Hal ini dengan melihat pada hibriditas proyek-proyek politik 
pembangunan dan perubahan ekologis dalam proses yang selama ini 
dikonseptualisasikan sebagai mimikri dengan segala ambivalensi dan 
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ambiguitasnya (Bhabha, 1994). Berpikir mengenai pembangunan dan 
perubahan lingkungan global dalam ranah kontestasi pemaknaan mendorong 
imajinasi pembelajar untuk melampaui relasi biner the Global North-the 
Global South (Kapoor, 2008). The Global North diasosiasikan dengan 
kekuatan-kekuatan yang berperan lebih besar dalam menentukan keputusan 
terkait alokasi sumber daya pembangunan dan lingkungan. Sementara itu, 
the Global South diposisikan sebagai objek regulasi dan populasi yang 
praktik politiknya dibentuk oleh pengetahuan, institusi, dan sumber daya 
material yang mengalir dari the Global North. 


Mendorong Ruang Transformatif 


Posisi the Global South dalam debat institusi, disparitas kuasa dan debat 
pemaknaan mendorong aspirasi perlawanan terhadap ketimpangan dan 
ketidakadilan serta pergulatan akan tata kekuasaan alternatif. Bagi the 
Global South, status guo dilihat sebagai produk dari relasi kuasa yang abai 
akan disparitas akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi politik 
internasional. Status guo juga dilihat sebagai produk menafikan cara pandang 
dan pendekatan yang dianggap tidak mewakili kepentingan pengemban 
kekuasaan. Ekonomi politik dari kacamata the Global South juga memberi 
penekanan pada pentingnya melihat aspek-aspek keseharian dan banalitas 
praktik pembangunan dan respons terhadap perubahan lingkungan sebagai 
bagian dari kepatuhan terhadap skema relasi kuasa internasional yang 
berjalan. 

Kajian di tema pembangunan dan lingkungan yang dikembangkan di 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional dibangun sejalan debat ontologis 
mengenai peluang transformasi masyarakat internasional dalam berbagai 
konteks strukturalnya. Bukan hanya di atas kertas, debat ontologis ini 
dipraktikkan dalam proses-proses pembelajaran dengan mendorong aspek- 
aspek agensi semua yang terlibat dalam proses pembelajaran. 

Mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan mengelaborasi 
pendekatan-pendekatan teoretis untuk menjelaskan problematika 
pembangunan dalam moda-modanya yang beragam. Variasi konteks sosial 
politik dari kasus-kasus yang diangkat oleh mahasiswa menekankan betapa 
pentingnya melihat the Global South sebagai produk politik kekuasaan. 
Jalinan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebagai agenda politik 
tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi saling membentuk dengan 
lanskap sosio-kultural yang menopang ideologi, norma, dan tatanan legal 
yang berlaku dalam masyarakat global. Selain melihat dimensi-dimensi 
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harmonisasi norma dan governansi, mata kuliah ini mengeksplorasi moda- 
moda resistensi dan pemaknaan ulang tatanan pembangunan dan lingkungan 
hidup global. Peluang-peluang mendorong aksi kolektif yang diinisiasi 
oleh kekuatan-kekuatan lintas negara-bangsa mendorong tata ekonomi 
internasional alternatif juga mendapat perhatian penting. 

Dalam konteks ekonomi politik pembangunan, kritik terhadap pola- 
pola ketergantungan yang berlangsung melalui program-program bantuan 
internasional dibaca bukan semata sebagai belenggu terhadap the Global 
South, tetapi sebagai peluang untuk meredefinisikan kembali apa makna 
politik ketika dihadapkan dengan implikasi mendalam isu-isu normatif 
yang menyertai transformasi pembangunan dan perubahan lingkungan di 
beragam aras. Baik pembangunan maupun perubahan lingkungan sering 
dilihat dari kacamata the Global South mempertahankan diri dari kondisi- 
kondisi yang dianggap alamiah yang membentuk keterbelakangannya. 
Hal ini bertentangan dengan asumsi-asumsi dasar perpolitikan yang selalu 
mempertanyakan apa yang dianggap normal. Bagi negara-negara industri, 
pembangunan menjadi sarana untuk memperluas kekuasaan politik maupun 
ekonomi melalui beragam moda pertukaran sumber daya yang dikendalikan 
oleh motif-motif pengejaran kekuasaan dan akumulasi kesejahteraan. 

Mengkaji pembangunan dan perubahan lingkungan dari aspek 
politisasinya menuntut keberanian dari pembelajar untuk terus 
mempertanyakan hal-hal yang dianggap sebagai fakta ekonomi politik. 
Pembangunan dan perubahan lingkungan dimaknai oleh para teorisinya 
sebagai sebuah keniscayaan yang tidak dapat dinegosiasikan jika manusia 
ingin mempertahankan keberlangsungan peradaban. Kapasitas aktor- 
aktor hubungan internasional untuk mengaktualisasikan keputusan 
dan membentuk perilakunya dalam keterbatasan struktural sehingga 
menjadi penting untuk dikaji. Hal ini muncul dalam bentuk redefinisi apa 
yang dimaksud dengan negara berkembang sebagai produk dari relasi 
kapitalisme global. Asumsinya, ada sejumlah karakteristik politisasi yang 
khas yang berdampak pada pengorganisasian pengetahuan yang berporos 
pada pengalaman the Global South. Bagaimana mendorong konsepsi the 
Global South sebagai subjek politik yang berdaya dalam ekonomi politik 
internasional? 

Praktik kajian the Global South juga mendorong pembelajar untuk 
mengeksplorasi sumber daya simbolik yang dimiliki oleh aktor-aktor 
ekonomi politik dalam meredefinisikan praktik pembangunan dan memaknai 
politik perubahan lingkungan global. Bentuk-bentuk solidaritas yang 
dibangun melibatkan pertukaran sumber daya dan aspek-aspek formasi 
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identitas kolektif yang juga sarat akan kontestasi kekuasaan. Kelokalan dan 
kesituasian selama ini dimaknai sebagai hal yang marginal. Lokal dianggap 
tidak internasional. Lokal juga dianggap tidak cukup representatif sebagai 
bagian dari subjek politik yang memiliki daya bentuk terhadap tata kelola 
ekonomi politik pembangunan. Aspek-aspek pedagogis yang menyusun 
kajian di tema pembangunan dan lingkungan perlu ditempatkan bukan hanya 
semata-mata sebagai instrumen transfer pengetahuan. 

Dalam konteks ini, mata kuliah Politik Perubahan Lingkungan Hidup 
Global diperkenalkan pada tahun 1999 dengan nama Seminar Lingkungan 
Hidup. Dalam kuliah ini, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai 
praktik imperatif dalam transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat 
manufaktur, dan ke masyarakat industri berbasis teknologi dengan dampak 
regulatifnya. Think globally, act locally menjadi salah satu kekuatan 
normatif yang mencoba merekatkan beragam inisiatif keberlanjutan sebagai 
respons terhadap persoalan ekologis global. Namun, perlu disadari bahwa 
kontestasi dan antagonisme selalu mewarnai hubungan kekuasaan dalam 
dinamika perpolitikan the Global South. Hal ini membuka peluang untuk 
terus mengembangkan agenda ekonomi politik transformatif. 


Penutup 


Bagaimana mempelajari pembangunan dan perubahan lingkungan hidup 
global memungkinkan terbukanya peluang-peluang emansipatif bagi the 
Global South? Proses membangun pengetahuan selayaknya memberikan 
panduan bagi pembelajar untuk dapat mengkritisi praktik dan debat terkait 
pembangunan dan lingkungan dengan memahami secara seksama ragam 
pendekatan teoritik secara kritis. Mana yang lebih menentukan arah relasi 
kuasa yang berjalan, struktur atau agen? Dengan pertanyaan yang hampir 
mirip, sistem atau aktor? Memahami perubahan sebagai proses ekonomi 
politik menghendaki adanya ruang keterbukaan untuk memaknai kembali 
aspek-aspek politisasi kekuasaan dan pengejaran kesejahteraan. Penting 
untuk mendudukkan asumsi bahwa pembangunan dan perubahan lingkungan 
sebagai dua kekuatan transformatif muncul dan berkembang dalam konteks 
relasi kuasa internasional. Sebagai konsekuensinya, cara meresponsnya 
sangat tidak apolitis. Dalam struktur relasi kuasa yang timpang, proses 
membangun pengetahuan menghadapi tantangan yang datang dari 
depolitisasi terhadap makna pembangunan dan makna lingkungan hidup. 
Oleh karena itu, praktik pembangunan perlu dievaluasi secara serius terkait 
dengan asumsi-asumsi teoritik yang menopang relasi kuasanya. 
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Bab 10 

David versus Goliath: 
Strategi Negara Kecil 
dalam Politik Internasional 


Siti Mutiah Setiawati 
Irfan Ardhani 


negara the Global South dalam memperjuangkan kepentingan 

nasionalnya. Di dalam sistem internasional yang dibayangkan 
berkarakter anarkis, negara-negara the Global South yang umumnya 
kecil ini tidak memiliki pengaruh militer dan ekonomi yang kuat untuk 
mencapai tujuannya dalam politik internasional. Meskipun demikian, sejarah 
diplomasi dunia mencatat bahwa mereka juga memiliki banyak capaian dan 
berhasil mendorong kemajuan dalam politik internasional (Krasner, 1981). 
Dalam rangka menjawab pertanyaan utama tersebut, bab ini merefleksikan 
pengalaman Indonesia pascakemerdekaan dalam menjaga kedaulatan dan 
integritas teritorialnya melalui upaya untuk mentransformasi rezim hukum 
laut internasional. 

Secara khusus, bab ini menjelaskan pengalaman dan strategi 
Indonesia sebagai sebuah kasus paradigmatik untuk memperoleh pengakuan 
sebagai negara kepulauan dari masyarakat internasional. Secara sistematis, 
bab ini akan mendiskusikan beberapa aspek. Bab ini dibuka dengan 
mendiskusikan bagaimana negara-negara the Global South diteoretisasikan 
dalam disiplin Hubungan Internasional. Selanjutnya, dengan menggunakan 
pengalaman Indonesia, bagian ini mendiskusikan konteks dan ide perjuangan 


| d eterbatasan kapabilitas material telah mempersempit strategi negara- 
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perlindungan negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda. Diskusi 
selanjutnya berfokus pada strategi yang ditempuh untuk meraih pengakuan 
sebagai negara kepulauan dari masyarakat internasional. Bab ini ditutup 
dengan refleksi pengalaman Indonesia sebagai ilustrasi bagaimana negara- 
negara kecil bisa memiliki peran besar dalam politik internasional yang 
dominatif. 


Negara-Negara Kecil dalam Hubungan Internasional 


Teori arus utama Hubungan Internasional menempatkan negara-negara 
besar sebagai aktor utama dalam politik global. Analisis terhadap politik 
luar negeri negara adikuasa dengan kapabilitas militer, politik, dan ekonomi 
yang besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan kini Cina mendominasi 
lanskap kesarjanaan Hubungan Internasional telah mendominasi literatur 
dalam studi Hubungan Internasional (Handel, 1990). Kondisi ini membuat 
minimnya perhatian yang dicurahkan terhadap peran negara-negara di 
the Global South dengan kapabilitas material yang lebih terbatas dalam 
politik global. Negara-negara kecil ini dipandang bukan hanya tidak punya 
peran, tetapi mereka hanya menerima konsekuensi saja dari pertarungan 
negara-negara adidaya (Cooper dan Shaw, 2009). Dengan kata lain, tradisi 
Hubungan Internasional arus utama menganggap bahwa negara dengan 
kapabilitas material yang terbatas itu tidak memiliki agensi dalam politik 
global. Cara pandang dominan ini diilustrasikan dalam salah satu dialog 
novel Peloponessian War, yang kerap menjadi rujukan dalam kajian realis: 
“the strong do what they can and the weak suffer what they must”. 

Sikap yang ditunjukkan oleh teori arus utama Hubungan Internasional 
itu cukup problematik. Sejak gelombang dekolonisasi pasca-Perang Dunia 
Kedua, dengan segala keterbatasannya, bermunculan negara-negara baru 
khususnya di Asia dan Afrika. Meskipun secara legal mereka mendapat 
status sebagai negara-bangsa, tetapi tentu saja kapasitas material mereka 
sangat terbatas dalam konteks politik global. Padahal, negara-negara ini 
menghadapi banyak persoalan besar termasuk ancaman re-kolonialisasi 
oleh bekas negara-negara penjajah. Dalam periode ini, bisa dikatakan bahwa 
perjuangan negara-negara baru ini dalam konteks global ini adalah urusan 
hidup dan mati, survival. Beberapa capaian signifikan dan historis adalah 
Konferensi Asia Afrika (KAA) dan perjuangan Tata Ekonomi Dunia Baru 
(New International Economic Order, NIEO). Yang pertama merupakan 
inisiasi yang dilakukan negara-negara Asia dan Afrika untuk melawan 
kolonialisme dan mendukung gerakan-gerakan dekolonialisasi, sedangkan 
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yang terakhir merujuk pada perjuangan negara-negara kecil untuk mengubah 
tata ekonomi dunia yang tidak berkeadilan (Acharya, 2016). 

Dengan mengabaikan peran negara-negara kecil, teori-teori arus utama 
Hubungan Internasional tidak mampu menggambarkan strategi-strategi yang 
digunakan oleh negara dengan kapabilitas material terbatas dalam mencapai 
kepentingannya dalam politik internasional. Menyadari akan kekurangan ini, 
Krasner (1981) menawarkan sebuah pendekatan untuk memahami kiprah 
negara-negara kecil dalam politik internasional. Menurut Krasner, kelemahan 
domestik dan internasional yang dihadapi negara-negara ini membuatnya 
harus menyusun strategi yang khas untuk mencapai kepentingannya. Ia 
menjelaskan bahwa negara-negara ini tidak mungkin mengandalkan strategi 
relational power yang bergantung pada kepemilikan kapabilitas material 
dalam rangka memengaruhi aktor lain untuk mencapai kepentingannya. 
Ternyata, negara-negara ini lebih memanfaatkan strategi meta power yang 
berpijak pada upaya untuk transformasi rezim internasional. Negara-negara 
lemah ini mendorong perubahan kelembagaan, aturan, prinsip, dan norma 
internasional yang memungkinkan mereka memiliki sejumlah kontrol 
terhadap sistem internasional (Krasner, 1981). Dengan demikian, negara- 
negara kecil ini memanfaatkan struktur yang disediakan oleh organisasi 
internasional untuk menciptakan playing field baru dengan negara-negara 
besar. Peran dan strategi yang dilakukan negara-negara kecil ini didiskusikan 
lebih mendalam dengan menggunakan pengalaman perjuangan Indonesia 
dalam perjuangan pengakuan kedaulatannya. 


Pelajaran dari Indonesia: Masalah Perbatasan dan 
Pengakuan Kedaulatan 


Seiring dengan dekolonisasi, isu perbatasan negara menjadi sangat sentral 
seiring dengan berkembangnya negara-negara baru. Sebelumnya, dalam 
Deklarasi Atlantic Charter pada 1941, ditegaskan pentingnya konsep “right 
of self determination” (Sianturi dan Nafsiah, 2013). Dalam deklarasi ini 
disebutkan bahwa negara-negara mempunyai hak untuk menentukan sendiri 
nasibnya tanpa campur tangan negara lain dalam batas wilayah yang telah 
ditentukan dengan kesepakatan. Deklarasi yang menyangkut dasar-dasar 
hubungan internasional yang menyangkut perbatasan negara ini kemudian 
menjadi dasar terbentuknya Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Arti 
penting perbatasan dalam hubungan internasional digambarkan oleh Stephen 
B. Jones (1945), sebagai kulit manusia yang berfungsi melindungi seluruh 
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isi tubuh. Bagi Alasdair dan Drysdale, perbatasan digambarkan sebagai good 
fences make good neighbors (Drysdale dan Blake, 1982). Oleh karena itu, 
banyak negara menjalankan politik luar negeri bertetangga baik atau good 
neighbour policy yang juga diterapkan oleh Indonesia. 

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, masalah perbatasan telah 
menjadi tantangan politik luar negeri Indonesia. Ketidakjelasan wilayah 
mana yang akan menjadi wilayah Indonesia tercermin pada Sidang BPUPKI 
yang digelar sebelum Indonesia merdeka. Menurut Moh. Yamin (dalam 
Chrysna, 2020), wilayah Indonesia mencakup: 


“daerah kepulauan delapan dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, yaitu 
Sumatera dan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Melaju dengan pulau- 
pulau kecil sekelilingnya, Borneo (Kalimantan) dengan pulau-pulau kecil 
sekelilingnya, Jawa dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sulawesi 
dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sunda Kecil (Nusa Tenggara| 
dengan pulau-pulau kecil sertanya, Maluku dengan pulau-pulau kecil di 
antaranya, dan Papua dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya...”. 


Berbeda dengan Yamin, Bung Hatta (dalam Chrysna, 2020) meyakini bahwa 
wilayah Indonesia sebatas “...lingkungan Indonesia yang dahulu dijajah 
oleh Pemerintah Belanda.” Setelah dilakukan voting, usulan Yamin ternyata 
didukung oleh mayoritas peserta sidang. Di lain pihak, Belanda justru 
memiliki persepsi bahwa wilayah Republik hanya Pulau Jawa saja yang 
secara etnis homogen. Dengan perbatasan yang kurang jelas inilah Indonesia 
harus berunding dan berperang lagi dengan Belanda yang ingin menjajah 
kembali Indonesia. Dari perundingan Hoge Veluwe di tahun 1946 hingga 
Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949 Indonesia memperoleh 
wilayah yang tidak sesuai dengan tuntutannya karena wilayah Irian Barat 
tidak disertakan. 

Setelah pengakuan kedaulatan diperoleh secara legal pasca-KMB 
1949, pemerintah Indonesia menyadari ada persoalan serius lainnya, yakni 
bentuk geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan. Dengan konteks 
geografis semacam ini, kekhawatiran terbesarnya adalah jika ada perairan 


32 Perkembangan wilayah Indonesia hasil perundingan dengan Belanda adalah sebagai 
berikut. Perundingan Hoge Veluwe (1946) wilayah yang diakui hanya Pulau Jawa saja, 
Perundingan Linggajati (1947) wilayah yang diakui bertamah menjadi Pulau Jawa dan 
Madura, Perundingan Renville (1948) wilayah yang diakui meliputi Jawa dan Sumtra, 
dan Konferensi Meja Bundar (1949) hampir semua wilayah bekas jajahan Hindia 
Belanda “diberikan” kepada Republik kecuali Papua yang akan dibicarakan di kemudian. 
Hasil dari KMB ini mengubah bentuk negara dari Negara Kesatuan (Menurut Undang- 
Undang Dasar 1945) menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (Negara Federal). 
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bebas di dalam teritori Indonesia yang bisa saja digunakan oleh negara- 
negara adidaya untuk menguasai Indonesia. Kemudian, Presiden Soekarno 
menugaskan PM Djuanda untuk menyelesaikan isu ini, yang kemudian 
terkenal dengan “Deklarasi Djuanda”. Dalam Deklarasi ini, Indonesia 
mengumumkan kepada masyarakat Internasional bahwa ia menganut 
prinsip sebagai negara Kepulauan, yang tidak mengenal adanya laut bebas 
di antara pulau-pulau di wilayah Indonesia. Dengan prinsip ini, total wilayah 
Indonesia menjadi dua setengah kali lipat, jika dibandingkan dengan hasil 
KMB—tidak termasuk Irian Barat. 


Konsepsi Negara Kepulauan Sebagai Proyek Politik 


Rivalitas antara negara-negara Barat merupakan faktor penting yang 
membentuk hukum laut internasional. Awalnya, kompetisi antara Spanyol 
dan Portugis untuk memperebutkan wilayah jajahan pada abad ke-15 
diselesaikan Perjanjian Tordesillas yang membagi dunia ke dalam dua 
bagian. Bagian Timur dunia dikuasai oleh Portugal, sementara bagian Barat 
dikuasai oleh Spanyol. Implikasinya, lautan tidak lagi bebas karena ada yang 
menjadi bagian dari kekuasaan kedua negara tersebut. 

Perjanjian yang menjadi tonggak dari kolonialisme Eropa ke berbagai 
belahan dunia (Djalal, 2009), kemudian dipersoalkan saat muncul keinginan 
dari banyak untuk memperoleh kebebasan akses terhadap lautan. Negara 
seperti Belanda dan Inggris ingin memiliki kesempatan yang sama untuk 
memperoleh sumber daya alam secara langsung dari banyak wilayah yang 
baru ditemukan (Sabardi, 2015). Keinginan tersebut mendorong munculnya 
pemikiran mengenai kebebasan di laut. Hugo Grotius, pemikir hukum 
asal Belanda menjadi pionir dengan mencetuskan gagasannya mengenai 
Mare Liberum (The Freedom of the Seas). Grotius mengatakan bahwa 
laut merupakan benda yang tidak bisa dipegang dan tidak jelas batasnya 
sehingga tidak bisa dimiliki secara privat (Sabardi, 2015). Menurut Grotius, 
laut seharusnya menjadi wilayah yang bebas dan dimiliki secara publik 
sehingga semua kapal bisa berlayar tanpa izin dari negara yang berada di 
sekitar laut tersebut. 

Gagasan yang kuat dari Grotius itu disanggah oleh pemikir hukum 
asal Inggris, John Selden. Menurut Selden, negara pantai memiliki hak 
untuk mengontrol sejumlah bagian dari laut. Atas dasar tersebut, maka di 
kemudian hari, negara-negara di dunia berusaha untuk menentukan sejauh 
mana mereka dapat memiliki kontrol terhadap laut. Di kemudian hari, 
berkembanglah kesepakatan mengenai canon-shot rule yang berimplikasi 
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bahwa negara berhak atas kontrol terhadap lautan teritorial sejauh 3 mil 
dari garis pantai dan selebihnya adalah lautan bebas yang berhak diakses 
oleh negara mana pun. 

Di awal kemerdekaannya, Indonesia hanya bisa menerima hukum 
laut yang telah diterima secara luas oleh masyarakat internasional itu. 
Hukum laut yang ini belakangan mengundang ancaman bagi kedaulatan 
dan integritas teritorial Indonesia. Sebagai negara baru merdeka dengan 
semangat dekolonisasi yang tinggi, Indonesia harus menerima kenyataan 
bahwa perairan yang terletak di antara kepulauan nusantara merupakan 
lautan bebas. Akibatnya, kapal perang dari berbagai negara maritim besar 
bisa berlayar dengan bebas di antara kepulauan nusantara, dan bahkan 
menggelar latihan perang di wilayah tersebut. Pemerintah RI menganggap 
kehadiran armada asing itu sebagai ancaman nyata bagi negara baru merdeka 
seperti Indonesia. 

Di awal kemerdekaannya, Indonesia tidak memiliki sumber daya 
yang cukup untuk membangun Angkatan Lautnya, bahkan untuk sekadar 
mengamankan laut teritorialnya yang sangat luas (Butcher dan Elson, 2017). 
Oleh karena itu, Pemerintah RI mulai memikirkan opsi politik yang bisa 
diambil guna mengatasi ancaman yang datang dari lautan itu di kemudian 
hari. Setelah melalui proses perumusan kebijakan secara interdepartemental, 
Kabinet Djuanda sampai pada kesimpulan untuk memberi pernyataan 
kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia merupakan negara 
kepulauan. Pernyataan yang dikenal luas sebagai “Deklarasi Djuanda” yang 
dideklarasikan pada 13 Desember 1957 itu berisi: 

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang 
mempunyai corak sendiri. 

2. Bahwa sejak dahulu kala nusantara ini sudah merupakan satu 
kesatuan. 

3. Ketentuan tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan 
wilayah Indonesia. Seperti diketahui sebelum Deklarasi Djuanda 
Indonesia mengikuti Ordonansi Hindia Belanda 1939 yang 
membolehkan kapal asing lalu lalang di perairan Indonesia. 


Deklarasi ini kemudian diresmikan menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang 
Perairan Indonesia. Akibat dari Deklarasi Djuanda adalah tercipta garis 
batas maya yang mengelilingi Indonesia sepanjang 8.069,8 mil laut, dan 
wilayah Indonesia menjadi dua kali lipat dari semula, yaitu dari 2.027.087 
km? menjadi 5.193.250 km? (Butcher dan Elson, 2017). 
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Deklarasi Djuanda memancing reaksi negatif dari negara-negara Barat. 
Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Perancis, dan Selandia Baru 
melancarkan protes resmi terhadap pemerintah Indonesia. Keenam negara 
tersebut menganggap Deklarasi Djuanda merupakan pelanggaran terhadap 
hukum internasional yang berlaku (Butcher dan Elson, 2017). Mantan 
Menteri Luar Negeri RI, Mochtar Kusumaatmadja memiliki pembelaan 
terkait anggapan bahwa Indonesia tidak menghormati hukum internasional 
dengan tindakannya itu. Menurutnya, 


... (HjJukum internasional yang ada sudah ketinggalan zaman sehingga 
tidak sesuai dengan perubahan dunia internasional dan komunitasnya yang 
dinamis. .. Penolakan Indonesia terhadap kewajiban hukum internasional 
yang tidak seimbang seharusnya tidak dimaknai sebagai pelanggaran 
terhadap hukum internasional. Perilaku Indonesia untuk tidak menerima 
regulasi internasional yang ada secara menyeluruh bisa diterima selama 
Indonesia mempertimbangkan kepentingan hukum negara lain dan ingin 
berkontribusi bagi perubahan yang penting (Kusumaatmadja dalam 
Agusman, 2015: 11). 


Upaya untuk berkontribusi terhadap perubahan hukum internasional 
inilah yang menjadi esensi dari strategi Indonesia untuk melindungi 
kepentingan nasionalnya. Upaya pemerintah untuk melegalisasi substansi 
yang terkandung dalam Deklarasi Djuanda tidak hanya berhenti di dalam 
lembaran negara Indonesia saja, tetapi juga terwujud dalam kampanye 
untuk mendorong kemunculan norma baru dalam hukum laut internasional. 
Perjuangan untuk memperoleh pengakuan internasional terkait konsepsi 
Indonesia itu secara intensif dilakukan oleh pemerintah orde Baru dan 
menjadi prestasi penting dalam politik luar negeri Indonesia di bawah 
kepemimpinan Soeharto. 


Perjuangan Memperoleh Pengakuan Sebagai Negara 
Kepulauan 


Perjuangan mempromosikan konsep negara kepulauan di dalam hukum 
internasional memasuki babak baru saat terjadi transisi kekuasaan dari orde 
Lama ke orde Baru pada pertengahan 1960-an. Perubahan politik domestik 
yang signifikan ini turut mereposisi langkah Indonesia dalam percaturan 
politik global. Pemerintahan Soeharto kembali bergabung dengan PBB, 
menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, dan bersama-sama empat 
negara tetangga mendirikan ASEAN (He, 2018). Perbedaan haluan politik 
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luar negeri yang diambil ini bertujuan untuk menjaga stabilitas regional demi 
lancarnya aliran modal asing yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. 
Perbedaan iklim politik yang drastis pada gilirannya membawa angin 
segar bagi kampanye konsep negara kepulauan. Mochtar Kusumaatmadja, 
aktor intelektual dalam Deklarasi Djuanda, kembali ke Indonesia setelah 
mengasingkan diri di Amerika Serikat untuk beberapa waktu. 

Perubahan politik juga terjadi di level internasional. Gelombang 
dekolonisasi yang kian menguat pasca-KAA telah mendorong kemerdekaan 
puluhan negara bekas jajahan. Dibanding dengan negara Barat yang sudah 
mapan, anggota-anggota baru sistem internasional ini membawa perspektif 
yang berbeda dalam melihat lautan. Dengan pertimbangan keamanan dan 
kesatuan nasional, serta pembangunan ekonomi, negara-negara tersebut 
memiliki aspirasi untuk menguasai perairan (Butcher dan Elson, 2017). 
Sementara hukum internasional yang berlaku melihat laut sebagai ruang 
internasional yang tidak dikuasai oleh negara mana pun, hasrat untuk 
mengganti hukum tersebut semakin menggema. Atas perkembangan ini, 
negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet cukup gusar karena 
kepentingan strategisnya di lautan bisa terganggu. 

Di tengah arus perubahan politik yang melanda Indonesia, momentum 
emas bagi perjuangan memperoleh status sebagai negara kepulauan dalam 
hukum internasional muncul ketika Majelis Umum PBB memutuskan 
untuk menggelar Konferensi III tentang Hukum Laut pada 1973. Keputusan 
yang diambil pada 17 Desember 1970 ini didorong oleh hasil penyelidikan 
awal komite untuk mempelajari sumber daya mineral dasar laut di luar 
yurisdiksi nasional (Legal UN, n.d.). Indonesia duduk sebagai salah satu 
anggota komite yang dikenal secara luas sebagai Seabed Committee ini. Di 
antara 1970 hingga 1973, komite yang berperan sebagai preparatory body, 
konferensi ini bertemu sedikitnya enam kali guna merumuskan banyak hal, 
termasuk agenda konferensi. Menurut Wisnumurti (2014), Konferensi III 
tentang Hukum Laut juga memiliki beberapa agenda tambahan. Pertama, 
peninjauan kembali konvensi-konvensi Geneva tahun 1958 tentang laut 
wilayah, laut lepas, perikanan, dan landas kontinen. Kedua, pembuatan 
rezim hukum baru mengenai sumber daya hayati di luar yurisdiksi nasional 
(pada akhirnya menjadi ZEE) dan masalah yurisdiksi di selat yang biasanya 
digunakan untuk pelayaran internasional. Ketiga, pembahasan rezim hukum 
tentang negara kepulauan. 

Sebenarnya pembahasan rezim hukum tentang negara kepulauan 
bukanlah agenda yang sejak awal dicanangkan dalam rangka penyelenggaraan 
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konferensi. Namun, Indonesia memanfaatkan peluang struktural yang 
disediakan oleh PBB ini untuk mendorong kepentingan nasionalnya yang 
sudah dicanangkan sejak Deklarasi Djuanda. Dalam hal ini, memanfaatkan 
posisinya sebagai anggota preparatory body, Indonesia yang diwakili oleh 
Umarjadi Nyotowijono sebagai ketua dan Mochtar Kusumaatmadja sebagai 
wakil ketua delegasi mengusulkan agar konsep negara kepulauan menjadi 
salah satu topik bahasan konferensi (Wisnumurti, 2014). Sebagai bagian 
dari negara dunia ketiga, Indonesia menyadari bahwa perjuangan ini tidak 
bisa dilakukan sendirian. Indonesia membangun koalisi yang erat dengan 
negara kepulauan lain seperti Filipina, Fiji, dan Mauritius untuk meyakinkan 
negara lain agar menerima usulan tersebut. Untuk itu, sejumlah konsultasi 
dan perundingan dilakukan dengan anggota koalisi dan negara lainnya. Pada 
akhirnya, upaya Indonesia ini membuahkan hasil sebab konsepsi negara 
kepulauan diadopsi menjadi salah satu agenda konferensi yang akan mulai 
digelar pada 1973. 

Apa strategi Indonesia agar masyarakat internasional dapat menerima 
konsep negara kepulauan sehingga dilegalisasi dalam Konferensi 
III mengenai Hukum Laut Internasional? Pada umumnya, Indonesia 
menggunakan strategi meta-power untuk mencari pengakuan masyarakat 
internasional terhadap konsep negara kepulauan yang dicetuskan. 
Menariknya, Indonesia memberikan variasi pada strategi meta-power yang 
diidentifikasi oleh Krasner itu. Hal ini nampak pada upaya para perunding 
Indonesia untuk memadukan strategi bilateral dan multilateral dalam 
perjuangannya (Sabardi, 2015). Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan 
berbagai forum ilmiah untuk meraih dukungan atas konsepsi negara 
kepulauan yang diusung (2017). Melalui mekanisme bilateral, Indonesia 
secara khusus berupaya untuk meraih dukungan atau setidaknya persetujuan 
dari negara-negara tetangga. Di samping itu, Indonesia juga memanfaatkan 
berbagai forum multilateral yang memungkinkan kepentingannya tercapai. 
Indonesia di kemudian hari memperkaya strateginya dengan memasukkan 
klausul teritorial dalam perjanjian mengenai perpajakan ganda dan urusan 
lainya (Butcher dan Elson, 2017). 

Di titik ini, perlu ditekankan bahwa strategi yang diusung oleh 
Indonesia bermuara pada Konferensi III mengenai Hukum Laut Internasional. 
Ini adalah forum utama yang menjadi penentu keberhasilan kampanye 
Indonesia terkait konsep negara kepulauan. Konferensi ini terdiri atas 11 
pertemuan yang terjadi antara 1973 dan 1982. Setelah menyelesaikan urusan 
organisasional di pertemuan pertama, urusan substantif mulai dibicarakan 
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di pertemuan kedua di Caracas, Venezuela pada 1984. Menurut Wisnumurti 
(2014), sidang tersebut berlangsung selama 3 bulan dan merupakan yang 
terpanjang dalam sejarah modern. Panjangnya sidang mengindikasikan 
betapa rumitnya pembahasan teknis mengenai Hukum Laut. Dalam sidang 
tersebut dan sidang-sidang yang lain, Indonesia menggencarkan negosiasi 
dan kegiatan lobi untuk meyakinkan negara lain agar menerima konsepsi 
negara kepulauan. Dalam hal ini, sejumlah negosiasi bilateral dengan negara- 
negara tetangga (Butcher dan Elson, 2017) dan negara-negara maritim besar 
seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Australia merupakan 
kunci dari upaya Indonesia mengampanyekan konsepsi negara kepulauan 
(Wisnumurti, 2014). 

Negosiasi bilateral dengan negara tetangga dan negara maritim besar 
tersebut tidak pernah mudah. Di satu sisi, tanpa dukungan negara tetangga, 
kampanye Indonesia mungkin akan sia-sia. Di antara sejumlah negara 
tetangga yang diajak berunding, Malaysia merupakan yang paling penting. 
Hal ini disebabkan konsepsi negara kepulauan dan elemen lain yang sedang 
dibicarakan dalam konferensi akan membawa dampak yang signifikan bagi 
Malaysia. Mendesak untuk dibicarakan adalah hak Malaysia di perairan 
kepulauan Indonesia yang terletak di Barat dan Timur Malaysia (Butcher 
dan Elson, 2017). Perundingan tersebut menghasilkan perjanjian di mana 
Indonesia terus menghargai hak Malaysia yang sudah ada di Kepulauan 
Indonesia (Wisnumurti, 2014). Sementara itu, Malaysia secara eksplisit 
merekognisi status Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Di sisi lain, perundingan dengan negara-negara maritim besar yang 
diwakili Amerika Serikat dan Uni Soviet juga sangat menentukan apakah 
nantinya Hukum Laut yang menjadi muara dari perjuangan Indonesia dapat 
diterima secara luas atau tidak. Fokus perundingan terletak pada tiga elemen 
penting, yakni “ketentuan-ketentuan tentang hak pelayaran kapal asing 
melalui alur laut di perairan kepulauan, hak-hak negara kepulauan di alur 
laut, dan kewajiban-kewajiban kapal asing yang lewat untuk menghormati 
kedaulatan dan melindungi kepentingan negara kepulauan” (Wisnumurti, 
2014). Pada akhirnya, Indonesia dan negara maritim besar ini mencapai 
kompromi di sesi keenam konferensi. Sementara itu, negara maritim besar 
mendapat hak navigasional dan terbang, gagasan Indonesia mengenai garis 
poros juga diakui. Hal ini merupakan tonggak penting dalam perjuangan 
karena kedaulatan Indonesia atas perairan kepulauannya diakui oleh negara 
adidaya (Butcher dan Elson, 2017). 
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Konferensi memutuskan untuk menggelar pemungutan suara 
terkait The United Nations Convention on the Law of the Sea bersama 
dengan resolusi I sampai IV di sidang pleno ke-182 pada 30 April 1982. 
Perjuangan Indonesia berbuah manis karena konsepsi negara kepulauan 
yang diperjuangkan terdapat pada UNCLOsS—erdiri atas 320 pasal dan 
9 lampiran—yang diadopsi oleh konferensi pada 10 Desember 1982. 
Meskipun terlibat dalam pembahasan sejak awal, Amerika Serikat tidak 
ikut menandatangani hukum laut ini. 

Keberhasilan Indonesia meraih dukungan dari masyarakat internasional 
terhadap konsepsi negara kepulauan yang diperjuangkan merupakan 
pelajaran berharga bagaimana negara dunia ketiga dengan kapabilitas 
material yang terbatas meraih kepentingannya di dalam politik global. 
Menyadari kapabilitas materialnya terbatas, Indonesia tidak mungkin 
memanfaatkan hard power untuk mencapai tujuannya. Apalagi ancaman 
yang dihadapi oleh Indonesia adalah kapal perang dari negara maritim 
besar. Maka tidak mengherankan jika Indonesia mengandalkan soft power 
untuk mendorong perubahan dalam Hukum Laut Internasional yang masih 
mencerminkan kepentingan negara maritim besar. Hal ini tercermin dalam 
kekuatan argumen dan strategi yang disusun oleh Mochtar Kusumaatmadja 
dan delegasi Indonesia lainnya, atas petunjuk dan dukungan penuh dari 
Presiden Soeharto. Dengan intelektualitasnya, kemampuan Mochtar untuk 
membaca perkembangan hukum laut internasional yang muncul dalam 
penolakan lebar laut 3 mil laut, dan keputusan Mahkamah Internasional 
dalam kasus Inggris-Norwegia (1951) membantunya menyusun argumentasi 
hukum terkait konsepsi negara kepulauan (Oegroseno, 2017). 

Strategi yang dijalankan Indonesia untuk mengubah hukum laut 
internasional agar mengadopsi konsepsi negara kepulauan itu merupakan 
ilustrasi dari apa yang disebut Krasner (1981) sebagai tindakan meta-power. 
Menurut Krasner, tindakan meta-power dicirikan dengan aspirasi negara 
dunia ketiga untuk mengubah rezim yang mengatur isu tertentu melalui 
organisasi internasional agar lebih bersahabat dengan kepentingannya. 
Negara dunia ketiga, tambah Krasner, tidak mungkin mengandalkan 
tindakan relational-power yang berpijak pada kepemilikan kapabilitas 
material. Organisasi internasional seperti PBB menjadi arena strategis bagi 
implementasi tindakan meta-power itu. Hal ini disebabkan oleh mekanisme 
institusional yang dimiliki oleh organisasi internasional menempatkan semua 
negara dalam posisi yang setara. Konferensi III Hukum Laut, misalnya, 
membuka peluang struktural bagi negara dunia ketiga untuk punch above its 
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weight dan melawan penciptanya, yakni negara-negara Barat. Supaya efektif, 
negara dunia ketiga membangun koalisi agar kepentingannya tercapai seperti 
yang dilakukan oleh Indonesia dan negara kepulauan yang lain. Keputusan 
Amerika Serikat untuk tidak menandatangani hukum laut yang dihasilkan 
oleh Konferensi ini harus dibaca sebagai bukti bahwa negara besar tidak 
mampu melawan kehendak kuat yang diinisiasi oleh negara-negara lemah 
dalam organisasi internasional apalagi kehendak itu tidak sesuai dengan 
kepentingannya. Sangat sulit dibayangkan bahwa Amerika Serikat dan Uni 
Soviet akan menerima konsepsi negara kepulauan, jika Indonesia dan negara 
kepulauan lain hanya mengandalkan perundingan bilateral dan strategi 
relational power semata. 


Penutup 


Bab ini telah mendiskusikan kemungkinan peran yang bisa dimainkan 
negara-negara kecil dalam politik global. Diskusi ini menjadi penting dalam 
konteks ketika posisi negara kecil hampir tidak mendapat tempat dalam 
perspektif Hubungan Internasional arus utama, khususnya dalam tradisi 
realisme. Dengan menggunakan pengalaman Indonesia dalam perjuangan 
pengakuan dan teritorinya, diskusi dalam bab ini menegaskan bahwa politik 
internasional yang bersifat anarkis membuat negara-negara kecil tidak bisa 
berperan. 

Perjuangan konsep negara kepulauan, sebagai strategi untuk 
melindungi teritori Indonesia dengan kondisi geografis yang khas, yang 
diinisiasi sejak orde Lama hingga orde Baru ini menunjukkan bagaimana 
negara yang baru merdeka dengan kapabilitas material yang relatif terbatas 
mampu mencapai kepentingan nasionalnya. Bagi penstudi Hubungan 
Internasional, kisah sukses ini tentu saja bisa membalikkan anggapan 
bahwa sejarah hubungan internasional hanya ditentukan oleh aksi sepihak 
dari negara adikuasa. Dalam hal ini, hukum internasional tidak semata- 
mata produk dari kepentingan negara besar. Upaya mengubah hukum 
internasional sebagaimana ditunjukkan oleh Indonesia dalam diplomasi 
negara kepulauan justru menunjukkan bahwa hukum internasional bisa 
dimanfaatkan sebagai salah satu strategi yang memberdayakan negara 
dunia ketiga untuk mencapai kepentingannya dalam politik internasional. 
Meminjam istilah Krasner, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan 
negara dunia ketiga untuk memanfaatkan strategi meta-power dalam meraih 
kepentingannya di level global. 
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DINAMIKA DAN REORIENTASI 
OTUDI KAWASAN 


BAB 11 
Diplomasi Masker: Cina sebagai Kekuatan 
Besar yang Bertanggung Jawab?? 


Nur Rachmat Yuliantoro 


di Serbia! Terima kasih banyak saudaraku, Presiden Xi Jinping, 

Partai Komunis Cina, dan rakyat Cina. Hidup persahabatan 
baja kita! Hidup Cina! Hidup Serbia!” Pernyataan ini disampaikan 
oleh Presiden Serbia Alexander Vucic melalui akun Twitter-nya ketika 
menyambut kedatangan tim medis asal Cina yang akan membantu Serbia 
mengatasi lonjakan kasus penyakit akibat virus Corona (Covid-19). Serbia 
sesungguhnya juga mendapatkan sejumlah bantuan dari negara lain dan 
organisasi internasional, tetapi Vucic tampaknya paling gembira menerima 
bantuan dari Cina. Media Cina sangat menyoroti pujian yang diberikan 
oleh Vucic dan menilainya sebagai bukti bahwa dunia internasional sudah 
sepantasnya berterima kasih kepada Cina atas bantuan yang telah ia berikan 
dalam upaya bersama mengendalikan penyebaran dan dampak Covid-19 
(Albert, 2020). 

Eropa Tengah dan Eropa Timur menjadi salah satu target utama Cina 
dalam menjalankan apa yang kemudian dikenal sebagai “mask diplomacy” 
(diplomasi masker). Bentuk diplomasi ini mendapatkan tanggapan yang 
beragam dari negara-negara di kawasan tersebut. Misalnya, bersama Serbia, 


6 6 Jason dan saudara-saudara Cina (kamil, selamat datang 


33 Penulis berterima kasih kepada Caesar Leonardo, Mariola Sophie Yansverio, dan Ngurah 
Gede Satria Aryawangsa, tutor dan mahasiswa kelas China ' International Relations in 
the 218 Century (2020) atas asistensi mereka dalam penelusuran data untuk penyusunan 
bab ini. Ide untuk topik bab ini datang dari salah satu diskusi dalam perkuliahan di atas. 
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Hungaria juga berterima kasih kepada Cina dan pada saat yang sama mereka 
mengkritik Uni Eropa (UE), yang dinilai tidak terlalu serius memberikan 
bantuan. Slovakia dan Republik Ceko, sebaliknya, mengecam test kit dan 
produk medis lainnya asal Cina ketika diketahui bahwa hasil pengujian 
dan kualitasnya meragukan (Bachulska, 2020). Terlepas dari perbedaan 
tanggapan ini, diplomasi masker telah menjadi salah satu alat utama Cina 
untuk mendapatkan penghormatan kembali dari dunia internasional setelah 
negara ini babak belur secara domestik maupun internasional gara-gara virus 
yang telah menyebabkan kematian jutaan orang tersebut. 

Cina diyakini oleh banyak pihak sebagai sumber dari virus Corona 
yang gelombang serangannya hingga kini terus meluas. Pada akhir Desember 
2019, tersebar berita bahwa kasus pertama virus ini ditemukan di Kota 
Wuhan, ibu Kota Provinsi Hubei, kemudian dari situ ke kota-kota lainnya 
di Cina, dan setelahnya menyebar ke seluruh dunia—membuat WHO 
(World Health Organization) pada bulan Maret 2020 menetapkan status 
pandemik terhadap Covid-19. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, 
yang dikenal sering memberikan pernyataan yang tajam kepada Cina, 
berulang kali menyebut virus Corona sebagai “virus Cina” —sesuatu yang 
segera membuat hubungan Amerika Serikat dan Cina semakin memburuk 
di tengah-tengah perang dagang di antara keduanya. Tudingan Trump ini 
diamini oleh banyak orang sehingga di tengah-tengah upaya membangun 
kembali perekonomian yang goyah akibat pandemi, Cina juga memiliki 
tugas berat untuk meyakinkan dunia internasional bahwa ia bukan sumber, 
dan bahkan kemudian berhasil menahan laju penyebaran virus secara 
domestik. Meskipun mengaku diri bukan sebagai sumber virus, tetapi Cina 
merasa berkewajiban untuk membantu negara-negara lain sebagai wujud 
dari “responsible great power” (kekuatan besar yang bertanggung jawab). 
Bahwa Cina dewasa ini adalah sebuah kekuatan besar tampaknya tidak perlu 
diperdebatkan, tetapi penyematan kata “bertanggung jawab” dapat dimaknai 
sebagai cara Cina menentang timpangnya tatanan dunia kontemporer yang 
didominasi oleh Amerika Serikat. “Bertanggung jawab” merupakan respons 
Beijing terhadap berbagai aksi membatasi dan menjegal perkembangan 
kekuatan Cina yang terus dilakukan oleh Washington dan sekutunya. 
Sebagai kekuatan besar, Cina merasa bahwa ia memikul tanggung jawab 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan global—dalam hal ini pandemi 
Covid-19 dan dampak-dampaknya. 

Dengan menggunakan ilustrasi diplomasi masker, bab ini 
mendiskusikan posisi Cina sebagai kekuatan besar yang bertanggung 
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jawab, dan apakah keduanya saling berkaitan. Di beberapa bagian, uraian 
juga akan ditempatkan dalam perspektif the Global South yang belakangan 
ini sedang dikembangkan dengan serius oleh Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional, Universitas Gadjah Mada. Pandemi Covid-19 memang terjadi 
di hampir seluruh dunia, tetapi mungkin tidak berlebihan jika dikatakan 
bahwa negara-negara the Global South-lah yang merasakan konsekuensi 
paling parah dari situasi mutakhir (misalnya, India dan Brazil). Melalui 
tulisan ini, diharapkan pembaca tidak saja mengetahui bagaimana Cina 
merespons pandemi Covid-19, tetapi juga memahami dengan lebih baik 
hubungan internasional Cina di abad ke-21 dengan segala dinamikanya, 
khususnya dalam kaitannya dengan the Global South. 


Diplomasi Masker 


Pandemi Covid-19 membawa dampak merusak yang sangat besar bagi 
Cina, yaitu ekonominya sempat macet dan citra yang ia bangun selama 
ini sebagai sebuah negara bersahabat, bukan ancaman bagi negara lain, 
sempat goyah. Untuk membantah tudingan sementara pihak bahwa Cina 
harus disalahkan dalam penyebaran Covid-19, sekaligus sebagai bukti 
bahwa ia bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam upaya mengatasi 
virus tersebut, pemerintah Cina bergerak cepat untuk mengatasi dampak ini 
dengan menjalankan dua strategi, yaitu diplomasi masker yang bersifat soft 
dan pembelaan secara agresif dari para diplomat mudanya—dikenal dengan 
sebutan “Wolf Warriors” (“Prajurit Serigala” )—yang menunjukkan nuansa 
hard diplomacy (Carlson, 2020). 

Berbagai elemen mulai dari pemerintah hingga sektor swasta Cina 
memberikan bantuan tenaga medis serta peralatan dan obat-obatan yang 
diperlukan ke banyak negara (Verma, 2020a: 253-254). Ini adalah inti 
dari diplomasi masker. Diplomasi masker digunakan oleh Cina untuk 
“menyelamatkan muka” yang tercoreng akibat keyakinan bahwa virus 
Corona berasal dari Wuhan dan Cina gagal mencegah penyebaran virus 
tersebut sehingga kemudian menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan 
puluhan juta orang terinfeksi, jutaan kematian, dan kolaps atau mandeknya 
ekonomi dalam skala yang sangat masif (Verma, 2020b). Secara umum, 
bantuan Cina diterima dengan baik di sejumlah negara Eropa. Di Asia 
Tenggara, sejak bulan Februari 2020 Cina telah menetapkan bahwa ia 
akan memusatkan pemberian bantuan penanganan Covid-19 kepada 
negara-negara di kawasan ini (Polling, 2020). Namun demikian, terdapat 
laporan dari Inggris, Italia, Spanyol, Slovakia, Republik Cek, Belanda, 
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Turki, dan Filipina bahwa mutu produk bantuan Cina kurang dan tidak 
berfungsi dengan baik (Verma, 2020b, Dunst, 2020). Dapat dipahami bahwa 
pemerintah dan media Cina segera menanggapi laporan-laporan ini dengan 
skeptis. Melabeli laporan-laporan tersebut sebagai “kampanye kotor” untuk 
mendiskreditkan Cina, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chuying 
mengatakan “Some media outlets hyped the guality issues involving Chinese 
medical product exports without verifying the facts, which is irresponsible 
and not conducive to international cooperation on coronavirus prevention” 
(Global Times, 2020) 

Menurut The Economist Intelligence Unit, selama periode Maret- 
April 2020 Cina tercatat telah memberikan bantuan penanganan Covid-19 
secara global senilai kira-kira $41,4 miliar. Ini adalah angka yang tidak 
sedikit, bagi Cina ini dirasakan sepadan dengan upaya membangun narasi 
bahwa ia adalah negara yang bersahabat, bukan sumber asal virus, dan 
menjadi contoh keberhasilan penanganan virus — terlepas dari upaya Beijing 
dan Pemerintah Provinsi Hubei menutup-nutupi merebaknya virus pada 
dua bulan pertama tahun 2019 (IEU, 2020). Meskipun demikian, terdapat 
argumen bahwa upaya membangun narasi ini tidak sepenuhnya berhasil di 
negara-negara yang tidak bergantung kepada Belt and Road Initiative (BRI) 
Cina (Loh, 2020). 

Apa tujuan Cina dengan diplomasi masker-nya? Menurut Raj Verma, 
setidaknya terdapat tiga alasan mengapa Cina menjalankan diplomasi masker 
sebagai bagian dari ikhtiarnya mengubah narasi tentang Covid-19. Yang 
pertama, kehendak Cina untuk mempertahankan statusnya sebagai salah 
satu kekuatan utama dunia. Berbagai strategi yang telah dilakukan Cina 
sejak berkuasanya Presiden Xi menjadikan banyak negara menoleh kepada 
Cina sebagai pemberi bantuan, sumber investasi, dan mitra kerja untuk 
pembangunan infrastruktur. Diplomasi masker adalah representasi dari sikap 
Cina yang ingin menunjukkan bahwa ia adalah kekuatan besar sekaligus 
bersahabat bagi banyak negara, ia siap memberikan bantuan kepada negara- 
negara yang membutuhkan pada saat Amerika Serikat dan negara-negara 
Barat lainnya gagal menyediakan barang publik untuk kepentingan bersama. 
Dalam perspektif Xi, sikap Cina ini wajar adanya mengingat ia adalah inti 
dari sebuah “community of common destiny” (Verma, 2020a: 255). Cina ingin 
memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa ia adalah “a responsible 
major country that puts into practice “the vision of building a community 
with a shared future for mankind”... working “together with other countries 
to defeat the virus through mutual assistance? and contributing “our wisdom, 
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experience and prescription to the international community” (Kobierecka 
dan Kobierecki, 2021). 

Kedua, Cina ingin ganti membalas bantuan yang diberikan oleh 
berbagai negara dan organisasi internasional pada masa-masa awal 
penanganan pandemi di negeri tersebut. Sebuah pepatah kuno Cina 
mengatakan “Tou wo yi mu tao, bao zhi yi giongyao” (Kamu memberi 
buah persik kepadaku, akan kuberikan sebuah giok putih sebagai tanda 
persahabatan). Hal ini dapat diasosiasikan dengan sebuah norma sosial 
yang telah berakar sangat kuat di Cina, yaitu guanxi, yang bisa dimaknai 
secara bebas sebagai memberikan dan membalas bantuan. Pepatah di atas 
mencerminkan cara pandang tradisional Cina yang menghargai segala 
bentuk pertolongan dengan bantuan yang lebih besar. Sementara itu, alasan 
yang ketiga berkenaan dengan keinginan Partai Komunis Cina (PKC) untuk 
tetap menjaga legitimasinya. Pandemi Covid-19 telah menjadi sumber 
ketidakpuasan, kekecewaan, dan kritik sejumlah masyarakat Cina kepada 
Beijing dan pemerintah-pemerintah daerah ketika mereka pada awalnya 
mengabaikan keseriusan penyebaran virus dan dampak yang mengiringinya 
(Verma, 2020a: 254-257). 

Di samping untuk membangun narasi bahwa Cina adalah negara 
yang siap membantu negara-negara lain mengatasi Covid-19, Cina tentu 
saja memiliki kepentingan ekonomi dan kepentingan geopolitik tertentu 
dalam strategi diplomasi masker yang ia jalankan. Mengikuti argumen 
Priya Gauttam, Bawa Singh, dan Jaspal Kaur (2020), diplomasi masker 
dapat dimaknai sebagai sebuah wujud soft power (kekuasaan lunak) dari 
Cina untuk melanggengkan kehadirannya di sebuah kawasan dengan cara 
mendorong kerja sama internasional untuk melindungi umat manusia dari 
ancaman pandemi global. Kerja sama internasional, khususnya dalam 
konteks pembangunan, telah lama menjadi salah satu pilar utama hubungan 
internasional Cina. Sebelum era pandemi Covid-19, Cina telah menjadi salah 
satu donor utama bagi kerja sama pembangunan internasional di banyak 
negara melalui apa yang disebut sebagai “model pembangunan dengan ciri- 
ciri Cina”, untuk membedakannya dengan model pembangunan neoliberal 
yang diajukan oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. 

Dalam konteks inilah, Cina memainkan peran yang penting dalam 
proses transformasi struktural the Global South. Menariknya, proses ini 
tidak terlepas dari posisi mendua yang ditunjukkan oleh Cina. Sebagai 
sebuah kekuatan besar yang bertanggung jawab, Cina ingin agar dirinya 
dipandang sebagai sejajar dengan kekuatan besar lainnya, yang umumnya 
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terdiri dari negara-negara maju di “Utara”. Akan tetapi, secara domestik 
Cina juga masih harus menyelesaikan banyak persoalan besar yang biasanya 
dialami oleh negara-negara berkembang di “Selatan”. Terlepas dari itu, 
kerja sama antara Cina dengan negara-negara the Global South adalah 
bagian yang sangat penting dari identitas hubungan internasional Cina, yang 
terbangun sejak lima prinsip hidup berdampingan secara damai, Dasasila 
Bandung, hingga doktrin-doktrin kerja sama pembangunan Cina dewasa 
ini. Kerja sama Cina dengan negara-negara the Global South diharapkan 
dapat memengaruhi tatanan dunia internasional di masa depan melalui aksi- 
aksi bersama merespons berbagai isu global (Vadell dkk., 2020: 2-3), tak 
terkecuali pandemi Covid-19. 

Dalam kerja sama internasional memerangi pandemi dan dampaknya 
ini, Cina memainkan peran yang sangat besar dengan basis pada “an image 
of a state which cooperates, loves peace and wants to play a constructive 
role in international politics” (Kobierecka dan Kobierecki, 2021). Kerja 
sama, perdamaian, dan peran konstruktif adalah narasi Cina bahwa ia adalah 
berbeda dengan Barat dan oleh karena itu ia bermaksud memajukan sebuah 
tatanan dunia yang lebih adil dan lebih menguntungkan negara-negara the 
Global South. Melalui diplomasi masker, Cina dapat berharap bahwa ia dapat 
memengaruhi outcome dari sebuah relasi internasional yang sesuai dengan 
kepentingannya tanpa perlu menggunakan paksaan atau kekerasan (Gauttam 
dkk., 2020). Dalam konteks ini, mungkin saja tujuan jangka panjang Cina 
adalah terciptanya sebuah “long-term dependence relations and patronage 
networks” (Wong, 2020). 

Secara geopolitik, diplomasi masker dapat ditujukan untuk semakin 
menegaskan posisi Cina vis-d-vis Amerika Serikat. Dalam konteks ini, 
diplomasi masker dapat dibaca sebagai taktik “white face.” Setidaknya inilah 
yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian, 
yaitu bahwa Cina bukanlah dalang di balik meluasnya pandemi Covid-19 dan 
Cina bersedia untuk memberikan bantuan test kit, obat-obatan, dan tenaga 
medis kepada negara-negara yang membutuhkan. Menariknya, di saat yang 
sama Zhao juga menjalankan taktik “red face,” menyerang balik Amerika 
Serikat sebagai sumber dari virus Corona (Haiging Yu dan Keane, 2020).“ 
Diplomasi masker diyakini merupakan cara Cina untuk menunjukkan kepada 


34 Pada tanggal 18-27 Oktober 2019, Wuhan menjadi tuan rumah bagi the 7th CISM 
Military World Games, semacam olimpiade yang pesertanya adalah personil militer 
berbagai negara. Sejumlah pejabat Cina meyakini bahwa kontingen Amerika Serikat 
untuk Military World Games-lah yang membawa virus corona ke Wuhan, yang kemudian 
dari situ menyebar luas ke berbagai negara. Lihat, misalnya, Verma (2020a: 252). 
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dunia bahwa ia bisa menjadi pemimpin alternatif selain Amerika Serikat: 
“the Chinese government seeks to present China as a leading and responsible 
global power, which contrasts with the failure of the US administration 
in its handling of the crisis.” (Segev dan Lavi, 2020). Amerika Serikat, 
dengan angka kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang paling 
tinggi di dunia, dinilai oleh Cina sebagai tidak sanggup memikul tugas 
kepemimpinan global dalam mengatasi pandemi, khususnya setelah Trump 
menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam kerja sama internasional yang 
diinisiasi oleh WHO. Para pejabat kedua negara saling beradu pernyataan 
tentang asal-muasal virus—diistilahkan dengan “Blame Game” atau “War 
of Words” (Gauttam dkk., 2020)—membuat hubungan bilateral yang tidak 
harmonis belakangan ini kian memburuk. Diplomasi masker, tidak pelak 
lagi, merupakan cara Cina “menampar' keadidayaan Amerika Serikat dan 
tatanan dunia yang ia dominasi. Diplomasi masker juga menjadi jawaban 
terbaru Cina atas upaya merespons struktur tatanan dunia yang didominasi 
oleh ideologi dan kekuasaan neoliberal Barat. 


Kekuatan Besar yang Bertanggung Jawab 


Reformasi ekonomi yang dicanangkan pada tahun 1978 dan politik pintu 
terbuka yang dijalankan sejak pertengahan tahun 1980-an telah menjadikan 
Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Pada gilirannya, 
kekuatan ekonomi ini digunakan oleh Cina untuk memodemisasi militernya, 
yang kemudian menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Pertumbuhan 
ekonomi dan perkembangan kekuatan militer, plus peningkatan upaya-upaya 
soft power, telah membuat banyak orang menoleh kepada kebangkitan Cina 
secara positif maupun negatif. Di satu sisi, pengaruh Cina yang semakin 
membesar di berbagai penjuru bumi dan penerimaan terhadapnya bisa 
menjustifikasi langkah negara ini menuju posisi great power (kekuatan 
besar). Di sisi yang lain, negara-negara seperti Amerika Serikat dan 
sekutunya meyakini bahwa kekuatan Cina hanya akan mendatangkan 
marabahaya sehingga ia harus dibatasi dan dikendalikan agar tidak merusak 
sistem internasional. 

Bagaimana cara Cina merespons pandangan-pandangan yang 
bertolak belakang itu dapat dijelaskan, antara lain, dengan melihat pada 
strategi diplomasi yang ia jalankan. Pada masa Deng Xiaoping berkuasa 
(1978-1992), diplomasi Cina pada umumnya diwarnai oleh prinsip taogang 
yanhui, yaitu Cina haruslah menunjukkan sikap yang low profile, tidak 
menunjukkan ambisi untuk bangkit dan berkuasa, Cina harus “membeli 


Dinamika dan Reorientasi Studi Kawasan | 195 


waktu' agar dapat membangun ekonominya. Pada masa ini, prinsip taogang 
yanhui dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar mengingat Cina tengah 
berupaya membangun relasi yang baik dengan sejumlah negara Barat yang 
diharapkan dapat memberikan bantuan teknologi maupun investasi yang 
dibutuhkan Cina. Namun, seiring dengan kemajuan yang dicapai Cina dan 
hubungan-penuh-masalah dengan Amerika Serikat, Jiang Zemin (berkuasa 
selama 1993 hingga 2003) menyatakan Cina adalah sebuah responsible 
great power (fuzeren daguo). Cina ikut membantu menyelesaikan persoalan 
dunia (misalnya, krisis finansial global pada tahun 2008) dan pada saat 
yang sama aktif terlibat dalam sistem internasional (menjadi anggota World 
Trade Organization (WTO) pada tahun 2001 adalah contohnya). Ketika 
ekonomi dan militer Cina semakin menguat, Hu Jintao (memerintah pada 
periode 2003-2013) mengenalkan konsep harmonious world, sebuah 
seruan agar dunia internasional bersama-sama Cina membangun sebuah 
relasi yang harmonis dan tidak merasa terancam dengan narasi “peaceful 
rise” yang kemudian diubah menjadi “peaceful development” (kebangkitan/ 
pembangunan damai) Cina. Dewasa ini, di bawah kepemimpinan Xi 
Jinping sejak 2013, Cina tampak semakin asertif dalam diplomasinya, yaitu 
membentuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), memperkenalkan 
megaproyek BRI, hingga menekankan pentingnya “a new type of great 
power relations” dalam hubungan ia dengan Amerika Serikat. 

Menarik ketika diketahui bahwa Jiang Zemin tidak pernah 
mendefinisikan dengan terinci apa yang ia maksud dengan Cina sebagai 
kekuatan besar yang bertanggung jawab. Dari sinilah kemudian para 
sarjana dan pengamat Cina menawarkan definisi masing-masing. Secara 
garis besar, definisi-definisi berikut sejalan dengan perspektif the Global 
South, khususnya ketika negara-negara harus bekerja sama untuk 
menyelesaikan persoalan global demi kepentingan bersama, bukan untuk 
melanggengkan dominasi struktural negara-negara tertentu (Barat) dalam 
tatanan internasional. 

Menurut Liping Xia, terdapat tiga ciri yang perlu dipenuhi oleh Cina 
sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab. Pertama, Cina haruslah 
memperhatikan kepentingan yang lebih luas di tingkat global, bukan 
hanya menekankan pada kepentingan nasionalnya sendiri. Kedua, Cina 
harus menunjukkan komitmen yang tegas dalam menjalankan kewajiban- 
kewajiban internasionalnya sebagai warga dunia. Ketiga, Cina harus 
berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan aturan dan norma 
internasional (Liping Xia, 2001). Michael Weissman berargumen bahwa 
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kekuatan besar yang bertanggung jawab adalah cara Cina menunjukkan 
kepada dunia internasional bahwa ia adalah pemain utama yang tidak bisa 
diabaikan, khususnya ketika keterlibatan Cina akan sangat menentukan 
kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. Sebagai pemain utama, Cina tidak 
berkehendak mengubah aturan main sistem internasional, tetapi ia bisa 
menjadi semacam alternatif ketika model-model pembangunan yang 
ditawarkan oleh Barat, misalnya, mengalami kemacetan atau kegagalan. 
Cina di sini akan “bermain cantik' dengan mengajak negara-negara lain untuk 
bekerja sama demi kepentingan bersama (Weissman, 2015). Kemudian, 
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Robert Zoellick dalam 
pidatonya pada bulan September 2005 menyebut Cina sebagai “a responsible 
stakeholder” (pemangku kepentingan yang bertanggung jawab), khususnya 
dalam konteks menghadapi tantangan-tantangan keamanan global pasca 
11 September (Yong Deng, 2015). Menarik untuk dilihat bahwa Amerika 
Serikat bersikap mendua, yaitu menolak Cina sebagai kekuatan besar, tetapi 
menilai bahwa ia juga harus ikut bertanggung jawab mengamankan dan 
membuat dunia menjadi lebih sejahtera. 

Karakter Mandarin untuk “tanggung jawab” adalah 51 (£ (zeren), 
yang dapat dimaknai secara sederhana sebagai “tugas untuk melayani,” 
yang erat kaitannya dengan “kebajikan.” Astrid Nordin dan Graham Smith 
melihat bahwa perilaku Cina sebagai kekuatan besar yang bertanggung 
jawab akan sangat tergantung pada posisi yang ia pilih dalam kaitannya 
dengan sistem internasional, apakah ia akan menjadi kekuatan status guo 
atau negara revisionis (Nordin dan Smith, 2020). Pilihan posisi ini pada 
hakikatnya merupakan salah satu perdebatan terbesar dalam kajian politik 
luar negeri dan hubungan internasional Cina. Sejauh yang dapat penulis 
pahami, Cina belum sepenuhnya meninggalkan posisi status guo, tetapi ia 
juga belum benar-benar siap (atau tidak menunjukkan intensi yang sungguh- 
sungguh) untuk menjadi revisionis. Ini tampak sejalan dengan posisi mendua 
Cina dalam kerangka the Global South sebagaimana disebutkan di atas. 
Yang menarik, Nordin dan Smith kemudian berargumen bahwa terlepas 
dari pilihan posisi tersebut, “responsibility is narrowed to mean rule and 
norm compliance” (Nordin dan Smith, 2020). Artinya, sikap bertanggung 
jawab sebagai kekuatan besar yang ditunjukkan oleh Cina harus dilihat 
tidak melalui kepentingan nasional Cina semata, tetapi juga dalam konteks 
sistem internasional yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Covid-19, hal 
ini berarti perlunya mengkaji secara komprehensif apakah dunia menerima 
atau menolak kehadiran Cina melalui diplomasi masker-nya. 
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Diplomasi Masker Sebagai Wujud Kekuatan Besar yang 
Bertanggung Jawab? 


Dalam konteks pandemi Covid-19, David Scott menawarkan kepada kita 
sebuah lensa yang menarik untuk melihat perilaku Cina dalam membantu 
negara-negara lain, yaitu sejauh mana Cina menjadi “penyebab” dari 
persoalan-persoalan dunia internasional. Bila lensa ini yang digunakan, maka 
terdapat dua konsekuensi yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh 
tidak saja oleh Cina, tetapi juga oleh masyarakat internasional: “Firstly, it 
damages the PRCs images as a supportive rather than destructive element 
in the international system, and cuts across its whole rhetoric of win-win 
diplomacy and a harmonious world atmosphere. Secondly, it can cause the 
problem of the PRC being expected to solve the problem it has supposedly 
caused, through liability being attached, with financial costs thereon” (Scott, 
2010). Dari argumen ini dapat dicatat bahwa penilaian bahwa Cina menjadi 
“penyebab” merebaknya virus bisa saja mendapatkan pembenaran sehingga 
Cina harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai persoalan 
lanjutan sebagai konsekuensi dari Covid-19. Hal ini tentu saja ditolak oleh 
Cina, bukan hanya karena ia merasa bukan sumber virus, tetapi juga bahwa 
penilaian tersebut akan membuat rusak citranya di dunia internasional dan 
Cina harus menanggung beban finansial yang teramat besar untuk mengatasi 
dampak virus. 

Cina jelas menolak argumen bahwa ia adalah negara asal virus, tetapi 
ia kemudian segera menunjukkan komitmen untuk membantu negara-negara 
lain yang terkena dampak virus melalui diplomasi masker—terlepas dari 
apa motivasi dan tujuan sesungguhnya strategi ini. Hal ini memunculkan 
sebuah pertanyaan yang menggelitik bagi sebagian orang: bila Cina merasa 
bahwa ia bukan sumber virus, mengapa ia membantu negara-negara lain 
dengan pengalaman dan keahlian tim medis, peralatan, dan obat-obatan yang 
dibutuhkan secara masif? Tidakkah ini merupakan sebuah manifestasi dari 
tanggung jawab Cina yang mungkin saja muncul dari perasaan bersalah 
sejak kasus Wuhan? 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tidak mudah. Pertama, 
dalam realisme politik, tidak ada yang namanya perasaan bersalah yang 
kemudian mendorong aktor untuk memberikan kompensasi dari rasa 
bersalah tersebut. Cina dalam konteks Covid-19 bukanlah pengecualian. 
Kedua, mungkin ada baiknya kita menepikan sejenak debat asal-muasal 
Covid-19 karena isu ini sudah dibumbui dengan rivalitas antara Cina dan 
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Amerika Serikat. Dunia saat ini membutuhkan penanganan segera yang 
berdaya guna untuk mengatasi virus dan dampaknya, upaya krusial yang 
mungkin tidak akan banyak terbantu jika pada akhirnya kapan dan di mana 
jejak kasus pertama virus corona ditemukan telah diafirmasi secara tepat. 
Dilihat dari sisi ini, diplomasi masker yang dijalankan oleh Cina dapat 
dipahami sebagai bagian dari upaya krusial tersebut. Bila dihubungkan 
dengan tiga ciri kekuatan besar yang bertanggung jawab dari Liping Xia, 
diplomasi masker Cina sudah cukup memenuhi semuanya. Meminjam 
pendapat Weissman, Cina tidak bisa diabaikan dalam kerja sama kolektif 
mengatasi virus dan dampaknya yang akan sangat menentukan kesejahteraan 
bangsa-bangsa di dunia, di mana diplomasi masker memainkan peran kunci 
yang sangat penting. Sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, 
Cina sudah menjalankan tugas penuh kebajikan dalam melayani/membantu 
negara-negara yang membutuhkan penanganan cepat terhadap Covid-19 dan 
dampaknya sebagaimana diargumenkan oleh Nordin dan Smith. Jelaslah 
di sini bahwa diplomasi masker dan posisi sebagai kekuatan besar yang 
bertanggung jawab saling berhubungan, terutama dalam konteks bahwa Cina 
berkewajiban untuk memenuhi komitmen internasionalnya dalam mengatasi 
urusan-urusan kemanusian yang berdampak luas bagi banyak orang. 
Ketiga, kita juga bisa berpendapat bahwa sesungguhnya kedua 
variabel yang menjadi tema tulisan ini tidak berkaitan satu dengan yang 
lain. Misalnya, argumen yang meyakini bahwa diplomasi masker justru 
bermakna ganda bagi Cina. Di samping untuk menunjukkan bahwa Cina 
tidak pernah meninggalkan masyarakat dunia ketika mereka menghadapi 
masalah, diplomasi masker juga diduga digunakan sebagai pengalih 
perhatian dari apa yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan (klaim 
kepemilikan Cina versus klaim-klaim Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei 
Darussalam, dan Taiwan), dan Laut Cina Timur (perseteruan teritori dengan 
Jepang). Buktinya, frekuensi pemberian bantuan guna mengatasi Covid-19 
dan dampaknya yang diberikan oleh Cina pada bulan-bulan awal tahun 2020 
diiringi dengan intensitas aktivitas agresif Cina di kedua kawasan (Hornung, 
2020). Benar bahwa kedua hal ini tidak bisa dihubungkan begitu saja. 
Namun, jika argumen ini bisa dibuktikan, secara telak ini memukul persepsi 
yang hendak dibangun Cina bahwa sebagai kekuatan besar yang bertanggung 
jawab ia benar-benar berfokus pada kerja sama dengan negara-negara lain 
untuk mengatasi pandemi. Cina memanfaatkan waktu dan kesempatan 
yang 'tepat' untuk agenda lain berupa penguasaan secara bertahap teritori 
yang diperselisihkan dengan negara-negara tertentu. Belum lagi, “the 
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“responsibility? moniker also left much room for the Chinese leadership to 
interpret the concept to suit its own agenda, thus the ambiguity” (Yong Deng, 
2015). Ini bisa dibaca sebagai kemungkinan bahwa diplomasi masker bukan 
semata-mata soal Cina menjalankan prinsip politik luar negerinya sebagai 
kekuatan besar yang bertanggung jawab, tetapi ia juga bisa digunakan 
sebagai alat bagi pemimpin Cina saat ini untuk memastikan agenda-agenda 
dan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. 

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa relasi antara diplomasi 
masker dengan posisi Cina sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab 
adalah problematik. Relasi itu akan sangat tergantung pada bagaimana kita 
mendefinisikan dan memahami kedua isu tersebut tidak hanya di masa 
pandemi seperti sekarang, tetapi juga dalam konteks kepentingan nasional 
Cina dan sistem internasional yang berlaku dewasa ini. 


Penutup 


“Does China matter? No, it is not a silly guestion — merely one that is not 
asked often enough.” Ini adalah kalimat pembuka dari artikel Gerald Segal 
di jurnal Foreign Affairs (1999) yang secara cukup akurat memberikan 
alasan mengapa kita, para penstudi ilmu Hubungan Internasional, harus 
mempelajari Cina dan peran internasional yang ia mainkan. Tidak bisa 
dimungkiri bahwa argumen Segal mungkin sangat dekat dengan bagaimana 
Barat memandang Cina, bukan sebuah kebetulan bahwa artikel ini terbit 
pada tahun di mana Cina mulai mendefinisikan dirinya sebagai kekuatan 
besar yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, dalam banyak aspek 
artikel tersebut telah menekankan bahwa Cina akan segera menjadi aktor 
utama dalam panggung internasional — dan oleh karena itu, mempelajari 
negeri ini akan menjadi sebuah aktivitas akademik yang menarik, sekaligus 
berharga, bagi banyak orang. Mungkin terlalu berlebihan, tetapi mempelajari 
ilmu Hubungan Internasional tanpa mempelajari politik luar negeri Cina 
dan dinamikanya tampaknya terasa kurang. 

Dengan semangat mempelajari bagaimana Cina berkembang menjadi 
salah satu aktor utama itulah, Departemen Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Gadjah Mada memperkenalkan mata kuliah Politik Luar Negeri 
Cina pada tahun 2004, menyusul mata kuliah Politik dan Pemerintahan 
Cina yang dimulai pada tahun 1999. Di dalam mata kuliah Politik Luar 
Negeri Cina, dosen dan mahasiswa berdiskusi tentang aspek-aspek utama 
dari posisi dan peran internasional Cina, bagaimana hubungan Cina dengan 
sejumlah negara di kawasan tertentu, serta bagaimana posisi, peran, dan 
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hubungan tersebut membantu Cina mendapatkan kepentingan-kepentingan 
nasionalnya. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan perubahan 
nomenklatur jurusan menjadi departemen pada tahun 2016, mata kuliah ini 
berganti nama menjadi Hubungan Internasional Cina di Abad ke-21 untuk 
merespons dinamika posisi, peran, dan hubungan internasional Cina yang 
berkembang dengan sangat cepat. Meski ditekankan pada hubungan di abad 
ke-21, tetapi sejumlah faktor sejarah dan prinsip dasar politik luar negeri 
Cina tetap diajarkan dan didiskusikan di mata kuliah ini, termasuk Cina 
sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab. 

Satu hal yang telah dan terus dikembangkan dalam pengkajian 
Hubungan Internasional Cina di abad ke-21 adalah upaya untuk memahami 
Cina dan tindakannya melalui perspektif Cina sendiri. Tidak bisa dimungkiri 
bahwa banyak aspek dari hubungan internasional Cina dihasilkan dari 
relasinya dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, dan 
negara-negara berkembang—dalam hal ini the Global South. Menjelaskan 
posisi, pandangan, tujuan, dan kepentingan Cina dalam hubungan 
internasionalnya dari sudut pandang Cina sendiri adalah sebuah keharusan, 
sebagai pelengkap dari apa yang telah diberikan oleh perspektif Barat. 
Sejalan dengan itu, upaya untuk memahami dengan lebih baik lagi posisi 
mendua Cina dalam kerangka the Global South—ingin “sederajat” dengan 
negara-negara maju, tetapi masih mengklaim sebagai bagian dari negara- 
negara berkembang—juga harus diletakkan dalam sudut pandang Cina. 
Memang, ini bukanlah perkara yang mudah (persoalan bahasa, misalnya, 
bisa menjadi halangan serius untuk membaca sumber-sumber primer), tetapi 
semangat “melihat sesuatu dengan cara Cina” akan terus dikembangkan 
dalam pengkajian hubungan internasional Cina di departemen ini. 

Bab ini dimaksudkan sebagai kontribusi dalam rangka “melihat 
sesuatu dengan cara Cina”. Secara garis besar, ia telah berusaha memberikan 
pemahaman tentang Cina sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab 
dan kaitannya dengan pandemi Covid-19. Pemahaman ini sangat penting 
artinya dalam konteks bagaimana kita mempelajari politik luar negeri dan 
hubungan internasional Cina dewasa ini. Pandemi Covid-19 boleh dikatakan 
merupakan game changer bagi situasi politik, ekonomi, dan keamanan 
internasional di saat dunia memasuki dekade ketiga dari abad ke-21. Banyak 
negara dan masyarakat terkena dampak yang sangat serius dari pandemi, 
khususnya the Global South. Terlepas dari suka atau tidak suka, Cina 
telah tampil sebagai salah satu contoh terbaik dalam strategi mengatasi 
penyebaran virus dan mitigasi dampaknya, yang kemudian mendorong 
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negeri ini menjalankan tanggung jawab dan kewajiban membantu negara- 
negara lain dengan skala persoalan akibat pandemi yang sangat besar. 
Dalam konteks ini, menarik untuk membaca apa yang ditulis oleh David 
Scott: “Consideration of being “responsible” leads to consideration of 
Zhongguo de da guo zeren “China's Responsibilities as a Great Power”” 
(Scott, 2010). Posisi mendua yang disebutkan di atas tampaknya tidak 
lagi relevan ketika yang dibicarakan adalah diplomasi masker mengingat 
Cina, terlepas dari motivasi sesungguhnya menjalankan strategi ini, dapat 
dikatakan cukup berhasil menunjukkan jati dirinya sebagai kekuatan besar 
yang bertanggung jawab. 

Mengingat dampak pandemi yang sangat luas, bukan saatnya dunia 
mempermasalahkan apakah bantuan Cina melalui diplomasi masker-nya 
tulus atau tidak, memiliki agenda-agenda tersembunyi ataukah tidak. 
Begitu juga, tidak perlu mempermasalahkan asal-muasal virus saat semua 
negara saling bekerja sama untuk menemukan vaksin dan obat-obatan yang 
efektif untuk mengurangi dampak virus serta memperbaiki perekonomian. 
Yang jelas, jika Cina ingin mengembangkan diplomasi masker dan pada 
saat yang sama tetap menekankan prinsipnya sebagai kekuatan besar yang 
bertanggung jawab, maka Cina harus memperhatikan bahwa “/ulltimately, 
responsibility is about “the rules of the game”, where states allow for self- 
restraint, mutual obligations, managing interdependence and contributing 
to global public goods. It is the antidote to myopic self-interests and 
unmitigated power politics” (Dong Yeng, 2015). Cina harus memperhatikan 
kepentingan dunia internasional sebagaimana ia memperhatikan kepentingan 
nasionalnya. Dengan demikian, sebagian negara mungkin tidak perlu 
lagi memandang Cina sebagai sebuah ancaman yang harus dibatasi (atau 
dihentikan) kebangkitannya. Inilah yang dibutuhkan Cina dan negara-negara 
lain, khususnya Amerika Serikat, untuk sebuah hubungan internasional yang 
diharapkan dapat membawa keamanan dan kesejahteraan bersama. 
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BAB 12 

Dari Studi Kawasan ke Regionalisme 
Asia Tenggara dalam Studi Hubungan 
Internasional 


Muhammad Rum 
Randy W. Nandyatama 


memberi tekanan pada orientasi the Global South. Dengan 

memetakan ragam perspektif tentang Asia Tenggara sebagai sebuah 
objek kajian, bab ini menekankan pemahaman Asia Tenggara sebagai sebuah 
“Proyek politik'. Pada awal perkembangannya, studi-studi Asia Tenggara 
didominasi oleh pendekatan-pendekatan orientalis untuk keperluan- 
keperluan kontrol negara-negara kolonial. Seiring dengan dekolonisasi dan 
periode Perang Dingin, Asia Tenggara umumnya dikaji melalui pendekatan- 
pendekatan perbandingan politik, terutama keamanan. Dibayangkan sebagai 
arena konflik pengaruh dua blok Uni Soviet dan Amerika selama Perang 
Dingin, misalnya dengan doktrin “efek domino”, Asia Tenggara didominasi 
oleh kajian-kajian dengan isu dan pendekatan keamanan. Berkembangnya 
kajian regionalisme pasca-Perang Dingin, terutama dengan semakin 
masifnya regionalisasi di Eropa, pendekatan-pendekatan ini juga semakin 
populer untuk menjelaskan dinamika Asia Tenggara. Dapat dikatakan 
bahwa selama sekian lama, Asia Tenggara selalu menjadi objek kajian 
bagi pendekatan-pendekatan yang sangat eurosentris. Baru pada dekade 
1990-an muncul aspirasi kajian yang membayangkan Asia Tenggara dengan 
menekankan dimensi kapasitas agensi. 


BK ab ini mendiskusikan perkembangan kajian Asia Tenggara dengan 
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Diskusi dalam bab ini akan melacak bagaimana ragam pendekatan 
itu muncul dan implikasinya bagi kajian Asia Tenggara. Fokusnya adalah 
pada penelusuran atas hubungan kekuasaan yang timpang dalam produksi 
pengetahuan tentang Asia Tenggara. Bab ini terdiri beberapa bagian. Setelah 
menjabarkan beberapa aliran dalam kajian Asia Tenggara sejak abad ke- 
20, bab ini mendiskusikan kecenderungan dalam kajian Asia Tenggara 
kontemporer terutama dalam isu keamanan dan perimbangan kekuasaan. 
Pada bagian selanjutnya, diskusi akan memetakan kritik atas pendekatan 
keamanan dan dominasi produksi pengetahuan “Barat”. Secara spesifik, 
bagian ini membahas perkembangan cara pandang konstruktivis dan 
pascakolonial dalam kajian ASEAN. Di bagian akhir, bab ini merefleksikan 
perkembangan kajian Asia Tenggara dan ASEAN di UGM, terutama untuk 
membangun fondasi kajian berorientasi visi the Global South. 


Kajian-Kajian Awal Asia Tenggara 


Generasi awal studi Asia Tenggara bermula dari keperluan pengembangan 
pengetahuan geografis adalah yang berkaitan dengan letak dan kondisi 
alamnya, sedangkan antropologis, yaitu pengetahuan dalam mengenal 
ragam kehidupan manusia di tempat-tempat yang berbeda. Para ilmuwan 
memperhatikan ragam kemanusiaan itu dari aspek adat istiadat, sistem sosial, 
mata pencaharian, gaya hidup, dan cara pandang mereka terhadap dunia. Ada 
keperluan dari masyarakat di Eropa pada saat itu untuk mengerti masyarakat 
dunia yang berbeda-beda. Dari pengamatan yang dilakukan kepada para 
ilmuwan di bidang geografi dan antropologi pada dekade 1920-an dan 1930- 
an, diketemukan ada lebih banyak ilmuwan Eropa mempergunakan istilah 
“Asia Tenggara” dibandingkan para ilmuwan yang berasal dari Amerika 
(Fifield, 1976: 151). 

Penting disadari bahwa kajian-kajian awal mengenai Asia Tenggara 
sangat berfokus pada entitas sosial-politik secara terpisah. Dengan kata 
lain, kajian-kajian tersebut cenderung melihat fenomena sosial, politik, 
ekonomi, dan budaya secara spesifik dan cenderung menggunakan lensa 
mikro. Setidaknya, kecenderungan ini direpresentasikan dalam tiga tradisi 
besar. Pertama, aliran yang mempelajari tempat-tempat di Asia Tenggara 
secara sosiologis atau antropologis dan banyak direpresentasikan oleh kajian 
yang berkembang di Eropa di awal abad ke-20 hingga masa dekolonisasi. 
Kedua, aliran yang menitikberatkan pendekatan komparatif politik mencoba 
untuk memahami bagaimana sistem politik suatu negara bekerja, mengingat 
pengetahuan mengenai negara-negara yang baru merdeka di rantau Asia 
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Tenggara masih terbatas. Aliran ini banyak berkembang di Amerika 
Serikat. Ketiga, aliran yang mencoba melihat kawasan secara agregat 
dengan memahami kecenderungan pembentukan regionalisme sebagai 
suatu aspirasi. 

Tradisi pertama, disebut juga sebagai studi kawasan, diawali oleh 
para ilmuwan yang mencoba mempelajari Asia Tenggara secara sosiologis 
dan antropologis. Semangat ini berkelindan dengan keingintahuan untuk 
memahami eksotisme Asia dan kepentingan negara-negara Eropa atas 
proyek kolonialisme di Asia Tenggara. Aliran ini sering menekankan 
pentingnya mempelajari dan mendokumentasikan bahasa dan budaya 
berbagai varian masyarakat di Asia Tenggara. Sebagai contohnya adalah 
karya-karya ilmuwan seperti Raffles (1817) mengenai sejarah dan budaya 
Jawa, Humboldt (1836-9) mengenai bahasa Kawi kuno di Jawa, dan 
Hurgronje (1906) mengenai karakter masyarakat Aceh. Pada era sekarang, 
aliran ini masih mewarnai kajian antropologis Asia Tenggara, misalnya saja 
karya Judith Schlehe yang mengulas tradisi Jawa, mistisisme dan fenomena 
alam (Schlehe, 1996) sampai politik representasi dan multikulturalisme di 
Indonesia (Schlehe, 2014). 

Tradisi yang kedua bertumpu kepada kajian perbandingan politik. 
Perspektif ini pada mulanya banyak dikembangkan di Amerika Serikat, 
terutama oleh beberapa peneliti dari Universitas Cornell dan beberapa 
universitas lain dalam melihat sejarah politik masing-masing negara di 
Asia Tenggara. Beberapa karyanya bisa dilihat dari laporan-laporan George 
McTurnan Kahin mengenai dinamika hubungan kekuasaan aktor-aktor 
politik paling berpengaruh di awal masa kemerdekaan Indonesia (Kahin, 
1953) hingga ulasan ragam politik dan pemerintahan di negara-negara Asia 
Tenggara (Kahin, 1959). Selain Kahin, ilmuwan lain yang ternama adalah 
Ruth McVey dan Daniel S. Lev. McVey secara khusus mengembangkan 
kajian tentang kawasan sebagaimana studinya atas kelompok pebisnis 
Asia Tenggara (lihat McVey, 1992), walau perhatiannya pada partikularitas 
fenomena suatu komunitas juga tidak luntur sebagaimana ia mengkaji 
kekuatan modal dan pengaruhnya terhadap politik di pedesaan Thailand 
(lihat McVey, 2000). 

Tradisi yang ketiga adalah para peneliti yang menekankan perspektif 
multidimensional termasuk aspek-aspek ideasional dan aktor-aktor non-elite 
dalam paradigma yang lebih luas. Dalam aliran ini terdapat berbagai jenis 
karakter penelitian. Salah satunya tercermin dari karya-karya peneliti seperti 
Sartono Kartodirdjo yang menekankan perspektif masyarakat kecil dalam 
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memahami dinamika sosial politik (Lihat Kartodirdjo, 1984). Selain itu, 
Benedict Anderson menulis cita-cita atau imaji mengenai negara-bangsa di 
kawasan ini. Konsepsinya mengenai imagined communities menjadi warna 
utama dalam menjelaskan nasionalisme di kawasan (lihat Anderson, 1983). 
Dalam satu kumpulan tulisannya, Anderson mendiskusikan kecenderungan 
Asia Tenggara dalam menyikapi modernisasi, birokrasi, dan nasionalisme 
(Anderson, 1998). Cara pandang Anderson ini membuka ruang diskusi yang 
menekankan bahwa kajian mengenai Asia Tenggara tidak hanya berbasis 
elemen material dan satu dimensi saja. Fenomena sosial politik di satu daerah 
dapat dipahami sebagai alat dalam memahami kecenderungan di kawasan. 
Kemudian, muncul juga perspektif yang jalin berkelindan dengan tradisi 
keilmuan Hubungan Internasional, seperti perspektif mantan sekretaris 
jenderal ASEAN, Rodolfo C. Severino Jr. yang menekankan dialog-dialog 
dan diplomasi pembangunan kelembagaan sekaligus komunitas ASEAN 
(lihat Severino, 2002: 2003, 2006). Sejak berakhirnya Perang Dingin, warna 
kajian Asia Tenggara semakin beragam dengan ditelitinya isu ekonomi 
politik pembangunan dan diteruskan dengan kajian ASEAN sebagai suatu 
proyek membangun identitas dan aspirasi kawasan (regional project). 
Dalam generasi-generasi awal kajian Asia Tenggara, salah satu karakter 
paling utama adalah bahwa mereka berfokus pada fenomena sosial-politik 
spesifik di suatu daerah atau negara. Pada era sekarang, telah berkembang 
kajian-kajian yang melihat Asia Tenggara dalam perspektif yang lebih 
luas. Asia Tenggara tidak lagi hanya dilihat dalam kacamata perbandingan 
masyarakat di berbagai daerah atau negara di suatu kawasan. Melainkan, 
ia dibaca dalam lensa regional dan bahkan sebagai sebuah komunitas yang 
tersendiri. Bagaiamana pergeseran ini dimunginkan dan apa implikasinya? 


Menguatnya Kajian Kawasan: ASEAN Sebagai Struktur 
Keamanan 


Perang Dunia II mengubah cara pandang mengenai kajian atas Asia Tenggara. 
Banyak negara-negara Eropa harus melihat ulang proyek kolonialisme 
mereka di Asia Tenggara. Kajian budaya dan masyarakat secara spesifik di 
satu daerah pun akhirnya bukan menjadi kepentingan utama negara-negara 
Eropa. Di sisi lain, era Perang Dingin menegaskan isu ideologi sebagai 
aspek penting dalam politik di level domestik dan internasional. Hal ini 
akhirnya mendorong kajian yang yang lebih luas di banyak negara. Alih- 
alih melihat fenomena dinamika sosial politik di masing-masing negara, 
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peneliti menggunakan kacamata kawasan sebagai pilihan dalam melihat 
pola fenomena sosial-politik yang terjadi di Asia Tenggara. 

Secara khusus, munculnya konsepsi Asia Tenggara sebagai sebuah 
kawasan tidak terlepas dari dua faktor penting. Pertama, konstruksi 
kawasan yang erat dengan aspek keamanan saat Perang Dunia II. Salah 
satu contohnya adalah kemunculan South-East Command yang merupakan 
markas komando strategi militer tentara sekutu melawan Jepang selama 
Perang Dunia II (Crozier, 2006). Kedua, munculnya kesadaran politik di 
antara para pemimpin negara-negara di kawasan, terutama pasca berakhirnya 
Perang Dunia II. Sejarah mencatat kemunculan berbagai asosiasi politik 
di kawasan seperti Association of Southeast Asia (ASA) yang didirikan 
di tahun 1961 dan beranggotakan Malaysia, Filipina, dan Thailand dan 
MAPHILINDO yang dibentuk di tahun 1963 dan beranggotakan Malaysia, 
Filipina, dan Indonesia, serta ASEAN yang dibentuk di tahun 1967 dan 
beranggotakan Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. 
Meskipun konstruksi kacamata kawasan ini berawal dari aktor eksternal 
dan didorong oleh kepentingan asing atas kawasan Asia Tenggara, aktor- 
aktor di dalam kawasan Asia Tenggara berangsur-angsur mengadopsinya 
secara sukarela. Mantan menteri luar negeri Thailand, Thanat Khoman 
(1992) menegaskan bahwa kebutuhan untuk bersatu menjadi penting bagi 
negara-negara di Asia Tenggara terutama agar lebih efektif didengar sebagai 
sekumpulan aktor-aktor penting di dunia internasional. 

Kesadaran penggunaan kacamata kawasan Asia Tenggara pada 
akhirnya tidak hanya menjadi berkembang di kalangan elite pemerintahan, 
tetapi juga di banyak kalangan, termasuk para peneliti yang mengembangakan 
kajian-kajian kawasan. Dalam hal ini, sebagian besar kajian-kajian kawasan 
Asia Tenggara berfokus pada analisis politik dan keamanan serta muncul 
berkembang sejalan dengan munculnya berbagai organisasi regional, 
terutama ASEAN yang terbukti dapat bertahan selama era Perang Dingin. 

Kajian-kajian awal Asia Tenggara yang menekankan kacamata 
regional menunjukkan dua karakter penting. Pertama, banyak kajian-kajian 
mengenai regionalisme Asia Tenggara menekankan basis kronologi sejarah 
relasi diplomasi antarbangsa dan dinamika politik global. Kedua, fokus 
yang sangat kuat pada konteks keamanan kawasan sebagai struktur utama 
yang mempengaruhi dan membentuk kawasan. Hal ini sejalan dengan 
tradisi realisme HI yang sering bermanifestasi dalam melihat kawasan Asia 
Tenggara sebagai arena perimbangan kekuatan politik global. Kedua karakter 
tersebut muncul kuat dalam banyak karya generasi awal para peneliti 
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ASEAN. Donald Weatherbee dan Nicholas Tarling yang menekankan 
analisis atas sejarah panjang aksi-aksi diplomatik negara-negara Asia 
Tenggara, baik yang menunjukkan kolaborasi maupun fragmentasi dalam 
merespons tantangan keamanan di kawasan (lihat Tarling, 1992: 2006, lihat 
juga Weatherbee 1978, 1993, 2014: 2019). Di sisi lain, banyak karya Michael 
Leifer juga melengkapi tradisi kajian ini, terutama lewat kontribusinya 
dalam mengembangkan analisis perimbangan kekuatan memahami dinamika 
politik intrakawasan dan peran ASEAN dalam politik internasional (lihat 
Leifer, 1986, 1989, 1999, lihat juga Haacke, 2005). 

Karakter kajian yang menekankan konteks keamanan dan perimbangan 
kekuatan dalam memahami ASEAN akhirnya berkembang menjadi salah 
satu area kajian dominan mengenai Asia Tenggara. Banyak peneliti 
kontemporer meneruskan paradigma ini, seperti Ralf Emmers dan Evelyn 
Goh. Dalam tradisi ini, kajian kawasan Asia Tenggara dipahami hanya 
dalam isu keamanan (terutama keamanan tradisional) dan pentingnya peran 
negara dalam politik kawasan dan internasional. Tentu saja, pandangan ini 
memberikan banyak kontribusi dalam memahami perkembangan ASEAN 
yang telah mampu membawa kondisi damai di kawasan Asia Tenggara, 
termasuk dalam melewati beberapa krisis keamanan seperti konflik 
Kamboja-Vietnam di tahun 1978-1989 (lihat Kivimaki, 2001). Pada saat 
yang sama, kajian-kajian ini mampu menjelaskan perkembangan ASEAN 
yang mencoba memperluas pengaruh di Asia Timur lewat berbagai forum 
keamanan seperti ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit. 

Tidak dimungkiri, tradisi kajian-kajian keamanan tersebut muncul 
karena kedekatan antara elite politik dan komunitas epistemik mengenai isu 
keamanan di kawasan (lihat Soesastro dkk., 2006, lihat juga Stone, 2000). 
Pilihan kebijakan para pemimpin ASEAN menjadi informasi penting dan 
objek analisis jaringan epistemik pengkaji isu keamanan, dan sebaliknya, 
komunitas ini juga sering mendapat akses khusus untuk memberi input bagi 
pengambil kebijakan di ASEAN. Tradisi kajian ini pun membuktikan bahwa 
relasi keilmuan di level abstrak dan pilihan kebijakan di level praktis dapat 
jalin berkelindan dalam merespons dinamika politik di kawasan. Namun 
perlu disadari, tradisi ini juga menunjukan karakter keilmuan yang cukup 
elitis karena hanya menekankan pada satu aspek utama, yakni isu keamanan, 
dan hanya melibatkan kelompok yang sangat kecil. Dengan perkembangan 
ASEAN yang semakin kompleks, tradisi kajian ini mendapat kritik dan 
tekanan untuk menjadi terbuka, baik dalam hal isu kajian maupun pelibatan 
aktor yang lebih luas dalam proses kajian dan praktik kebijakannya. 
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Dari Asia Tenggara ke Regionalisme: 
Munculnya Tradisi Konstruktivisme dan Pascakolonial 


Seiring dengan berkembangnya perspektif dalam kajian Hubungan 
Internasional, kajian kawasan Asia Tenggara pun berubah terutama di 
masa jelang dan pasca berakhirnya Perang Dingin. Hal ini muncul sejalan 
mulai munculnya kritik atas dominasi logika perimbangan kekuatan dan 
dominasi tradisi keilmuan politik Eropa dan Amerika Serikat dalam kajian 
yang ada. Dalam konteks ini, tidak berlebihan apabila Ariel Heryanto (2002) 
mempertanyakan apakah masih ada ruang yang cukup bagi para ilmuwan 
studi Asia Tenggara. Menurutnya, baru sejak dekade 1990-an, muncul lebih 
banyak ketertarikan untuk mempelajari Asia Tenggara melalui perspektif 
dan sumber-sumber lokal dari dalam kawasan ini (Heryanto, 2002: 4). 

Secara khusus, kajian Asia Tenggara mulai bertransformasi dengan 
semakin kompleksnya isu-isu lintas negara dan aspirasi politik yang terus 
berkembang, baik dari masyarakat luas maupun elite politik di kawasan. Hal 
ini terutama terlihat dalam dinamika politik ASEAN. Organisasi regional di 
kawasan Asia Tenggara ini mulai menunjukkan aspirasi politik di luar sektor 
keamanan dengan mendorong integrasi ekonomi dan membuka banyak 
forum dialog untuk isu-isu non keamanan tradisional. 

Konteks tersebut di atas pun akhirnya menuntut perspektif baru dalam 
memahami ASEAN. Kajian mengenai ASEAN pun bergeser dari hanya 
berfokus pada peran negara dan logika perimbangan kekuatan sebagai 
struktur yang selalu mendominasi ke penghargaan atas peran aktor-aktor non 
negara dan perspektif yang jauh lebih menghargai agensi berbagai aktor yang 
terlibat. Salah satu manifestasi perkembangan keilmuan di Asia Tenggara 
adalah berkembangnya kajian yang tidak lagi berfokus pada keamanan dan 
mengadopsi tradisi realisme, melainkan perspektif dalam Ilmu Hubungan 
Internasional yang lain. Amitav Acharya menekankan kemampuan ASEAN 
dalam membangun norma yang khas di kawasan (lihat Acharya, 1997, 2001, 
2004). Aspek kapasitas agensi dari organisasi regional di kawasan kita ini 
menjadi satu topik yang ditonjolkan. Para ilmuwan memiliki ketertarikan 
dalam melihat keunikan cara ASEAN dalam merespons permasalah di 
kawasan. 

Turunan dari perkembangan kajian ASEAN yang meluas adalah 
banyaknya fokus kajian dan perspektif yang digunakan oleh peneliti-peneliti 
Asia Tenggara. Kajian mengenai ekonomi politik ASEAN pun berkembang 
dengan berbagai cabang fokus kajian seperti analisis integrasi ekonomi 
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(lihat Plummer, 2009). Kajian keamanan tradisional pun berkembang 
menjadi studi mengenai keamanan nontradisional, termasuk dan manajemen 
bencana alam yang cukup sering terjadi di kawasan (lihat Haacke, 2009). 
Dalam konteks serupa, kajian mengenai peran negara yang berpengaruh 
di ASEAN pun berkembang menjadi kajian-kajian yang mencoba melihat 
relasi ASEAN dan berbagai organisasi masyarakat sipil (lihat Gerard, 2014). 
Ruang kajian ASEAN pun menjadi semakin terbuka terhadap banyak peneliti 
yang memiliki perspektif yang beragam. 

Perkembangan-perkembangan ini tentu berpengaruh pada tradisi 
pengajaran dan penelitian Asia Tenggara di Departemen Hubungan 
Internasional, Universitas Gadjah Mada. Misalnya, pada era 1990-an, 
dikembangkan mata kuliah seperti Masalah Negara Sedang Berkembang 
dan politik kawasan, termasuk Asia Tenggara—yang melihatnya sebagai 
sebuah kawasan. Secara khusus, kontribusi penting pengajaran Asia 
Tenggara di Departemen Ilmu Hubungan Internasional adalah penekanan 
dalam mengidentifikasikan tiga aspek. Pertama, nation building atau 
pembangunan bangsa yang mempelajari bagaimana terbentuk gagasan 
atau identitas kebangsaan serta bagaimana masyarakat itu menemukan 
konsensus atasnya. Kedua, state building atau pembangunan kelembagaan 
yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat merancang konstitusi, sistem 
politik, pembangunan demokrasi, serta saluran-saluran politik. Ketiga, 
political economy of development yang menjelaskan struktur ekonomi 
politik dan pembangunan, serta bagaimana redistribusi dilakukan. Tradisi 
memahami Asia Tenggara dengan mempelajari keterkaitan ketiga aspek ini 
masih digunakan dan diterjemahkan dalam sejumlah mata kuliah. 

Lebih khusus, saat ini terdapat dua mata kuliah tentang studi ASEAN 
sebagai kawasan dan regionalisme, yakni Kerja Sama Keamanan di ASEAN 
dan Kerja Sama Ekonomi di ASEAN yang mengkaji kerja sama di berbagai 
sektor dengan penekanan pada pengakuan atas agensi ASEAN dalam 
membangun tatanan kawasan sebagai sebuah komunitas alih-alih hanya 
sebagai produk politik global. Kesesuaian antara perkembangan dunia 
akademik dan pembentukan komunitas ASEAN ini semakin meneguhkan 
adanya pergeseran fokus pengkajian Asia Tenggara dari studi kawasan yang 
sifatnya partikular, studi kawasan, dan realis menuju kajian regionalisme 
dengan cakupan isu dan perspektif yang beragam. 

Penekanan pada aspek agensi ASEAN juga tercermin dalam tradisi 
penelitian beberapa tahun belakangan. Misalnya, kajian ASEAN dengan 
menekankan analisis jejaring rantai produksi di kawasan (Arfani dan 
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Dewanta, 2018) dan keamanan nontradisional, khususnya terkait peran 
masyarakat sipil (Sugiono, 2008). Selain dimensi agensi, aspek utama lain 
yang menjadi perhatian dalam produksi pengetahuan Asia Tenggara adalah 
dimensi norma, yakni bagaimana ASEAN sebagai sebuah institusi regional 
membangun norma yang khas. Hal ini ditunjukan dalam konteks manajemen 
bencana (Rum, 2016), keterlibatan organisasi masyarakat dalam mendorong 
isu HAM di ASEAN (lihat Nandyatama dkk., 2014), dan studi tentang 
aktor di kawasan dalam internalisasi norma bisnis dan hak asasi manusia 
(Nandyatama dan Rum, 2020). Terdapat pula kajian mengenai proses 
pembentukan norma internasional dan respons berbagai aktor. Misalnya, 
kajian mengenai pandangan yang beragam dalam memahami konsep 
Responsibility to Protect di kawasan kita (Rum, 2020). Perkembangan- 
perkembangan dalam pengajaran dan penelitian ini semakin menegaskan 
keluasan ruang kajian yang ingin terus didorong dalam memahami kawasan 
Asia Tenggara. 


Penutup 


Bab ini menunjukkan perkembangan kajian Asia Tenggara sejak abad 
ke-20. Terdapat dua karakter khusus dalam perkembangan ini. Pertama, 
pergeseran dalam menempatkan Asia Tenggara dari sebelumnya diposisikan 
sebagai objek—melalui pendekatan-pendekatan yang eurosentris—menuju 
cara pandang yang melihat dan mendorong kajian Asia Tenggara, termasuk 
ASEAN dengan menekankan aspek agensi. Kedua, keragaman perspektif dan 
isu yang semakin berkembang membuat kajian Asia Tenggara berkembang 
sangat masif—terutama pasca-Perang Dingin. Kini, Asia Tenggara tidak lagi 
semata-mata dipandang melalui lensa keamanan saja. 
Pergeseran-pergeseran dalam perspektif ini juga mempengaruhi 
bagaimana Asia Tenggara diajarkan dan diteliti di Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Beberapa karakter 
khusus yang telah dan akan dikembangkan meliputi beberapa aspek. 
Pertama, tidak lagi hanya memfokuskan pada sistem dan politik suatu 
negara, tetapi memasukkan aspek-aspek baru seperti dimensi identitas, 
norma, aktor non-negara, dan isu-isu nonkonvensional. Kedua, mendorong 
perspektif yang menekankan Asia Tenggara sebagai subjek politik, baik 
dalam konteks pembentukan identitas kawasan maupun dalam kaitannya 
dengan dinamika politik global. Tentu saja, upaya reorientasi kajian Asia 
Tenggara dengan visi the Global South merupakan jalan yang panjang. 
Karakter-karakter khusus yang dikembangkan dalam pengajaran dan 
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penelitian sebagai respons atas transformasi kajian Asia Tenggara, meskipun 
masih jauh dari memadai, bisa menjadi langkah awal membangun produksi 
pengetahuan Asia Tenggara yang lebih mencerminkan kondisi dan visi the 
Global South. 
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BAB 13 
Eropa dan Studi Hubungan Internasional 


Muhadi Sugiono 


engapa mempelajari Eropa? Apakah masih relevan belajar 
Ms saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini, ataupun pertanyaan- 

pertanyaan lain yang senada, sering diajukan. Beberapa 
perkembangan yang terjadi, baik di Eropa maupun di luar Eropa memang 
cenderung mendorong banyak orang untuk memandang Eropa dengan 
skeptis. Saat ini, Uni Eropa Tengah dilanda berbagai krisis. Proyek integrasi, 
yang telah memberikan inspirasi kepada banyak kawasan yang lain, 
dianggap mengalami kegagalan. Krisis ekonomi, krisis pengungsi, serta 
meningkatnya perlawanan terhadap Uni Eropa di banyak negara anggota 
yang sering diidentikkan dengan euroskeptisisme, yang secara ekstrim 
ditunjukkan dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa dianggap sebagai 
indikasi-indikasi dari kegagalan integrasi sebagai sebuah proyek politik. 
Pada saat yang sama, dominasi Uni Eropa sebagai representasi Eropa 
terancam dengan kebangkitan Rusia di bawah Putin yang juga berusaha 
memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Penguasaan kembali Krimea 
oleh Rusia mencerminkan upaya Rusia untuk menunjukkan eksistensinya 
sebagai sebuah kekuatan besar, setidaknya dalam percaturan politik di 
Fropa. Dan, sekalipun belum menghasilkan persaingan dengan skala Perang 
Dingin, kebangkitan Rusia dan upayanya untuk memperluas pengaruhnya di 
Eropa menunjukkan adanya kontestasi terhadap identitas dan tatanan politik 
di Eropa. Di samping itu, perkembangan geopolitik ke arah Asia (Asian 
Century) serta rivalitas Cina dan Amerika dianggap semakin menyingkirkan 
atau setidaknya memarginalkan Eropa dalam politik internasional. 
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Sekalipun tidak dapat dimungkiri bahwa kebangkitan Asia dan 
meningkatnya rivalitas antara Amerika dan Cina saat ini semakin cenderung 
“menyandera” perhatian dunia dari Eropa, kebutuhan untuk mempelajari 
Eropa dalam Hubungan Internasional tidak dapat diabaikan. Eropa lebih 
daripada sekadar kategori geografis (kawasan). Dalam sejarah, dinamika 
yang ada di Eropa memiliki pengaruh dan dampak yang besar keluar dari 
batas-batas geografis Eropa. Pengaruh dan dampak dinamika yang terjadi 
di Eropa masih berpengaruh sampai saat ini. Di samping itu, kehadiran Uni 
Eropa memungkinkan pengkaji hubungan internasional untuk berpikir keluar 
dari kerangka politik kekuasaan. 


Dinamika dan Pengaruh Global Eropa 


Eropa sering kali dipahami sebagai sebuah realitas, baik dalam artian 
historis, kultural, geografis maupun sebagai sebuah identitas. Akan tetapi, 
pemahaman ini tentu saja sangat menyesatkan. Sebagai kata yang sering kita 
gunakan tanpa kita merasa perlu mempertanyakannya, Eropa sebenarnya 
bukanlah sebuah realitas tunggal dan baku, melainkan sebuah realitas yang 
sangat beragam dan kompleks yang selalu berubah dan direka ataupun 
direka ulang. Mungkin karakter-karakter ini tidak eksklusif Eropa. Akan 
tetapi, karakter-karakter ini menjadi menarik dalam kaitannya dengan Eropa 
setidaknya karena dua hal. Pertama, sejarah Eropa menunjukkan adanya 
pola yang menarik yang ditandai dengan dinamika hubungan antara krisis 
dan transformasi sebagai produk dari penyelesaian krisis. Kedua, pengaruh 
dari dinamika yang terjadi tidak terbatas secara geografis di Eropa, tetapi 
juga menyebar ke berbagai belahan bumi yang lain. 

Eropa adalah sebuah paradoks (Jarausch, 2016: 1-2). Eropa 
menggambarkan dua sisi yang sangat bertentangan. Di satu sisi, Eropa 
identik dengan peradaban modern yang menawarkan semua kemajuan. 
Di sisi lain, Eropa juga identik dengan barbarisme yang tercermin antara 
lain melalui terjadinya holocaust dan kolonialisme. Dua sisi Eropa ini 
berinteraksi dan membentuk sejarah Eropa yang sangat dinamis. Dinamika 
politik di Eropa ini tercermin dengan jelas, misalnya dalam sejarah 
diplomasi di Eropa. Melalui perspektif Hegelian, A. J. P. Taylor dalam 
bukunya Struggle for the Mastery of Europe, 1848-1918, menggambarkan 
diplomasi Eropa yang berlangsung sejak munculnya gelombang revolusi 
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1848” sebagai sebuah pola perubahan yang terus-menerus atau berulang 
hingga mencapai klimaksnya dengan pecahnya Perang Dunia I, “INJo war 
is inevitable until it breaks out' (1954: 518). Dilihat dengan cara ini, tatanan 
politik di Eropa sangat dinamis. Secara bergantian Eropa dilanda berbagai 
krisis seperti perang-perang besar dan berkepanjangan, serta menikmati 
masa-masa damai setelah berhasil mengatasi krisis-krisis tersebut. Krisis dan 
upaya penyelesaian terhadap krisis menjadi bagian penting yang membentuk 
dinamika politik di Eropa. Setidaknya, hingga Perang Dunia II, transformasi 
tatanan politik di Eropa selalu diawali dengan krisis-krisis besar. 

Yang menarik, krisis dan penyelesaian krisis di Eropa sering kali 
memiliki pengaruh yang sangat besar hingga keluar dari batas-batas 
geografi Eropa. Institusi negara-bangsa yang menjadi basis dalam 
hubungan internasional hingga saat ini berkembang di Eropa sebelum 
akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi aspirasi bagi 
gerakan-gerakan untuk menentukan nasib sendiri (Bull dan Watson, 1984). 
Kemunculan negara-bangsa sebagai sebuah konsep sangat erat terkait 
dengan Perjanjian Westphalia, yang dimaksudkan untuk mengakhiri Perang 
Tiga Puluh Tahun di dalam Kekaisaran Romawi Suci antara 1618-1648. 
Perjanjian Wina adalah contoh lain dari upaya penyelesaian krisis di Eropa 
dengan pengaruh yang sangat signifikan dalam hubungan internasional. 
Keberadaan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak 
veto sebagai privilege merupakan manifestasi dari sistem konser, yakni 
koalisi negara-negara besar untuk menjamin perdamaian di Eropa pasca 
penaklukkan Napoleon (Bosco, 2011: 440). 

Dinamika tentu saja bukan karakter eksklusif politik di Eropa. Akan 
tetapi, pengaruh yang melampaui batas-batas geografisnya, menjadikan 
dinamika politik di Eropa sangat unik. Sejarawan Julio Crespo MacLennan 
bahkan lebih tegas lagi menyebut tidak lagi Eropa mempengaruhi dunia, 
tetapi “membentuk' dunia modern (MacLennan, 2018). Ada beberapa 
faktor yang ada di Eropa tidak dimiliki oleh kawasan lain yang membentuk 
peran unik Eropa di dunia modern. Pengaruh Eropa di dunia bermula dari 
ekspansi dan pendudukan teritorial wilayah-wilayah di luar Eropa, kemudian 
diperkuat dengan pengaruh politik, ekonomi, kultural, dan bahkan spiritual 
Eropa, serta dengan perpindahan dan bermukimnya orang-orang Eropa di 
wilayah-wilayah yang didudukinya (MacLennan, 2018: x-xi). Akan tetapi, 


35 Gelombang revolusi yang terjadi pada tahun 1948 melanda seluruh Eropa dan 
menghancurkan tatanan konservatif yang dihasilkan oleh Kongres Wina 1815, setelah 
kekalahan Napoleon di Waterloo (Lihat Rapport, 2009). 
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besarnya pengaruh Eropa juga memiliki akar dalam gerakan intelektual 
di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 yang menyatukan gagasan-gagasan 
mengenai Tuhan, nalar, kemanusiaan, dan alam ke dalam sebuah pandangan 
dunia yang berorientasi pada rasionalitas, kapitalisme, individualisme, dan 
aturan hukum tercermin melalui berbagai bidang mulai dari seni, filsafat 
hingga politik. Gerakan intelektual yang dikenal sebagai pencerahan 
(enlightenment) ini yang memungkinkan modernisasi berkembang di 
Eropa. 

Pengaruh Eropa terhadap dunia tidak hanya terjadi saat Eropa 
mengalami perkembangan atau kemajuan. Krisis yang terjadi di Eropa 
juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Dua perang besar 
di abad ke-20 dan dikenal sebagai Perang Dunia I dan II adalah perang- 
perang yang mencerminkan dinamika politik di Eropa, tetapi menyeret 
seluruh dunia ke dalamnya. Di samping itu, munculnya negara-negara 
baru dari wilayah-wilayah jajahan Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia 
II sangat dimungkinkan dengan menurunnya kekuasaan negara-negara 
Eropa dan krisis imperialisme yang terjadi di Eropa. Kehadiran negara- 
negara pascakolonial ini mengubah secara drastis peta politik dunia pasca- 
Perang Dunia II, dari sebuah masyarakat yang sebagian anggotanya adalah 
negara-negara Eropa menjadi masyarakat yang mayoritas anggotanya adalah 
negara-negara dari luar Eropa (Seth, 2000). 


Uni Eropa 


Berkembangnya Uni Eropa semakin memperkuat argumen tentang 
pentingnya mempelajari Eropa, terutama bagi ilmuwan Hubungan 
Internasional. Pertama, berkembangnya Uni Eropa sebagai produk dari 
sebuah evolusi panjang yang bermula dari pembentukan European Coal and 
Steel Community (ECSC) pada tahun 1952 menandai terjadinya perubahan 
signifikan dalam penataan politik di Eropa. Pembentukan ECSC menandai 
terbentuknya tatanan politik di Eropa yang tidak lagi di bangun atas prinsip 
perimbangan kekuasaan dan kompetisi antarnegara, tetapi di atas prinsip 
kerja sama dan supranasionalisme. ECSC memungkinkan dua kekuatan yang 
selalu bermusuhan satu sama lain, Jerman dan Perancis, untuk bekerja sama 


36 Pencerahan sering kali dikaitkan dengan european exceptionalism, yang membedakan 
Eropa dari peradaban lain di muka bumi dan yang menjelaskan dominasinya di dunia. The 
Great Divergence karya Kenneth Pomeranz (2009) menjelaskan mengapa pertumbuhan 
industri yang berkelanjutan terjadi di Eropa, bukan di Asia, sekalipun Eropa dan Asia 
memiliki banyak kesamaan. 
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dalam pengelolaan batu bara dan baja. Pada saat yang sama, keberadaan 
institusi supranasional yang dikenal dengan High Authority dengan karakter 
supranasionalnya merupakan sebuah terobosan yang tak terbayangkan dalam 
politik di Eropa yang cenderung menempatkan negara sebagai pemilik 
kedaulatan yang absolut. Dalam artian ini, integrasi di Eropa sering kali 
dipahami sebagai sebuah proyek perdamaian (Hermawan, 2019). 

Kedua, Uni Eropa menjadi representasi penting Eropa terutama dalam 
hubungan internasional. Kata Eropa sering kali dipahami sebagai sebuah 
konsep yang kohesif, baik sebagai geografi, kultur, tradisi pemikiran maupun 
peradaban. Pemahaman ini sangat menyesatkan karena pada dasarnya Eropa 
sangat terpecah-pecah secara internal seperti antara lain tercermin melalui 
dinamika yang digambarkan pada bagian sebelumnya. Para pemimpin Eropa 
pendukung integrasi membayangkan Uni Eropa sebagai jawaban terhadap 
sebuah pertanyaan penting dalam kaitannya dengan representasi Eropa, 
“Who speaks for Europe?” (Pattison, 1978).” Memang, Uni Eropa dan Eropa 
adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi, perluasan keanggotaannya hingga 
ke negara-negara Eropa timur dan tengah menjadikan Uni Eropa saat ini 
mewakili lebih dari 6096 negara-negara di Eropa. 

Ketiga, Uni Eropa membangkitkan kembali Eropa sebagai sebuah 
identitas bersama. Identitas Eropa menjadi agenda politik yang sangat 
penting. Identitas Eropa, dalam pandangan Presiden Dewan Eropa 
2009-2014, Herman van Rompuy akan menjadikan Eropa sebagai “Eropa? 
kembali (Agence Europe, 2014). Proses integrasi, termasuk perluasan 
keanggotaan ke negara-negara Eropa Timur dan Tengah memberi kontribusi 
yang sangat besar bagi terciptanya identitas kolektif ini (Spohn dan Eder, 
2016). Pada saat yang sama, Uni Eropa secara aktif mengkonstruksi nilai- 
nilai ke-Eropa-an. Identitas Eropa menjadi agenda resmi Uni Eropa pada 
tahun 1970-an dengan ditandatanganinya Declaration on the European 
Identity pada pertemuan puncak kepala negara dan pemerintahan di 


37 Pertanyaan senada diajukan oleh Henry Kissinger untuk menanggapi secara sinis 
perkembangan Uni Eropa pada tahun 1970-an, “Who do I call if I want to speak to 
Europe?”. Pertanyaan ini memperoleh jawaban beberapa dasawarsa kemudian dengan 
ditetapkannya Catherine Ashton sebagai the High Representative of the Union for Foreign 
Affairs and Security Policy and First Vice President of the European Commission, 
yang merupakan Menteri Luar Negeri dalam struktur governance Uni Eropa. Mengacu 
pada pertanyaan Kissinger, Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barosso, secara tegas 
mengatakan “the so-called Kissinger issue is now solved” (Brunnstrom, 2009). 


38 Representasi Eropa oleh Uni Eropa kemungkinan akan semakin meningkat karena saat 
ini terdapat tujuh negara calon anggota dan negara yang berminat untuk menjadi anggota 
Uni Eropa. 
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Copenhagen pada tanggal 14 Desember 1973. Tentu saja, identitas 
Eropa bukan merupakan sebuah konsep yang tidak diperdebatkan atau 
dikontestasikan. Di satu sisi, bangkitnya kembali Rusia di bawah Putin 
secara jelas menimbulkan ancaman serius ide tentang Eropa yang tercermin 
melalui nilai-nilai yang dipromosikan oleh Uni Eropa (Mannin dan Flenley, 
2018: 1). Rusia menjadi model alternatif bagi banyak negara Eropa, termasuk 
di antaranya adalah negara-negara anggota Uni Eropa. Di samping itu, Uni 
Eropa sendiri secara internal tidak lepas dari ancaman kelompok-kelompok 
yang secara umum dikenal sebagai euroskeptis. Kekuatan kelompok 
euroskeptis sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Mereka juga 
telah berkembang sebagai sebuah kekuatan bukan hanya di tingkat nasional, 
tetapi juga di tingkat regional. 


Eropa, Studi Kawasan dan Disiplin Hubungan Internasional 


Memahami dinamika yang terjadi di Eropa dan pengaruh global yang 
dihasilkan seperti dibahas di bagian sebelumnya membantu kita untuk 
memahami kawasan sebagai basis untuk menghasilkan pengetahuan 
dalam ilmu sosial. Kontestasi untuk menguasai, mendefinisikan atau 
mendefinisikan ulang Eropa, yang tidak jarang berlangsung dengan cara- 
cara yang penuh dengan kekerasan, menunjukkan bahwa Eropa adalah 
lebih merupakan sebuah ide daripada sebuah realitas fisik geografis baku. 
Sebagai sebuah ide, Eropa selalu berubah dan hadir dalam manifestasinya 
yang sangat berbeda. 

Kajian-kajian tentang Eropa yang didasarkan pada pemahaman tentang 
Eropa sebagai sebuah ide dan bukan sekadar kategori geografis, menjadikan 
kajian Eropa sulit ditempatkan ke dalam studi kawasan (area studies), yakni 
sebuah disiplin yang berbasis interdisipliner yang berkembang pesat setelah 
Perang Dunia II. Didorong oleh kebutuhan strategis dalam persaingan dalam 
Perang Dingin untuk menghasilkan ahli-ahli dan pengetahuan tentang 
kawasan-kawasan asing, studi kawasan dimaksudkan untuk memahami 
kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun budaya dalam kaitannya 
satu sama lain dan meletakkan aspek-aspek tersebut dalam konteks yang 
sangat spesifik, yakni kawasan (Clowes dan Bromberg, 2016: 4). Berbeda 
dengan konsep tentang Eropa yang lebih merupakan ide, kawasan dalam 
studi kawasan mengacu pada kategori baku geografis yang didefinisikan 
berdasarkan kepentingan strategis militer. 

Berakhirnya Perang Dingin menjadikan minat dan dukungan terhadap 
studi kawasan mengalami penurunan secara signifikan. Secara akademis, 
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karakter politik studi kawasan dan konsepsi kawasan sebagai sebuah konsep 
geografis yang baku juga semakin dipertanyakan. Namun, pada saat yang 
sama, kesadaran akan signifikansi kawasan bagi hubungan internasional 
semakin meningkat dengan berakhirnya Perang Dingin. Semakin banyak 
ilmuwan hubungan internasional melihat kawasan sebagai perspektif dan 
bukan realitas geografis untuk menjelaskan konflik dan kerja sama dalam 
hubungan internasional (Lake dan Morgan, 2007: 7). Perkembangan paling 
signifikan ditunjukkan oleh kajian-kajian keamanan dan ekonomi politik 
internasional. Konsep-konsep seperti kompleks keamanan regional (regional 
security complex) atau komunitas keamanan (security community) dalam 
kajian keamanan internasional (Buzan dkk., 1998, Buzan dan Wever, 
2003, Katzenstein, 2005 ) atau bagaimana globalisasi dibentuk oleh atau 
membentuk proses regionalisasi dalam kajian ekonomi politik internasional 
(Stubbs dan Reed 2006), misalnya pada contoh-contoh meningkatnya 
perhatian ilmuwan hubungan internasional terhadap kawasan. 

Kajian Eropa bisa menjadi referensi penting untuk mengembangkan 
kawasan sebagai sebuah perspektif, bukan kategori geografis, dalam studi 
hubungan internasional. Kajian-kajian tentang Eropa berkontribusi besar 
bagi perkembangan-perkembangan disiplin-disiplin dalam ilmu-ilmu sosial 
dan humaniora menghasilkan pengetahuan yang sering kali diperlakukan 
secara universal (Calhoun, 2003: 5). Misalnya, teori-teori integrasi 
berkembang dari pengalaman Eropa dengan regionalisme yang tidak hanya 
berfokus pada liberalisasi perdagangan sebagai produk dari negosiasi dan 
tawar-menawar di antara negara-negara anggota Uni Eropa (Borzel, 2013). 
Dari proses yang sangat spesifik Eropa, teori-teori integrasi menjadi basis 
teoritis untuk menjelaskan dan memahami kerja sama regional di berbagai 
kawasan. 

Jika pemahaman mengenai kawasan yang membangun kajian Eropa 
ini digunakan untuk mengembangkan studi kawasan untuk kawasan- 
kawasan yang lain, kontribusinya bagi hubungan internasional tentu sangat 
signifikan. Mengintegrasikan studi kawasan dengan cara ini akan mengubah 
hubungan internasional menjadi disiplin yang lebih inklusif yang bisa 
merefleksikan suara dari mayoritas masyarakat dan negara di dunia yang 
selama ini cenderung terpinggirkan dalam disiplin hubungan internasional 
yang berkarakter Barat ataupun Amerika (Hoffman, 1977). Hal ini adalah 
tantangan besar bagi kurikulum studi hubungan internasional (Acharya, 
2014). Taruhannya sangat besar jika kita tidak menjawab tantangan ini. 
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Penutup 


Kajian Eropa telah menjadi bagian dari kurikulum Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Akan tetapi, 
terdapat perkembangan yang tidak selalu linear dalam memahami Eropa 
dalam kurikulum Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Di awal 
perkembangannya, Eropa diperkenalkan sebagaimana kawasan-kawasan lain 
diperkenalkan, yakni dalam konteks studi kawasan. Eropa dilihat terutama 
melalui perspektif-perspektif sejarah dan komparatif seperti tercermin 
dalam mata kuliah Sejarah Diplomasi Eropa, Politik dan Pemerintahan 
Eropa dan Hubungan Internasional Eropa. Berkembangnya integrasi 
regional mendorong perubahan signifikan dalam pengajaran tentang Eropa 
di Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Eropa tidak lagi hanya dilihat 
melalui kacamata historis dan perbandingan politik, tetapi juga melalui 
perkembangan regionalisme di Eropa. Mata kuliah seperti Regionalisme 
Uni Eropa, Ekonomi Politik Regionalisme, dan European Governance, 
di samping mata kuliah yang telah ada sebelumnya merupakan mata 
kuliah yang memperkaya kajian Eropa dalam kurikulum Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional. Namun, pengayaan dan penguatan kajian Eropa 
dalam kurikulum Departemen Ilmu Hubungan Internasional tidak mengubah 
karakter studi kawasan dalam memahami Eropa. Eropa dilihat sebagai 
sebuah kategori geografis dengan segala kekhasannya. Di samping itu, 
perhatian yang sangat besar terhadap integrasi Eropa cenderung mereduksi 
Eropa dengan Uni Eropa dan mengabaikan dinamika yang “membentuk? 
Eropa. Konsekuensi dari pengabaian ini menjadi sangat terasa dalam 
kaitannya dengan berbagai krisis yang dihadapi oleh Uni Eropa. 
Perubahan-perubahan kurikulum Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional membuka peluang untuk menata kembali kajian Eropa dengan 
melepaskan karakter studi kawasan dari kajian Eropa, yakni melihat Eropa 
sebagai sebuah ide dan bukan sekadar kategori geografis. Politik di Eropa dan 
Hubungan Internasional Eropa menjadi dua mata kuliah kajian Eropa yang 
ditawarkan dalam kurikulum Departemen Ilmu Hubungan Internasional. 
Kedua mata kuliah ini dibangun dengan asumsi yang sangat berbasis pada 
ide. Politik di Eropa membahas kontestasi, definisi, dan redefinisi Eropa yang 
berlangsung bukan hanya pada masa lalu, tetapi juga saat ini. Fenomena- 
fenomena seperti menguatnya tantangan Rusia, aneksasi Krimea ataupun 
Brexit merupakan bagian dari proses kontestasi, definisi, dan redefinisi 
Eropa yang terus berlangsung. Sementara itu, Hubungan Internasional 
Eropa membahas keberadaan Uni Eropa sebagai entitas sui generis dalam 
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hubungan internasional dengan berbagai dampak dan implikasinya bagi 
pemahaman kita tentang hubungan internasional. Hubungan Internasional 
Eropa menunjukkan dua hal penting bagi studi hubungan internasional, yakni 
dalam kaitannya dengan keaktoran (actorness) dan dalam kaitannya dengan 
konsepsi tentang kekuasaan (power).” Keberadaan Uni Eropa menuntut 
pengkaji hubungan internasional untuk meninjau kembali konsep-konsep 
penting yang membentuk disiplin Hubungan Internasional. 
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BAB 14 
Mempelajari Afrika: 
Mengapa dan Bagaimana? 


Diah Kusumaningrum 


Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah 
Mada dikembangkan sebagai bagian dari proyek politik the Global 
South. Dalam pengembangan ini, orientasi utamanya adalah penghormatan 
terhadap agensi dan pengalaman sesama negara pascakolonial. Dalam 
praktiknya, warga kelas diajak menggugat cara pandang yang tidak adil dan 
merendahkan, baik terhadap negara-negara Afrika, maupun negara-negara 
the Global South secara lebih umum, di mana Indonesia merupakan bagian 
darinya. Berangkat dari kritik ideologi ini, warga didorong merancang aneka 
agenda emansipasi bersama di kalangan the Global South. Cara-cara ini 
sangat penting bukan hanya untuk membekali cara pandang kritis, tetapi 
juga untuk memupuk solidaritas. 
Menariknya, Studi Afrika baru mulai ditawarkan di Departemen 
Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006, 
kira-kira empat dekade sejak institusi itu berdiri. Padahal, aneka mata 
kuliah yang mengkaji Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa (termasuk 
Uni Soviet secara khusus), Timur Tengah, Asia Timur (termasuk Jepang, 
Cina, dan Korea secara khusus), Asia Tenggara, Asia Selatan (meskipun 
hanya India), dan Australia sudah ditawarkan sejak lama. Tidak ada alasan 
formal mengapa Afrika tidak menjadi perhatian penting Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada waktu itu—selain asumsi 
umum untuk apa belajar Afrika? 


BK ab ini menelusuri mengapa dan bagaimana Studi Afrika di 
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Mengapa Belajar Afrika? 


Menggunakan perhitungan rasional semata, mungkin terkesan tidak 
strategis bagi sebuah program studi Hubungan Internasional di Indonesia 
mengalokasikan banyak sumber dayanya guna mengembangkan Studi 
Afrika. Secara geopolitik dan pertukaran ekonomi, negara-negara di Afrika 
relatif kecil artinya bagi Indonesia dibandingkan negara-negara di kawasan 
lain. Selain itu, negara-negara di Afrika tidak dinilai sebagai aktor yang 
penting ataupun yang emerging dalam percaturan politik dunia. Bahkan, 
negara-negara di Afrika cenderung dilihat sebagai aktor periphery. Sering 
kali dimunculkan dalam berita sebagai tempat terjadinya perang, kelaparan, 
kudeta, bencana alam, dan aneka kemalangan lainnya, mereka dianggap 
tidak memiliki agensi — bukan subjek penuh dan setara dalam hubungan 
internasional, melainkan objek penerima intervensi keamanan dan bantuan 
kemanusiaan dari dunia internasional. 

Pandangan di atas menunjukkan sikap abai akademisi Indonesia 
terhadap pengalaman negaranya sendiri. Serupa dengan hampir semua 
negara di Afrika, Indonesia adalah negara pascakolonial yang aneka 
trayektorinya tidak bisa dilepaskan dari politik penaklukan dan penghisapan 
yang dilakukan kekuatan-kekuatan Eropa selama berabad-abad. Apa yang 
membentuk sistem politik, ekonomi, dan sosial di Afrika tidak jauh berbeda 
dengan yang melandasi aneka sistem tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, 
satu alasan penting mempelajari Afrika adalah supaya bisa lebih teliti dan 
reflektif ketika belajar mengenai Indonesia. 

Bayangan bahwa negara-negara pascakolonial sebenarnya “senasib- 
sepenanggungan” sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Solidaritas ini sudah 
dieksplisitkan pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, dan pada 
titik tertentu masih tercermin dalam Gerakan Non Blok dan G-77 (terlepas 
dari keanggotaan kedua organisasi yang mencakup pula negara-negara tanpa 
pengalaman kolonisasi). Meski begitu, solidaritas ini nampaknya dipelihara 
sebatas untuk mengkerangkai kepentingan-kepentingan pragmatis dari 
negara-negara yang terlibat, alih-alih menjadi modal merancang cetak biru 
tata kelola global yang baru, yang didasarkan pada pengalaman negara- 
negara pascakolonial dan menggugat ketimpangan relasi kuasa antara Utara 
dan Selatan. Pada titik ini, salah satu poin penting mempelajari Afrika adalah 
supaya bisa menemukan agenda emansipasi bersama sebagai bagian dari 
the Global South. 

Kesadaran bahwa Afrika adalah bagian dari “kita,” yaitu the 
Global South, seharusnya bisa memunculkan rasa hormat terhadap 
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agensi, pengalaman, dan trayektori negara-negara Afrika. Di sini, alasan 
mempelajari Afrika sama saja dengan alasan mengapa mempelajari kawasan 
lain dan kawasan sendiri, yakni karena ia berharga dan setara dengan kita. 


Bagaimana Belajar Afrika? 


Sebagai bahan kajian, Afrika sudah dipelajari sejak berabad-abad lalu, 
misalnya dalam bidang-bidang sejarah, geografi, dan antropologi. Sayangnya, 
yang lebih sering digunakan dalam mempelajari Afrika adalah lensa yang 
problematik dan rasis, termasuk orientalisme dan anti-Afrikanisme. 

Ketika mengenalkan istilah “orientalisme”, Edward Said utamanya 
sedang merujuk pada kacamata yang digunakan akademisi Eropa dalam 
melihat Timur Tengah. Meskipun demikian, secara lebih luas, sikap 
orientalis ini mencerminkan juga cara pandang terhadap bangsa-bangsa the 
Global South. Bagi Said (1978), orientalisme dimaknai sebagai “a style of 
thought based upon an ontological and epistemological distinction made 
between the Orient and (most of the time) the Occident” dan “a Western 
style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient” 
(1978: 2, 3). 

Dapat dikatakan bahwa sikap orientalis ini cukup dominan dalam 
kajian-kajian mengenai Afrika. Bagaimana tidak, hingga akhir Perang 
Dunia II, pengetahuan mengenai fenomena, aktor, dan institusi di Afrika 
sebagian besar diproduksi oleh kekuatan-kekuatan Eropa yang memiliki 
koloni di Afrika. Hampir semuanya mengilustrasikan Afrika sebagai “dunia 
asing” di luar sana, yang eksotik, liar, dan primitif sehingga perlu dijelajahi, 
dijinakkan, dan dibuat lebih beradab. 

Pengetahuan tersebut—baik dalam bentuk publikasi ilmiah maupun 
budaya populer—diproduksi dengan tujuan yang sangat khusus, yaitu 
guna mendukung efektivitas dan keberlanjutan pendudukan atas daerah- 
daerah jajahan tersebut. Misalnya, pengetahuan mengenai konfigurasi 
etnik tidak digali dan digunakan untuk mendorong kehidupan lintasetnik 
yang harmonis, melainkan untuk membantu memilih etnis mana yang 
akan dijadikan administrator pemerintah kolonial di suatu negara Afrika. 
Selain itu, pengetahuan mengenai sistem kepercayaan spiritual di Afrika 
yang sangat beragam jenisnya tidak digali dan digunakan untuk menyelami 
prinsip-prinsip hubungan antarmanusia dan hubungan antara manusia 
dengan alamnya, melainkan untuk membantu mengukuhkan agama yang 
dibawa oleh penjajah—yang itu sendiri merupakan alat pendisiplinan 
masyarakat. 
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Penjajahan atas bangsa-bangsa Afrika memang sudah berakhir. 
Akan tetapi, sikap orientalis dalam kajian-kajian Afrika masih kental. 
Aneka analisis mengenai kemiskinan, korupsi, perang sipil, serta bencana 
kemanusiaan lain di Afrika cenderung menggarisbawahi ada sesuatu yang 
secara fundamental “salah” dari Afrika yang “eksotik, liar, dan primitif” 
itu. Analisis itu biasanya diikuti resep supaya Afrika mengadopsi praktik- 
praktik yang sukses membawa bangsa-bangsa Eropa (dan Utara lainnya) 
pada kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik. Mereka abai terhadap 
fakta bahwa aneka permasalahan sistemik di Afrika berakar pada struktur 
dan kultur penaklukan dan pengisapan oleh Utara, yang masih berlangsung 
hingga kini, meskipun beberapa dekade telah berlalu sejak penjajahan resmi 
berakhir. 

Selain orientalisme, lensa lain yang tak kalah problematik dalam 
Studi Afrika adalah anti-Afrikanisme. Menurut Oyekan Owomoyela, para 
Africanists sering terjebak sikap anti-Afrika. Meskipun mungkin memiliki 
niat baik, para ahli Afrika ini mengambil nada yang patronizing. Anti- 
Afrikanisme dicirikan dua karakter. Yang pertama adalah pandangan bahwa 
Afrika merupakan sesuatu yang grotesgue. Lebih tepatnya, pandangan 
terhadap Afrika terbentuk dari “colonialists” invention of images of 
Africa as the land of the grotesgue — grotesgue creatures with grotesgue 
features, grotesgue mentalities, and grotesgue habits” (Owomoyela, 1994: 
78). Berkenaan dengan karakter pertama tersebut, karakter yang kedua 
menggarisbawahi bahwa cara menyelesaikan masalah adalah dengan “de- 
Afrikanisasi”. Di sini, Afrika dilihat sebagai sebuah patologi sehingga 
perlu “ditanggalkan” dari cara pandang, gaya hidup, dan bahkan identitas 
seseorang. Dengan kata lain, anti-Afrikanisme menekankan bahwa cara 
untuk keluar aneka permasalahan politik, ekonomi, dan sosial adalah 
dengan menanggalkan “ke-Afrika-an.” Di tingkat praktis, ini adalah seruan 
supaya cara memerintah, cara memproduksi pengetahuan, cara mengelola 
perekonomian, cara memenuhi kebutuhan spiritual, cara berpakaian, dan 
aneka cara lainnya tidak bersifat Afrika—melainkan Barat, Utara, global, 
atau lainnya. 

Bila diperhatikan secara lebih mendalam, baik orientalisme maupun 
anti-Afrikanisme merupakan manifestasi dari sikap yang rasis. Sikap ini 
mengasumsikan bahwa ada sesuatu yang inheren dalam ke-Afrika-an yang 
membuat tata kelola sebuah negara doomed to fail. Ada bayangan bahwa 
ada sesuatu yang inheren pada diri orang-orang Afrika yang menyebabkan 
kemiskinan mereka tidak dapat dientaskan, perang sipil mereka tidak dapat 
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diakhiri, kelaparan mereka tidak dapat dielakkan, Ebola mereka tidak dapat 
dicegah, dan sebagainya. Terlepas dari posisi moralnya yang problematik, 
sikap ini sangat tidak produktif secara keilmuan. Ketika mendasarkan 
penjelasan apa pun kepada human nature—misalnya melalui pernyataan 
semacam “Afrika memang begitu”—seorang akademisi tidak akan bisa 
mendapat insight baru. Ia jadi tidak bisa melihat variasi temporal serta variasi 
spasial, dan karenanya sangat kesulitan merancang agenda emansipasi yang 
bermakna. 

Pada titik ini, penting mencamkan argumen Alex Thomson (2010, 
2—3) bahwa Africans are innately no more violent, no more corrupt, no more 
greedy, and no more stupid than any other human beings that populate the 
planet. They are no less capable of governing themselves... African political 
structures are as rational as any other systems of government. If there have 
been more military coups in Africa than in the United States, then there has 
to bea reason for this. An explanation also exists for why the continent's 
political systems are more susceptible to corruption than those of the United 
Kingdom. By applying reason, the worst excesses of African politics (the 
dictators and the civil wars) can be accounted for, as can the more common, 
more mundane, day-to-day features of conflict resolution on the continent. 

Ia menekankan bahwa cara kita belajar mengenai Afrika harus 
didasarkan pada akal sehat, bukan sekadar asumsi rasis terhadap karakter 
kelompok masyarakat tertentu. Dalam menjelaskan polemik pemilu di 
Amerika Serikat, Islamofobia di Eropa, represi politik di Cina, konflik 
hutan di Brazil, kebijakan iklim di Australia, dan sebagainya, kita terbiasa 
mengumpulkan data dengan rinci, lalu mengisolasi dan menguji beberapa 
variabel secara rigorous. Kita melakukannya tanpa menganggap masyarakat 
di tempat tersebut lebih rendah derajat kemanusiaan atau kapabilitasnya, 
serta tanpa membayangkan bahwa mereka semestinya mengadopsi apa 
yang selama ini kita lakukan. Jadi, mengapa dalam menjelaskan aneka 
permasalahan Afrika kita menerapkan pendekatan yang mengesensialisasi 
ke-Afrika-an? 


Studi Afrika di Universitas Gadjah Mada 


Aneka permasalahan di atas menjadi pertimbangan penting dalam 
merancang kelas-kelas mengenai Afrika di Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional, Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2006, kelas pertama 
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dibuka dengan nama Politik dan Pemerintahan di Afrika.” Cakupannya 
meliputi negara-negara sub-Sahara, termasuk negara-negara kepulauan." 
Berangkat dari perspektif Postcolonial IR, kelas menekankan pada (1) 
sikap antirasis, antiesensialis, anti-orientalis, dan pro-Afrika, (2) variasi 
spasial, temporal, dan spatio-temporal: serta (3) agenda emansipasi berbasis 
solidaritas — bukan pity. 

Guna mengembangkan sikap yang respectful dalam mempelajari 
Afrika, kelas menghadirkan sebanyak mungkin referensi yang dihasilkan 
sendiri oleh akademisi dan seniman Afrika, atau yang setidaknya melibatkan 
pihak-pihak dengan lensa pro-Afrika. Di tengah buku teks dan artikel ilmiah 
yang jumlahnya relatif terbatas, apalagi yang berbahasa Inggris (bukan 
berbahasa Prancis, Jerman, Swahili, atau lainnya) dan mudah diakses 
mahasiswa, menugasi mahasiswa supaya membaca novel, menonton film, 
serta mendengarkan lagu karya warga Afrika menjadi strategi tersendiri. 
Komentar-komentar mahasiswa seperti, “tokoh itu punya kebiasaan yang 
sama dengan saya” atau “kota itu mengingatkan saya pada Jakarta” atau 
“di mana-mana, alasan orang ketika berpoligami ternyata sama ya” atau 
“ternyata di sana ada serangan fajar juga saat pemilu” yang menandakan 
kemampuan mahasiswa untuk tidak mengesensialisasi Afrika. 

Penyediaan akses terhadap referensi yang beragam juga memudahkan 
mahasiswa melihat Afrika sebagai kawasan yang sangat tidak seragam. 
Berkebalikan dari stereotip yang ada, tidak semua orang Afrika berkulit hitam, 
tidak semua negara didera konflik bersenjata, tidak semua kota terbelakang, 
tidak semua wilayah kering kerontang, tidak semua pemerintahan dijalankan 
secara otoriter, tidak semua pemilu diwarnai kekerasan, dan sebagainya. 
Komitmen menggarisbawahi variasi antartempat dan antarwaktu di Afrika 
ini diperkuat dengan merancang segmen “Afrika dalam Berita', di mana 
mahasiswa mencari dan membagikan isu terkini di negara-negara Afrika. 
Saat dibawakan di kelas, berita-berita dari Afrika tersebut di satu sisi 
mencerminkan keragaman, sembari di sisi lain menumbuhkan familiaritas, 
bahwa ternyata hal-hal yang terjadi di negara-negara Afrika tidak berbeda 
dengan apa yang terjadi di Indonesia. 

Guna memudahkan proses menyelami keberagaman di Afrika, warga 
kelas berbagi tugas—dosen bertanggung jawab mengenalkan perspektif, 


40 Nama mata kuliah ini disesuaikan dengan mata kuliah kawasan lain yang ditawarkan 
dalam Kurikulum 2000, namanya mengikuti format “Politik dan Pemerintahan di ...” 
atau “Hubungan Internasional di ...”. 

41 Negara-negara Afrika Utara menjadi cakupan aneka mata kuliah terkait konsentrasi 
kawasan Timur Tengah. 
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konsep, dan teori, sedangkan mahasiswa bertanggung jawab mengenalkan 
aspek-aspek empiris di negara-negara Afrika. Masing-masing mahasiswa 
diminta menjadi pakar salah satu negara Afrika dan menyiapkan memo dan/ 
atau berita mingguan terkait negara tersebut. Misalnya, pada pertemuan 
tertentu, dosen mengenalkan tipologi William Zartman (1995) dan William 
Reno (1997) mengenai stong state, weak state, shadow state, failed state, 
dan collapsed state, lalu masing-masing mahasiswa menyampaikan analisis 
mengenai tipe negaranya, termasuk perubahan apakah pada dekade tertentu 
negara tersebut strong, lalu pada dekade lain ia failed. 

Mengikuti transisi ke Kurikulum 2015, mata kuliah Politik dan 
Pemerintahan di Afrika dihapus. Sebagai gantinya, ditawarkanlah State 
Formation di Afrika (Stafo Afrika) serta Pembangunan Ekonomi di Afrika 
(PEA). Sudah barang tentu keduanya mempertahankan prinsip-prinsip 
mempelajari Afrika. Justru dengan perluasan slot waktu dan penyempitan 
tema, adanya kelas-kelas baru ini memungkinkan pendalaman keberpihakan 
warga kelas terhadap agenda the Global South. 

Mengusung semangat anti-orientalisme dan perspektif pascakolonial 
dalam Studi Hubungan internasional, periodisasi yang dipakai dalam 
menganalisis state formation adalah pre-colonisation, colonisation, 
decolonisation, dan postcolonisation. Hal ini berbeda dengan cara 
pembabakan yang dipakai oleh banyak studi lain di luar sana, yaitu 
colonisation dan postcolonisation saja. Pembagian yang simplistis ini 
cenderung menggarisbawahi bahwa Afrika baru relevan setelah “ditemukan” 
oleh bangsa Eropa, dan karenanya abai pada pengalaman dan pencapaian 
Afrika sebelum masa kolonisasi. Padahal, di masa ini telah ada banyak unit 
politik yang maju di Afrika dan tidak sedikit di antaranya terintegrasi dengan 
ekonomi global. Selain itu, yang tak kalah problematik, pembagian ini abai 
terhadap mekanisme-mekanisme state formation di antara masa penjajahan 
dan kemerdekaan. Padahal, meskipun kadang berlangsung kurang dari satu 
dekade, decolonisation penting dipelajari sebagai satu periode tersendiri. 

Sembari menelusuri proses-proses state formation di Afrika, warga 
kelas membandingkannya dengan trayektori negara-negara Eropa. 
Menggabungkan studi Charles Tilly (1990) dan Jeffrey Herbst (2000), 
terlihat jelas bahwa proses di kedua kawasan sangat berkebalikan: state 
formation di Eropa terjadi di tengah konteks terbatasnya tanah dan 
melimpahnya tenaga manusia, sedangkan state formation di Afrika terjadi 
di tengah konteks terbatasnya tenaga manusia dan melimpahnya tanah. 
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Kesamaannya adalah bahwa solidifikasi batas wilayah negara, baik di Eropa 
maupun di Afrika disebabkan oleh perang antara kekuatan-kekuatan Eropa. 

Selain dengan Eropa, pengalaman Afrika juga dibandingkan dengan 
pengalaman Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Pada titik 
inilah praktik-praktik penaklukan dan penghisapan Utara terhadap Selatan 
terlihat sebagai concerted effort, dan bukan sekadar “kecelakaan sejarah.” 
Pola ini terlihat bukan hanya di era kolonisasi, melainkan juga dekolonisasi 
dan pascakolonisasi. 

Di kelas PEA, mahasiswa diajak mempertanyakan bagaimana sebuah 
kawasan yang sangat kaya—dan karenanya menjadi rebutan kekuatan— 
kekuatan Eropa—menjadi rumah bagi sebagian besar dari the bottom billion 
yang terjebak lingkaran kemiskinan (Collier, 2007). Kelas juga menelusuri 
bagaimana aneka resep pembangunan ekonomi dari Utara diujicobakan 
di negara-negara Afrika — dan cenderung gagal. Jelaslah bahwa kacamata 
yang lebih relevan dipakai ketika membahas Afrika bukanlah kemiskinan, 
melainkan pemiskinan. 

Perubahan kata kunci ini—dari kemiskinan ke pemiskinan— 
memungkinkan mahasiswa melihat bagaimana bantuan ekonomi dan 
intervensi kemanusiaan tidak cukup. Meminjam analisis Mark Duffield, 
aneka hal tersebut hanya membantu negara-negara Afrika cope dengan ekses 
dari tata ekonomi global, bukannya memfasilitasi emansipasi dari sistem 
yang merugikan mereka. Dengan kata lain, mereka justru “normalizing 
unjust situations.” 

Pada titik ini, warga Departemen Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Gadjah Mada diajak memikirkan terobosan-terobosan, baik 
bagi negara-negara Afrika secara khusus maupun the Global South secara 
umum. Kelas menggarisbawahi bahwa agenda emansipasi tersebut tidak 
sepantasnya didasarkan pada pity, melainkan pada solidaritas. Jangan 
kasihan kepada seseorang yang sedang dipukuli. Mengapa? Karena jika kita 
yang dipukuli, maka respons yang muncul pada diri kita bukanlah rasa iba. 
Ketika dipukuli, apalagi secara semena-mena, respons utama kita adalah 
marah. Oleh karena itu, ketika melihat seseorang dipukuli, mari kita ikut 
marah bersamanya. Ini yang disebut solidaritas. 
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PENUTUP 


The Global South 
Awal sebuah Perjalanan 


Muhadi Sugiono 
Lugman-nul Hakim 
Mohtar Mas'oed 


ini memasuki tahap akhir, “Now this is not the end. It is not even the 

beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” 
Pernyataan ini muncul dari pidato Winston Churchill saat Inggris mulai 
menunjukkan kemenangannya dalam pertempuran di El Alamein, Mesir, 
pada tahun 1942 (The Orchard Enterprises, 2014). Seperti halnya Churchill 
melihat kemenangan Inggris atas Jerman dalam pertempuran tersebut, 
refleksi studi hubungan internasional di Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional, Universitas Gadjah Mada, ini adalah sebuah awal. Akan 
tetapi, berbeda dari kemenangan Inggris atas Jerman, refleksi yang hasilnya 
ditampilkan dalam volume ini benar-benar awal, bukan akhir, dari sebuah 
awal perjalanan untuk mewujudkan visi Hubungan Internasional sebagai 
sebuah disiplin yang benar-benar global dengan mengembangkan perspektif 
the Global South. Perjalanan telah dimulai. Hanya, kita tidak tahu berapa 
waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut, 
seandainya bisa terwujud. Atau, bahkan kita mungkin tidak akan pernah 
sampai di sana, seperti yang diingatkan oleh Kiran Desai, “A journey once 
begun, has no end? (2006: 111). 

Semangat untuk mengembangkan perspektif the Global South 
sebenarnya merupakan salah satu konsekuensi logis dari perkembangan 


5 ebuah kutipan yang sangat terkenal terlintas saat proses editing volume 
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disiplin hubungan internasional, baik secara teoretis maupun empiris. 
Dengan perkembangan Hubungan Internasional yang semakin pluralis 
secara teoretis, dan meluas dalam kaitannya dengan isu dan fokus kajian, 
ilmuwan Hubungan Internasional memiliki ruang yang lebih besar untuk 
melihat dan memahami hubungan internasional dengan cara yang lebih 
beragam, dengan segala konsekuensinya, bisa baik, bisa buruk, tergantung 
pada bagaimana kita melihatnya. Namun yang jelas, pluralitas teoretis dan 
perluasan fokus kajian ini memungkinkan banyak aspek yang selama ini tak 
terlihat, “tabu' ataupun secara sengaja dibuat tak terlihat dan disingkirkan, 
menjadi “terlihat' dan mengemuka. Bahkan, konsep-konsep dasar yang 
membentuk Hubungan Internasional (defining concepts) seperti negara dan 
kedaulatan atau anarki yang dianggap “sakral” menjadi aspek-aspek yang 
diperdebatkan dan dipertanyakan ulang. 

Dampak dari perkembangan disiplin hubungan internasional ini sangat 
terlihat dalam studi hubungan internasional di Indonesia. Popularitas teori- 
teori yang berbasis interpretivis, seperti konstruktivisme dan teori-teori 
kritis, di antara ilmuwan-ilmuwan dan mahasiswa Hubungan Internasional 
secara jelas mencerminkan menguatnya semangat emansipatoris dalam 
studi hubungan internasional di Indonesia. Semangat emansipatoris juga 
telah mendorong departemen-departemen Ilmu Hubungan Internasional 
di universitas-universitas di Indonesia,” termasuk di Universitas Gadjah 
Mada, untuk mengembangkan fokus spesifik sebagai niche mereka masing- 
masing. Pengaruh perkembangan disiplin hubungan internasional juga 
terlihat dengan munculnya minat-minat kajian spesifik yang berkembang di 
bawah naungan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), 
yang dikenal sebagai Komunitas Epistemik Kajian.” Di antara komunitas- 
komunitas ini adalah komunitas-komunitas yang memusatkan perhatian pada 
isu-isu atau tema-tema yang tidak memperoleh perhatian serius ilmuwan 
Hubungan Internasional arus utama. Di Universitas Gadjah Mada, pengaruh 
perkembangan Hubungan Internasional ini tercermin dalam semangat 


42 Saat ini terdapat 87 universitas di seluruh Indonesia yang memiliki program sarjana (S- 
1) studi Ilmu Hubungan Internasional, 9 universitas dengan program studi S-2, dan 1 
universitas dengan program studi S-3. Lihat Pangkalan Data Dikti, Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2021). 

43 Komunitas epistemik kajian menjadi bagian yang semakin penting dalam AIHII. 
Komunitas-komunitas epistemik kajian ini memberikan ruang bagi para anggota AIHII 


dari berbagai universitas dengan minat yang sama untuk mengembangkan minat mereka. 
Lihat AIHII (2021). 
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untuk mengembangkan perspektif the Global South dalam Hubungan 
Internasional, baik secara teoretis maupun empiris.“ 

Akan tetapi, sekalipun berkembangnya teori-teori hubungan 
internasional yang berorientasi kritis telah berhasil mendorong Hubungan 
Internasional dengan karakter yang lebih emansipatoris, Hubungan 
Internasional ternyata masih jauh dari karakter global. Hubungan 
Internasional pada dasarnya masih sangat bersifat western centric. Teorisasi 
dan fokus Hubungan Internasional lebih mencerminkan perspektif Barat. 
Suara, sejarah ataupun perspektif negara dan masyarakat bukan Barat 
sebagian besar muncul melalui kerangka teoretis dan konseptual (dan 
ilmuwan atau institusi) Barat atau muncul sebagai bagian dari lip-service 
semata. Dalam konteks ini, semangat untuk mengembangkan perspektif 
the Global South menjadi sangat relevan untuk menjadikan Hubungan 
Internasional benar-benar global (Acharya, 2015, 2017). Dengan kata lain, 
perspektif the Global South memperluas semangat emansipatoris teori-teori 
kritis dalam hubungan antara teori-teori dominan dan teori-teori kritis di 
Utara dengan memberikan perhatian pada hubungan yang timpang antara 
Utara dan Selatan.” 

Saat ini, the Global South menjadi sebuah terminologi yang sangat 
populer dan fashionable. Sebuah survei bibliografi terhadap penggunaan 
terminologi ini menunjukkan terjadinya proliferasi besar-besaran sejak 
kemunculannya pada pertengahan tahun 1990-an (Pagel dkk., 2014). Akan 
tetapi, the Global South sebenarnya bukan merupakan sebuah konsep 
yang solid. Terminologi the Global South sangat sarat dengan perbedaan 


44 Semangat ini merupakan manifestasi dari visinya untuk menjadi sebuah departemen 
yang mengembangkan pendidikan dan melayani berbasiskan riset dengan komitmen 
pada “masyarakat global yang damai, berkeadilan dan yang beradab” (2016). 


45 The Global South sebenarnya bukan merupakan terminologi yang sepenuhnya baru. 
Konsep ini, sekalipun tidak sepenuhnya identik, muncul dalam berbagai bentuk yang 
berbeda seperti Dunia Ketiga, negara berkembang, negara terbelakang atau negara- 
negara miskin dan negara-negara Selatan. Konsep Selatan menjadi sangat populer 
dengan terbitnya laporan sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan Kanselir Jerman, 
Willy Brandt, North-South: A Program for Survival (1983). Terminologi the South 
dalam Laporan Brandt pada dasarnya mengacu pada geografi, dengan asumsi sebagian 
besar penduduk miskin, kecuali New Zealand dan Australia, berada di 30” selatan garis 
lintang Utara. Atribut global yang ditambahkan pada kata Selatan menggambarkan bahwa 
terminologi the Global South tidak lagi semata-mata mengacu pada geografi, melainkan 
konteks tunggal yang mengintegrasikan seluruh planet ke dalam satu sistem (ekonomi) 
yang tunggal, yang digambarkan oleh Friedman sebagai dunia yang datar (2005). Dengan 
konsepsi ini, the Global South dibedakan dari the Global North dalam kaitannya dengan 
hubungan positif atau negatif yang mereka miliki dengan kapitalisme global. 
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makna dan penafsiran (Wolvers dkk., 2015). Meskipun demikian, bukan 
berarti the Global South hanya sekadar merupakan sebuah retorika kosong. 
Sebagaimana semangat emansipatoris teori-teori kritis, the Global South 
merupakan sebuah proyek politik yang bertujuan untuk mewujudkan 
hubungan internasional yang lebih adil dan sederajat (Ballestrin, 2020). 

Dilihat dengan cara ini, terdapat beberapa karakteristik yang 
menjadikan the Global South sebuah kategori pemikiran yang sangat besar 
(Benabdallah dkk., 2017). Pertama, the Global South sebagai perspektif 
berangkat dari asumsi bahwa teori-teori hubungan internasional yang 
eurosentris memiliki kelemahan besar karena tidak bersifat universal. Oleh 
karena itu, persoalan, isu ataupun fenomena-fenomena masyarakat di luar 
Barat cenderung terabaikan atau tidak memiliki peran dalam proses teorisasi. 
Kedua, the Global South melihat bahwa teori-teori hubungan internasional 
yang eurosentris gagal memahami sejarah karena tidak adanya suara-suara 
yang merepresentasikan masyarakat-masyarakat terjajah dan tertindas. 

Berangkat dari asumsi-asumsi tentang keterbatasan teori-teori 
hubungan internasional yang berakar di Barat, the Global South memberikan 
harapan bagi berkembangnya teori-teori hubungan internasional yang lebih 
relevan bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Sebagai perspektif, 
the Global South menghadirkan aspek-aspek yang (dilhilang|kan| dalam 
teoretisasi hubungan internasional yang berkembang di Barat. Sementara 
teori-teori yang berkembang di Barat hanya memperhitungkan keberadaan 
masyarakat-masyarakat bukan Barat hanya setelah Barat hadir dan 
berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat tersebut, the Global South harus 
memastikan tidak ada bagian sejarah masyarakat yang boleh dihilangkan 
atau dibuat tidak nampak. Era sebelum kehadiran Barat (yakni, sebelum 
kolonialisme berkembang), misalnya, menjadi aspek penting dalam 
perspektif the Global South. 

Akan tetapi, mengembangkan perspektif the Global South dan konteks 
dominasi teori-teori Barat jelas bukan pekerjaan yang sederhana. Setidaknya 
ada beberapa tantangan yang jelas akan menghambat proses pembentukan 
perspektif the Global South (Benabdallah dkk., 2017). Pertama adalah 
fragmentasi the Global South sebagai perspektif. Sekalipun disatukan oleh 
semangat untuk menuntut keadilan dan persamaan, the Global South menjadi 
keranjang yang sangat besar yang mengakomodasi semua kepentingan, 
tetapi tidak ada upaya bersama untuk melakukan teoretisasi dalam sebuah 
bingkai besar the Global South. Kedua, dalam kaitannya dengan produksi 
dan diseminasi (publikasi) pengetahuan, upaya untuk mengembangkan 
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perspektif the Global South harus berhadapan dengan dominasi Barat. 
Artinya, setiap upaya untuk bisa bersaing dengan pengetahuan yang 
diproduksi Barat, perspektif the Global South harus mampu menembus 
dominasi Barat, baik dalam kaitannya dengan metodologi, bahasa maupun 
akses ke publikasi. Tidak mengherankan oleh karenanya, sejauh ini dalam 
ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kontribusi ilmuwan-ilmuwan bukan 
Barat cenderung sangat terbatas atau, sekalipun meningkat, tidak selalu 
mencerminkan perspektif the Global South. 

Refleksi terhadap state of the discipline merupakan langkah awal 
untuk membangun perspektif the Global South. Bab-bab yang ada di dalam 
volume ini mencoba menggambarkan bagaimana Hubungan Internasional 
di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada 
dilakukan, baik dalam bentuk pengajaran di dalam maupun di luar ruang 
kelas, dalam produksi pengetahuan melalui riset dan publikasi serta dalam 
aktivisme, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Pada saat yang 
sama, setiap penulis dituntut untuk merefleksikan relevansi dari apa yang 
dilakukan dengan visi emansipatoris departemen melalui perspektif the 
Global South. Apa yang dihasilkan dari upaya awal ini benar-benar sangat 
mencengangkan. Keragaman teoretis dan fokus kajian yang menjadi 
realitas Hubungan Internasional saat ini sangat terasa di Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Keragaman ini tidak 
dapat dimungkiri merupakan sebuah aset sekaligus tantangan besar untuk 
mewujudkan perspektif the Global South. Volume ini adalah produk dari 
serangkaian interaksi yang sangat intensif di antara para penulis. Tidak ada 
kesepakatan yang dicapai. Sebaliknya, rangkaian proses interaktif tersebut 
semakin menampakkan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dan, justru 
di sini terletak esensi dari the Global South sebagai perspektif. The Global 
South bukan representasi dari homogenitas, kohesivitas, koherensi ataupun 
stabilitas dalam artian tidak adanya konflik ataupun perbedaan kepentingan 
(Ballestrin, 2020). Siapa pun bisa berbicara tentang atau dengan perspektif 
the Global South, tetapi tidak ada yang secara eksklusif bisa berbicara atas 
nama the Global South. 

Karena the Global South, sebagai sebuah perspektif, bersifat 
“subversif' (Klo$, 2017), konsekuensinya bagi kurikulum Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional juga sangat signifikan. Kurikulum Departemen Ilmu 
Hubungan Internasional sebagai institusi yang memproduksi pengetahuan 
harus mendorong upaya-upaya untuk menghasilkan cara-cara memproduksi 
pengetahuan yang berbeda dibandingkan dengan cara-cara yang berorientasi 
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pada the Global North. Tujuannya bukan untuk menggantikan atau 
menghilangkan cara-cara produksi pengetahuan yang dominan, melainkan 
untuk menghilangkan dominasi ataupun untuk menciptakan sistem yang 
adil dalam produksi pengetahuan global. 

Dalam artian yang praktis, membangun visi the Global South berarti, 
pertama, menekankan pluralitas teoritis dalam pengajaran studi hubungan 
internasional bahkan sejak awal saat mahasiswa diperkenalkan dengan 
studi hubungan internasional. Kedua, studi hubungan internasional harus 
menekankan bahwa hubungan internasional tidak semata-mata terkait 
dengan kekuasaan ataupun perjuangan untuk memperoleh kekuasaan 
(struggle for power), ataupun terkait dengan ketertiban (order), melainkan 
juga dengan nilai (values). Ketiga komponen tersebut harus tercermin dalam 
mata kuliah mata kuliah yang ditawarkan. Akhirnya, ketiga, studi hubungan 
internasional harus menekankan pada kapasitas agensi dalam pembuatan 
kebijakan-kebijakan global yang sangat mempengaruhi kehidupan sebagian 
besar penduduk dunia. Hubungan internasional bukan hanya tentang aktor- 
aktor besar yang muncul melalui sosok negara-negara besar, perusahaan- 
perusahaan multinasional raksasa ataupun organisasi-organisasi bukan 
pemerintah yang besar dan berpengaruh, melainkan juga tentang setiap orang 
dan oleh karenanya juga harus menjadi perhatian setiap orang, karena setiap 
orang bisa membuat perbedaan dalam hubungan internasional. 

Ketiga aspek praktis perspektif the Global South di atas merupakan 
langkah awal untuk mengawali perjalanan menuju the Global South. Dan, 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada telah 
memutuskan untuk menempuh perjalanan tersebut. Keputusan untuk 
melakukan perjalanan dengan visi the Global South ini jelas memiliki 
konsekuensi yang sangat serius bagi perkembangan studi hubungan 
internasional di Universitas Gadjah Mada, baik dalam kaitannya dengan 
produksi maupun diseminasi pengetahuan serta advokasi. 

Tantangan terbesar yang akan segera dihadapi adalah melepaskan 
diri dari belenggu nasionalisme metodologis (methodological nationalism) 
yang menjadikan negara-bangsa sebagai satu-satunya unit analisis atau 
basis untuk memahami dunia sosial.“ Nasionalisme metodologis ini 
sangat mendominasi logika ilmu-ilmu sosial. Hubungan Internasional 
tidak terkecuali. Bahkan, dilihat dari sejarah perkembangannya sebagai 


46 Nasionalisme metodologis adalah “naturalisasi negara-bangsa oleh ilmu-ilmu sosial,” 
dengan cara mengasumsikan bahwa negara-bangsa merupakan institusi sosial dan politik 
yang alami dalam dunia modern (Wimmer dan Schiller, 2003: 576) 
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sebuah disiplin, bagi Hubungan Internasional, negara-bangsa dengan atribut 
istimewa yang dimilikinya, yakni kedaulatan merupakan defining concept. 
Berbagai tradisi teoretis yang cenderung memahami negara berdaulat 
sebagai konsep yang baku dan tidak berubah (Barkin dan Cronin, 1994: 107). 

Kegagalan untuk melepaskan diri dari belenggu nasionalisme 
metodologis ini tidak akan membawa Hubungan Internasional lebih 
jauh berjalan menuju ke visi the Global South. Memaknai dikotomi the 
Global South dan the Global North dalam kerangka yang state-centric, 
sekalipun bukan tidak mungkin, jelas merupakan cara yang bisa sangat 
menjerumuskan. Cara ini mengabaikan realitas bahwa elemen yang 
bertentangan ada di setiap kategori, yaitu elemen the Global South bisa 
ditemukan dalam the Global North, dan sebaliknya elemen the Global North 
dalam the Global South (Trefzer, Jackson, McKee dan Dellinger 2015). 
Konsekuensainya, membangun visi the Global South tanpa membongkar 
fondasi nasionalisme metodologis justru bisa menghasilkan justifikasi atau 
melanggengkan berbagai bentuk ketidakadilan yang berlangsung, yakni 
dominasi dan eksploitasi oleh elemen the Global North terhadap elemen 
the Global South, baik di the Global South maupun di the Global North. 

Perjalanan menuju ke visi the Global South jelas bukan perjalanan 
yang “normal dan selalu penuh dengan kenyamanan. Perjalanan ini akan 
menempuh rute yang tidak biasa dan penuh tantangan. Berapa lama 
perjalanan akan berakhir atau mencapai tujuan bukan lagi merupakan 
prioritas karena proses untuk memproduksi pengetahuan sebenarnya lebih 
menyerupai sebuah pengembaraan daripada sebuah perjalanan wisata: “it 
is JaboutJ the journey, not the destination' (Reza, 2016). 
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Glosarium 


Anti-Afrikanisme 


Artificial 
Intelligence 


Community of 
common destiny 


Core 


Digital divide 


Digital platform 


Istilah yang digunakan Oyekan Owomoyela 
guna menyebut cara pandang yang merendahkan 
bangsa Afrika. 


Sistem komputer untuk menjalankan tugas- 
tugas yang selama ini dilakukan oleh kecerdasan 
manusia, seperti kemampuan untuk belajar dan 
memecahkan masalah. 


Visi politik luar negeri Cina yang menghendaki 
terwujudnya “kerangka sistem internasional 
baru” yang berbasis pada pemerintahan global. 


Istilah dalam teori sistem dunia dan 
dependensia untuk menyebutkan negara- 
negara industri maju, Eropa Barat, dan 
Amerika. Negara-negara ini bukan hanya 
secara struktural memiliki keuntungan dalam 
sistem perdagangan kapitalistik, tetapi juga 
berusaha untuk melanggengkan struktur demi 
keuntungan dan kekuasaan mereka. 


Kesenjangan antarkelompok masyarakat atas 
pengetahuan dan manfaat dari perkembangan 
teknologi digital. 


Ekosistem yang mewadahi sebuah sistem 
berbasis digital yang terbentuk atas kombinasi 
penggunaan perangkat keras (hardware) 
maupun perangkat lunak (software). 
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Emansipatoris 


Eurocentric 


Euroskeptisisme 


Game changer 


Geo-epistemologi 


Guanxi 


Kapasitas Agensi 


Konsolidasi 
demokrasi 


Nasionalisme 
metodologis 
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Gagasan atau semangat untuk melepaskan diri 
dari kekangan berbagai struktur sosial politik 
atau dominasi ideologi tertentu sebagai upaya 
mencapai kondisi merdeka dalam berpikir, 
berkreasi, dan bertindak. 


Cara pandang yang secara eksplisit maupun 
implisit menempatkan sejarah ataupun nilai- 
nilai Eropa sebagai parameter. 


Pandangan yang cenderung negatif atau skeptis 
terhadap Uni Eropa dan integrasi Eropa. Sering 
juga dikenal sebagai EU-skeptisisme. 


Sebuah faktor yang mengubah situasi atau 
kegiatan tertentu secara signifikan. 


Proses produksi pengetahuan, atau teori- 
teori yang dipengaruhi dan dikondisikan 
oleh konteks dan karakter suatu wilayah atau 
kawasan. 


Secara harfiah berarti “koneksi resiprokal”), 
sebuah norma tradisional Cina di mana orang 
saling memberi dan menerima dalam sebuah 
hubungan sosial dengan dimensi yang luas. 


Kemampuan untuk memproyeksikan aspirasi 
dan bertindak secara mandiri berdasarkan 
proses rasionalisasi yang merdeka. 


Proses atau kondisi di mana semua unsur dalam 
suatu negara menerima demokrasi sebagai satu- 
satunya aturan main bersama, khususnya terkait 
perpindahan kekuasaan melalui pemilihan 
umum yang jujur dan adil. 


Asumsi tentang dunia sosial yang dibangun di 
atas pemahaman tentang negara-bangsa sebagai 
institusi sosial dan politik yang alamiah, baku, 
dan tidak berubah. 


Open source 


Orientalisme 


Parokialisme 


Peace enforcement 


Peacebuilding 


Peacekeeping 


Tipe perangkat lunak yang sistem 
pengembangannya tidak tersentralisasi pada 
satu individu atau kelompok, melainkan 
dikoordinasi oleh pengguna yang saling bekerja 
sama dalam penggunaan source code yang 
tersedia secara bebas. 


Istilah yang digunakan Edward Said guna 
menyebut cara memahami budaya non- 
Barat dalam kerangka stereotipikal yang 
berujung pada asosiasi simplistik sebagai alien, 
rendahan, dan eksotik. 


Pandangan atau sikap yang didasarkan pada 
perhatian tertentu yang sangat terbatas tanpa 
mempertimbangkan konteks yang lebih luas. 


Butir kedua dari 5 Agenda Perdamaian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pasukan 
militer bersenjata berat diterjunkan guna 
menghentikan kekerasan (bersenjata) antara 
pihak-pihak berkonflik. 


Butir kelima dari 5 Agenda Perdamaian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan 
pada upaya membangun struktur dan kultur 
perdamaian hingga ke tahap tertentu sehingga 
ke depannya masyarakat memiliki semua yang 
dibutuhkannya guna menyelesaikan konflik- 
konflik masa depan tanpa perlu menggunakan 
(lagi) cara-cara kekerasan. 


Butir keempat dari 5 Agenda Perdamaian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pasukan 
militer bersenjata ringan atau menengah 
diturunkan guna mengawasi implementasi 
perjanjian damai yang disepakati pihak-pihak 
berkonflik. 
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Peacemaking 


Perdamaian 
Teoretis 


Periphery 


Pluriversalitas 


Preventive 
diplomacy 


Referent object 


Subaltern 
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Butir ketiga dari 5 Agenda Perdamaian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana 
pihak-pihak berkonflik didudukkan dalam 
perundingan—biasanya dengan bantuan 
mediator-guna mencapai kesepakatan damai. 


Berakhirnya karakter “Great Debate” 
dalam disiplin Hubungan Internasional, di 
mana keragaman teori dianggap memiliki 
legitimasi dan di terima dalam studi Hubungan 
Internasional. 


Istilah dalam teori sistem dunia dan dependensia 
untuk menyebut negara-negara yang pada 
dasarnya dikategorikan ke dalam “dunia 
ketiga”. Karakter eksploitatif sistem ekonomi 
kapitalisme ini menjadikan negara-negara ini 
akan tetap terbelakang. Semakin terintegrasi 
negara-negara ini ke dalam sistem kapitalis 
global, semakin terbelakang. 


Tidak adanya sentrum dalam teori Hubungan 
Internasional, atau kondisi ketika teori-teori 
dalam studi Hubungan Internasional semakin 
beragam. 


Butir pertama dari 5 Agenda Perdamaian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan 
pada penggunaan dialog sebagai cara mencegah 
terjadinya kekerasan antara pihak-pihak 
berkonflik. 


Dalam konsep sekuritisasi, dipahami sebagai 
objek yang eksistensinya dianggap sedang 
terancam dan perlu dilindungi keamanannya. 
Pihak yang dalam sebuah hirarki diposisikan 
berada di strata (ter)bawah, diposisikan sebagai 
liyan, serta diposisikan sebagai pihak yang tidak 
berdaya -- dan oleh karenanya pandangannya 
sering di(mis)representasikan oleh mereka yang 
berada di hirarki yang lebih tinggi. 


Sui generis 


Surveillance 
Capitalism 


Topdog, under dog 


Wolf warrior 


Menunjukkan keunikan, tidak ada padanannya 
sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan 
yang lain. 

Konsep yang dibawa oleh Shoshana Zuboff, 
mengilustrasikan sistem ekonomi yang berbasis 
pada komodifikasi data pribadi individu dengan 
tujuan pengambilan keuntungan yang sebesar- 
besarnya. Hal ini dimungkinkan dengan 
mengkonversi pengalaman individu dalam 
platform digital sebagai kumpulan data terkait 
perilaku manusia yang dapat digunakan oleh 
entitas privat untuk upaya komersial. 


Pihak yang diposisikan berada di strata hierarki 
atas dan dicirikan dengan adanya atau bahkan 
keterlimpahan akses dan privilege (antonim: 
underdog). 


Dimensi baru dalam diplomasi Cina di era Xi 
Jinping yang bertujuan untuk merespons secara 
keras segala kritik yang diarahkan kepada Cina, 
khususnya di media sosial dan wawancara. 


Gisoarium | 253 


Tentang Penulis 


Diah Kusumaningrum memfokuskan diri pada studi perdamaian, 
khususnya perlawanan nirkekerasan, rekonsiliasi, serta kekerasan/bina 
damai etnis/komunal. Bersama Ayu Diasti Rahmawati, ia menginisiasi 
“Damai Pangkal Damai' (DPD), proyek pangkalan data yang mencatat 
aksi-aksi nirkekerasan yang terjadi di Indonesia sepanjang masa reformasi 
(1999 hingga saat ini). 


Lugman-nul Hakim memiliki keahlian dalam isu Politik Islam, hubungan 
keamanan-demokrasi-pembangunan, teori post-strukturalisme, dan 
perbandingan politik ekonomi pembangunan. Sejak awal tahun 2021 
menjabat sebagai Direktur Institute of International Studies (IIS) UGM. 
Saat ini aktif dalam penelitian dengan tema Global South. 


Maharani Hapsari berkecimpung dalam isu politik pembangunan, politik 
lingkungan dan ekologi, politik minyak sawit, kerawanan dan bencana, 
serta demokrasi akar rumput. Publikasi meliputi Emerging Spaces of 
Citizenship: Grassroots Communities and Water Governance in Indonesia, 
dan Constructing Palm Oil Justice Movement in Indonesia: Citizenship and 
Collective Identity. 


Mohtar Mas oed merupakan Guru Besar dan aktif sebagai staf pengajar di 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Karya-karya meliputi Teori 
dan Metodologi Hubungan Internasional: Ilmu Hubungan Internasional: 
Disiplin dan Metodologi: Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis 
dan Teorisasi: dan Ekonomi Politik Internasional. 


Muhadi Sugiono memfokuskan diri pada teori politik internasional, studi 
keamanan, studi kemanusiaan, dan kajian Eropa. Aktif dalam kampanye 
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Muhammad Irfan Ardhani memiliki ketertarikan terhadap studi politik 
luar negeri dan pascakolonial dalam HI. Saat ini sedang menekuni strategi 
middle power Indonesia dalam memengaruhi regional order. Aktif sebagai 
peneliti di Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM. 
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Governance, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht 
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change. 
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